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CSIS)  sejak  1971  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyaiikan  tulk.n  .  , 

CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para  staf  peneliti  AT..n 
din.  Tetapi  sumbangan  tuiisan  dari  luar  CSIS  akari  Zir  imh  I 
untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan   Is   tu    a  -t       ryan?  dT 
Z^l-    Zr.aTg."^-""-  tanggung  -a-^pl- 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  pirlngan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
alaskan  kam  lampin.  Tangan  kirl  menunjuk  ke  buku  dan' 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orana  ' 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditimba  dari  buku.  Ketelan-  ' 
jangan  gambar  orang  di  tengah  pirlngan  melambangkan  keterbukaan  budi  ' 
--  tiadanya  sikap  a  priori  -  pada  warga  CSIS.  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menun'ukkan  kegiatan 
be lajar  dan  mengajar  atau  menguraikan  pikiran.  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  I 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkarya  Ka- 
hmat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  untuk  menandai 
suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai 
itu.  A/a/fl/-  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1.  Ajar  berwatak  7.  Terusan 
berwatak  9,  dan  Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik:  1971.  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran.  dan  hakikat  kegiatan  CSIS  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan.  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu  I 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar.  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dar'i  budi  J 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  C  ' 
Sidharta. 
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DEMOKRASI  perwakilan  yang  memberikan  kewenangan  wakil  rakyat 
untuk  memilih  kepala  daerah  dalam  menjalankan  kewenangan  ter- 
Hn..n     t    T  l^'^'y^^^^^^^^^  mengecewakan  rakyat  dan  mengabaikan  kepen- 
tingan  rakyat,  Kepala  Daerah  yang  dipilih  oleh  DPRD  lebih  didasarkan  pa- 
da  preferensi  partai  dan  kepentingan  kelompok  dan  tidak  didasarkan  pada 
aspirasi  rakyat  yang  berkembang.  Kepala  Daerah  yang  terpilih  juga  lebih 
mengutamakan  kepentingan  partai  yang  mendukungnya.  Pertanggun^awaban 
kepada  rakyat  hanya  sebatas  slogan,  kedaulatan  rakyat  dinisbikan  serta  ber- 
ada  pada  posisi  yang  lemah.  Akibatnya  rakyat  menjadi  tidak  berdaya  ketika 
harus  menerima  kondisi  buruk  yang  ditimbulkan  oleh  pemimpin  daerah  yane 
berkuahtas  buruk".  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  adalah  korek 
SI  terhadap  demokrasi  yang  stagnan.  Rakyat  mendapat  wewenang  untuk  me- 
nentukan  siapa  pemimpin  yang  mereka  kehendaki.  Rakyat  berdaulat  dan 
mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  koreksi,  jika  Kepala  Daerah  yang 
dipihhnya  melakukan  penyimpangan.  Selain  itu  Kepala  Daerah  memperoleh 
mandat  langsung  dari  rakyat  dan  dengan  demikian  harus  bertanggune  iawab 
langsung  kepada  rakyat.  .  oo    o  j 

Dalam  membahas  Pilkada  langsung,  Analisis  CSIS  menyajikan  dua  tu- 
hsan  dengan  meletakkan  Pilkada  dalam  perspektif  demokrasi  lokal.  Lili  Romli 
mengemukakan  bahwa  pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  merupakan 
antitesa  terhadap  demokrasi  perwakilan.  Dengan  pemilihan  secara  langsung 
Kepala  Daerah  harus  memberi  perhatian  pada  aspirasi  dan  keinginan  rakyat 
jika  tidak  ingin  kehilangan  dukungan  dari  rakyat.  Dalam  tulisan  yang  ke- 
dua,  Fitriyah  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  Pilkada  menunjukkan  ada- 
nya  peningkatan  kualitas  demokrasi  Indonesia,  karena  di  satu  sisi  memper- 
kuat  kedaulatan  rakyat,  yang  memberi  tempat  kepada  rakyat  untuk  menentukan 
pemimpinnya  sendiri.  Di  sisi  lain,  Kepala  Daerah  terpilih  mempunyai  le- 
gitimasi  yang  diperoleh  dari  rakyat,  sehingga  dapat  memberikan  perhatian 
lebih  besar  kepada  rakyat  yang  memilihnya  tanpa  intervensi  dari  partai  politik. 

Tulisan  selanjutnya  berjudul  Politik  Peraturan  Undang-Undang  di  In- 
donesia oleh  Bintoro  Nadapdap.  Tulisan  ini  membahas  Undang-Undang  No.  10/ 
2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Undang-Undang.  Dengan  adanya  Undang- 
Undang  tersebut  maka  usaha  penggantian  Undang-Undang  serta  hukum  lama 
dengan  perundang-undangan  yang  lebih  sesuai  dengan  tantangan  masa  kini 
dapat  dilaksanakan. 

Dalam  upaya  meningkatkan  daya  saing  usaha  serta  untuk  mengako- 
modasikan  kebutuhan  pasar,  para  pelaku  usaha  membentuk  aliansi  strategis. 
M.  Udin  Silalahi  selain  membahas  latar  belakang  dan  manfaat  pembentukan 
aliansi,  melalui  tulisan  yang  berjudul  "Aliansi  Strategis  Ditinjau  dari  Per- 
spektif Hukum  Persaingan  Usaha"  juga  menjelaskan  posisi  aliansi  strategis  di 
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dalam  hukum  persaingan  usaha.  Tulisan  terakhir  adalah  tulisan  Hassan 
Wirajuda  tentang  Desain  Baru  Politik  Luar  Negeri  Indonesia.  Pada  intinya  tu- 
lisan tersebut  membahas  realitas  baru  keberadaan  dan  pola  hubungan  antar 
aktor  dalam  menjalankan  prinsip-prinsip  politik  luar  negeri  Indonesia.  Pola-pola 
pendekatan  baru  diajukan  untuk  menghadapi  berbagai  persoalan,  baik  yang 
terkait  dengan  persoalan  domestik  maupun  isu  intemasional. 


:  September  2005  REDAKSI 
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yang  dijabarkan  melalui  politik  luar  negeri  dewasa  ini, 
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ANALISIS  PERISTIWA 

TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Perlunya  Merajut  Kembali  Persatuan 


BEBERAPA  masalah  sosial  po- 
litik  akhir-akhir  ini  menarik 
untuk    disimak,    antara  lain 
mengenai  Pilkada  (Pemilihan  Kepala 
Daerah).  Melalui  Pilkada,  yang  telah' 
dimulai  sejak  Juni  2005,  rakyat  ter- 
bukti  telah  mampu  melewati  tahap- 
an  proses  demokrasi  dengan  memi- 
lih  pemimpinnya   secara  langsung, 
tidak  lagi  melalui  perwakilan.  Hal 
ini  patut  dihargai,  meskipun  masih 
terdapat  beberapa  catatan  yang  per- 
lu  diperhatikan  agar  penyelenggara- 
an  Pilkada  di  masa  mendatang  se- 
lain  semakin  meningkatkan  partisi- 
pasi  rakyat  sebagai  wujud  berdemo- 
krasi,  juga  dapat  menghasilkan  pe- 
mimpin  yang  memahami  kebutuhan 
rakyat. 

Nota  Kesepahaman  (Memorandum 
Of  Understanding /MOU)  Helsinki  te- 
lah ditandatangani.  Keberhasilan  un- 
tuk mewujudkan  perdamaian  di  NAD 
sangat  tergantung  dari  komitmen  dan 
kejujuran  semua  pihak  untuk  secara 
transparan  melaksanakan  isi  MOU 
itu.  Memang  masih  banyak  perbedaan 


M.  Sudibjo 


yang  harus  dijembatani  tentang  isi 
MOU,  terjadi  keanekaragaman  inter- 
pretasi,  termasuk  yang  menolak  ka- 
rena  dianggap  tidak  sesuai  dengan 
UUD  1945  dan  membuka  kemimgkinan 
lepasnya  Aceh  dari  NKRI.  Tetapi  se- 
baliknya,  GAM  sendiri  menyatakan  te- 
lah mengesampingkan  perjuangan  ke- 
merdekaan. 

Sementara  itu,  kita  pun  dikejutkan 
oleh  terusiknya  kebebasan  kehidupan 
beragama  dengan  ditutupnya  24  buah 
gereja  di  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, 
dan  Banten.  Pertanyaan  muncul  me- 
ngapa  kejadian  semacam  ini  masih  saja 
muncul,  meskipun  kekebasan  beragama 
dijamin  oleh  konstitusi. 

Selain  itu,  pidato  kenegaraan  PVe- 
siden  tanggal  16  Agustus  2005,  yang 
sekaligus  mengantarkan  RAPBN  un- 
tuk dibahas  oleh  DPR,  perlu  disimak 
karena  dari  situ  diperoleh  gambaran 
sikap  pemerintah  mengenai  beberapa 
masalah  hangat  di  dalam  negeri,  se- 
perti  penyelesaian  konflik  Aceh,  dan 
Papua. 
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HASILPILKADA 

Pilkada  secara  langsung  yang  per- 
tama  kali  diselenggaraikan  berdasar- 
kan  UU  No.  32/2004  menghasilkan 
gambar  yang  sangat  beragam — mulai 
dan  perbedaan  persentase  perolehan 
suara,  bertahannya  calon  incumbent, 
koalisi  pengusung  calon,  dan  terja- 
dinya  pengelompokan  dua  partai  be- 
sar  (Partai  Golkar  dan  PDIP),  tidak 
begitu  lakunya  calon  dari  TNI,  pe- 
ranan  para  pengusaha,  serta  timbul- 
nya  konflik,  baik  sebelum  maupun  se- 
sudah,  baik  antar  partai  maupun  an- 
tara  partai  dan  KPUD,  maupun  in- 
terrul  partai. 

Sejak  bulan  Juni  hingga  Agustus 
2005,  telah  terselenggara  173  Pilkada 
(di  7  provinsi  dan  166  kabupaten/ 
kota),  dengan  tingkat  partisipasi  ma- 
syarakat  rata-rata  73%,  dengan  parti- 
sipasi terendah  adalah  Kota  Sura- 
baya (49,64%),  dan  tertinggi  Kabupa- 
ten Pegunungan  Bintang  (Provinsi  Pa- 
pua) 99,79%.  Persentase  ini  menurun 
bila  dibandingkan  dengan  persentase 
jumlah  Pileg  (pemilihan  Gubernur) 
maupun  Pilpres  (Pemilihan  Presiden) 
2004.  Ini  berarti  jumlah  pemilih  yang 
tidak  memberikan  suaranya  (golput) 
cukup  tinggi,  27%.  Akan  tetapi  penu- 
runan  jumlah  pemilih  tidak  mengu- 
rangi  sah  tidaknya  hasil  Pilkada.  Se- 
bagaimana  diatur  dalam  peraturan 
perundangan  (UU  No.  32/2004),  pe- 
menang  ditentukan  oleh  jumlah  sua- 
ra yang  diperoleh,  berapa  pun  jum- 
lahnya  asal  mayoritas,  dan  tidak 
perlu  mayoritas  mutlak  (50%  plus 
1).  Apa  faktor  penurunan  jumlah  pe- 


milih kiranya  perlu  penelitian  yang 
mendalam,  apakah  hal  itu  merupa- 
kan  kesadaran  pemilih  sendiri  atau 
karena  kesalahan  dan  kesulitan  teknis. 

Dari  173  Pilkada  terdapat  83  gu- 
gatan  atas  penetapan  hasil,  dengan 
perincian:  dua  gugatan  untuk  pemi- 
lihan gubemur-wakil  gubernur,  67  gu- 
gatan untuk  pemilihan  bupati-wakil 
bupati,  dan  14  untuk  pemilihan  wali- 
kota-wakil  walikota.  Gugatan  kepada 
KPUD  yang  disampaikan  ke  Penga- 
dilan  Tinggi  pada  umumnya  ditolak 
(Laporan  Depdagri,  dalam  seminar 
di  CSIS,  tanggal  30  Agushis  2005). 

Pilkada  2005  ini  juga  ditandai  ba- 
nyaknya  calon  incumbent  (calon  yang 
sedang  atau  pernah  menduduki  ja- 
batan,  baik  gubernur,  bupati/walikota 
maupun  wakilnya).  Sampai  Juni  2005, 
105  bupati/walikota  dan  40  wabup/ 
wawako  incumbent  mengikuti  Pilkada. 
Di  antaranya  sama-sama  diikuti:  31 
mantan  bupati/walikota  maupun  wa- 
bup/wawako  incumbent,  9  di  antara- 
nya saling  berpasangan  sama  seperti 
saat  menjabat,  dan  22  lainnya  sa- 
ling bersaing.  Dari  105  incumbent  itu, 
66  memenangkan  Pilkada,  dan  39  ka- 
lah.  Dari  40  calon  dari  wabup/wa- 


Baca  T.A.  Legowo,  "Menakar  Kualitas 
Hasil  Pilkada,"  makalah  dalam  seminar  di 
CSIS,  30-8-2005. 

Gugatan  kepada  KPUD  Kota  Depok  oleh 
calon  Badrul  Kamal  ke  Pengadilan  Tinggi 
atas  kemenangan  calon  Nurmahmudi  dime- 
nangkan  oleh  calon  Badrul  Kamal.  Tetapi 
kemudian  Nurmahmudi  naik  banding,  dan 
mendesak  agar  pelantikan  Badrul  Kamal 
sebagai  walikota  Depok  ditunda.  Sampai 
akhir  bulan  Agustus  2005,  kasus  Pilkada 
di  Kota  Depok  belum  ada  pienyelesaian  akhir. 


240 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  3.  2005:  238-264 


wako  incumbent  hanya  10  yang  me- 
nang.  Tiga  daerah  dimenangkan  wa- 
bup/wawako  incumbent  yang  meng- 
ungguli  para  pesaingnya  termasuk 
mantan  atasannya,  dan  7  lainnya  di- 
menangkan berpasangan  dengan  atas- 
annya bupati/walikota  incumbent  (Me- 
dia Indonesia,  19  Juli  2005). 

Hasil  calon  incumbent  ini  menun- 
jukkan  bahwa  mantan  atau  kepala 
daerah  yang  masih  berdinas  tidak 
memberi  jaminan  memenangkan  Pil- 
kada.  Banyak  faktor  yang  menentu- 
kannya,  meskipun  diakui  bahwa  ja- 
ringan  birokrasi  yang  masih  loyal  ke- 
pada  calon  incumbent  itu  diperkirakan 
menjadi  salah  satu  faktor  penentu 
kemenangan  calon  incumbent.  Di  sam: 
ping  itu,  keberhasilan  pembangunan 
nampaknya  juga  sangat  menentukan 
kemenangan  calon  incumbent,  misalnya 
calon  incumbent  Bupati  Kebumen. 

Dalam  Pilkada  yang  baru  lalu  itu 
juga  dapat  disaksikan  lima  calon  da- 
ri  kalangan  TNI  aktif.  Sebagaimana 
terjadi  perdebatan  mengenai  peranan 
TNI  dalam  bidang  politik,  keikutserta- 
an  TNI  dalam  Pilkada  juga  mengun- 
dang  pro  dan  kontra.  Yang  menolak 
mendasarkan  diri  pada  UU  No.  39/ 
2004  tentang  TNI,  khususnya  Pasal 
47  Ayat  (1).  Sedangkan  yang  setuju 
mendasarkan  pada  UU  No.  32/2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah,  teru- 
tama  Pasal  59  Ayat  (5).  Kelima  ang- 
gota  TNI  itu  tidak  ada  satu  pun  yang 
berhasil  meraih  kemenangan.^  Apa- 


Lima  orang  anggota  TNI  aktif  yang 
mencaionkan  dalam  Pilkada  adalah  Kol. 
Inf.  DJ.  Nachrowi  (pejabat  di  Pusat  Pene- 


kah  ini  merupakan  pertanda  bahwa 
rakyat  saat  ini  menolak  militer  un- 
tuk  berkuasa  lagi,  masih  perlu  pene- 
Iitian.  Tetapi  yang  jelas  figur  TNI 
yang  ikut  Pilkada  kalah  dengan  figur 
non-miHter. 

Fenomena  yang  menarik  lagi  da- 
lam Pilkada  sekarang  ini  adalah  ba- 
nyaknya  pengusaha  yang  ikut  Pil- 
kada. Dari  125  kabupaten/kota  yang 
melaksanakan  Pilkada,  Juni  2005,  se- 
tidaknya  terdapat  80  daerah  yang  ca- 
lonnya  dari  kalangan  pengusaha,  dan 
25  di  antaranya  memenangkan  Pilka- 
da. Ini  suatu  kemajuan  dari  kuanti- 
tas  pengusaha  yang  menduduki  ja- 
batan  politik.  Peningkatan  kapital  di 
daerah  membuat  kebutuhan  pemba- 
ngunan semakin  besar  sehingga  per- 
putaran  proyek  juga  meningkat.  Ini- 
lah  daya  tarik  kalangan  pengusaha 
untuk  terjun  ke  dunia  politik.  Wa- 
pres  Jusuf  Kalla  juga  dari  kalangan 
pengusaha,  yang  kemudian  juga  meng- 
gandeng  pengusaha  lain,  seperti  Abu- 
rizal  Bakrie  sebagai  Menko  Bidang 
Perekonomian,  dan  Fahmi  Idris  seba- 
gai Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Trans- 
migrasi.  Sukses  ini  boleh  jadi  mem- 
beri inspirasi  bagi  pengusaha  lokal 
untuk  menirunya. 


rangan  TNI)  untuk  wakil  bupati  Kabupa- 
ten  Ogan  Ilir,  Sumsel;  Letkol  Cpt.  Didi  Su- 
nardi  (seorang  perwira  di  Bais  TNI)  untuk 
bupati  Kabupaten  Serang,  Banten;  Letkol 
Cku  Naschwin  Ferien  Norbeck  (seorang  per- 
wira Bais  TNI)  untuk  bupati  Kabupaten 
Berau,  Kaltim;  Letkol  Ckm  Bastian  (seorang 
perwira  Bais  TNI),  untuk  bupati  Kabupa- 
ten Agam,  Sumbar;  dan  Brigadir  Kepala 
Yermia  Sampe  Palendokan  untuk  bupati 
Kabupaten  Tana  Toraja,  Sulsel. 
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Banyaknya  para  pengusaha  yang 
terjun  ke  Pilkada  disambut  baik  oleh 
parpol.  Kekuatan  modal  merupakan 
salah  satu  pertimbangan  parpol  untuk 
mengusung  pengusaha  sebagai  calon 
kepala  daerah.  Ini  sangat  dibutuhkan 
untuk  kampanye  dan  sosialisasi  ca- 
lon. Dana  kampanye  Pilkada  tidak  ke- 
cil,  sampai  beberapa  milyar.  Untuk  iru 
ditariklah  calon  dari  pengusaha  yang 
mampu  membiayai  kampanye  sehing- 
ga  parpol  dapat  ikut  berlaga.  Dua 
kepentingan  bertemu,  maka  terjadilah 
simbiose  mutualisma. 

Dalam  hal  ini  terdapat  empat  mo- 
del pasangan,  yakni  pengusaha-biro- 
krat,  pengusaha-pengusaha,  pengu- 
saha-politisi,  dan  pengusaha-profe- 
sional/swasta.  Dari  empat  model  pa- 
sangan ini,  pengusaha-birokrat  ada- 
lah  yang  terbanyak,  yakni  36  pasang- 
an, yang  14  di  antaranya  memenang- 
kan  Pilkada.  Ini  menunjukkan  perpa- 
duan  antara  penguasaan  modal  dan 
penguasaan  jaringan  politik  lokal  yang 
dimiliki  birokrat  menjadi  salah  satu 

4 

kunci  kemenangan. 

Bertitik  tolak  pada  hasil  Pilkada 
sampai  dengan  Juli  2005,  meskipun 
tidak  persis  hitam  di  atas  putih  ka- 


Baca  Momentum  Berburu  Kekuasaan  Po- 
litik. Diungkapkan  pula  bahwa  ada  15  pa- 
sangan pengusaha-pengusaha,  yang  4  di  an- 
taranya memenangkan  Pilkada,  16  pasangan 
pengusaha-politisi,  yang  4  di  antaranya  me- 
menangkan Pilkada,  serta  13  pasangan  pengu- 
saha-profesional,  yang  4  di  antaranya  meme- 
nangkan Pilkada.  PDIP  merupakan  parpol  yang 
paling  banyak  menggaet  pengusaha  (35),  di- 
susul  PG  (25),  tetapi  PG  yang  lebih  berhasil, 
9  diantaranya  terpilih,  sedangkan  PDIP  hanya  8 
(Kompas,  6-9-2005). 


rena  masih  ada  partai  lain  yang 
mendukungnya,  calon  yang  diusung 
oleh  PG  dan  PDIP  masih  mengung- 
guli  calon-calon  yang  diusung  oleh 
partai-partai  lainnya.  Sampai  dengan 
akhir  Juli  2005,  PG  memenangkan  59 
Pilkada  (57  kabupaten/kota,  dan  2 
provinsi),  sedangkan  PDIP  memenang- 
kan 53  Pilkada  (50  kabupaten/kota 
dan  3  provinsi).  Masih  perlu  diuji 
apakah  kecenderungan  ini  akan  men- 
jadikan  main  stream  pengelompokan 
partai  di  masa  mendatang  seperti 
yang  terjadi  di  AS  (dua  partai  be- 
sar:  Partai  Republik  dan  Partai  De- 
mokrat).  Kalau  hal  ini  kelak  menja- 
di kenyataan,  itu  akan  sangat  meng- 
untungkan  bagi  perkembangan  ke- 
tatanegaraan  maupun  persatuan  In- 
donesia. Pengelompokan  terjadi  se- 
cara  alamiah  dan  bukan  dipaksakan. 

Di  samping  itu,  Pilkada  juga  me- 
nunjukkan pola  koalisi  partai  peng- 
usung  calon  yang  tidak  selalu  ber- 
dasarkan  persamaan  ideologi  partai. 
Bahkan  dapat  dikatakan  persamaan 
ideologi  partai  bukan  menjadi  dasar 
koalisi.  Persamaan  kepentingan  par- 
tai dalam  suatu  daerah  yang  diwu- 
judkan  dalam  dukungannya  pada 
seorang  calon  lebih  menjadi  faktor 
penentu  koalisi  daripada  ideologi 
partai.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada  ke- 
seragaman  dalam  koalisi. 

Satu  hal  yang  masih  juga  sulit 
dihilangkan,  meskipun  tidak  sampai 
menimbulkan  konflik  yang  berkepan- 
jangan,  Pilkada  sekarang  ini  masih 
juga  diwarnai  oleh  konflik,  setidak- 
nya  perasaan  tidak  puas  yang  ke- 
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mudian  ditumpahkan  dalam  unjuk 
rasa  atau  pengrusakan  oleh  masa  da- 
n  calon  yang  kalah,  misalnya  yane 
terjadi  di  Kabupaten  Kaur,  Provinsi 
Bengkulu.  Kedewasaan  politik  elite 
pohhk  masih  rendah,  yang  terwujud 
dalam  sikap  belum  dapat  menerima 
kekalahan,  yang  kemudian  memobili- 
sasi  massa  untuk  melakukan  unjuk 
rasa,  termasuk  pengrusakan. 


Berdasarkan  hasil-hasil  yang  sa- 
ngat  variatif  itu  terdapat  beberapa 
kecenderungan  yang  dapat  diidentifi- 
i^asi.  Pertama,  hampir  tidak  ada  po- 
la  koalisi  dan  kerja  sama  yang  per- 
manen  di  antara  partai-partai  yang 
mengajukan  calon  dalam  Pilkada.  Di 
satu  pihak  hal  ini  nampak  seperti- 
nya  positif  karena  kerja  sama  le- 
bih  didasarkan  pada  kesamaan  isu 
lokal  yang  hendak  diusung,  tetapi 
di    sisi    lain    menunjukkan  bahwa 
partai-partai  itu  sesungguhnya  tidak 
memiliki  ideologi  yang  jelas.  Pola 
dan  kerja  sama  antarpartai  di  ting- 
kat  nasional  tidak  sepenuhnya  ter- 
jadi di  tingkat  lokal.  Bahkan  dua 
partai  yang  sangat  berbeda  dalam 
ideologinya,  misalnya  kebangsaan  dan 
keagamaan,  dapat  melakukan  koalisi, 
karena  mempunyai  persamaan  ingin 
mendapatkan  keuntungan  dari  calon 
bupati/walikota  yang  diusung. 

Kedua,  tidak  semua  partai  besar 
yang  memiliki  kursi  mayoritas  di 
DPRD  memenangkan  Pilkada.  Justru 
ada  partai-partai  yang  tidak  memi- 
liki kursi  di  DPRD  memenangkan 
Pilkada  setelah  mereka  mengadakan 
koalisi,  misalnya  di  Kabupaten  Ba- 


nyuwangi.  Daya  tarik  dan  populari- 
tas  figur  pasangan  kandidat  meru- 
pakan  faktor  penting  selain  basis 
partai  dan  gabungan  partai  yang 
menjadi  wadah  pencalonan.  Hal  ini 
sekahgus  mengindikasikan,  partai- 
partai  besar  sebenarnya  tidak  cukup 
berakar  dan  tidak  memiliki  basis 
sosial  yang  jelas  di  daerah. 

Ketiga,  tidak  semua  pejabat  ke- 
pala  daerah  yang  lama  (incumbent) 
termasuk  untuk  masa  jabatan  kedua 
yang  maju  kembali  sebagai  kandi- 
dat memenangkan  Pilkada.  Keempat, 
tidak  semua  pasangan  kandidat  yang 
diduga    memiliki    dana  kampanye 
yang  besar  memenangkan  Pilkada, 
meskipun  dana  mempunyai  peranan 
yang  sangat  penting  dalam  penca- 
lonan maupun  memenangkan  Pilka- 
da. Fakta  ini  memperlihatkan,  ma- 
syarakat  secara  berangsur  juga  bela- 
jar  dari  pengalaman  mereka  dalam 
pemilu-pemilu  sebelumnya.  Realitas 
ini  merupakan  gejala  positif  karena 
memperlihatkan  bahwa  para  pemi- 
lih   sebenarnya   memiliki  rasionali- 
tas  politik  sendiri  yang  belum  tentu 
sama  dengan  asumsi  para  elite  po- 
litik. Kelima,  hampir  semua  Pilkada 
dengan  jumlah  pasangan  kandidat 
kurang  dari  lima  paket,  hanya  ber- 
langsung  dalam  satu  putaran.^ 

Persiapan  yang  minim,  politik 
uang  yang  marak,  dan  ambivalen- 
si  pemerintah  juga  mewarnai  peiak- 
sanaan   Pilkada  sekarang  ini.  Tiga 

5 

Baca  Syamsuddin  Haris,  "Menyempuma- 
kan  Sisfem  dan  Mekanistne  Pilkada,"  makalah 
dalam  seminar  di  CSIS,  30  Agustus  2005. 
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masalah  ini,  di  samping  masalah 
peraturan  perundangannya,  merupa- 
kan  masalah  yang  banyak  disoroti 
agar  diperbaiki. 

KEPERCAYAAN  PADA  PEME- 
RINTAH  DIUJI 

Tuntutan  Reshuffle  Kabinet 

Negara  kita  sepertinya  belum  ju- 
ga  dijauhi  oleh  peristiwa  yang  me- 
nambah  kesulitan  rakyat,  yang  pa- 
da  gilirannya  juga  dapat  mengurangi 
kepercayaan  rakyat  kepada  peme- 
rintah.  Kenaikan  harga  BBM  yang 
disusul  dengan  kelangkaan  BBM  di 
beberapa  daerah  telah  memukul  usa- 
ha  UKM  atau  nelayan  di  beberapa 
daerah,  flu  burung  yang  disusul  de- 
ngan pemusnahan  ribuan  unggas 
yang  sangat  merugikan  peternak  ung- 
gas, penyakit  demam  berdarah  mu- 
lai  berjangkit  lagi,  belum  lagi  tindak 
korupsi,  dan  penyelundupan  BBM 
yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat 
Pertamina  sendiri.  Memang  telah  di- 
lakukan usaha-usaha  untuk  menga- 
tasi  rnasalah  itu,  tetapi  belum  mak- 
simal  dan  tampak  hanya  merupakan 
kebijakan  sesaat  dan  kurang  men- 
dasaf.  Seberapa  jauh  pengaruh  ke- 
bijakan itu  atas  perbaikan  kehidup- 
an  rakyat,  terutama  rakyat  kecil,  ma- 
sih  perlu  dipertanyakan.  Suasana 
yang  semacam  ini  sulit  untuk  dika- 
takan  tidak  mengurangi  kepercayaan 
rakyat  pada  pemerintah,  apalagi  de- 
ngan turunnya  nilai  rupiah  terhadap 
dolar  AS  dan  rencana  pemerintah 
untuk  menaikkan  harga   BBM  (50- 


80%),  sebagaimana  telah  disetujui 
DPR  pada  tanggal  27  September  2005. 

Sejak  100  hari  pemerintahan  Pre- 
siden  Susilo  Bambang  Yudhoyono 
sebenarnya  telah  terdengar  desakan 
perlunya  reshuffle  kabinet  Indonesia 
Bersatu,  dan  sejak  akhir  Agustus 
2005  tuntutan  itu  terasa  semakin 
kencang  karena  keadaan  ekonomi  di 
dalam  negeri  yang  kurang  baik,  yang 
antara  lain  nampak  pada  kesulitan 
mendapatkan  BBM  di  beberapa  dae- 
rah, turunnya  nilai  rupiah  terhadap 
dolar  AS,  serta  merambatnya  kenaik- 
an harga-harga,  termasuk  harga  ke- 
butuhan  pokok.  Beberapa  menteri 
ekonomi  dijadikan  kambing  hitam, 
yang  dinilai  kurang  mampu  meng- 
atasi  kesulitan  ekonomi.  Selain  itu, 
ditandatanganinya  Nota  Kesepaham- 
an  RI-GAM  telah  pula  memicu  per- 
lunya reshuffle,  karena  MOU  tersebut 
dinilai  tidak  sejalan  dengan  UUD  1945. 

Terkait  dengan  reshuffle  itu,  Jaksa 
Agung  juga  diminta  mundur  kare- 
na dinilai  tidak  memiliki  sense  of 
leadership,  sehingga  organisasi  kejak- 

^Sejumlah  ekonom  tenar  yang  tergabung 
dalam  Indonesia  Bangkit  memberi  nilai  F 
(failure)  untuk  Meneg  BUMN  Sugiharto.  Un- 
tuk itu  Meneg  BUMN  mengaku  siap  dico- 
pot  {Indo  Pos,  5  September  2005);  Daiam  Ra- 
ker dengan  Jaksa  Agung  di  DPR,  1-9-2005, 
sejumlah  anggota  Komisi  III  DPR-RI  memin- 
ta  Jaksa  Agung  mengundurkan  diri  sebelum 
Presiden  melakukan  perombakan  kabinet 
{Media  Indonesia,  3  September  2005).  Pada  1 
September  2005,  Wakil  Sekretaris  F-PD  juga 
mendesak  Presiden  untuk  bertindak  tegas 
atas  Tim  Ekonomi  Kabinet  Bersatu,  dan  ka- 
lau  perlu  me-rcshuffle-nya,  karena  tim  itu 
sangat  lemah.  Kalau  nilai  tukar  rupiah  te- 
lah melampaui  Rp  12.000,-/dolar  AS,  reshuffle 
harus  segera  dilakukan. 
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saan  tidak  dapat  bergerak  optimal 
untuk  memberantas  korupsi.  Hal  ini 
menyebabkan  kendali  penegakan  hu- 
kum  di  lembaga  kejaksaan  menjadi 
tidak  jelas  dan  tumpang-tindih,  le- 
bih-lebih  setelah  terbentuknya  Tim 
Koordinasi  Pemberantasan  Tindak  Pi- 
dana  Korupsi  (Timtas  Tipikor),  yang 
dipimpin  Hendarman  Supandji  yang 
juga  menjabat  sebagai  JAM-Pidsus 
Kejaksaan  Agvmg. 

Apakah  reshuffle  itu  juga  me- 
nyangkut  pergantian  Panglima  TNI, 
masih  belum  jelas.  Tetapi  fakta  me- 
nunjukkan,  sekarang  ini  DPR  juga 
mempertanyakan  kapan  pergantian 
Panglima  TNI  dilakukan,  karena 
sampai  sekarang  belum  ada  tanda- 
tanda  bahwa  presiden  akan  segera 
mengganti  Panglima  TNI. 

Pelaku  pasar,  pelaku  politik/  pe- 
ngamat  politik,   kalangan  profesio- 
nal,  dan  akademisi  juga  menyoroti 
kinerja  pembantu-pembantu  Piesiden 
Susilo    Bambang    Yudhoyono  yang 
cenderung  kurang  harmonis,  tidak 
kompak,  yang  nampak  antara  lain 
dalam   pernyataan-pernyataan  yang 
terkesan  tidak  terkoordinasi.  Bahkan 
dalam  teleconference  tanggal  12  Sep- 
tember 2005  Wapres  J.usuf  Kalla  ti- 
dak hadir,  dan  justru  mengadakan 


Bahkan  salah  satu  pimpinan  Partai  De- 
mokrat  yaitu  Max  Sopacua  juga  mende- 
sak  agar  Presiden  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono melakukan  reshuffle  cabinet  agar  keper- 
cayaan  rakyat  yang  besar  pada  Presiden  ti- 
dak terkikis  akibat  ulah  kinerja  para  pem- 
bantunya  (menteri)  yang  tidak  mumpuni. 
Baca,  Berita  Utama,  Seputar  Indonesia,  4  Sep- 
tember 2005. 


rapat  tersendiri.  Kecenderungan  wa- 
kil  presiden  untuk  mensejajarkan 
posisinya  terhadap  presiden,  setidak- 
nya  dalam  peranan  politiknya,  yang 
tidak  lagi  hanya  sebagai  "ban  serep" 
rasanya  semakin  jelas. 

Desakan  untuk  me-reshuffle  kabi- 
net  itu  memang  dijawab  oleh  pre- 
siden maupun  wakil  presiden,  teta- 
pi sikap  keragu-raguan  lebih  terasa 
daripada  untuk  segera  melakukan 
reshuffle.  Kalau  mendasarkan  pada 
pengalaman  penyusunan  Kabinet  In- 
donesia Bersatu  pada  tahun  2004, 
yang  selalu  diundur-undur,  rasanya 
presiden  juga  tidak  akan  berani  se- 
gera me-reshuffle  kabinetnya.  Pernya- 
taan  presiden  dan  wakil  presiden 
untuk  tidak  me-reshuffle  kabinet  se- 
belum  berusia  satu  tahun  (sesudah 
Oktober  2005),  memberi  petunjuk  akan 
hal  itu.  Parpol-parpol  yang  mempu- 
nyai  wakil-wakilnya  dalam  kabinet 
masih  cukup  rapat  menyandera  pre- 
siden. Memang  ada  tokoh-tokoh  par- 
tai yang  mendesak  perlunya  reshuffle 
itu,  tetapi  secara  resmi  DPR,  baik 
dalam  bentuk  satu  lembaga  legisla- 
tif  maupun  melalui  fraksi-fraksi,  sam- 
pai sekarang  belum  ada  yang  se- 
cara resmi  mengusulkan  reshuffle.  Si- 
kap fraksi-fraksi  itu,  kecuali  FPDIP 
dan  FPKB,  kiranya  dapat  diterima, 
karena   mereka   adalah  pendukung 
Kabinet  Indonesia  Bersatu,  lebih-le- 
bih  PG  setelah  Wakil  Presiden  Yusuf 
Kalla  terpilih  sebagai  Ketua  Umum 
DPP  PG.  Selain  itu,  yang  perlu  dicer- 
mati  juga  adalah,  mengganti  para 
Menteri  bukan  merupakan  satu-satu- 
nya  cara  untuk  memperbaiki  keadaan. 
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Demikian  juga,  sikap  Panglima 
TNI  Jenderal  TNI  Endriartono  Su- 
tarto  mengenai  MOU  RI-GAM,  kira- 
nya  akan  menjadi  salah  satu  fak- 
tor  penting  dalam  penggantian  Pang- 
lima TNI.  Hal  ini  semakin  terlihat 
dengan  adanya  surat  Presiden  ke- 
pada  DPR  tertanggal  12  September 
2005,  yang  menyatakan  antara  lain, 
tenaga  dan  pikiran  Jenderal  Endriar- 
tono Sutarto  masih  diperlukan  un- 
tuk  menyelesaikan  konflik  di  Aceh. 

Sementara  pengamat  berpendapat, 
bila  presiden  mau,  reshuffle  dapat 
segera  dilaksanakan,  karena  sistem 
pemerintahan  kita  adalah  presiden- 
siil,  sehingga  presiden  adalah  full 
power.  Reshuffle  kabinet  itu  sangat 
dibutuhkan  untuk  mengendalikan  ke- 
percayaan  rakyat  kepada  pemerintah 
yang  juga  sangat  diperlukan  untuk 
mempermudah  memperbaiki  ekono- 
mi  di  dalam  negeri.  Sistem  presi- 
densiil  menjadi  dasar  penyusunan 
kabinet.  Untuk  memilih  anggota  ka- 
binet, secara  konstitusional  presi- 
den sebenarnya  bebas  dari  kehendak 
wakil  presiden  maupun  partai-par- 
tai.  Presiden  mempunyai  hak  pre- 
rogatif  untuk  menunjuk  pembantu- 
pembantunya  (menteri-mentexi)  yang 
profesional  dalam  bidangnya.  Meng- 


Baca  harian  Kompas,  13-9-2005.  Baca 
pula  Suara  Karya,  16  September  2005.  "Pang- 
lima TNI  sangat  menyambut  baik  penanda- 
tanganan  MOU  itu.  Panglima  berharap  ke- 
sepakatan  itu  menjadi  titik  awal  tercipta- 
nya  perdamaian  abadi  di  Aceh.  TNI  akan 
mematuhi  semua  ketentuan  yang  termuat 
dalam  MOU  tersebut,  termasuk  penarikan 
sebagian  pasukan  TNI  dari  Aceh". 


ingat  maksud  atau  tujuan  reshuffle 
itu,  maka  perombakan  kabinet  tidak 
harus  dilakukan  pada  bulan  Oktober 
2005,  agar  komplikasi  masalah  ti- 
dak semakin  meluas.  Demi  perbaik- 
an  pemerintahan,  kaum  profesional 
kiranya  harus  lebih  diutamakan  dari- 
padai  politisi. 

Sejalan   dengan    itu    dan  untuk 
menjaga  kekompakan,  sementara  ka- 
langan  juga  menghimbau  wakil  pre- 
siden agar  hati-hati  dalam  pernya- 
taannya  ke  publik.  Ini  untuk  meng- 
hindari   dugaan   terjadinya  konflik 
antara  presiden  dan  wakil  presiden. 
Presiden  itu  mendapat  mandat  dari 
rakyat,  bukan  dari  wakil  presiden. 
Kalau  wakil  presiden  banyak  berko- 
mentar  justru  dapat  menghancurkan 
imagenya  yang  sekarang  .  ini  dike- 
nal  sebagai  banyak  melakukan  te- 
robosan,  sepertinya  dia  mempunyai 
target  tersendiri  di  tahun  2009.  Da- 
lam pemerintahan,   adalah  sesuatu 
yang  bijak  bila  wakil  presiden  ber- 
gerak  melakukan  langkah  kebijakan 
untuk  membantu  kerja  presiden,  te- 
tapi  pada   tahap   pengambilan  ke- 
putusan  tetap  presiden  yang  harus 
melakukannya  sekaligus  mengkomu- 
nikasikannya    kepada    publik.  Bila 
wakil  presiden  mengeluarkan  state- 
ment   yang    bukan    pada  porsinya 
dapat  menimbulkan  hubungan  yang 
kurang  baik  dengan  presiden,  seti- 
daknya  dapat  mengurangi  kewiba- 
waan  presiden.  Masyarakat,  khusus- 
nya  para  politisi,  akan  segera  men- 
duga  terjadi  persaingan  yang  tidak 
baik  antara  presiden  dan  wakil  pre- 
siden. 
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Ujian  Dalam  Pemberantasan  Ko- 
rupsi 

Menyusul  penahanan  dan  peme- 
riksaan  atas  para  anggota  legislatif 
dan  eksekutif,  khususnya  di  daerah, 
yang  diduga  melakukan  korupsi,  pre- 
siden  juga  telah  mengijinkan  peme- 
riksaan  keuangan  di  Sekretariat  Ne- 
gara.  Ini  merupakan  kemajuan  da- 
lam  pemberantasan   korupsi,  yang 
tampak  semakin  nyata  dengan  pro- 
gram   dan    langkah-langkah  yang 
telah  dilakukan  oleh  Kapolri  yang 
baru,  Jenderal  (Pol)  Sutanto.  Tetapi 
langkah  itu   tampaknya  mendapat- 
kan  hambatan  yang  cukup  rumit. 
Pertama,   Mensesneg  meminta  agar 
pemeriksaan  atas  keuangan  di  Set- 
neg  ditunda  dulu  sampai  perbaik- 
an  audit  selesai.  Meskipun  kita  ti- 
dak  curiga  bahwa  putusan  Menses- 
neg itu  me-rupakan  langkah  uncuk 
menutupi  kebobrokan  di  Setneg,  te- 
tapi sulit  untuk  tidak  mengatakan 
dem.ikian  karena  langkah  itu  dila- 
kukan justru  setelah  ada  izin  dari 
presiden  untuk  memeriksa  keuang- 
an Setneg.  Di  sisi  lain,  langkah  Men- 
sesneg ini  justru  mengurangi  kewi- 
bawaan  presiden,  karena  ada  kecen- 
derungan  untuk   tidak  mendukung 
usaha  pemberantasan  korupsi.  _  Me- 
nurut  Ketua  Tim  Pemberantasan  Tin- 
dak  Pidana  Korupsi  Hendarman  Su- 
pandji,    kasus    dugaan    korupsi  di 
lingkungan   Setneg   merupakan  ka- 
sus yang  ruwet  dan  sulit  untuk  di- 
urai  serta  diusut.  Kedua,  adanya  15  re- 
kening  perwira  polisi  yang  tidak  wajar. 

Keberanian  Kapolri  untuk  member- 
sihkan  perwira-perwiranya  yang  ter- 


libat  kasus  rekening  itu  sangat  di- 
perlukan,  karena  penuntasan  kasus 
15  rekening  bermasalah  tersebut  me- 
rupakan pintu  masuk  untuk  mem- 
bersihkan  kepolisian  dan  penegakan 
hukum  di  Indonesia.  Persoalan  reke- 
ning adalah  kejahatan  canggih  yang 
perlu  segera  ditindaklanjuti  dengan 
memblokir  rekening,  karena  setelah 
sekitar  dua  bulan  penyelidikan  ma- 
salah  pemblokiran  itu  tetap  tanpa 
kejelasan.  Suasananya  menimbulkan 
dugaan  mempermudah  pemindahan 
dana.  Polisi  harus  paham,  rate  of 
crime  di  lembaga  mereka  masih  ting- 
gi.  Posisi  yang  langsung  menangani 
berbagai  kejahatan  keuangan  tentu 
rentan  terhadap  korupsi  dan  suap.' 
Polri  kiranya  perlu  menyadari  bah- 
wa dirinya  sedan^  menjadi  sorotan, 
termasuk   dalam   kasus  penutupan 
beberapa  tempat  ibadah. 

Kalau    untuk   menangani  kasus- 
kasus   yang  melibatkan  pihak  lain 
atau  masyarakat  umum  Polri  dapat 
begitu  terbuka,  meskipun  dalam  ba- 
nyak  kasus  juga   tidak  transparan 
dan  tidak  tuntas,  masyarakat  juga 
berharap  agar  Polri  juga  terbuka  ke- 
tika  menyelidiki  dan  menyidik  ka- 
sus yang  melibatkan  anggotanya.  Ke- 
tidaktransparanan  itu  dapat  menim- 
bulkan sikap  skeptis  akan  keberha- 
silan  pemberantasan  korupsi;  ketiga: 
adanya  praktek  percaloan  proyek  di 
DPR.  Praktek  ini  semakin  mencoreng 
wakil-wakil  rakyat.  Sebelumnya,  kita 


Baca  pendapat  pengamat  money  laundering 
dan  korupsi  dari  Universitas  Trisakli,  Yenti 
Garnarsih,  dalam  "Ujian  Berat  bagi  Kepala 
Polri",  Kompas,  23  September  2005. 
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juga  dikejutkan  oleh  tuntutan  DPR 
yang  mendesak  agar  gajmya  dinaik- 
kan.  Tuntutar\  kenaikan  gaji  dalam 
keadaan  krisis,  lebih-lebih  kehidupan 
rakyat  kecil  yang  semakin  menyedih- 
kan,  menimbulkan  penilaian  yang  ku- 
rang  baik  pada  DPR.  DPR  dinilai  ti- 
dak  tanggap,  tidak  peka,  atas  keseng- 
saraan  rakyat.  Apalagi  dengan  perca- 
loan  ini,  sepertinya  memperkuat  ang- 
gapan  bahwa  lembaga  legislatif  ini 
bukan  tempat  untuk  memperjuangkan 
kepentingan  rakyat,  melainkan  untuk 
memperkaya  diri.  Terkait  dengan  per- 
caloan  itu,  Badan  Kehormatan  DPR 
harus  segera  bertindak  tegas,  teriha- 
suk  memberikan  sanksi,  karena  tin- 
dakan  anggota  DPR  itu  merupakan 
kejahatan  dan  pengkhianatan  terha- 
dap  rakyat. 

UJIAN  BAGI  KEBEBASAN  BER- 
AGAMA 

Masyarakat  Jangan  Mau  Diadu- 
domba 

Kerukunan  yang  selalu  diusaha- 
kan  ditingkatkan,  dan  penghormat- 
an  HAM  yang  selalu  diperjuangkan, 
justru  akhir-akhir  ini  terasa  terusik 
'dengan  terjadinya  pengrusakan  atas 
beberapa  bangunan  milik  warga  Ah- 
madiyah  di  DKI  dan  Jawa  Barat, 
serta  penutupan  beberapa  gereja  di 
Jawa  Barat,  Banten,  dan  Jawa  Te- 
ngah,  oleh  sekelompok  anggota  ma- 
syarakat.    Selain   itu   juga  terjadi 


Mengenai  penutupan  tempat  ibadah 
itu,  menurut  Ketua  Indonesia  Conference  on 
Religion  and  Peace  (ICRP)  Dr.  Djohan  Effendi, 


pengepungan  dan  tuntutan  penutup- 
an kantor  Jaringan  Islam  Liberal  di 
Utan  Kayu,  Jakarta.  Di  samping  me- 
nimbulkan ketakutan,  dan  ganggu- 
an  beribadat,  tindakan  itu  dapat  me- 
micu  timbulnya  konflik  horizontal, 
setidaknya  membuat  hubungan  yang 
tidak  harmonis,  baik  antar  umat  ber- 
agama  maupun  internal  umat  ber- 


kondisi  kerukunan  umat  beragama  di  Indo- 
nesia saat  ini  berada  dalam  titik  terendah. 
Persatuan  dan  kesatuan  antar  umat  beraga- 
ma seperti  api  dalam  sekam.  Iiu  semua  ter- 
jadi karena  Negara  dan  aparat  penegak  hu- 
kum  terus  membiarkan  aksi  anarkisme  yang 
dilakukan  sekelompok  orang  berkedok  ke- 
agamaan  melakukan  teror,  penutupan  tem- 
pat ibadah,  menyerang  jemaah  Ahmadiyah 
dan  membiarkan  mereka  beraksi  memanas- 
manasi  masyarakat.  Dia  sepakat  dengan 
mantan  Ketua  PP  Ahmadiyah  Prof.  Dr.  Syafii 
Maarif,  jangan  biarkan  preman  berjubah  me- 
nguasai  sendi-sendi  kehidupan  bermasya- 
rakat  dan  berbangsa.  Ironisnya,  negara  dan 
aparat  penegak  hukum  mem.biarkan  hal  itu. 
Kita  semakin  curiga  apa  sebenarnya  agen- 
da politik  tersembunyi  yang  tengah  dimain- 
kan.  Hal  itu  sangat  bertentangan  dengan 
konstitusi  (UUD  1945).  Demikian  juga,  me- 
nurut seorang  anggota  DPR-RI,  Nursyah- 
bani  Katjasungkana,  sikap  aparat  kepolisian 
dan  penegak  hukum  yang  terkesan  diam 
dan  berpihak  kepada  sekelompok  orang  ber- 
kedok keagamaan  terjadi  karena  hal  itu 
merupakan  bagian  konspirasi  antara  apa- 
rat kepolisian  dan  kelompok  orang  berkedok 
keagamaan.  Kapoiri  juga  sangat  terkesan 
kurang  memahami  visi  kebebasan  umat 
beragama  untuk  menjalankan  serta  meng- 
ekspresikan  dirinya.  Sementara  itu,  menu- 
rut  cendekiawan  Prof.  Dawam  Rahardjo,  se- 
luruh  komponen  bangsa  agar  mewaspadai 
gunung  es  agenda  besar  yang  merupakan 
masalah  paling  besar  di  bawah  permuka- 
an.  Ada  sejumlah  agenda  tersembunyi  ke- 
lompok politik  yang  ingin  menjadikan  kondi- 
si  negara  chaos.  Mereka  ingin  mengubah  se- 
luruh  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  ber- 
negara  di  Indonesia  {Suara  Pembarmn,  17  Sep- 
tember 2005). 


248 


ANAUSIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  3.  2005:  238-264 


agama,  yang  sangat  merugikan  in- 
tegrasi  bangsa. 

Kiranya  perlu  ditelusuri  secara  bi- 
jak  apa  yang  menjadi  faktor  penye- 
babnya.  Kalau  berita  yang  disiarkan 
media  cetak  maupun  media  elektro- 
nika  itu  benar,  maka  yang  menjadi 
faktor  utamanya  antara  lain  persoal- 
an  pengakuan  dan  pelaksanaan  HAM, 
seperti  penolakan  eksistensi  seke- 
lompok  umat  (beragama),  dan  izin 
mendirikan  tempat  ibadah. 

Kalau  faktor  penyebabnya  itu  me- 
nyangkut  pelaksanaan  HAM,  maka 
untuk     mengatasinya  pelaksanaan 
HAM  harus  diperbaiki,  terutama  da- 
lam  penghormatan  dan  pengakuan 
eksistensi  suatu  kelompok  dalam  ma- 
syarakat,  meskipun  berbeda  dalam 
asal-usul,  golongan,  agama  dan  ke- 
percayaan,  budaya,  adat-istiadat,  mau- 
pun status  sosialnya.  Demikian  ju- 
ga  kalau  soal  izin  mendirikan  tem- 
pat ibadah  menjadi  alasan  penutup- 
an,  maka  peraturan    mendirikan  tem- 
pat ibadah,  yang  didasarkan  pada 
Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  dua 
Menteri  (Mendagri  dan  Menag)  No. 
1/1969  itu,  perlu  ditinjau  ulang.  Ma- 
teri  yang  tidak   tepat,  yang  acap- 
kali  menimbulkan  konfhk,  setidaknya 
kecurigaan    antar    umat  beragama, 
perlu  diperbaiki.  Untuk  itu,  diperlu- 
kan    dilakukan  evaluasi  dan  perbaik- 
an  SKB  dua  Menteri  tersebut,  ter- 
masuk  yang  kini  dilakukan  oleh  pe- 
merintah  yang  mengacu  pada  kons- 
titusi  sebagaimana  ditegaskan  oleh 
presiden.   Sehubungan   dengan  hal 
ini,  beberapa  kelompok  masyarakat 
juga  telah  mendesak  pemerintah  agar 


mencabut  SKB  dua  Menteri  itu  kare- 
na  sangat  bertentangan  dengan  Pa- 
sal  29  UUD  1945. 

Peninjauan  secara  bijak  perlu,  ka- 
rena  masih  terjadi  perbedaan  peni- 
laian  di  antara  para  pemeluk  aga- 
ma, khususnya  para  tokohnya,  ten- 
tang  SKB  itu.  Setidaknya  masih  ada 
dua  kutub  yang  masih  perlu  dijem- 
batani.  Ketua  Umum  Muhammadiyah, 
Dien  Syamsuddin  misalnya,  mene- 
gaskan  masih  perlunya  SKB  itu  se- 
bagai  alat  pengaturan,  karena  sifat 
penyiaran  agama  Islam  dan  Nasrani 
yang  berwatak  ekspansionis,  dan  ma- 
raknya   tempat   ibadah.  Sebaliknya 
mantan  Ketua  Umum  PGI  Nathan 
Setiabudi,  meskipun  mendukung  ada- 
nya  pengaturan,   tetapi   di  tingkat 
pelaksanaan  sangat  menyulitkan,  ka- 
rena izinnya  rumit.  Begitu  juga  pe- 
tinggi  Walubi  Oka  Diputra,  setuju 
dengan  Nathan  soal  rumitnya  mem- 

bangun  tempat  ibadah  akibat  SKB 

11 

dua  Menteri  itu. 

Di  samping  itu,  yang  perlu  te- 
tap  diperhatikan  adalah,  masalah  itu 
tidak  perlu  dibesar-besarkan,  terma- 
suk  oleh  umat  yang  gerejanya  di- 
tutup  paksa.  Tetapi  sesuai  dengan 
tanggungjawabnya,  aparat  keamanan, 
khususnya  kepolisian  perlu  bertin- 
dak  tegas,  karena  penyerangan,  peng- 
rusakan  gedung,  dan  penutupan  tem- 
pat ibadah  itu  sudah  termasuk  pe- 
langgaran  hukum.  Tindak  kekerasan 
tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  sa- 
ma  sekali.  Dalam  kasus  semacam  ini, 
hukum  harus  ditegakkan  oleh  peme- 


Baca  Koran  Tempo,  7  September  2005. 
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12 

dipegang  oleh  pemerintah. 

Dialog  dan  musyawarah,  termasuk 
dalam  kehidupan  beragama,  antar 
umat  beragama  kiranya  menjadi  sa- 
lah  satu  kunci  untuk  memecahkan 
perbedaan-perbedaan  itu.  Untuk  itu, 
diperlukan  dukungan  bagi  upaya- 
upaya  yang  dilakukan  oleh  beberapa 
tokoh  pemeluk  agama,  di  antaranya 
pastor  Magnis  Suseno  SJ,  yang  te- 
lah  bersilaturahmi  dengan  pimpinan 
FPI  di  Pejompongan,  Jakarta. 

Terkait  dengan  ini  perlu  pula  di- 
tingkatkan  solidaritas,  persaudaraan, 
dan  kesetaraan  antar  lintas  pemeluk 
agama,  khususnya  untuk  menjalan- 
kan  dan  mengamalkan  kehidupan  ber- 
agamanya  sehingga  mereka  semakin 
merasa  seiman  meskipun  berbeda 
agama.  Untuk  itii  telah  dilakukan  pula 
aksi  "Jalan  Damai"  dari  Bunderan 
HI  menuju  Monas,  Jakarta,  3  Septem- 
ber 2005,  yang  diikuti  sekitar  10  ribu 
massa  PWGI  (Persatuan  Wali  Gereja 
Indonesia)  dan  para  tokoh  lintas  aga- 
ma, seperti  K.H.  Abdurrahman  Wahid 
(Gus  Dur),  Akbar  Tanjung,  Pendeta 
Sephart  Supit,  dan  K.H.  Sholah  Mar- 
zuki  dari  Surabaya.  Pada  kesempat- 
an  itu,  selain  setuju  tentang  penca- 
butan  SKB  dua  Menteri  itu,  K.H. 
Abdurrahman  Wahid  juga  menegas- 
kan,  kesadaran  pluralisme  adalah 
kunci  menuju  kemajuan  bangsa.  Me- 
nurutnya,  bangsa  Indonesia  mempu- 
nyai  latar  belakang  yang  beraneka- 


ragam  itu  sangat  baik,  dan  perdamai- 
an  antarumat  beragama  adalah  se- 
suatu  yang  paling  indah.  Bagi  Gus 
Dur,  pengrusakan  berbagai  tempat 
ibadah  atau  anarkisme  atas  penganut 
agama  lain  adalah  suatu  kebodohan 
(Seputar  Indonesia,  4  September  2005). 

Di  samping  pengakuan  adanya 
phiralisme,  ketenangan,  ketertiban,  dan 
persatuan,  fidak  hanya  menjadi  tang- 
gung  jawab  pemerintah,  warga  ma- 
syarakat  juga  terpanggil  untuk  berpe- 
ranan  di  situ.  Untuk  itu  perlu  kita 
simak  himbauan  Presiden  Susilo  Bam- 
bang  Yudhoyono  pada  peringatan 
Isra  Miraj,  1  September  2005,  yang  me- 
minta  agar  umat  Islam  menempuh 
jalan  musyawarah  untuk  menyelesai- 
kan  setiap  perbedaan  yang  muncul 
dalam  setiap  kehidupan  bermasyara- 
kat  dan  beragama.  Hal  itu  perlu  ka- 
rena  kemajemukan  merupakan  suna- 
tullah  yang  tidak  mungkin  dihapus- 
kan.  Satu  hal  yang  tidak  boleh  di- 
lupakan  adalah  masyarakat  kita  yang 
beragama  memiliki  perbedaan  satu 
dengan  lainnya.  Bukan  hanya  aga- 
ma, tetapi  juga  adat-istiadat,  bahasa, 
dan  tradisi  budaya.  Bahkan,  dalam 
satu  agama  dapat  terjadi  perbedaan 
dalam  memahami  dan  menafsirkan 
agama  meskipun  semua  mengakui 
bahwa  sumber  ajaran  agamanya  ada- 
lah satu.^^ 

Menurut  siaran  pers  kepresiden- 
an,  di  Jakarta,  4  September  2005,  Pre- 
siden Susilo  Bambang  Yudhoyono  ju- 


12. 


Baca  penjelasan  Rektor  Universitas  Is- 
lam Negeri  (UIN)  Jakarta,  Prof.  Azyumardi 
Azra,  dalam  harian  Suara  Karya,  25  Agus- 
tus  2005. 


13. 


Baca  sambuatan  presider\  pada  peri* 
ngatan  Isra  Miraj,  Kompas,  3  September  2005. 
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ga  menyatakan  antara  lain:  (a)  selu- 
ruh  jajaran  pemerintah  serta  masya- 
rakat  agar  mencegah  kekerasan  terha- 
dap  kegiatan  ibadah  agama;  (b)  Ne- 
gara  menjamin  kebebasan  warga  ne- 
garanya  untuk  memeluk  agamanya 
masing-inasing,  serta  menjamin  para 
pemeluk  agama  itu  untuk  menjalan- 
kan  ibadahnya;  (c)  Indonesia  adalah 
negara  pluralistik  sehingga  diperlu- 
kan  harmoni  dan  toleransi  dalam  ke- 
hidupan  bermasyarakat  disertai  sa- 
ling   menghormati   sebagai  sesama 
bangsa  Indonesia;  (d)  setiap  organi- 
sasi   atau   komunitas  jangan  main 
hakim  sendiri,  baik  terhadap  internal 
agama  maupun  pemeluk  agama  lain- 
nya;  (e)  Kapolri  agar  menegakkan 
hukum  atas  para  pelaku  kekerasan 
terhadap  kegiatan  ibadah  agama,  ter- 
masuk  aktor-aktor  penggeraknya;  (f) 
atas    .spjumJab    kejadian  sehingga 
umat  Kristiani  tidak  tenang  beribadah, 
Menteri  Agama  bersama  tokoh-tokoh 
agama  dan  pimpinan  daerah  agar 
mengatasinya  dengan  baik.  Sehubung- 
an  dengan  hal  ini,  diperlukan  solusi 
yang  tepat  dengan  prinsip  bahwa 
negara  dan  konstitusi  menjamin  ke- 
bebasan beribadah.  Jangan  sampai 
hubungan  antara  mayoritas  dan  mi- 
noritas  menjadi  penghambat  untuk 
membangun  harmoni  dan  persatuan 
bangsa;  (g)  dalam  pembangunan  pe- 
mukiman,  termasuk  real  estate  dan 
kompleks  perumahan,  agar  disiapkan 
ruang  untuk  pendirian  fasilitas  ber- 
ibadah bagi  para  pemeluk  agama. 


Baca  siaran  pers  kepresidenan  dalam 
harian  Pelita,  5  September  2005. 


Lepas  dipolitisir  atau  tidak,  seja- 
rah  dunia  membuktikan  bahwa  cam- 
pur  tangan  negara  ke  dalam  agama 
telah  mengakibatkan  banyak  konflik, 
peperangan  dan  penderitaan  umat 
manusia  serta  pelanggaran  HAM. 
Izin  operasional  dan  izin  lainnya 
yang  dikeluarkan  adalah  syarat  for- 
mal dan  tidak  boleh  sampai  meng- 
halangi  kebebasan  beragama.  Oleh  ka- 
rena  itu,  peninjauan  atas  SKB  ada- 
lah salah  satu  cara  mengurangi  cam- 
pur  tangan  pemerintah.  Kebebasan 
beragama  dalam  konteks  HAM  mele- 
kat  di  dalam  setiap  diri  manusia  dan 
tidak  boleh  dihambat,  dikurangi,  di- 
renggut,  dihalangi,  apalagi  dilarang 
oleh  siapa  pim. 

Negara,  diktator,  raja,  presiden 
atau  tiran  sekalipun,  tidak  boleh  me- 
lakukannya  karena  HAM  bersifat 
"non-derogable"  atau  "unalienable",  yang 
berarti  HAM  merupakan  hak  dasar 
manusia  yang  bersifat  integral  dan 
koheren  yang  tidak  dapat  dipisah- 
pisahkan  dari  setiap  individu.  Ka- 
lau  tidak  dilaksanakan  satu  hak  asasi 
saja  dapat  dimaknakan  pelanggaran 
terhadap  seluruh  HAM  tersebut.  Cam- 
pur  tangan  negara  dalam  urusan 
agama  sedikit  demi  sedikit  harus  di- 
kurangi. Biarlah  agama  itu  diatur 
oleh  umatnya  sendiri.  Negara  baru 
campur  tangan  kalau  ada  pelanggar- 
an hukum.  Hukum  yang  dimaksud 
adakah  hukum  positif  yang  menja- 
di wilayah  atau  otoritas  negara.  Ne- 


Frans  H.  Wir\ata,  "Kebebasan  Beraga- 
ma dalam  Arti  Dinamis,"  Sinar  Harapan,  6 
September  2005. 
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gara  mempunyai  tugas  menjaga  ke- 
tertiban  melalui  aparatnya  cq.  polisi, 
selain  itu  umat  beragama  harus  da- 
pat  menjalankan  ibadahnya  secara 
bebas  tanpa  gangguan  dari  siapa  pun 
dan  dengan  alasan  apa  pun. 

Hukum  agama  biarlah  berlaku  ba- 
gi  penganut  atau  umat  agama  itu 
masing-masing.  Sikap  saling  meng- 
hormati,  non-interference,  toleran  se- 
bagai  sesama  warga  negara  Indo- 
nesia yang  taat  hukum  akan  mencip- 
takan  suatu  masyarakat  yang  tole- 
ran dan  yang  taat  hukum  {law  abiding 
society).  Kebebasan  beragama  harus 
diartikan  dan  dipraktekkan  secara 
dinamis  dan  bukan  statis.  Oleh  ka- 
rena  itu,  kebebasan  memeluk  agama 
harus  diimbangi  dengan  kebebasan 
beribadah.  Karena  itu  sikap  menahan 
diri  dan  merenungkan  kembah  kebe- 
basan beragama  sebagai  HAM  yang 
universal  perlu  dilakukan  agar  ter- 
cipta  masyarakat  Indonesia  damai, 
adil  dan  makmur.^^  Dalam  peristiwa 
ini,  peranan  aparat  keamanan,  khu- 
susnya  polisi,  untuk  mengayomi  dan 
melindungi  warga  masyarakat  dari 
gangguan  orang-orang  yang  tidak  ber- 
tanggung  jawab,  menjadi  sangat  penting. 

Masalah  Pluralisme 

Munas  MUI,  26-29  Juli  2005  meng- 
hasilkan  11  fatwa  MUI,  yang  me- 
nyangkut:  (1)  pluralisme,  liberaHsme, 
dan  sekularisme;  (2)  doa  bersama 


^Saca  Frans  H.  Winarta,  "Kebebasan  Ber- 
agama dalam  Arti  Dinamis,"  Sinar  Harapan, 
6  September  2005. 
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lintas  agama;  dan  (3)  Ahmadiyah. 
Fatwa  itu  telah  menimbulkan  kon- 
troversi,  pro  dan  kontra,  terutama  di 

^^Fatwa  MUI  itu  menyatakan  antara  laii\: 
(1)  Masalah  pluralisme,  liberalisme,  dan  se- 
kularisme. Definisi  MUI:  (a)  Pluralisme  agama: 
paham  bahwa  semua  agama  sama  dan  ke- 
benaran  setiap  agama  adalah  relatif;  setiap 
pemeluk  agama  tidak  boleh  mengklaim  ha- 
nya  agamanya  yang  benar;  semua  pemeluk 
agama  akan  masuk  dan  hidup  berdamping- 
an  di  surga;  (b)  Pluralisme  agama:  kenyataan 
bahwa  terdapat  berbagai  pemeluk  agama 
yang  hidup  berdampingan;  (c)  Liberalisme 
agama:  memahami  nash  dengan  mengguna- 
kan  akal  pikiran  yang  bebas;  hanya  meneri- 
ma  doktrin  agama  sesuai  akal  pikiran;  (d)  Se- 
kularisme agama:  memisahkan  urusan  du- 
nia  dan  agama;  agama  hanya  digunakan  un- 
tuk mengatur  hubungan  pribadi  dengan 
Juhan;  hubungan  sesama  manusia  diatur 
hanya  dengan  kesepakatan  sosial.  Fatwa: 
(a)  Pluralisme,  sekularisme,  dan  liberalisme 
agama  bertentangan  dengan  Islam;  (b)  Umat 
Islam  haram  mengikuti  paham  tersebut;  (c) 
Bagi  masyarakat  Muslim  yang  tinggal  ber- 
sama pemeluk  agama  lain,  dalam  masalah 
sosial  yang  tidak  berkaitan  dengan  akidah 
dan  masalah  sosial  yang  tidak  berkaitan  de- 
ngan akidah  dan  ibadah,  umat  Islam  bersi- 
kap  inklusif;  (2)  Doa  bersama  lintas  agama. 
Fatwa:  (a)  Doa  bersama  antara  orang  Is- 
lam dan  non-Muslim  tidak  dikenal  dalam  Is- 
lam; (b)  Doa  bersama  dalam  bentuk  setiap 
pemuka  agama  berdoa  secara  bergiliran  ma- 
ka  orang  Islam  haram  mengikuti  dan  meng- 
amini  doa  yang  dipimpin  non-Muslim;  (c) 
Doa  bersama  dalam  bentuk  Muslim  dan 
non-Muslim  berdoa  secara  serentak  hukum- 
nya  haram;  (d)  Doa  bersama  dalam  bentuk 
seorang  non-Muslim  memimpin  doa,  orang 
Islam  haram  mengamininya;  (e)  Doa  bersa- 
ma dalam  bentuk  orang  Islam  memimpin 
doa,  hukunmya  mubah  (boleh);  (f)  Doa  dalam 
bentuk  setiap  orang  berdoa  menurut  agama 
masing-masing  hukumnya  mubah  (boleh); 
(3)  Ahmadiyah.  Fatwa:  (a)  Menegaskan  kem- 
bali  fatwa  MUI  1980  bahwa  aliran  Ahmadi- 
yah berada  di  luar  Islam,  sesat  dan  me- 
nyesatkan,  serta  orang  Islam  yang  mengi- 
kutinya  adalah  murtad;  (b)  Pemerintah  berke- 
wajiban  melarang  Ahmadiyah.  Baca  Koran 
Tempo,  6  Agustus  2005. 
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kalangan  umat  Islam  sendiri  seba- 
gaimana  dijumpai  dalam  berita  di 
media-media  cetak.  Sejumlah  tokoh 
agama,  hukum  dan  akademisi  seperti 
Nono  Anwar  Makarim,  Todung  Mul- 
ya  Lubis,  Azyumardi  Azra,  Hasyim 
Wahid,  dan  Ulil  Absar  Abdala  me- 
nolak  fatwa  MUI  itu.  Sementara  itu, 
Ketua  Umum  ICMI  Muslimin  Nasu- 
tion  meskipun  tetap  mendukung  fat- 
wa MUI,  juga  menghargai  adanya 
pendapat  Iain  dari  sebagian  umat 
Islam  yang  berbeda  dengan  fatwa 
MUI.  Perbedaan  yang  terjadi  agar  di- 
terima  sebagai  rahmat  dalam  hidup 
tasamuh  dan  lapang  dada  {Republika, 
3-8-2005). 

Menanggapi  fatwa  MUI  itu,  Rektor 
UIN  Jakarta,  Azyumardi  Azra,  meng- 
harapkan  agar  MUI  bersedia  men- 
diskusikan  kembali  sejumlah  fatwa 
yang  memicii  kontroversi  dan  meng- 
undang  keresahan,  terutama  di  ka- 
langan umat  beragama  di  Indonesia. 
Dalam  penyusunan  fatwa,  MUI  se- 
harusnya  tidak  sekadar  mencari  per- 
timbangan  berdasarkan  kajian  fikih. 
Persoalan    masyarakat   modern  sa- 
ngat   kompleks.   Sudah  seharusnya 
MUI  mencari  masukan  dan  pertim- 
bangan   lain,   misalnya   dari  pakar 
-  politik,  sosiolog,  dan  keilmuan  lain- 
nya.  Fatwa  dikeluarkan  dengan  mem- 
pertimbangkan  sisi  budaya,  agama, 
dan  Iain-lain  dalam  konteks  kebang- 
saan.  Azyumardi  juga  mengingatkan, 
fatwa   MUI   tidak  mengikat  secara 
hukum  dan  tidak  dapat  dijadikan  hu- 
kum positif  karena  Indonesia  bukan 
negara  berdasarkan  asas  Islam  (Kom- 
pas,  1  Agustus  2005). 


Sementara  itu,  Ketua  MUI  Ami- 
dhan  menegaskan  bahwa  sikap  kon- 
troversi atas  fatwa-fatwa  MUI  mun- 
cul  karena  adanya  perbedaan  seman- 
tik  (istilah)  dan  konsep.  Oleh  karena 
itu,  perlu  dialog  nasional  dan  so- 
sialisasi  kepada  umat  {Media  Indone- 
sia, 3  Agustus  2005).  Dalam  kaitan 
itu,  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah, 
Din  Syamsuddin  mengharapkan  bah- 
wa seluruh  pihak  untuk  secara  arif, 
bijaksana  dan  dewasa  menyikapi  kon- 
troversi fatwa  MUI  yang  menyang- 
kut  pluralisme  dan  liberalisme.  Sa- 
lah  satu  jalan  terbaik  adalah  ber- 
dialog  atau  musyawarah  secara  ter- 
buka    karena    dalam    Islam  setiap 
persoalan  dapat  diselesaikan  secara 
musyawarah.  Untuk  itulah  Muham- 
madiyah bersedia  menjadi  fasilitator 
dialog  (Suara  Pembaruan,  3  Agustus 
2005). 


USAHA  MENGAKHIRI  KONFLIK 

MOU  Helsinki  Mencoba  Meng- 
akhiri  Konflik  Aceh 

Untuk  menyelesaikan  konflik  di 
Aceh  telah  dilangsungkan  pertemu- 
an  informal  lima  babak  antara  wa- 
kil  pemerintah  RI  dan  GAM,  yang 
diprakarsai  oleh  Ketua  Crisis  Manage- 
ment Initiative,  Finlandia,  Martti  Ah- 
tisari,  di  Helsinki,  Finlandia,  sejak 
Januari  2005  sampai  dengan  tang- 
gal  17  Juli  2005.  Pada  9  Agustus 
2005,  draft  nota  kesepahaman  damai 
itu  dikonsultasikan  pada  DPR,  dan 
seluruh  fraksi  mendukung  pemerin- 
tah untuk  menyelesaikan  konflik  di 
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Aceh  secara  damai,  koiriprehensif,  dan 
bermartabat. 

Di  Helsinki,  15  Agustus  2005,  Men- 
teri  Hukum  dan  HAM  Hamid  Awa- 
ludin  yang  mewakili  pemerintah  In- 
donesia, dan  Malik  Mahmud  yang 
mewakili  GAM,  menandatangani  no- 
ta  kesepahaman  atau  MOU  untuk 
mengakhiri  konflik  Aceh  yang  telah 
berlangsung  sekitar  30  tahun.  Kese- 
pcihaman  itu  merupakan  langkah  ma- 
ju,  karena  selain  sepakat  damai,  GAM 
juga  bersedia  mengesampingkan  tun- 
tutan  merdeka,  dan  tetap  dalam  NKRI. 

Meskipun  demikian  MOU  itu  te- 
tap saja  mendapatkan  tanggapan  kri- 
tis  dari  sementara  masyarakat,  ter- 
utama  kalangan  politisi  dan  semen- 
tara tokoh  militer,  karena  selain 
prosesnya  berjalan  secara  tertutup, 
beberapa  isi  dari  MuU  juga  dian^- 
gap  tidak  sejalan  dengan  UUD, 
bahkan  MOU  itu  dianggap  sangat 
mcmpermudah  lepasnya  Aceh  dari 


Beberapa  ketentuan  dalam  MOU  yang 
oleh  sementara  kalangan  dianggap  berpo- 
tensi  kontroversi,  seperti:  (a)  Tidak  ada  pe- 
nyebu.tan  UUD  1945;  (b)  Penyebutan  kepala 
pemerintah  Aceh  bukan  gubernur;  (c)  Aceh 
memiliki  bendera,  himne,  lambang;  (d)  Per- 
setujuan  internasional  soal'  Aceh  harus  di- 
setujui  legislatif  Aceh;  (e)  Kebijakan  adminis- 
tratif  pemerintah  pusat  soal  Aceh  harus  di- 
setujui  legislatif  Aceh;  (f)  Keputusan  DPR 
soal  Aceh  harus  disetujui  legislatif  Aceh; 
(g)  Aceh  berhak  memperoleh  utang  luar  ne- 
geri  dan  menetapkan  suku  bunga  berbeda 
dengan  BI;  (h)  Soal  pembagian  hasil  keka- 
yaan;  (i)  Pembentukan  Pengadilan  HAM,  dan 
Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  di  Aceh; 
(j)  Pasukan  GAM  jadi  tentara  dan  polisi  or- 
ganik;  (k)  Tentara  bertanggung  jawab  men- 
jaga  pertahanan  eksistensi;  (1)  Definisi  soal 
GAM  yang  memperoleh  amnesti. 


NKRI  sebagaimana  ditegaskan  oleh 
mantan  KASAD  Jenderal  Riyamizad 
Riyacudu,  selangkah  lagi  Aceh  le- 
pas  dari  NKRl/^  Perbedaan  titik  pi- 
jak  serta  kepentingan  untuk  melihat 
MOU  menyebabkan  pemahaman  atas 
kesepahaman  itu  berubah  menjadi 
kesalahpahaman  antara  kubu  pen- 
dukung  dan  kubu  penentang.  Inti- 
nya,  kubu  pendukung  MOU  berpe- 
gang  pada  alasan  karena  demi  per- 
damaian  di  Aceh,  maka  diterapkan 
aturan  yang  amat  longgar. 

Sebaliknya,  kubu  penentang  me- 
masang  pagar  yang  cukup  ketat  un- 
tuk memaknai  MOU,  sehingga  nya- 
ris  semua  pasal  dianggap  mena- 
brak  peraturan  perundangan.  Oleh 
sebab  itu,  tidak  aneh  bila  muncul 
penilaian  bahwa  dari  sisi  ketata- 
negaraan,  MOU  Helsinki  memang  cen- 
derung  bermasalah.  Jika  benar  bah- 
wa kesepahaman  itu  bukan  perjan- 
jian  internasional,  mengapa  MOU  me- 
makai  bahasa  Inggris  dan  bukan  In- 
donesia? Jika  bukan  perjanjian  inter- 
nasional, mengapa  Menteri  Hukum 
dan  HAM  mengakui  MOU  didasari 
hukum  internasional,  khususnya  Kon- 
vensi  Internasional  PBB  mengenai 
Hak-hak  Sipil  serta  mengenai  Hak- 
hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Ji- 
ka betul  tidak  ada  pengakuan  seba- 


Sikap  militer,  lewat  Panglima  TNI  Jende- 
ral Endriartono  Sutarto,  tegas.  TNI  akan  me- 
nyiapkan  rencana  kontingensi  untuk  meng- 
antisipasi  kemungkinan  gagalnya  kesepakat- 
an  Helsinki.  TNI  tetap  berkonsentrasi  kare- 
na akan  datangnya  sekitar  200  anggota 
AMM  dari  Uni  Eropa  dan  Negara-negara 
ASEAN  untuk  mengawasi  pelaksanaan  hastl 
perundingan.  Lihat,  Gatra,  27  Agustus  2005. 
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gai  subyek  hukum  internasional  atas 
GAM,  mengapa  harus  ditandatangani 
di  Helsinki,  dengan  wakil  GAM  yang 
berkewarganegaraan  asing,  dengan 
keberlanjutan  MOU  yang  melibatkan 
Negara-negara  ASEAN  dan  Masya- 
rakat  Ekonomi  Eropa  sebagai  unsur 
Aceh  Monitoring  Mission  (AMM)?  Ka- 
laupun    benar    Aceh    tetap  dalam 
bingkai  NKRI  mengapa  MOU  amat 
berbau  federalisme?  Jika  benar  ada 
jaminan  Aceh  tidak  akan  merdeka 
mengapa  tidak  ada  kepastian  wak- 
tu   bahwa   GAM   akan  dibubarkan 
sebagai  konsekuensi  MOU? 

Tetapi  yang  perlu  diperhatikan, 
MOU  bukan  dokumen  yuridis  mur- 
ni,  melainkan  dokumen  yang  harus 
dipahami  sebagai  dokumen  hukum 
yang  berbau  politik.  MOU  adalah  ha- 
sil  tawar-menawar  antara  dua  kubu 
yang  telah  berperang  sekian  lama. 
Oleh  karena  itu,  rumusan  pasal-pa- 
salnya   amat  mungkin  bertabrakan 
atau  paling  tidak  bergesekan  dengan 
beberapa  peraturan  perundangan.  Sa- 
ngat  mungkin  pasal-pasal  MOU  akan 
terdengar  tidak  selaras,  berbeda  ru- 
musannya,  bahkan  cenderung  sum- 
bang  saat  dipadukan  dengan  aturan- 
aturan  perundangan  Indonesia  lain- 
nya. 

Sebenarnya  antara  pemerintah  dan 
beberapa  anggota  DPR  sejak  awal 
telah  berbeda  pendapat  terhadap 
pertemuan  (informal)  Helsinki  itu.  Se- 
mentara  anggota  DPR  menganggap 


20_ 


Baca  Denny  Indrayana,  Memahami  "Me- 
morandum of  Misunderstanding",  Kompas,  26 
Agustus  2005. 


telah  terjadi  internasionalisasi  ma- 
salah  Aceh,  yang  pada  gilirannya 
dapat  mem-fait  accompli  DPR.  Setiap 
perundingan  dengan  pihak  luar  ne- 
geri  harus  meminta  persetujuan  DPR 
Bahkan  dalam  pertemuan  konsulta- 
si  pada   9  Agustus  2005   itu  pun 
masih  terdengar  kekhawatiran  ten- 
tang  adanya  hidden  agenda  (agen- 
da  tersembunyi)   dalam  draft  nota 
kesepahaman  damai  itu.''  Kekhawa- 
tiran itu  dapat  dimaklumi,  karena 
nota  kesepahaman  itu  selain  akan 
membawa  implikasi  yang  sangat  luas 
bagi  kehidupan  masyarakat  Aceh,  ju- 
ga  mempertaruhkan  keutuhan  bang- 
sa  Indonesia,  dan  NKRI.  Sebaliknya 
pemerintah,  yang  dikomandani  oleh 
Wapres  Jusuf  Kalla,  menegaskan  bah- 
wa pertemuan  itu  berlangsung  ha- 
nya  antara  anak  bangsa  yang  ber- 
beda warga  negaranya.  Oleh  sebab 
Itu,  selaku  eksekutif,  pemerintah  ti- 
dak perlu  meminta  persetujuan  le- 
gislatif.  Hal  ini  juga  tidak  melang- 
gar  Pasal  11  ayat  (2)  UUD  1945.  Se- 
bab yang  memerlukan  persetujuan 
DPR  adalah  perjanjian  (treaty).  Se- 
dangkan  hasil  perundingan  RI-GAM 
dituangkan  dalam  bentuk  kesepakat- 
an  bersama  (Memorandum  of  Under- 
5^^?^/"^/MOU), 

Di  samping  itu,  ketertutupan  pro- 
ses pertemuan  itu  juga  telah  menim- 
bulkan  perdebatan  bahkan  kecuriga- 
an  beberapa  kalangan  politisi,  yang 

21 

Kekhawatiran  tentang  adanya  hidden 
agenda  itu  dilontarkan  oleh  Ketua  DPR-RI, 
Agung  Laksono  dalam  pertemuan  konsultasi 
antara  pemerintah  dan  DPR-RI,  9  Agustus 
2005. 
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menghawatirkan  isi  kesepahaman  itu 
bertentangan  UUD  1945.  Hal  itu  nam- 
pak  antara  lain  dalam  pernyataan 
pertemuan  di  Jakarta,  12-8-2005,  yang 
^  dihadiri  oleh  beberapa  politisi  na- 
sional,  seperti  mantan  Presiden  Ab- 
durrahman Wahid,  mantan  Presiden 
Megawati,  dan  mantan  Ketua  DPR- 
RI,  Akbar  Tanjung.  Dalam  pertemu- 
an itu  Akbar  Tanjung  bersuara  lan- 
tang,    mendesak    pemerintah  agar 
membuka  isi  kesepakatan  tersebut. 
Menjawab  soal  ini,  Menteri  Hukum 
dan  HAM  Hamid  Awaluddin  me- 
ngatakan,  ketertutupan  pemerintah 
itu  dilakukan  untuk  menjaga  komit- 
men  dengan  GAM  untuk  tidak  me- 
nyebarluaskan  isi    MOU  sebelum  di- 
tandatangani.^^  DPR  lewat  masing- 
masing  komisi  dari  I  sampai  dengan 
IX  juga  meminta  kepada  pemerin- 
tah  untuk   memberikan  penjelasan 
resmi  mengenai  butir-butir  nota  ke- 
sepahaman itu  karena  terjadi  perbe- 
daan  persepsi  di  sementara  kalangan. 

Tetapi  kekhawatiran  publik  itu 
justru  ditanggapi  pemerintah  secara 
represif,  yang  melalui  pernyataan 
Wapres  meminta  agar  debat  tentang 
MOU  Aceh  itu  diakhiri.  Sikap  peme- 
rintah yang  demikian  ini  tidak  se- 
suai  dengan  alam  demokrasi,  dan 
sebaliknya  justru  dapat  meningkat- 
kan  kecurigaan  kepada  pemerintah, 
setidaknya  memperkeras  sikap  ma- 
syarakat.  Hal  ini  nampak  dalam  per- 
nyataan beberapa  anggota  DPR.  Wa- 
kil  Ketua  DPR-RI,  Muhaimin  Iskan- 


Baca  Penjelasan  Menteri  Hukum  dan 
HAM  dalam  harian  Warta  Kota,  15-8-2005. 


dar,  menegaskan  bahwa  perdebatan 
publik  tentang  MOU  itu  adalah  biasa, 
apalagi  di  negara  demokrasi.  Perde- 
batan tidak  perlu  dibatasi  atau  di- 
hentikan.  Demikian  juga  seorang  ang- 
gota DPR-RI  dari  daerah  pemilih- 
an  NTT,  Benny  K.  Harman,  meno- 
lak  cara-cara  yang  dilakukan  oleh 
pemerintah  itu,  karena  prosesnya  di- 
anggap  tertutup,  dan  hasilnya  tidak 
boleh  diperdebatkan  padahal  masa- 
lah  ini  menyangkut  kebijakan  publik. 

Ditinjau  dari  keutuhan  wilayah 
NKRI,  isi  MOU  yang  cukup  men- 
dasar  adalah  kesediaan  GAM  me- 
ngesampingkan  tuntutan  merdeka, 
serta  bersedia  tetap  berada  dalam 
NKRI,  dan  menyerahkan  semua  sen- 
jatanya.  Sebaliknya,  pemerintah  me- 
nyetujui  sejumlah  kompensasi  po- 
litik,  termasuk  pendirian  partai  po- 
litik  lokal,  hukum,  dan  ekonomi  ba- 
gi  Aceh,  khususnya  untuk  para  be- 
kas  anggota  GAM,  serta  penarikan 
pasukan. 

Dengan  penandatanganan  itu  ber- 
arti  bahwa  harapan  perdamaian  di 
Aceh  semakin  nyata.  Meskipun  se- 
telah  membaca  seluruh  teks  MOU 
itu  timbul  suatu  kekhawatiran,  ka- 
rena biaya  yang  dibutuhkan  untuk 
mengakhin  konflik  bersenjata  itu  ber- 
potensi  sangat  mahal.  Selain  itu, 
pelaksanaan  kesepakatan  itu  nam- 
paknya  cukup  rumit  untuk  dapat 
menjadi  jalan  ke  luar  yang  mulus. 

Biaya  MOU  yang  dianggap  ter- 
lalu  mahal  itu  menimbulkan  keri- 
butan,  bahkan  kekhawatiran,  kare- 
na selain  masalah  Aceh,  isi  MOU 
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adalah  masalah  Indonesia  juga.  Te- 
tapi  di  lain  pihak,  Wapres  Jusuf  Kalla, 
yang  nampak  lebih  berperanan  ak- 
tif  dalam  proses  penyelesaian  Aceh 
dibandingkan  Presiden  Susilo  Bam- 
bang  Yudhoyono  juga  benar  ketika 
dengan  cerdik  dia  mengajukan  alter- 
natif  yang  sama-sama  makan  biaya: 
memilih  membayar  biaya  untuk  pe- 
rang  atau  mengeluarkan  biaya  un- 
tuk damai.  Biaya  mahal  bukan  da- 
lam arti  finansial  saja.  Masalahnya 
adalah  mengenai  hal-hal  yang  ha- 
rus  dikorbankan,   yang  dapat  me- 
nyangkut,   mungkin  menggoyahkan 
aturan  ketatanegaraan  yang  ada.  Pe- 
merintahan  di  Aceh  akan  diseleng- 
garakan  dengan  undang-undang  ba- 
ru,  yang  akan  memberikan  banyak 
keistimewaan  bagi  Aceh,  termasuk 
berdirinya  partai  politik  lokal.  Ba- 
nyak dari  keistimewaan  itu  diang- 
gap   oleh  sebagian  politisi  berten- 
tangan   dengan   UU   yang  berlaku. 
Pandangan    yang    ekstrem  bahkan 
mengatakan  beberapa  hak  yang  di- 
berikan  adalah  inkonstitusional.  Se- 
baliknya,  pemerintah  berpendapat  bah- 
wa  hal-hal  yang  disepakati  dalam 
MOU  itu  berdasarkan  UU.^ 

Meskipun  kita  tetap  berharap  bah- 
wa  semua  saja,.  balk  pemerintah,  ter- 
masuk TNI,  GAM,  dan  AMM,  ber- 
komitmen  mematuhi  isi  dan  sekali- 
gus  melaksanakan  kesepahaman  itu, 
tidak  berarti  bahwa  masalah  Aceh 
telah  selesai.  Masih  banyak  usaha 
yang  harus  dilakukan  untuk  men- 


Baca    "Aceh    Damai,   Jakarta  Ribut", 
Mingguan  Tempo,  28  Agustus  2005. 


capai  perdamaian.  Penandatanganan 
MOU  itu  barulah  awal  yang  baik 
bagi  penyelesaian  konflik  Aceh,  ser- 
ta  awal  menuju  bersatunya  seluruh 
bangsa  Indonesia  lagi. 

Kalau  nota  kesepahaman  itu  ma- 
sih juga  menimbulkan  suatu  tang- 
gapan  kritis,  itu  merupakan  suatu 
yang  wajar,  karena  pengalaman  me- 
nunjukkan  sering  terjadinya  pelang- 
garan  meskipun  telah  beberapa  kali 
tercapai  kesepakatan  damai.  Kesepa- 
katan    gagal    dilaksanakan  karena 
dilanggar  oleh  mereka  yang  berse- 
pakat.   Mantan   Presiden  Megawati 
mengkritik   kesepakatan  itu  secara 
blak-blakan,  dengan  mengatakan  bah- 
wa  isinya  jauh   lebih   buruk  dari 
yang  dibayangkan.  Untuk  menunjuk- 
kan  kekecewaannya  atas  MOU  itu, 
Megawati  menolak  hadir  dalam  upa- 
cara  detik-detik  proklamasi  kemer- 
dekaan  RI  di  Istana  Negara,  17-8- 
2005.  la  menuduh  kesepakatan  da- 
mai   itu    telah    menaikkan  status 
Aceh  menjadi  semacam  negara  ba- 
gian  di  Indonesia.  Bau  federalisme 
itu  terendus  dalam  butir  yang  mem- 
perbolehkan  Aceh  menggunakan  ben- 
dera   dan   himne   sendiri;^^  Drajad 
Wibowo,  anggota  FPAN  DPR-RI,  me- 
nyatakan   bahwa    konsesi  ekonomi 
yang    diberikan    berbahaya  karena 
mempertaruhkan  kedaulatan  ekono- 
mi Indonesia. 


Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono 
menyambut  penandatanganan  MOU,  di  Is- 
tana Negara,  Jakarta,  15  Agustus  2005.  Kom- 
pas,  16  Agustus  2005. 

Baca  Mingguan  Tempo,  28  Agiistus  2005. 
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Beberapa  poin  kesepakatan  Hel- 
sinki memang  menerabas  urusan  fis- 
kal  dan  moneter,  yang  selama  ini 
dianggap  identik  dengan  kedaulatan 
pemerintah  pusat.  Kewenangan  mo- 
neter pemerintah  pusat  yang  terpo- 
tong,  misalnya,  hak  Aceh  untuk  me- 
nentukan  suku  bunga  berbeda  dari 
tingkat  bunga  yang  ditetapkan  oleh 
BI.  Jika  untuk  kepentingan  pembuat- 
an  suku  bunga  eksklusif  ini  Aceh 
diperkenankan  membentuk  semacam 
bank  sentral  sendiri,  maka  garis  ba- 
tas  Indonesia  dengan  konsep  federal 
semakin  pendek.  Konsesi  semacam 
itu  dapat  merepotkan  BI  sebagai 
penjaga  gawang  stabilitas  moneter. 
Soalnya,  tingkat  suku  bunga  biasa 
dijadikan  pedal  ^as  sekaligus  rem 
atas  laju  inflasi.  Hak  menarik  pa- 
jak  untuk  membiayai  anggaran  dae- 
r?.h  dan  kesempatan  membentuk 
suatu  wilayah  perdagangan  bebas 
mengkhawatirkan  karena  dapat  meng- 
gerogoti  penerimaan  negara  dari  cu- 
kai.    Wakil  Ketua  DPR  dari  F-PDIP 


Baca  Minggmn  Tempo,  28  Agustus  2005. 

27 

Beberapa  kesepakatan  damai  Indonesia- 
GAM  di  bidang  ekonomi  menyatakan  anta- 
ra  lain:  (a)  Aceh  berhak  memperoleh  dana  me- 
lalui  utang  luar  negeri.  Aceh  berhak  untuk 
menetapkan  tingkat  suku  bunga  berbeda 
dengan  yang  ditetapkan  oleh  bank  sentral 
RI;  (b)  Aceh  berhak  menetapkan  dan  memu- 
ngut  pajak  daerah  untuk  membiayai  kegiat- 
an-kegiatan  internal  yang  resmi.  Aceh  ber- 
hak melakukan  perdagangan  dan  bisnis  se- 
cara  internal  dan  internasional  untuk  serta 
menarik  investasi  dan  wisatawan  asing  se- 
cara  langsung  ke  Aceh;  (c)  Aceh  akan  memi- 
liki  kewenangan  atas  sumber  daya  alam 
yang  hidup  di  laut  tentorial  di  sekitar  Aceh; 
(d)  Aceh  berhak  menguasai  70%  hasil  dari 
semua  cadangan  hidrokarbon  dan  sumber 


Soetardjo  Soerjogoeritno,  juga  meng- 
khawatirkan perjanjian  damai  itu, 
karena  dapat  membawa  Indonesia 
menjadi  negara  federal.  Sejalan  de- 
ngan itu  Sekjen  PDIP  Pramono 
Anung  berpendapat  tanda-tanda  in- 
ternasionalisasi  Aceh  itu  tercermin 
dari  keterlibatan  AMM  dan  nota  yang 
dibuat  dalam  bahas  Inggris,  bahkan 
penandatangannya  dilakukan  di  luar 
negeri  {Koran  Tempo,  20-8-2005).  Demi- 
kian  pula,  Ketua  DPR  Agung  Lak- 
sono  menegaskan,  akan  mengambil 
tindakan  jika  perundingan  itu  me- 
rugikan  Indonesia.  DPR  akan  meng- 
awasi  pelaksanaan  perjanjian  itu 
sampai  akhir  bulan  {Koran  Tempo, 
16-8-05).  Meskipun  ada  perbedaan  pan- 
dangan  di  kalangan  militer  maupun 
mantan  petinggi  TNI,  penegasan 
Panglima  TNI  Jenderal  Endriartono 
Sutarto  dalam  beberapa  kesempatan 
dapat  dijadikan  pegangan  bahwa  TNI 


daya  alam  lainnya  yang  ada  saat  ini  dan 
di  masa  mendatang  di  wilayah  Aceh  mau- 
pun laut  teritorial  sekitar  Aceh;  (e)  Aceh  me- 
laksanakan  pembangunan  dan  pengelolaan 
semua  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan  uda- 
ra  dalam  wilayah  Aceh;  (f)  Aceh  akan  menik- 
mati  perdagangan  bebas  dengan  semua  ba- 
gian  RI  tanpa  hambatan  pajak,  tariff,  atau- 
pun  hambatan  lairmya;  (g)  Aceh  akan  menik- 
mati  akses  langsung  dan  tanpa  hambatan 
ke  negara-negara  asing,  melalui  laut  dan 
udara;  (h)  Pemerintah  RI  bertekad  untuk 
menciptakan  transparansi  dalam  pengum- 
pulan  dan  alokasi  pendapatan  antara  peme- 
rintah pusat  dan  Aceh  dengan  menyetujui 
auditor  luar  melakukan  verifikasi  atas  ke- 
giatan  tersebut  dan  menyampaikan  hasilnya 
kepada  kepala  pemerintah  Aceh;  (i)  GAM 
akan  mencalonkan  wakil-wakilnya  untuk 
berpartisipasi  secara  penuh  pada  semua 
tingkatan  dalam  komisi  yang  dibentuk  untuk 
melaksanakan  rekonstruksi  pasca  tsunami. 
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akan  mematuhi  MOU  itu,  meskipun 
petinggi  TNI  itu  juga  meminta  GAM 
jangan  aneh-aneh  agar  tidak  dige- 
buk.  Penegasan  Panglima  TNI  itu 
antara  Iain  sbb:  (1)  Dia  menyambut 
baik  penandatanganan  MOU  itu,  dan 
berharap   kesepakatan  itu  menjadi 
titik   awal   terciptanya  perdamaian 
abadi  di  Aceh;  (2)  TNI  akan  mematuhi 
semua  ketentuan  yang  termuat  da- 
lam  MOU,  termasuk  penarikan  seba- 
gian  pasukan  TNI  dari  Aceh  (Suara 
Karya,  16-8-2005);  (3)  GAM  mengakui 
Aceh  bagian  dari  NKRI,  itu  sama  ar- 
tinya  dengan  tidak  mau  melepaskan 
diri,  walaupun  tidak  terucap  ekspli- 
sit;  (4)  Soal  HAM  di  Aceh  harus  men- 
jadi concern  bersama.  Itu  fundamental, 
tidak  ada  seorang  pun  dapat  me-, 
rampas  hak  orang  lain  {Kompas,  16-8- 
2005);    (5)    Pasca  penandatanganan 
MOU,  semua  pihak  agar  tidak  lagi 
melihat  ke  belakang  dengan  mengung- 
kit-ungkit  pelanggaran  HAM  di  NAD, 
baik  itu  yang  dilakukan  prajurit  TNI 
maupun  oleh  GAM  {Suara  Karya,  18 
Agustus  2005);  (6)  Institusinya  tidak 
terpengaruh  oleh  kontroversi  berkaitan 
dengan  nota  kesepahaman  atau  MOU 
antara  RI  dan  GAM.  Politik  TNI  ada- 
lah  politik  Negara.  Apa  pun  politik 
negara    yang    dikeluarkan  otoritas 
politik,  tidak  ada  alas  an  TNI  me- 
langgar.  Meskipun  demikian,  peme- 
rintah  agar  memperjelas  poin  demi 
poin   MOU   sehingga    tidak  terjadi 
multi   interpretasi  seperti  sekarang 
ini.   Dengan   begitu,   proses  rekon- 
struksi  dan  rehabilitas  di  Aceh  da- 
pat dijalankan  secara  fokus  {Kom- 
pas, 26-8-2005);  (7)  TNI  telah  menyiap- 
kan  suatu  contingency  plan  (rencana 


darurat)  di  Provinsi  NAD  seandai- 
nya  implementasi  MOU  tidak  berja- 
lan  semestinya  {Suara  Karya,  9  Sep- 
tember 2005).  Tidak  ketinggalan,  Lem- 
hanas  juga  menyampaikan  catatan- 
nya  tentang  16  poin  dalam  MOU 
yang  melanggar  undang-undang,  yang 
intinya  mengamputasi  kedaulatan  In- 
donesia, di  antaranya:  (a)  soal  eko- 
nomi  bertentangan  dengan  UU  No. 
3/2004  tentang  Bank  Indonesia;  (b) 
penarikan  pasukan  non-organik  po- 
lisi  dan  TNI  tidak  sesuai  dengan  UU 
No.  34/2004  tentang  Tentara  Nasional 
Indonesia.  Keberadaan  pasukan  non- 
organik  dilindungi  undang-undang; 
(c)  pembagian  hasil  alam  bertentang- 
an dengan  UU  No.  32/1956  tentang 
Perimbangan  Keuangan  Daerah  dan 
Negara;  (d)  kedalangan  tim  peninjau 
dari  Uni  Eropa  dan  ASEAN  (AMM) 
melanggar  UU  No.  24/2000  tentang 
Perjanjian  Internasional;  (e)  pemberian 
tanah  kepada  bekas  GAM  mengan- 
dung  bentuk  ketidakadilan.  Persolan 
ini  agar  dibawa  ke  rapat  paripurna 
DPR  untuk  dibahas  dan  direvisi;  (f) 
Indonesia  telah  dicurangi  dalam  MOU 
itu  {Koran  Tempo,  20  Agustus  2005). 

Tetapi  bila  MOU  itu  dipandang  da- 
ri sudut  otonomi  daerah,  sebagaimana 
yang  dijadikan  dasar  sanggahah  "VVa- 
pres  Jusuf  Kalla,  kesepakatan  itu  ti- 
dak menggergaji  satu  pasal  pun  dari 
UUD  1945.  Menurut  UU  Otonomi 
Daerah,  kewenangan  pemerintah  pu- 
sat  memang  berkurang.  Oleh  karena 
itu  MOU  itu  tidak  membawa  banyak 
perubahan.  Sebagian  konsesi  itu  se- 
benarnya  telah  termuat,  meskipun  ti- 
dak sama  persis,  dalam  undang-un- 


dang  sebelumnya  seperti  UU  Otono- 
mi  Daerah  maupun  UU  No.  18/2001 
tentang  Otonomi  Khusus  NAD.  Seper- 
ti hak  menarik  pajak,  telah  dimuat 
dalam  UU  Otonomi  Daerah.  Suatu  hal 
yang  istimewa  bila  Aceh  berwewe- 
nang  menarik  pajak  di  luar  yang  te- 
lah ditetapkan  UU.  Bahkan  bagian 
(porsi  pendapatan)  Aceh  dari  cadang- 
an  minyak  dan  gas  yang  dimuat  da- 
lam MOU  itu  sama  persis  dengan  apa 
yang  dimuat  dalam  UU  Otonomi  Khu- 
sus Aceh. 

Demikian  halnya  untuk  mencari 
pinjaman  di  luar  negeri.  UU  Otonomi 
Daerah  memberikan  kemungkinan  ke- 
pada  semua  daerah  untuk  menerbit- 
kan  surat  utang,  tetapi  tetap  menan- 
ti  keputusan  dari  pusat,  setidaknya 
tidak  ada  alasan  yang  dianggap^^mem- 
bahayakan  keuangan  negara.  Me- 
mang  untuk  mencari  pinjaman  dari 
luar  negeri  ada  hal  yang  baru.  Berda- 
sarkan  MOU  itu,  Aceh  dinyatakan 
boleh  mencari  pinjaman  dari  luar  ne- 
geri, meskipun  kemungkinan  itu  ke- 
mudian  menjadi  berkurang  karena 
ada  beberapa  persyaratan  yang  ha- 
rus  dipenuhi,  seperti  harus  melalui 
pemerintah  pusat.  Daerah  dapat  mem- 
peroleh  pinjaman  dari  luar  negeri,  te- 
tapi yang  berhak  menandatangani  ke- 
sepakatan  utang  itu  tetap  pemerintah 
pusat,  baru  kemudian  pinjaman  itu 
dialirkan  ke  daerah. 


Tingginya  rasio  utang  Indonesia  In- 
donesia terhadap  produk  domestik  bruto 
kedka  Menteri  Keuangan  dijabat  oleh  Boe- 
diono,  2003,  yang  masih  di  atas  60%,  menja- 
di dasar  pelarangan  penerbitan  sural  utang. 


Demikian  juga  tentang  sumpah  se- 
tia  kepada  NKRI  bagi  bekas  anggota 
GAM  tetap  menjadi  perdebatan,  apa- 
lagi  kalau  sumpah  yang  sakral  itu 
hanya  dijadikan  formalitas  yang  ti- 
dak dipahami  maknanya. 


Masalah  Papua 

Pada  bulan  Juli  2005  tersebar  isu 
mengenai  munculnya  RUU  No.  2601 
dari  Amerika,  yang  di  antaranya  mem- 
pertanyakan  efektifitas  status  eko- 
nomi  khusus  Papua  dan  menggugat 
keberadaan  wilayah  itu  dalam  NKRI. 
RUU  yang  diprakarsai  oleh  dua  orang 
anggota  DPR,  Donald  M.  Payne  (New 
Jersey)  dan  Eni  F.H.  Faleomavaega 
(Samoa  Amerika)  menimbulkan  ke- 
hebohan  di  kalangan  pemerintah  dan 
rakyat  Indonesia,  karena  salinan  RUU 
itu  secara  diam-diam  juga  telah  di- 
sebarkan  di  Papua.  Tetapi  bila  disan- 
dingkan  dengan  pernyataan  pemerin- 
tah Amerika,  RUU  itu  tidak  sejalan. 
Pemerintah  Amerika  mendukung  ke- 
satuan  RI.  Pemerintah  Amerika  tidak 
akan  mendukung  setiap  upaya  yang 
ingin  memisahkan  Papua  dari  kesa- 
tuan  Indonesia. 

Selain  menyatakan  keprihatinan  atas..^ 
tersebarnya  RUU  itu,  Presiden  telah 
mengambil  langkah  yang  tepat  de- 
ngan menyatakan  bahwa  keberadaan 
Papua  dalam  naungan  RI  adalah  final. 
Oleh  karena  itu,  semua  Negara  seha- 
rusnya  menghormati  kedaulatan  RI. 


29  * 

Baca  Tajuk  Rencana,    Kompas,  1  Agustus 

2005. 
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Heboh  tentang  RUU  itu  hendaknya 
menjadi  momentum  penting  bagi  In- 
donesia untuk  menyelesaikan  berba- 
gai  masalah  di  Papua,  terutama  yang 
berkaitan  dengan  keadilan  dan  ke- 
sejahteraan  rakyat,  serta  hak-hak  war- 
ga  Papua.  Hal  ini  menjadi  semakin 
relevan  dengan  terjadinya  kasus  pe- 
ngembalian  Otonomi  Khusus  kepada 
pemerintah  pusat  karena  dianggap  ti- 
dak  meningkatkan  kesejahteraan  rak- 
yat Papua.  Ketidakseriusan  melaksa- 
nakan  Otonomi  Khusus  bagi  Papua 
selain  menimbulkan  kekecewaan  ma- 
syarakat,  juga  akan  menimbulkan  so- 
rotan  masyarakat  internasional.  Ja- 
ngan  sampai  masalah  Sipadan-Ligitan, 
dan  Timtim  terulang  lagi. 

PIDATO  KENEGARAAN  MEN- 
JAWAB  KEKHAWATIRAN 

Ditinjau  dari  sudut  perkembangan 
politik  di  dalam  negeri,  pidato  kene- 
garaan  Presiden  Susilo  Bambang  Yu- 
dhoyono  pada  rapat  paripurna  DPR- 
RI,  16  Agustus  2005,  dapat  dipan- 
dang  sebagai  usaha  untuk  menjawab- 
nya.  Memang  masih  sebatas  pernya- 
taan,  tetapi  setidaknya  kita  mengerti 
sejauh  mana  sikap  pemerintah  atas 
beberapa  masalah  politik  itu.  Kini  yang 
ditagih  adalah  realitasnya  di  lapangan. 

Tentang  anggapan  internasionali- 
sasi  masalah  internal  Indonesia,  khu- 
susnya  penyelesaian  masalah  NAD, 
yang  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945, 
Presiden  menegaskan,  konflik  di  Aceh 
adalah  persoalan  di  dalam  negeri, 
dan  tidak  ada  niat  untuk  diinterna- 


sionalisasikan.  Kehadiran  pemantau 
asmg  dari  Uni  Eropa  dan  ASEAN 
adalah  untuk  memonitor  pelaksana- 
an  MOU,  dan  bukan  campur  tangan 
asmg.  Tugas  semacam  ini  pernah  di- 
lakukan  Indonesia  ketika  memantau 
proses  penyatuan  dua  Vietnam,  ser- 
ta memantau  gencatan  senjata  dalam 
proses  damai  antara  pemerintah  Fili- 
pina  dan  MNLF.  Dalam  pembicara- 
an  mformal  dengan  GAM,  pemerin- 
tah tetap  berpegang  teguh  pada  prin- 
sip  tetap  tegaknya  NKRI,  tetap  berki- 
barnya  bendera  Merah  Putih,  dan 
dilaksanakannya  otonomi  khusus  di 
NAD.  Tidak  ada  sahi  pasal  pun  UUD 
1945  dan  UU  yang  tidak  dipedomani. 
Sebaliknya  dengan  kesepahaman  itu, 
GAM  mengakhiri  kegiatannya  untuk 
memisahkan  diri  dari  NKRI. 

Tentang  penyelesaian  Papua,  Pre- 
siden juga  menegaskan,  masalah  di 
Papua  adalah  masalah  dalam  nege- 
ri kita  sendiri.  Campur  tangan  asing 
ditolak.  Papua  adalah  bagian  integral 
dari  wilayah  Indonesia.  Setiap  perun- 
dingan  dengan  Belanda,  sejak  Ling- 
garjati  hingga  KMB  dan  sesudahnya, 
tidak  luput  dari  agenda  pengemba- 
lian  Irian  Barat  sebagai  wilayah  ke- 
daulatan  NKRI.  Tidak  ada  satu  pun 
program  kabinet  di  zaman  Revol|jsi 
dan  zaman  Demokrasi  Parlementer, 
yang  tidak  mencamtumkan  pengem- 
balian  Irian  Barat  ke  pangkuan  Ibu 
Pertiwi.  Tidak  ada  manipulasi  seja- 
rah  yang  perlu   diluruskan.  Dunia 
menjadi    saksi    setiap  perundingan 
pengembalian  Irian  Barat,  hingga  ter- 
laksananya  Pepera  di  bawah  penga- 
wasan  PBB,  1969.  PBB  telah  menga- 
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kui  hasil  Pepera,  dan  sampai  hari 
ini  tidak  pernah  mempersoalkannya. 
Dilihat  dari  sudut  hukum  internasio- 
nal,  tidak  ada  yang  perlu  diragukan 
mengenai  keabsahan  Papua  sebagai 
bagian  integral  wilayah  kedaulatan 
NKRI.^ 

Sementara  itu  tentang  kritik  tidak 
terpadunya  pelaksanaan  pembangun- 
an  karena  tidak  ada  GBHN,  Presiden 
nienegaskan,  sekarang  kita  tidak  me- 
ngenai lagi  GBHN,  tetapi  kita  te- 
tap  memerlukan  dokumen  kenegara- 


Penegasan  itu  diulang  lagi  pada  Si- 
dang  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Daerah, 
di  Jakarta,  23  Agustus  2005.  Ditegaskannya, 
Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Irian  Jaya  Ba- 
rat  merupakan  bagian  sah  dari  NKRI.  Peng- 
ujian  mated  oleh  MK  yang  telah  membatal- 
kan  UU  No.  45/1999  tidak  menyebabkan  pro- 
vinsi itu  kehilangan  landasan  hukum  pem- 
bentukannya,  karena  putusan  MK  tidak  ber- 
laku  surut.  Baca  Warta  Kota,  24  Agustus 
2005.  Sementara  itu  ada  dua  anggota  Kong- 
res  AS  yang  mendesak  diadakannya  refe- 
rendum di  Papua.  Di  samping  itu  ada  se- 
mentara kalangan  di  Papua  yang  mengung- 
kit-ungkit  keabsahan  Papua  sebagai  bagian 
integral  dari  NKRI.  Sementara  itu,  dalam 
sarasehan  60  tahun  Indonesia  Merdeka  di 
Kampus  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakar- 
ta,  27  Agustus  2005,  mantan  KASAD  Jende- 
ral  TNI  Ryamizard  Ryacudu  mengatakan, 
potensi  Aceh  dan  Papua  lepas  dari  NKRI 
sangat  besar.  Sekarang  iru  persyaratan  untuk 
menjadi  sebuah  Negara  telah  dimiliki  ke- 
dua wilayah  itu.  Untuk  menjadi  sebuah  Ne- 
gara merdeka,  Aceh  dan  Papua  hanya  ting- 
gal  deklarasi  dan  pengakuan  internasional. 
Sebuah  wilayah  yang  ingin  menjadi  sebuah 
Negara  merdeka  harus  memenuhi  sejum- 
lah  syarat,  di  antaranya  mempunyai  peme- 
rintahan,  wilayah  Negara,  tentara,  lagu  ke- 
bangsaan,  bendera,  lagu  kebangsaan,  ben- 
dera,  dan  pengakuan  internasional.  Untuk 
Aceh  dan  Papua  sebagian  syarat  telah  di- 
miliki, tinggal  deklarasi  dan  pengakuan  in- 
ternasional. Tetapi  pengamat  politik  dari  UI, 


an  yang  berisikan  landasan,  arah 
dan  kebijakan  serta  tahapan-tahapan 
pembangunan  nasional.     Untuk  me- 
laksanakan  pembangunan  nasional  te- 
lah ditetapkan  Peraturan  Presiden 
No.  7/2005  tentang  Rencana  Pemba- 
ngunan Jangka  Menengah  Nasional 
(RPJM)  2004-2009,  yang  akan  dijabar- 
kan  ke  dalam  Rencana  Kerja  Peme- 
rintah (RKP)  Tahunan  yang  menjadi 
pedoman  penyusunan  RAPBN.  RPJM 
Nasional  berisi  visi  dan  misi  peme- 
rintah, yang  mencakup  agenda:  (a) 
menciptakan  Indonesia  yang  aman 
dan  damai;  (b)  menciptakan  Indone- 
sia yang  adil  dan  demokratis;  (c) 
meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, 
serta  kerangka  ekonomi  makro  dan 
pembiayaan  pembangunan  nasional. 
Sedangkan  tujuh  prioritas  pembangun- 
an nasional  yang   tertuang  dalam 
Rencana  Kerja  Pemerintah  2006  meli- 


Hikmahanto  Juwana,  tidak  sependapat  de- 
ngan penegasan  mantan  Kasad  itu.  Menu- 
rutnya,  tidak  semudah  itu  kedua  daerah 
tersebut  lepas  dari  Indonesia.  Klasifikasi 
rakyat,  wilayah,  pemerintah  untuk  menjadi 
Negara  tidak  sesederhana  itu.  Di  antara 
masyarakat  Aceh  saja  masih  ada  yang  ti- 
dak setuju  dengan  kemerdekaan  Aceh,  dan 
pemerintah  yang  dimiliki  Aceh  juga  bukan 
pemerintah  yang  dapat  dipertahankan.  Baca 
Koran  Tempo,  29  Agustus  2005. 

31 

Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka 
Panjang  Nasional  (RPJPN),  Presiden  telah 
menyampaikan  RUU  kepada  DPR  RI  untuk 
disetujui.  Tetapi  RUU  tentang  RPJPN  itu  telah 
menimbulkan  polemik  di  media  massa.  Me- 
nurut  pengamat  politik  CSIS,  Harry  Tjan 
Silalahi,  pembahasan  RUU  tentang  RPJPN 
itu  sebaiknya  dihentikan  saja  karena  ber- 
tentangan  dengan  sistem  politik  nasional 
sekarang  ini  sebagai  hasil  amandemen  UUD 
1945.  Indonesia  tidak  lagi  menganut  sistem 
MPR,  melainkan  sistem  Presidensiil. 
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puti:  (1)  penanggulangan  kemiskinan 
dan  kesenjangan;  (2)  peningkatan  ke- 
sempatan  kerja,  investasi  dan  ekspor; 
(3)  revitalisasi  pertanian  dan  perde- 
saan;  (4)  peningkatan  aksesibilitas  dan 
kualitas  pendidikan  dan  kesehatan; 
(5)  penegakan  hukum,  pemberantasan 
korupsi  dan  reformasi  birokrasi;  (6) 
penguatan  kemampuan  pertahanan, 
pemantapan  keamanan,  dan  ketertib- 
an  serta  penyelesaian  konflik;  dan 
(7)  pelaksanaan  rehabilitasi  dan  re- 
konstruksi  NAD  dan  Nias  (Sumut). 

Presiden  tidak  lupa  pula  menying- 
gung  soal  ideologi  negara.  Dijelas- 
kan  tentang  diakhirinya  konflik  ideo- 
logi. Dalam  empat  kali  perubahan  UUD 
1945,  semua  kekuatan  politik  tetap 
sepakat  mempertahankan  Pembukaan 
UUD  1945,  yang  memuat  hal-hal  fun- 
damental mengenai  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bernegara.  Pancasila  di- 
terima  sebagai  falsafah  dan  dasar 
Negara  RI,  serta  menjadi  asas  dalam 
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa 
dan  bernegara. 

PERLUNYA  PERHATIAN  BAGI 
KEPENTINGAN  BERSAMA 

Meskipun  MOU  Kesepahaman  Hel- 
sinki masih  menghadapi  banyak  kri- 
tikan,  kiranya  jiwa  besar,  kenegara- 
wanan,  semua  pihak,  baik  pemerin- 
tah,  GAM,  maupun  kekuatan  politik 
yang  lain,  tetap  dibutuhkan  agar  per- 
damaian  dan  keadilan  sosial  bagi 
seluruh  rakyat  Indonesia  terwujud. 
Perlu  disadari  bahwa  MOU  Aceh  itu 
adalah  keputusan  politik,  oleh  sebab 


itu  penerimaan  kesepahaman  itu  ju- 
ga  tidak  terlepas  dari  kepentingan 
masing-masing  yang  terlibat.  Akan 
tetapi  dasar  acuannya,  dan  tujuan 
pokok  kesepahaman  itu  harus  sama. 
Inilah  yang  akan  menuntun  menuju 
perdamaian  yang  sebenamya.  Kepen- 
tingan partai,  maupun  pribadi  perlu 
disisihkan.  Untuk  ini  implementasi 
kembali  Pancasila  sebagai  ideologi, 
acuan  berbangsa  dan  bernegara,  se- 
perti  tercantum  dalam  Pembukaan 
UUD  1945,  menjadi  amat  penting  ka- 
rena  menjadi  fondasi  remedial  yang 
fundamental  bagi  kesatuan,  persau- 
daraan  dan  rekonsiliasi  sosial.  Tipu- 
menipu  mengenai  kesepakatan  atau 
usaha  menyelesaikan  masalah  Aceh 
hanya  akan  membawa  kesengsaraan 
dan  menimbulkan  bencana,  khusus- 
nya  diisintegrasi  bangsa. 

Reformasi,  keterpurukan,  dan  aman- 
demen  UUD  1945  membuat  bangsa 
ini  lupa,  setidaknya  agak  mengabai- 
kan  prinsip  universal  Pancasila  yang 
merupakan  kristalisasi  kearifan  (wis- 
dom), budaya,  dan  sejarah  bangsa.  Aki- 
batnya,  serentetan  kehidupan  bersa- 
ma  yang  kelam  kian  membentang.  Ca- 
ra  hidup  beragama  yang  dikembang- 
kan  masih  juga  diiringi  dengan  keke- 
rasan,  konflik,  dan  aroma  perebutan 
pengaruh  di  masyarakat.  Perdamaian 
dan  kesepahaman  yang  bergaya  mi- 
literistik  tanpa  jiwa  Pancasila  mendi- 
dik  anak  bangsa  tumbuh  dalam  ke- 
bengisan,  dendam,  dan  dekadensi  moral. 

Untuk  keselamatan  NKRI  dan  ke- 
satuan seluruh  warga  Indonesia  yang 
aman  sejahtera,  kembali  ke  sumber 
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ideologi  bangsa,  yaitu  Pancasila,  se- 
pertinya  merupakan  keharusan  kul- 
tural.  Implementasi  sumber  ideologi 
Pancasila  dalam  tertib  hukum  yang 
tegas  dan  dijalankan  dengan  profe- 
sionalitas,  kesungguhan,  dan  dedikasi 
akan  mengembalikan  kepercayaan  diri 
bangsa,  perekat  dasar  kesatuan,  dan 
semangat  kebersamaan.  Reimplemen- 
tasi  prinsip-prinsip  Pancasila  dan 
pola  berpikir  menjadi  tolok  ukur  nor- 
matif  yang  memberanikan  semua  pi- 
hak  bertindak  adil  dengan  kepastian 
hukum.  Presiden  tidak  perlu  terpen- 
jara  dalam  keraguan  karena  ada  to- 
^ok-ukur  normatif  untuk  menentukan 
kebijakan,  arah,  dan  langkah  peme- 
rintahannya.  Aparat  polisi  tidak  per- 
lu takut  dan  termangu  tanpa  daya 
menyaksikan  perusakan  tempat-tem- 
pat  ibadah,  sebab  ada  tolok  ukur  nor- 

32 

matif  bersama. 

Khusus  tentang  Pilkada,  selain 
perbaikran  UU  No.  32/2004,  bebera-^ 
pa  masalah  perlu  perbaikan,  di  anta- 
ranya  tentang  peran  pemerintah.  Se- 
suai  dengan  perkembangan  demokra- 
si,  peranan  pemerintah  sebagai  re- 
gulator kiranya  harus  semakin  diku- 
rangi.  Oleh  sebab  itu  peranan  seba- 
gai fasilitator  menjadi  semakin  pen- 
•  ting.  Perbaikan  UU  No.  32/2004  itu 
diperlukan,  selain  untuk  menjamin 
berlangsungnya  desentralisasi  peme- 
rintahan,  juga  untuk  meningkatkan 
kualitas  demokrasi  lokal.  Dalam  kait- 
an  ini  esensi  Pilkada  sebagai  suatu 
pemilu  harus  diakui  dalam  UU.  Seba- 


Baca  Andreas  Yumara,  "Reimplemen- 
tasi  Ideologi  Bangsa/'  Kompas,  7  September 
2005. 


gai  suatu  pemilu,  Pilkada  sebaiknya 
diselenggarakan  oleh  KPU  provinsi 
dan  KPU  kabupaten/ota  yang  meru- 
pakan bagian  tak  terpisahkan  dari 
KPU  nasional. 

Terkait  dengan  perbaikan  UU,  ma- 
ka  waktu  yang  cukup  untuk  sosiali- 
sasinya  sangat  dibutuhkan.  Sehubung- 
an  dengan  hal  ini,  maka  persiapan 
Pilkada  perlu  juga  diperbaiki,  terma- 
suk  waktunya.  Selain  untuk  menghin- 
dari  kesalahpahaman,  rakyat  juga  da- 
pat  semakin  berperanan.  Untuk  ini 
pendataan  pemilih  masih  perlu  per- 
baikan. Demikian  halnya  dengan  pen- 
calonan.  Pilkada  harus  memungkin- 
kan  munculnya  calon  independen  me- 
lalui  mekanisme  yang  terpisah  dari 
proses  pencalonan  melalui  partai,  ter- 
masuk  gabungan  partai. 

Perbaikan  tentang  SKB  dua  Menteri 
yang  antara  lain  mengatur  pendirian 
tempat  ibadah  itu  kiranya  perlu  di- 
lakukan  agar  semakin  menunjukkan 
peranan  pemerintah  sebagai  penjamin 
kebebasan  beragama,  termasuk  beri- 
badah  di  bumi  Nusantara.  Sebaliknya, 
para  penganut  agama  juga  perlu  me- 
nahan  diri  imtuk  tidak  bertindak  yang 
melanggar  hukum,  dan  juga  tidak  me- 
lakukan  tindakan,  termasuk  jor-joran 
dalam  pendirian  tempat  ibadah  kare- 
na dapat  menimbulkan  kecemburuan 
sosial.  Dalam  hal  pelanggaran  hu- 
kum, termasuk  pelanggaran  HAM,  pe- 
ranan polisi  dan  penegak  hukum,  sa- 
ngat penting  untuk  mencegah  hal  itu 
terulang  lagi.  Polisi  harus  menjadi  pe- 
ngayom  seluruh  warga  masyarakat 
ataupun  agama  dan  kepercayaannya, 
serta  statusnya. 
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Meskipun  masih  ada  tindakan  ke- 
lompok  tertentu  yang  sangat  menakut- 
kan,  sikap  dan  penegasan  beberapa 
pimpinan  organisasi  kemasyarakatan 
tertentu  dan  tokoh  tertentu  sangat  me- 
nyejukkan.  Ini  dapat  dijadikan  rujuk- 
an  untuk  membina  dan  meningkatkan 
hubungan  antara  warga  masyarakat 
demi  peningkatan  integrasi  bangsa. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Trend  Melemahnya  Kinerja  Indonesia 


Tim  Departetnen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

TERDAPAT  tanda-tanda  yang 
menunjukkan  bahwa  pereko- 
nomian  Indonesia  mulai  me- 
lesu.  Pertama,  dibandingkan  dengan 
pertumbuhan  yang  relatif  menguat  pa- 
da  dua  kuartal  sebelumnya,  pertum- 
buhan tahunan  pada  kuartal  ini  me- 
nurun  sedikit  dari  6,2%  pada  kuartal 
pertama  2005  menjadi  5,5%  pada  kuar- 
tal kedua  mi.  Kedua,  adanya  kecende- 
rungan  dua  sumber  utama  pendo- 
rong  pertumbuhan  ekonomi,  investasi 
dan  ekspor,  yang  mulai  melemah.  Ke- 
tiga,  sementara  konsumsi  rumah  tang- 
ga,  terutama  non-makanan  meningkat 
tipis,  pengeluaran  pemerintah  justru 
stagnan.  Lebih  jauh  pola  pertumbuh- 
an dari  sektor  produksi  tidak  meng- 
alami  perubahan  yang  signifikan  di- 
bandingkan dengan  kuartal  sebelum- 
nya,  seperti  masih  lemahnya  pertum- 
buhan sektor  pertanian  dan  pertam- 
bangan,  pertumbuhan  yang  moderat 
dari  sektor  manufaktur  dan  pertum- 
buhan yang  kuat  di  sektor  jasa. 

Sementara  itu  inflasi  cenderung  me- 
ningkat menjadi  8,33%,  berada  di  atas 
target  inflasi  pada  anggaran  yang  di- 
revisi  yang  sebesar  7,5%.  Awalnya 
otoritas  moneter  terlihat  enggan  un- 


tuk  mengetatkan  kebijakan  moneter 
secara  agresif  dan  meningkatkan  su- 
ku  bunga.  Akibatnya  nilai  tukar  me- 
lemah dan  pada  akhir  bulan  Agus- 
tus  menyentuh  level  Rp  10.000,-/US$. 
Dengan  adanya  depresiasi  Rupiah 
dari  Rp  10.350,-  menjadi  Rp  12.000,-/ 
US$,  BI  pada  akhirnya  menaikkan 
suku  bunga  secara  agresif,  di  mana 
suku  bunga  SBI  satu  bulan  naik  sebe- 
sar 75  basis  poin  menjadi  9,5%. 

Pada  sektor  perdagangan,  kuartal 
kedua  tahun  2005  menunjukkan  tan- 
da-tanda yang  mengkhawatirkan  pa- 
da situasi  neraca  perdagangan  ketika 
nilai  impor  meningkat  drastis  akibat 
peningkatan  pada  harga  minyak.  Se- 
mentara itu  neraca  modal  swasta 
menjadi  defisit  sebesar  US$0,1  miliar 
akibat  rendahnya  arus  masuk  inves- 
tasi asing,  arus  masuk  investasi  por- 
tofolio  dan  besarnya  pencairan  hu- 
tang  dibandingkan  dengan  pembayar- 
an  hutang  yang  jatuh  tempo. 

Sementara  itu  berkaitan  dengan  si- 
tuasi makroekonomi  dan  fiskal  saat 
ini,  setidaknya  terdapat  dua  isu  uta- 
ma dari  anggaran:  pertama  asumsi 
makro  ekonomi  yang  dijadikan  pa- 
tokan  dan  pencairan  fiskal  pada  se- 
mester pertama.  Dari  kenyataan  ma- 
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kro  ekonomi  yang  saat  ini,  asumsi 
APBN-P  2005  sudah  tidak  lagi  se- 
suai.  Sementara  itu  isu  kedua,  yaitu 
rendahnya  tingkat  pencairan  fiskal 
bisa  membawa  implikasi  serius  ter- 
hadap  situasi  perekonomian.  Sejauh 
ini  realisasi  pencairan  fiskal  di  ta- 
hun  2005  baru  mencapai  28%.  Se- 
mentara itu  pencairan  besar-besaran 
di  akhir  tahun  2005  dapat  memicu 
inflasi  dan  juga  melemahkan  nilai  tu- 
kar,  mengingat  masih  besarnya  pem- 
bayaran  hutang  beserta  bunga  yang 
jatuh  tempo  yang  belum  dikeluarkan. 


Sementara  itu  kendala  waktu  akan 
berdampak  buruk  pada  implementasi 
dari  realisasi  pencairan  fiskal  ini. 

Dengan  kenyataan  makro  ekonomi 
saat  ini  seperti  melambatnya  pertum- 
buhan  ekonomi  dan  situasi  eksternal 
yang  tidak- menguntungkan,  melemah- 
nya  nilai  tukar  dan  obligasi  peme- 
rintah  serta  pasar  saham,  memberi- 
kan  kekhawatiran  mengenai  stabilitas 
perekonomian.  Meski  demikian,  se- 
jauh ini  belum  ada  tanda-tanda  yang 
menunjukkan  bahwa  perekonomian 


Tabell 

KOMPONEN  PERTUMBUHAN  PDB  BERDASARKAN  PENGELUARAN  DAN  SEKTOR 

(Tahun  Dasar  2000;  %  p.a.,  Year-On-Year) 


2004  2005 


Qi 

Q2 

Q3 

Q4 

Ql 

Q2 

Pertumbuhan  PDB  berdasarkan  Pengeluaran 

Pengeluaran  Konsumsi  Rumah  Tangga 

5.7 

5.3 

5.0 

3.8 

3.2 

3.5 

-  Makanan 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 

Zl 

-  Non-makanan 

9.8 

9.1 

8.5 

5.7 

4.4 

4.7 

Konsumsi  Pemerintah 

10.1 

4.7 

-3.8 

-1.3 

-8.5 

-5.6 

Investasi 

11.5 

13.1 

19.7 

18.3 

14.1 

13.2 

Ekspor 

1.2 

2.0 

17.1 

13.7 

13.3 

73 

Impor 

15.3 

25.2 

32.0 

27.1 

15.6 

10.1 

Pertumbuhan  PDB  berdasarkan  Sektor 

Pertanian 

4.9 

3.8 

5.3 

1.9 

1.6 

-1.0 

Pertambangan 

-7.0 

-9.1 

-5.0 

3.3 

1.0 

-2.9 

Manufaktur 

6.0 

6.9 

4.8 

7.2 

7.1 

6.7 

-  Non-migas 

7.2 

8.5 

6.2 

8.7 

8.0 

8.0 

Listrik,  Gas  &  Air 

6.1 

6.8 

3.1 

7.9 

7.8 

7.6 

Konstruksi 

8.4 

7.8 

8.2 

8.3 

7.3 

7.4 

Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 

2.7 

4.1 

6.9 

9.4 

10.0 

9.5 

Transportasi  &  Komunikasi 

12.6 

13.3 

13.5 

11.5 

13.1 

13.9 

Jasa  Usaha 

7.5 

6.7 

8.3 

8.4 

6.5 

10.0 

Jasa-jasa  Lainnya 

4.7 

5.1 

4.7 

5.0 

4.9 

4.4 

PDB 

4.4 

4.4 

5.1 

6.7 

6.2 

5.5 

Sumber.  CEIC  Asia  Database. 
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sedang  bergerak  ke  arah  krisis  eko- 
nomi yang  baru.  Situasi  ini,  tentu 
saja,  pada  akhirnya  akan  bergantung 
pada  keinginan  pemerintaah  untuk 
mengurangi  subsidi  BBM  dalam  wak- 
tu  dekat  ini. 

Pertumbuhan  Ekonomi 

Setelah  mengalami  pertumbuhan 
yang  menguat  dalam  dua  kuartal  ter- 
akhir,  pertumbuhan  ekonomi  pada 
kuartal  kedua  tahun  ini  mengalami 
penurunan  dari  6,2%  pada  Ql-2005 
menjadi  5,5%  pada  Q2-2005.  Baik  in- 
vestasi  dan  ekspor,  sumber  terpen- 
ting  dalam  mendorong  pertumbuh- 
an, mengalami  kelesuan.  Konsumsi 
rumah  tangga,  terutama  non-makan- 
an,  meningkat  tipis  sementara  penge- 
luaran  pemerintah  cefidenmg  stagnan. 

Sisi  Pengeluaran  dan  Produksi 

Dalam  neraca  pengeluaran,  pertum- 
buhan konsumsi  rumah  tangga  me- 
ningkat tipis  dari  3,2%  pada  Ql-2005 
menjadi  3,5%  pada  Q2-2005.  Semen- 
tara investasi  dan  ekspor  masih  te- 
rus  menjadi  sumber  pertumbuhan 
ekonomi,  meski  terlihat  keduanya  tum- 
buh melambat.  Pertumbuhan  ekspor 
mengalamai  penurunan  dari  13,3% 
pada  Ql-2005  menjadi  hanya  7,3% 
pada  Q2-2005,  lebih  rendah  dari  per- 
tumbuhan ekspor  secara  keseluruh- 
an  di  tahun  2004  (8,5%).  Penurunan 
pada  pertumbuhan  eskpor  dibarengi 
pula  dengan  penurunan  dalam  per- 
tumbuhan impor.  Investasi  masih  tum- 
buh namun  cenderung  mengalami  de- 
selerasi  dari  19,7%  pada  Q3-2004  men- 


jadi 13,2%  pada  Q2-2005.  Meski  demi- 
kian,  trend  menunjukkan  bahwa  per- 
tumbuhan investasi  masih  menjadi 
sumber  pendorong  pertumbuhan  eko- 
nomi. 

Sementara  PDB  secara  sektoral,  ti- 
dak  ada  perubahan  yang  signifikan: 
sektor  pertanian  dan  pertambangan 
yang  masih  tumbuh  melemah,  per- 
tumbuhan moderat  dari  sektor  ma- 
nufaktur  dan  sektor  jasa  yang  tum- 
buh kuat.  Pertumbuhan  sektor  primer, 
terutama  sektor  pertambangan,  peng- 
galian,  minyak  dan  gas  alam  masih 
tertinggal,  meski  telah  mengalami  per- 
tumbuhan positif  pada  Q4-2004  dan 
Ql-2005,  pertumbuhan  sektor  pertam- 
bangan dan  penggalian,  kembali- ne- 
gatif  pada  Q2-2005. 

Hal  yang  sebaliknya  terjadi  pada 
sektor  jasa  di  mana  sektor  ini  tum- 
buh melebihi  pertumbuhan  rata-rata 
PDB.  Boom  sektor  properti  mendorong 
tumbuhnya  sektor  konstruksi  sebesar 
7,5%.  Sektor  Perdagangan,  Hotel  dan 
Restoran  mengalami  akselerasi  per- 
himbuhan  dari  4%  pada  Q2-2004  men- 
jadi 10%  pada  Ql-2005  dan  menu- 
run  sedikit  menjadi  9,5%  pada  Q2- 
2005.  Meski  terjadi  pengaturan  kem- 
bali pada  industri  penerbangan  dan 
peningkatan  harga  avtur,  pertumbuh- 
an sektor  tramsportasi  masih  tumbuh 
kuat  (13,9%). 

SEKTOR  MONETER 
Inflasi 

Sekalipun  kebijakan  moneter  ber- 
sifat  ketat,  inflasi  pada  sebagian  be- 
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Gambar  1 
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Sumber:  BPS. 


sar  kelompok  pengeluaran  masih  te- 
tap  tinggi  pada  Q3-2005.  Tingkat  in- 
flasi  meningkat  dari  0,93%  angka  an- 
tara  akhir  Q2-2005  hingga  Q3-2005, 
yang  menyentuh  8,33%  di  bulan  Agus- 
tus.  Selain  diakibatkan  oleh  kebijakan, 
cuaca  yang  buruk  juga  menyumbang 
dalam  meningkatnya  angka  inflasi. 
Pada  bulan  Juli,  gagal  panen  cabe 
dan  larangan  impor  besar  secara  sig- 
nifikan  meningkatkan  inflasi  dari 
komponen  makanan.  Inflasi  bulanan 
dari  dua  komoditas  ini  saja  menyum- 
bang sebesar  0,43%  atau  lebih  dari 
setengahnya  dari  inflasi  bulanan.  Te- 
kanan  inflasi  akibat  dua  komoditas 
ini  terjadi  pada  bulan  Agustus. 

Dalam  beberapa  bulan  ke  depan 
hingga  akhir  tahun,  setidaknya  ter- 
dapat  tiga  hal  yang  dapat  memberi- 


kan  tekanan  inflasi.  Pertama,  pengu- 
rangan  subsidi  BBM.  Pemerintah  meng- 
indikasikan  akan  menaikkan  harga 
BBM  sebelum  tahun  2006.  Kedua,  da- 
tangnya  sejumlah  bulan  perayaan 
yang  dimulai  dengan  ramadhan,  Ke- 
tiga,  penggunaan  sisa  anggaran  pe- 
merintah, dengan  empat  bulan  yang 
tersisa  di  tahun  2005,  pemerintah 
sudah  memanfaatkan  anggaran  be- 
lanja  sebesar  28%  dari  total  APBN. 
Penggunaan  sisa  anggaran  sepanjang 
empat  bulan  ke  depan  akan  mencipta- 
kan  tekanan  inflasi  yang  besar. 


Kenaikan  Suku  Bunga  SBI 

Setelah  enggan  untuk  melakukan  pe- 
nyesuaiaan  suku  bunga,  otoritas  mo- 
neter  pada  akhirnya  bergerak  seca- 
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Gambar  2 


SUKU  BUNGA  RIIL:  INDONESIA  DAN  AMERIKA  SERIKAT 
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Sumber:  CEIC  Database. 

ra  agresif  ke  arah  kebijakan  moneter 
yang  ketat  dengan  maksud  menye- 
suaikan  suku  bunga  AS — namun  hal 
ini  dilakukan  setelah  terjadi  pelemah- 
an  rupiah  sebesar  seperenam  dari 
nilai  rupiah  pada  akhir  bulan  Agus- 
tus.  Dari  bulan  Juni  hingga  akhir 
bulan  Juli,  suku  bunga  SBI  1  bulan 
meningkatkan  sebesar  54  basis  poin 
dari  7,95%  menjadi  8,49%,  setengah 
dari  peningkatan  tersebut  merupakan 
kompensasi  atas  peningkatan  suku 
bunga  the  Fed  pada  bulan  Juli.  Di 
awal  bulan  Agustus,  dilihat  secara 
bersama-sama  dengan  suku  bunga  the 
Fed,  suku  bunga  SBI  meningkat  se- 
besar 25  basis  poin. 

Meski  terdapat  upaya  untuk  mela- 
kukan  penyesuaian  suku  bunga  atas 
peningkatan  suku  bunga  the  Fed,  suku 


bunga  riil  SBI  pada  kenyataannya  ti- 
daklah  sejalan  dengan  suku  bunga 
riil  the  Fed,  penyebab  utamanya  ada- 
lah  tingginya  inflasi  di  Indonesia. 
Perbedaan  ini,  ditambah  dengan  ke- 
khawatiran  situasi  fiskal,  telah  meng- 
ancam  stabilitas  makro  ekonomi.  Pa- 
da 30  Agustus,  setelah  Rupiah  ter- 
depresiasi  dari  Rp  10.350,-  menjadi 
Rp  12.000,-  per  US$,  BI  akhirnya  me- 
naikkan  suku  bunga  secara  agresif, 
suku  bunga  SBI  1  bulan  meningkat- 
kan sebesar  75  basis  poin  menjadi 
9,5%.  Sebagian  besar  analis  menilai 
bahwa  BI  menunggu  terlalu  lama  un- 
tuk mengambil  langkah  kebijakan  ini. 

Pertumbuhan  Kredit  Sektoral 

Penguatan  pertumbuhan  kredit  yang 
terlihat  pada  Ql-2005  masih  berlanjut 
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Gambar  3 


PERTUMBUHAN  KREDIT  DAN  M2 
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hingga  dua  bulan  pertama  Q2-2005, 
meski  sempat  melambat  pada  sebu- 
lan  terakhir  dari  Q2-2205.  Secara  rata- 
rata  kredit  bank  komersial  tumbuh 
sebesar  28,9%  (y-o-y),  meningkat  da- 
ri 28,1%  pada  kuartal  pertama.  Mes- 
ki demikian  pertumbuhan  kredit  ter- 
lihat  melambat:  di  mana  secara  kese- 
luruhan  pertumbuhan  kredit  di  bu- 
lan Juni  2005  menurun  menjadi  28,1% 
dari  29,4%  pada  sebulan  sebelumnya. 

Seperti  pada  kuartal  sebelumnya, 
rata-rata  pertumbuhan  kredit  pada 
Q2-2005  masih  kuat  pada  sektor  per- 
tambangan  49,4%,  diikuti  oleh  sek- 
tor belum  terklasifikasi  (lainnya)  dan 
perdagangan,  yang  masing-masing  se- 
besar 43,4%  dan  31,9%.  Sektor  ma- 


nufaktur, yang  berada  pada  posisi 
keempat  pada  Ql-2005,  jatuh  menem- 
pati  posisi  terakhir  dan  rata-rata  per- 
tumbuhan kreditnya  turun  dari  23,3% 
di  Ql-2005  menjadi  16,32%  pada  Q2- 
2005.  Di  lain  pihak,  rata-rata  pertum- 
buhan kredit  sektor  pertanian  tumbuh 
dari  22,0%  menjadi  30,3%  antara  Ql- 
2005  dan  Q2-2005. 


Nilai  Tukar  dan  Pasar  Saham 

Keengganan  BI  untuk  mengetat- 
kan  kebijakan  moneter  dalam  rangka 
menjaga  perbedaan  antara  suku  bu- 
nga  riil  Indonesia  dengan  suku  bu- 
nga  AS  membuat  aset  finansial  di 
Indonesia  menjadi  kurang  mengun- 
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Gambar  4 
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Sumber:  CEIC  Database. 


tungkan  dibandingkan  dengan  aset 
finansial  AS.  Keengganan  ini  mem- 
berikan  sinyal  kepada  pasar  bahwa 
otoritas  moneter  tidak  ingin  memper- 
lambat  pertumbuhan  dan  menjaga  ke- 
stabilan  moneter.  Pengetatan  kebijak- 
an  moneter  yang  agresif  pada  tang- 
gal  30  Agustus  dimaksudkan  untuk 
menghindari  dampak  buruk  dari  pe- 
lemahan  nilai  tukar  dan  harga  saham 
yang  terjadi  ini. 

Perbedaan  tihgkat  suku  bunga,  di- 
tambah  dengan  persoalan  menyang- 
kut  keberlanjutan  fiskal  di  tengah 
membesarnya  subsidi  BBM,  mencipta- 
kan  kepanikan  pasar,  Secara  rata-rata 
nilai  Rupiah  jatuh  dari  Rp  9.547,-/ US$ 
pada  Q2-2005  menjadi  Rp  9.808,-/ 
US$  pada  Q3-2005,  yang  berarti  te- 
lah  berkurang  sebesar  3%  dari  nilai 


sebelumnya.  Tekanan  dari  pembelian 
akhir  bulan  US$  ditambah  dengan 
berkurangnya  kepercayaan  pasar  ter- 
hadap  pemerintah — terutama  ketika 
pemerintah  gagal  memberikan  jawaban 
yang  meyakinkan  mengenai  persoal- 
an moneter  dan  fiskal — menyebabkan 
tekanan  kepada  rupiah.  Pada  30  Agus- 
tus, Rupiah  jatuh  ke  posisi  Rp  12.000,-/ 
US$  sebelum  kebijakan  ketat  dan  in- 
tervensi  BI,  menguatkan  kembali  nilai 
tukar  Rupiah  menjadi  Rp  10.350,-/US$. 

Kepanikan  pasar  juga  menyebab- 
kan penurunan  pasar  saham.  Sepan- 
jang  Juni  dan  Agustus  pasar  saham 
relatif  stagnan,  dengan  indeks  BEJ 
mencapai  puncaknya  pada  1192,2  pa- 
da awal  Agustus.  Penurunan  tiba-tiba 
nilai  tukar  Rupiah  pada  30  Agustus 
memberikan  kepanikan  di  pasar  sa- 
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Gambar  5 


year-on-year) 


Sumber:  BPS, 


ham  dan  indeks  BEJ  jatuh  di  bawah 
1000,  posisi  terendah  pada  tahun 
2005.  Meski  demikian,  secara  keselu- 
ruhan,  performa  indeks  BEJ  pada  Q3- 
2005  masih  tidak  jauh  berbeda  de- 
ngan  Q2-2005. 


NERACA  PEMBAYARAN 
Ekspor  dan  Impor 

Pada  Q2-2005,  nilai  ekspor  total 
sebesar  US$20,7  milliar  yang  berarti 
tumbuh  sebesar  23%  pertahun.  Ini 
memberikan  sinyal  yang  mengkhawa- 
tirkan  menyangkut  mulai  melemah- 
nya  pertumbuhan  ekspor.  Pada  tahun 
2004,  ketika  performa  ekspor  cukup 
impresif  yaitu  sekitar  US$69,7  miliar. 


ekspor  terus  menunjukkan  pertum- 
buhan yang  meningkat  hingga  Ql- 
2005.  Namun  demikian,  Q2-2005  me- 
nunjukkan akhir  dari  trend  ini. 

Pada  ekspor  minyak  dan  gas,  se- 
kalipun   terjadi   peningkatan  harga 
minyak  yang  drastis  sejak  awal  ta- 
hun ini,  Indonesia  telah  gagal  men- 
dapatkan  keuntungan  dari  kenaikan 
harga    tersebut    karena  rendahnj^a 
tingkat  produksi  minyak  dan  gas.  Eks- 
por minyak,  sebesar  US$4,5  miliar, 
tumbuh  sebesar  15%.  Pertumbuhan 
ini  lebih  lemah  dibandingkan  dengan 
pertumbuhan  pada  kuartal  sebelum- 
nya.  Ekspor  manfaktur  dan  pertani- 
an  masih  tetap  kuat,  masing-masing 
tumbuh  sekitar  30%  dan  28%.  Eks- 
por komoditas  pertambangan  sedikit 
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lebih  rendah  dibandingkan  dengan 
periode  kuartal  sebelumnya.  Semen- 
tara.  itu  pada  Ql-2005  ekspor  produk 
pertambangan  mengalami  pertumbuh- 
an  yang  tinggi,  yaitu  sebesar  95%. 
Pada  kuartal  ini  ekspor  pertambang- 
an hanya  tumbuh  sebesar  33%. 

Saat  ini  kita  menghadapi  bebera- 
pa  permasalahan.  Masalah  yang  pa- 
ling utama  adalah  melemahnya  Ru- 
piah  sekalipun  terjadi  peningkatan 
surplus  perdagangan  dibandingkan 
dengan  awal  tahun  2004.  Ketika  biaya 
yang  dihadapi  oleh  eksportir  untuk 
membawa  penerimaan  ekspornya  di- 
nilai  terlampau  besar,  banyak  eks- 
portir yang  lebih  menginginkan  me- 
nempatkan  dolar  mereka  di  luar. 
Meski  demikian,  melemahnya  Rupiah 


akan  meningkatkan  kinerja  ekspor  pa- 
da jangka  panjang.  Masalah  kedua 
adalah  pengurangan  subsidi  BBM. 

Jika  pemerintah  memutuskan  un- 
tuk mengurangi  subsidi  BBM  tahun 
ini,  hal  ini  akan  berimplikasi  pada 
meningkatnya  biaya  produksi  dalam 
jangka  pendek.  Masalah  ketiga  ada- 
lah adanya  kecenderungan  akhir-akhir 
ini,  menurunnya  permintaan  ekspor 
produk  Indonesia  dari  pasar-pasar 
tradisional. 

Dengan  adanya  permasalahan  ini, 
kami  memperkirakan  terjadinya  pele- 
mahan  ekspor  yang  terus  berlanjut 
hingga  akhir  tahun  ini.  Mencapai  per- 
tumbuhan  ekspor  sebesar  10%  tahun 
ini  membutuhkan  usaha  yang  keras. 
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termasuk  pula  menemukan  pasar  ya 
potensial. 

Lebih  lanjut,  impor  pada  kuar 
kedua  mencapai  US$14,7  miliar,  n 
ningkat  pesat  sebesar  37%  yang  < 
dorong  oleh  peningkatan  impor  g 
dan  minyak,  sebesar  56%.  Pertu: 
buhan  impor  barang  modal  terus  n 
ningkat  sebesar  42%,  dibandingk 
dengan  kuartal  sebelumnya  yang  tu 
buh  sebesar  38%. 

Pelemahan  rupiah  membuat  imp 
secara  relatif  lebih  mahal.  Nami 
kami  mencatat  adanya  penurun; 
pertumbuhan  impor  bahan  baku.  S 
mentara  itu,  impor  barang  konsum 
dan  barang  modal  terus  meningkc- 
Pertumbuhan  impor  dari  dua  barar 
terakhir  ini  disebabkan  karena  pe 
tumbuhan  sektor  riil. 

Sekalipun  terjadi  pelemahan  R 
piah-di  mana  diharapkan  terjadin^ 
penurunan  impor-masih  terus  menin 
katnya  harga  minyak  internasion 
akan  mendorong  pertumbuhan  niL 
impor,  karena  tidak  adanya  perubal 
an  dalam  konsumsi  BBM,  kecuali  jil. 
subsidi  BBM  berkurang. 

Transaksi  Berjalan  dan  Transaks 
Modal 

Pada  Ql-2005,  neraca  transaksi  be; 
jalan  mengalami  surplus  sebesa 
US$2,5  miliar,  hal  ini  berbeda  sekai 
dengan  situasi  pada  Ql-2004  yan 
mengalami  defisit  sebesar  US$2,2  mi 
liar.  Surplus  ini  disebabkan  karen 
meningkatnya  surplus  perdaganga; 
dan  turunnya  defisit  sektor  jasa.  Di 


perkirakan  terjadinya  penurunan  da- 
lam surplus  transaksi  berjalan  untuk 
periode  Q2-2005,  sebagai  akibat  me- 
ningkatnya impor. 

Sementara  itu  neraca  transaksi.  mo- 
dal pada  Ql-2005  mengalami  defisit 
sebesar  US$0,1  miliar  akibat  rendah- 
nya  arus  masuk  investasi  langsung, 
arus  masuk  investasi  portofolio  dan 
pencairan  hutang,  dibandingkan  de- 
ngan pembayaran  hutang  yang  jatuh 
tempo.  Arus  masuk  investasi  lang- 
sung hanya  berkisar  sebesar  US$0,4 
miliar,  menurun  5%  (y-o-y).  Investasi 
portofolio  menurun  sedikit  sebesar 
8%.  Investor  asing  terlihat  menga- 
lihkan  investasinya  pada  bentuk  in- 
vestasi saham  perusahaan  Indonesia, 
dengan  arus  keluar  investasi  saham 
sebesar  US$0,2  miliar.  Sementara  itu, 
obligasi  masih  menjadi  pilihan  yang 
menarik  bagi  investor  asing,  yang 
besarnya  US$0,9  mihar.  Di  lain  pihak, 
tanggung  jawab  pembayaran  hutang 
masih  tinggi,  sebesar  US$3,5  miliar, 
sementara  pencairan  hutang  baru  ren- 
dah,  yaihi  sebesar  US$1,6  miliar. 

Data  BKPM  menunjukkan  bahwa 
sepanjang  enam  bulan  pertama  tahun 
2005,  nilai  persetujuan  PMA  sebesar 
US$5,9  miliar,  meningkat  sebesar  42% 
(y-o-y).  Namun  demikian  persetujuan 
PMA  terbesar  berada  pada  bulan 
Ql-2005  yang  menunjukkan  tidak  ber- 
kelanjutannya  peningkatan  PMA. 


KEBIJAKAN  FISKAL:  APBN  2005 

Kuartal  ini  menjadi  amat  penting 
bagi  pemerintahan  baru  ini,  sebagai- 
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mana  yang  diungkapkan  dalam  in- 
dikator  makro  ekonomi  dan  situasi 
minyak  menunjukkan  pentingnya  untuk 
merevisi  anggaran  sesegera  mungkin. 
Setidaknya  ada  dua  isu  penting  yang 
menunjukkan  perlunya  merevisi  ang- 
garan: asumsi  makro  ekonomi  dan 
pencairan  fiskal  pada  semester  pertama. 

Asumsi  pada  anggaran  perubahan 
(APBN-P  2005)  tidak  lagi  sesuai  ke- 
nyataan.  Anggaran  negara  2005  di- 
dasar  oleh  sejumlah  asumsi  yaitu: 
harga  minyak  sebesar  US$45,  pertum- 
buhan  ekonomi  6%,  tingkat  inflasi 
sebesar  7,5%,  suku  bunga  SBI  8%  dan 
nilai  tukar  rupiah  sebesar  Rp  9.300,-/ 
US$.  Sepanjang  semester  pertama 
2005,  asumsi-asumsi  ini  tidak  lagi 
masuk  akal  ketika  harga  minyak  me- 
lonjak  drastis  menjadi  US$60  per 
barel  dan  sejumlah  indikator  makro 
berada  lebih  tinggi  dari  pada  asumsi 
semula  pada  APBN  (Tabel  3).  Penye- 
suaian  anggaran  akan  berdampak  pada 
defisit^  pemerintah  yang  akan  meningkat. 

Sementara  itu,  harga  minyak  dan 
penyesuaian  indikator  makro  ekono- 
mi pada  akhir  bulan  Juli  telah  mening- 
katkan  defisit  anggaran  sebesar  33%. 
Karena  itu  pemerintah  harus  segera 
mencabut  subsidi  BBM.  Dengan  harga 
minyak  seperti  saat  ini,  pemerintah 
menghabiskan  sekitar  Rp  340  miliar 
per  hari  untuk  subsidi,  sejumlah  da- 
na  yang  sebenarnya  dapat  diguna- 
kan  untuk  meningkatkan  kondisi  in- 
frastruktur.  Sementara  itu  Survei  So- 
sio-Ekonomi  Nasional  (Susenas)  2004 
menunjukkan  bahwa  amat  kecil  sub- 
sidi yang  dinikmati  oleh  orang  mis- 
kin,  di  mana  20%  rumah  termiskin 


mengkonsumsi  sekitar  17%  total  kon- 
sumsi  minyak  tanah  dan  hanya  se- 
kitar 3%  atas  konsumsi  solar. 

Isu  kedua  adalah  rendahnya  ting- 
kat pencairan  anggaran,  hal  ini  akan 
berdampak  pada  inflasi  tahunan  ser- 
ta  implementasi  dari  pencairan  ang- 
garan tersebut.  Dalam  enam  bulan 
pertama  2005,  anggaran  yang  telah  di- 
cairkan  amat  kecil  untuk  dapat  men- 
stimulasi  pertumbuhan.  Realisasi  ang- 
garan pada  semester  pertama  2005 
amat  rendah  yaitu  hanya  sebesar  28% 
dari  total  anggaran.  Lebih  jauh,  pe- 
merintah sepanjang  semester  pertama 
2005  malah  menerapkan  kebijakan  ang- 
garan yang  kontraksi  (Tabel  2). 

Sisa  dari  anggaran  yang  belum 
dicairkan  dapat  mempengaruhi  si- 
tuasi perekonomian  pada  sisa  tahun 
2005.  Pertama,  pencairan  sisa  dana 
tersebut  dapat  menciptakan  tekanan 
inflasi  dalam  beberapa  bulan  ke  de- 
pan.  Kedua,  kendala  keterbatasan  wak- 
tu  dapat  menghambat  efektivitas  dari 
implementasi  program  pemerintah.  Ke- 
tiga,  terdapat  resiko  pelemahan  nilai 
tukar  akibat  adanya  sejumlah  kewa- 
jiban  pembayaran  hutang  yang  besar 
beserta  bunganya  yang  belum  diba- 
yarkan  selama  sembilan  bulan  di  ta- 
hun 2005  ini. 


RAPBN  2006 

Dengan  memperhatikan  situasi  eko- 
nomi saat  ini,  ada  keharusan  bagi  pe- 
merintah untuk  merevisi  rencana  ang- 
garan 2006,  terutama  dengan  meliha.t 
bahwa  asumsi  yang  diajukan  amat 
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Tabel2 


PENCAIRAN  AKTUAL  DANA  APBN  2005 


2005 


2005 


2005 


Indikator 


Semester  I 


Perkiraan 
Realisasi 


Semester  II 


Penerin 

Paiak 

150.182,60 

Pengelu 

Pemerintah  Pusat 

109.388,10 

Pengelu 

Pemerintah  Daerah 

63.394,00 

Pembay . 

Sunga 

6.605,50 

Pemba) 

Hutang 

17.360,00 

Ekspan- 

/Kontraksi  (-) 

(1.366,00) 

FDB  (T, 

X  Rp)/2000 

1.296,90 

Sumber: 

iteri  Keuangan. 

347.567,80 
392.819,50 
149.580,60 
59.243,30 
36.325,90 
99.263,10 

2.636,50 


197.385,20 
283.343,40 
86.186,60 
52.637,80 
18.965,90 
100.629,10 

2.636,50 


Rancangan 
Anggaran 
2006 

2006 


402.101,50 
375.051,70 
184.185,00 
73.471,60 
60.382,80 
23.280,80 

2.996,00 


Tabela 


PDB(Rp 

Pertuml 

Ir\flasiC 

NilaiTu 

Tingkat. 

Harga  Nl. 

Produks 


ASUMSI-ASUMSI  INDIKATOR  MAKRO  EKONOMI 


likator  Makro 


:un) 
•1  (%) 

■p/US$) 

Bunga  SBI,  3  Bulan  (%) 
ik  (US$/barel) 
lyak  (Miliar  barel/hari) 


Sumber:        teri  Keuangan. 


2005 


APBN-P 


2.624,3 
6,0 
7,5 

9.300 
8,0 
45,0 

1.125 


Perkiraan 
Realisasi 


2.636,5 
6,0 
8,0 

9.500 
8,3 
50,6 

1.075 


2006 


RAPBN 


2.996,0 
6,2 
7,0 

9.400 
8,0 
40,0 

1.075 


jauh  d.  kenyataan.  Harga  minyak 
diperki  in  akan  meningkat  seiring 
mulai  :;uknya  n\usim  dingin  di 
belahai  lara  yang  berdampak  pada 
pening;  n  permintaan  minyak.  Pa- 
da  akh  .  ulan  Agustus  2005,  harga 
minyak  lah  menyentuh  level  US$68. 
Asums'  ku  bunga  SBI  juga  terlam- 
pau  re.  <  dengan  melihat  kecende- 
rungan  u  bunga  SBI  saat  ini  yang 
berada  ia  9,5%.  Asumsi  mengenai 


nilai  tukar  juga  harus  diubah  untuk 
merefleksikan  posisi  nilai  tukar  yang 
bertengger  di  sekitar  Rp  10.000,-/US$. 

Untuk  itu,  asumsi  rancangan  ang- 
garan 2006  mengenai  harga  minyak, 
suku  bunga  dan  nilai  tukar  harus 
segera  direvisi.  Kami  melihat  bahwa 
penyesuaian  ini  akan  berdampak  pa- 
da  defisit  anggaran  2006  yang  makin 
meningkat.  Karena  itu  subsidi  BBM 
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harus  dicabut-ketimbahg  dikurangi- 
pada  tahun  2006  ini  untuk  menghin- 
dari  melonjaknya  defisit  anggaran. 

ISU  LAINNYA 

Revisi  Undang-Undang  Perpajakan 

Pemerintah  baru-baru  ini  menge- 
luarkan  usulan  undang-undang  baru 
untuk  merevisi  Undang-Undang  No. 
18/2000  mengenai  PPN  dan  Pajak 
Barang  Mewah  dan  juga  UU  No.  17/ 
2000  mengenai  pajak  pendapatan.  Re- 
visi atas  undang-undang  ini  akan  ber- 

-  akibat  pada  turunnya  penerimaan 
pajak,  namun  diperkirakan  penurun- 
an  ini  akan  dikompensasikan  dengan 
peningkatan  pada  basis  pajak.  Pene- 

.  rimaan  pajak  di  tahun  2006  diperki- 
rakan meningkat  sebesar  16%  menja- 
ui  US$3S,47  miliar  dibandingkan  de- 
ngan tahim  2005. 

R^ncangan  UU  ini  juga  mengha- 
sTlkan.  terobosan  dalam  sistem  admi- 
nistrasi  pajak,  dengan  diberikannya 
batas  waktu  dalam  prosedur  perpa- 
jakan, sistem  audit  wajib  pajak  se- 
cara  selektif  dan  pembentukan  komisi 
khusus  yang  mengatur  administrasi 
perpajakan.  Rancangan  UU  baru  ini 
mengajukan  batas  tenggang  waktu  un- 
tuk restitusi  pajak  pendapatan  dan 
PPN  yang  tidak  memerlukan  audit 
keuangan  lebih  lanjut.  Jika  direktorat 
perpajakan  gagal  dalam  mengeluar- 
kan  restitusi  selama  periode  yang 
telah  diatur  itu,  direktorat  diwajibkan 
untuk  membayar  2%  suku  bunga  bu- 
lanan  atas  uang  pajak  yang  belum 
dikembalikan.  Sementara  itu  dalam 


rancangan  ini,  pembayar  pajak  dapat 
mengajukan  keberatan  kepada  direk- 
torat jenderal  kementerian  keuangan 
dan  selanjutnya  dilakukan  pemberi- 
an  kompensasi  nilai  pengadilan  pajak 
untuk  menerima  keberatan  tersebut. 

Rancangan  undang-undang  yang 
baru  ini  juga  memperkenalkan  am- 
nesti  pajak,  untuk  meningkatkan  ke- 
patuhan  wajib  pajak,  terutama  di  sek- 
tor  perusahaan.  Dengan  adanya  am- 
nesti  ini,  wajib  pajak  dapat  merevisi 
nilai  pajak  yang  sebenarnya  dan  me- 
laporkan  penerimaan  yang  sebenar- 
nya yang  dimulai  dari  tahun  2001 
hingga  2005.  Kebijakan  ini,  yang  ma- 
na  hanya  berlaku  selama  setahun  per- 
tama  dari  implementasi  undang-un- 
dang yang  baru  ini  dan  akan  berla- 
ku atas  pajak  pendapatan  yang  be- 
lum dibayarkan,  PPN,  pajak  barang 
mewah  serta  pajak  bunu  dan  bangunan, 

Sementara  itu  rancangan  UU  ini 
juga  mengajukan  pengurangan  ting- 
kat  pajak  pendapatan  bagi  usaha  ke- 
cil  dan  menengah  dari  maksimal  se- 
besar 30%  menjadi  10%.  Rancangan 
ini  juga  membebaskan  PPN  pada  jasa 
yang  diimpor  seperti,  software,  franchise 
dan  produk  konsultasi  dari  perusaha- 
an-perusahaan  yang  berorientasi  eks- 
por,  kemudian  produk  pertanian  yang 
belum  diolah  serta  sektor  perbankan. 
Sementara  itu,  perusahaan  yang  baru 
bangun  dapat  membayar  PPN  atas 
barang  modal  mereka  pada  saat  proses 
produksi  telah  dilakukan. 

Sementara  itu,  dalam  pajak  penda- 
patan, pemerintah  memfokuskan  pa- 
da peningkatan  basis  pajak  dan  di 
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saat  bersamaan  mengurangi  penghin- 
daran  pajak.  Hal  ini  dilakukan  dengan 
menerapkan  pajak  pada  aset  yang  di- 
beli  melalui  special-purpose  vehicles  (SPVs) 
dan  mewajibkan  semua  kontraktor 
di  sektor  energi  dan  pertambangan  un- 
tuk  mendaftarkan  perusahaan  mere- 
ka  sebagai  institusi  yang  permanen. 


Dalam  rancangan  anggaran  2006 
pemerintah  mengharapkan  dapat  mem 
peroleh  US$19,83  miliar  dari  pajal 
pendapatan  dan  US$12,67  miliar  dar 
PPN  dan  pajak  barang  mewah.  De 
ngan  demikian  13,4%  rasio  pajak  pa 
da  fahun  2006  dapat  tercapai  olel 
pemerintah. 


THE  FUTURE  OF  APEC  AND  REGIONALISM  J 

IN  ASIA  PACIFIC: 

PERSPECTIVES  FROM  THE  SECOND  TRACK 


The  Future  of 
APEC and 
.  Regjonalism 


Published  by:  Centre  for  Strategic  and  International 
Studies  (CSIS),  Jakarta. 

This  book  focuses  on  Asia-Pacific  economic  coop- 
eration. Over  the  last  25  years  the  phenomenal  eco- 
nomic growth  and  development  brought  about  by 
the  wave  oi  globalization  have  encouraged  the  emerg- 
ence of  trans-Pacific  relations  in  the  form  of  Open  Re- 
gionalism. To  achieve  such  relations  requires  APEC's 
real  progress. 

In  2005  APEC  has  reviewed  its  agenda,  implementat- 
ion modalities,  and  institutional  structure  with  a  view 
to  reinvigorate  the  community  building  process  in  the 
Asia  Pacific.  The  studies  and  discussions  undertaken 
by  PECC  over  the  years  have  consistently  addressed 
those  issues  and  challenges. 

This  compilation  contains  7  papers  discussing  some 
of  the  most  pressing  issues  in  trans-Pacific  cooperation 
today.  It  attemps  to  answer  questions  such  as:  Wnat  will  be  the  organizing  principal 
behind  trans-Pacific  cooperation?;  Who  will  be  the  members  of  that  cooperation?; 
and.  Will  it  matter  either  more  or  even  less?  This  book  is  hoped  to  be  the  first  step 
leading  to  a  region-wide  discussion  on  the  future  of  trans-Pacific  relatior^s. 

Contributors:  Marck  Borthwick,  Andrew  Elek,  Christopher  Findlay,  Ross  Garnaut, 
David  MacDuff,  David  Parsons,  Hadi  Soesastro,  Yuen  Pau  Woo 

2005.  1st  Ed.,  vi  +  130  pp.;  ISBN  979-8026-88-8,  Rp  40.000,00   (plus  postage  charge  20%,  for 

Indonesia) 

US$25.00  (postage  charge  by  airmail  included,  for  overseas) 

Centre  for  Strategic  and  International  Studies 

Jalan  Tanah  Abang  III/23-27,  Jakarta  10160,  Indonesia,  Tel  (62-21)  386-5532, 
Fax  (62-21)  380-9641,  384-7517,  Email:  csis@csis.or.id 


Pilkada  Langsung,  Otonomi 
Daerah  dan  Demokrasi  Lokal* 

Lilt  Rotnli 


Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan  antitesa  terhadap  de- 
moZs  perwakUan.  Ini  terjadi  karena  demokrasi  perwakilan  tdah  memsbt<an 
7akva  s!bagai  pemegang  kedaulatan  digantikan  oleh  wakil-waktl  rakyat  yarrg 
dalal  pelaksanaanriya  Lsifat  oligarkis  dar^  tidak  mencerm^r^kar^  keper^Ungan 
rakvat  Elite  partai  dan  anggota  DPRD  memiliki  kepentingan  sendtri  yang  ber- 
bfda  deng  /^^^^^^^  aspirasi  masyarakat.  Padahal  ^-^^ya  demo- 

krasi perwakilan  diadopsi  sebagai  ciri  sebuah  negara  modern.  Karena  perttm- 
langanTmlah  penduduk  dan  perlunya  partai-partai  polUik  seria  lembaga  per- 
wakilan sebagai  penyalur  aspirasi  rakyat.  Namun  demtktan  setelah  mereka  dt- 
Zrikekuasaai,  mereka  kurang  responsif  terhadap  aspiras  rakyat  dan  cendert^ 
memperhatikan  kepentingan  sendiri  dan  kelompoknya.  Dalam  konteks  sepeM  itu 
diperlukan  demokrasi  langsung  atau  demokrasi  partistpatoris,  di  mana  rakyat  se- 
cara langsung  ikut  berpartisipasi  dan  menentukan  pemimpinnya. 


PENDAHULUAN 

PADA  Juni  2004,  bangsa  Indo- 
nesia telah  sukses  melaksana- 
kan  pemilihan  presiden  lang- 
sung. Sekarang,  pemilihan  kepala  dae- 
rah (Gubemur,  Bupati,  dan  Walikota) 
juga  akan  dilaksanakan  secara  lang- 
sung dengan  telah  diterbitkannya  UU 
No.  32/2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah,  sebagai  revisi  atas  UU  No. 
22  tahun  1999.  Perubahan  pemilihan 


Tulisan  ini  pernah  disampaikan  dalam 
Seminar  Nasional  XIX  Asosiasi  Ilmu  Politik 
Indonesia  (AIPI)  di  Batam,  23-24  Maret  2005. 


kepala  daerah  dari  tidak  langsung 
(yakni  dipilih  oleh  DPRD)  menjadi 
langsung  dipilih  oleh  rakyat  merupa- 
kan suatu  kemajuan  yang  luar  biasa 
bagi  bangsa  Indonesia  dalam  upaya 
memperkuat  demokrasi  di  Indonesia. 
Dengan  adanya  perubahan  ittr'  pada 
Juni  2005  akan  dilaksanakan  pemi- 
lihan kepala  daerah  secara  langsung. 
Ada  170  kabupaten/kota  dan  enam 
provinsi  yang  harus  bersiap  mengha- 
dapi  pemilihan  kepala  daerah  (Pil- 
kada) langsung  oleh  rakyat. 


^Kompas,  30  September  2004. 
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Sebagaimana  diketahui  bahwa  se- 
belumnya  proses  Pilkada  dimonopoli 
oleh  DPRD,  yang  mengklaim  sebagai 
pemegang  kedaulatan  rakyat.  Akan  te- 
tapi  yang  terjadi,  kedaulatan  rakyat 
tersebut  justru  disalahgunakan  oleh 
mereka  yang  duduk  di  dalam  Dewan 
yang  terhormat  tersebut.  Kedaulatan 
rakyat  "dikebiri"  menjadi  oligarki  se- 
gelintir  elite,  yang  kemudian  menen- 
tukan  siapa  yang  akan  menjadi  ke- 
pala  daerah.  Dengan  adanya  pilkada 
langsung  politik  oligarki  tersebut  akan 
hilang.  Elite  politik  dan  juga  partai 
politik  tidak  lagi  secara  langsung  me- 
mainkan  peran  dalam  memilih  dan 
menentukan  kepala  daerah,  tetapi  rak- 
yatlah  yang  akan  menentukan  secara 
langsung  siapa  yang  akan  dikehen- 
daki  menjadi  kepala  daerah. 

Dengan  demikian,  pemilihan  lang- 
sung kepala  daerah  berpeluang  me- 
mutus  mata  rantai  oligarki  partai  yang 
mewarnai  kepolitikan  di  DPRD.  De- 
ngan Pilkada  langsung  seorang  ke- 
pala daerah  akan  mendapat  legitima- 
si  yang  kuat  karena  ia  dipilih  lang- 
sung oleh  rakyat.  Elite  politik  atau 
partai  politik  tidak  dapat  lagi  menja- 
tuhkan  seenaknya  seorang  presiden 
(kecuali  ia  melakukan  tindakan  krimi- 
nal  dan  mengkhianati  negara  atau  ma- 
kar)  karena  ia  merupakan  pilihan  rak- 
yat. Suara  rakyat  adalah  suara  Tuhan 
{vox  populi  vox  dei).  Oleh  karena  itu, 
seorang  presiden  yang  dipilih  secara 
langsung  memiliki  legitimasi  yang  ting- 
gi.  Melalui  Pilkada  langsung  berarti 
rakyat  secara  langsung  ikut  berparti- 
sipasi  menentukan  pemimpinnya. 


Selain  itu  pilkada  langsung  meru- 
pakan wujud  nyata  asas  responsibili- 
tas  dan  akuntabilitas.  Melalui  pemi- 
lihan secara  langsung,  presiden  harus 
dapat  mempertanggungjawabkan  se- 
cara langsung  kepada  rakyat.  Pilkada 
langsung  lebih  accountable  dibanding- 
kan  sistem  yang  sekarang  digunakan 
karena  rakyat  tidak  harus  menitipkan 
suaranya  melalui  DPRD,  melainkan  da- 
pat menentukan  piliharmya  berdasar- 
kan  kriteria  yang  jelas  dan  transpa- 
ran.  Apabila  Kepala  Daerah  yang  ter- 
pilih  ternyata  kemudian  tidak  meme- 
nuhi  harapan  rakyat,  maka  pada  pemi- 
lihan berikutnya,  kandidat  yang  ber- 
sangkutan  tidak  akan  dipilih  kembali. 

KILAS  BALIK  PILKADA  DI 
INDONESIA 

Periode  Orde  Baru  (Orba)  dapat  di- 
catat  sebagai  periode  kelam  bagi  se- 
jarah  desentralisasi  dan  otonomi  dae- 
rah di  Indonesia.  Sebab,  pada  masa 
itu,  pemerintah  daerah  tidak  memi- 
liki kekuasaan  dan  kewenangan  apa 
pun.  Pelaksanaan  pemerintahan  dae- 
rah harus  didasarkan  pada  petunjuk 
dari  pemerintah  pusat  melalui  Men- 
dagri.  Ini  terjadi  tidak  lepas  dari 
asas  sentralisasi  yang  diberlakuk^an 
dalam   mengelola   pemerintahan  di 
daerah-daerah.  Sebagai  wujud  dari 
sentralisasi  ini,  kepala  daerah  meru- 
pakan perpanjangan  tangan  dari  pe- 
merintah pusat.  Oleh  karena  itu,  se- 
tiap  kepala  daerah  yang  akan  dipi- 
lih oleh  DPRD  harus  terlebih  dahulu 
dikonsultasikan  dengan  pemerintah 
pusat.  Bukan  hanya  itu  saja,  calon 
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yang  memperoleh  suara  terbanyak  di 
DPRD  belum  tentu  akan  menjadi  ke- 
pala  daerah  manakala  pemerintah  pu- 
sat tidak  merestuinya. 

Dalam  UU  No.  5/1974  disebutkan 
bahwa  kepala  daerah  dipilih  dan  di- 
calonkan  oleh  DPRD.  Hasil  pemilih- 
an  lalu  diajukan  kepada  Pemerintah 
untuk  diangkat.  Pengangkatan  kepala 
daerah  oleh  pemerintah  tidak  terikat 
oleh  hasil  pemilihan  yang  dilakukan 
oleh  DPRD.  Dengan  demikian  DPRD 
hanya  sebagai  pelaksana  keinginan 
politik  pemerintah  pusat.  Hal  ini  ka- 
rena  DPRD  tidak  mempunyai  wewe- 
nang  atau  hak  untuk  menentukan 
siapa  yang  harus  menjadi  kepala 
daerah,  meski  calon  kepala  daerah 
memperoleh  suara  terbanyak.  Wewe- 
nang  dan  hak  menentukan  kepala 
daerah  ada  pada  pemerintah  pusat. 

Fenomena  ini  juga  menunjukkan 
-  bahwa  pada  masa  Orba,  DPRD  tidak 
.  berdaya  atau  lemah  dalam  berhadap- 
'    an'  dengan  pemerintah.  Ketidakberda- 
"  yaan  DPRD  tersebut  karena  sistem 
pemerintahan  yang  dianut  cenderung 
kepada  asas  dekosentrasi  (yang  da- 
lam pelaksanaannya  asas  sentralisa- 
si)  daripada  asas  desentralisasi.  Re- 
krutmen  kepala  daerah  oleh  DPRD 
merupakan  wujud  asas  desentralisasi, 
tetapi  dilakukan  hanya  sebatas  me- 
milih  dan  mencalonkan  saja,  tidak  le- 
bih  dari  itu.  Sementara  yang  menen- 
tukan adalah  pemerintah  pusat  me- 
lalui  Mendagri  sebagai  penjabaran 
asas  dekosentrasi. 

Selain  faktor  tersebut  di  atas,  ke- 
tidakberdayaan  DPRD  berhadapan  de- 


ngan pemerintah  juga  disebabkan 
oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  sistem 
pemilu  yang  menempatkan  anggota 
dewan  lebih  loyal  ke  partai  daripada 
ke  konstituen  (pemilih).  Kedua,  pera- 
turan-peraturan  yang  ada,  misalnya 
Tatib  Dewan,  yang  membelenggu  dan 
menjerat  para  anggota  dewan  sendi- 
ri  untuk  melaksanakan  fungsi  dan  tu- 
gasnya.  Ketiga,  adanya  lembaga  recall 
yang  membuat  anggota  dewan  me- 
rasa  ketakutan  untuk  dipecat  dan 
mengharuskan  untuk  selalu  loyal  atau 
tergantung  kepada  pimpinan  partai. 
Keempat,  kualitas  anggota  dewan  yang 
relatif  latar  belakang  dan  pendidikan- 
nya  rendah.  Faktor-faktor  ini  penting 
dikemukakan  karena  turut  pula  mem- 
perlemah  kemandirian  DPRD  dan  ang- 
gctanya  atas  mekanisme  rekruitmen 
kepala  daerah.  Sebab,  DPRD  dan  para 
anggota,  akibat  faktor-faktor  di  atas, 
tidak  lebih  merupakan  "robot-robot" 
yang  telah  distel  oleh  pemiliknya. 

Ketika  rezim  Orde  Baru  tumbang,  ber- 
kat  gerakan  reformasi  yang  dipelo- 
pori  mahasiswa  dan  kelompok-kelom- 
pok  pro-demokrasi,  muncul  harapan 
adanya  lembaga  perwakilan  (DPRD) 
yang  kuat,  yang  melaksanakan  fung- 
si dan  peranarmya.  Tampaknya  harap- 
an itu  akan  terwujud  dengan  keluar- 
nya  UU  No.  22/1999  tentang  Pemerin- 
tahan daerah.  Dalam  UU  ini  posisi 
dan  peran  politik  DPRD  sederajat  de- 
ngan kepala  daerah.  Salah  satu  hal 
terpenting  dalam  UU  ini  di  mana  re- 
krutmen  kepala  daerah  sepenuhnya 
berada  pada  kekuasaan  DPRD.  Semen- 
tara pemerintah  pusat  hanya  mene- 
tapkan  dan  melantik  kepala  daerah 
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Tabel 1 

KASUS  KONFLIK  DALAM  PEMILIHAN  KEPALA  DAERAH 


No. 

Wilayah 
Konflik 

Pihak 
Berkonflik 

Pokok  Persoalan 

Implikasi  Konflik 

1. 

Sukoharjo, 
Jateng 

-DPPPDIP 
-  DPC  PDIP 

Calon  yang  direkomeri- 
dasikan  DPP  PDIP,  Sos- 
morio,  tidak  terpilih  da- 
lam  pemilihan  bupati 
Sukoharjo.  Yang  terpililf 
justru  caion  lain  yang  ui- 
ajukan  DPC  PDIP 

Terjadi  ketegangan  an- 
tara pengurus  pusat  de- 
ngan pengurus  cabang 

2. 

Jambi 

-  DPP  Golkar 

-  DPC  Golkar 

-  F-Golkar 

Kegagalan  cagub  yang 
diajukan  Golkar,  Hasip 
Kalimudin  Syam,  pada- 
hal  Golkar  menguasai 

Jambi 

DPD  Golkar  memecat 
4  anggota  DPRD  Jambi 
karena  dianggap  indisi- 
pliner.  Pengurus  DPD 
Golkar  Jambi  menjadi 
terpecah 

3. 

Sumbar 

-DPPPPP 
-DPWPDIP 

Kegagalan  cagub  PPP, 
Saleh  Khalid,  menimbul- 
kan  konflik  intern.  Didu- 
ga  perbedaan  kepenting- 
an  antara  DPW  dengan 

DPP 

DPP  PPP  memecat  Ke- 
tua DPW  PPP  Sumbar, 
yang  dianggap  gagal 
memperjuangkan  ke- 
pentinganDPPPPP 

4.- 

Buleleng, 
Bali 

-DPPPDIP 
-  F-PDIP 

Kekalahan  cabup  DPP 
PDIP,  Nyoman  Sudhar- 
maja,  padahal  jumlah 
kursi  PDIP  hampir  2/3 
dari  keseluruhan  kursi 
cUDreDBuleleng 

Lima  anggota  DPRD 
dari  PDIP  diusulkan  un- 
tuk  dipecat  karena  di- 
anggap gagal  menga- 
mar\kan  cabup  yang 
direkomendasikan  DPP 
PDIP 

5. 

Karawang, 
Jabar 

-  DPC  PDIP 

-  Ketua  DPRD 

1 

Skandal  politik  uang 

Ketua  DPC  PDIP  Kara- 
wang menuntut  agar 
Ketua  DPRD  Karawang, 
A.S.  Purwanto,  yang 
juga  dari  partai  yang 
sama  untuk  mundur 
dari  jabatarmya  karerla 
diduga  terlibat  politik 
uang  dalam  pemilihan 
Dupau  lanun  zuuu 

6. 

DKI  Jakarta 

-  DPP  PDIP 

-  DPD  PDIP 

Pencalonan  diri  Ketua 
DPD  PDIP,TarmijiSu- 
hardjo,  sebagai  cagub 
DKI  dianggap  melanggar 
disiplinpartai.Tarmiji 
beralasan  maju  berdasar- 

DPP  PDIP  memuhiskan 
untuk  memecat  Tarmiji 
dari  jabatarmya  sebagai 
Ketua  DPD  PDIP  DKI 
karena  tindakannya  itu. 
la  dianggap  telah  me- 
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kan  rekomendasi  rakerda 
DPD  PDIP  DKI  Jakarta. 
DPP  sendiri  merekomen- 
dasikan  Sutiyoso  sebagai 
cagub 

langgar  disiplin  partai 
dengan  menentang  ke- 
putusan  pengurus  pu- 
sat. 

7. 

Sulawesi 
Tenggara 

-  Gubernur 
Terpilih 

-  Masyarakat 

Dugaan  praktek  money 
politics  yang  dilakukan 
oleh  gubernur  terpilih 

Masyarakat  dan  bebe- 
rapa  organisasi  menoiak 
terpilihnya  Ali  Mazi,  de- 
ngan ducaan  monexi 
politics.  Masyarakat 
mendesak  agar  tidak 
melantik  gubernur  ter- 
pilih 

8. 

Lampung 

-DPPPDIP 
1  -DPDPDIP 
-F-PDIP 
-  Gubernur 
Terpilih— 

Kemenangan  Alzier  D. 
Thabrani  yang  dicalon- 
kan  DPD  PDIP  atas 
cagub  Oemarsoho,  yang 
direkomendasikan  DPP 
PDIP,  telah  menyebab- 
kan  konflik  antara  DPP 
PDIP  dengan  DPD  PDIP 
Lampung 

Pemerintah  menunda- 
nunda  pelantikan  Alzier 
dan  menuntut  perlu  pe- 
milihan  ulang.  Keretak- 

an  dalam  tubuh  FraksL  

PDIP  dan  DPD 
Lampung 

9. 

Kaltim  ^gg^ 

-  DPD  Golkar 
'  -  Ketua  F-Golkar 

Konflik  antara  DPD  Gol- 
kar dengan  fraksi  Golkar 
di  DPRD  Kaltim  yang  di- 
akibatkan  perbedaan  ke- 
pentingan  menjelang 
suksesi  gubernur  Kaltim 

DPD  Golkar  mencopot 
Ketua  Fraksi  Golkar, 
Soehartono  Soetjipto, 
yang  kemudian  mem- 
buahkan  protes  dari  ke- 
lompok  pengurus  lain 
yang  tidak  sepaham 

10. 

NTB 

-DPPPDIP 
-F-PDIP 

-  DPD  Golkar 

-  F-Golkar 

Instruksi  DPP  PDIP  telah 
menimbulkan  perpecah- 
an  F-PDIP  DPRD  NTB, 
begitupun  perpecahan 
internal  di  DPD  Golkar 
telah  memunculkan 
instruksi-instruksi  berbe- 
da  di  antara  pengurus-  ^ 
nya,  yang  menimbulkan 
perpecahan  di  tubuh 
Golkar 

11. 

Jadm 

Internal 
DPWPKB 

Kekalahan  cagub  yang 
direkomendasikan  DPP 

PKRM  AhHiiI  Kahfi  mp- 

munculkan  ketegangan 
di  antara  pengurus  partai 

DPW  PKB  akan  mem- 
berikan  sangsi  kepada 

&0               ixLy  Udri  1  rvD 

yang  diduga  melakukan 
pembelotan 
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12. 

Jateng 

-  DPP  PDIP 
-DPDPDIP 

Majunya  Mardijo,  Ketua 
DPD  PDIP  Jateng  sebagai 
cagub  dianggap  sebagai 
pembangkangan  oleh 
DPP  PDIP.  Karena  DPP 
PDIP  telah  merekomen- 
dasikan  Mardiyanto  seba- 
gai satu-satunya  cagub 
Jater\g 

DPP  PDIP  memecat 
Mardijo  dan  Sekretaris- 
nya,  Uwuh  Beno  Nugro- 
ho.  Tindakan  tersebut 
menimbulkan  protes 
para  kader  PDIP  dengan 
cara  membakar  dan  me- 
rusak  simbol-simbol 
partai 

13. 

NTB 

-  DPP  Golkar 

-  DPD  Golkar 

-  F-Golkar  . 

Terpilihnya  Sarinata  se- 
bagai Gubemur  NTB  me- 
munculkan  ketegangan 
antara  DPP  Golkar  de- 
ngdn  Kaucr  vjuiKar.  i  asai- 
nya  Sarinata  telah  dipecat 
dari  Golkar  karena  tetap 
.^maju  sedangkan  cagub  

DPP  Golkar  mengancam 
akan  memberikan  sane- 

O 

si  keras  kepada  kader 
yang  dinilai  telah  mem- 
belot  dan  tidak  mema- 
tuhi  aturan  partai 

yang  direkomendasikan 
DPP  Golkar  kalah 

14. 
Ml 

■ 

Bali 

B 

-  DPP  PDIP 

-  DPD  PDIP 

Rekomendasi  DPP  PDIP 
,  untuk  cagub  Bali,  Dewa 
Baratha,  menimbulkan 
ketegangan  dengan  pihak 
DPD  PDIP  yane  meneaju- 
kan  cagub  sendiri,  A.A. 
Ngurah  Oka  Ratmadi 

Akibat  tekanan  pihak 
DPP  PDI,  cagub  A.A. 
Ngurah  Oka  mengun- 
durkan  diri  dari  penca- 
lonan.  Intervensi  ini  me- 
nimbulkan kemarahan 
arus  bawah.  Kekecewa- 
an  ini  akibat  adanya 
money  politics  yang  di- 
lakukan  elite  DPP  PDIP 

Sumber.  Kompas,  3  Agustus  2003. 


berdasarkan  hasil  pemilihan  yang  di- 
lakukan  oleh  DPRD  setempat.  Hal  ini 
sangat  berbeda  dengan  UU  sebelum- 
nya  (UU  No.  5/1974),  di  mana  dalam 
pengangkatan  kepala  daerah  peme- 
rintah  pusat  tidak  terikat  pada  ha- 
sil pemilihan  yang  dilakukan  DPRD. 

Namun  dalam  pelaksanaan  pemi- 
lihan kepala  daerah  yang  selama  ini 
telah  dilakukan  oleh  DPRD  terdapat 
distorsi,  yang  pada  gilirannya  kemu- 
dian  membawa  kekecewaan  masya- 
rakat.  Di  antara  distorsi-distorsi  terse- 


but, antara  lain:  Pertama,  politik  oli- 
garki  yang  dilakukan  oleh  DPRD  da- 
lam memilih  kepala  daerah  di  mana 
kepentingan  partai  bahkan  kepenting- 
an  segelintir  elite  partai  kerap  merha- 
nipulasi  kepentingan  masyarakat  se- 
cara  luas. 

Kediia,  mekanisme  pemilihan  ke- 
pala daerah  selama  ini  cenderung 
menciptakan  ketergantungan  kepala 
daerah  terhadap  DPRD.  Dampaknya, 
kepala-kepala  daerah  lebih  bertang- 
gung  jawab  kepada  DPRD  daripada 
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kepada  masyarakat.  Dampak  lebih  lan- 
jutnya  adalah  terjadi  kolusi  dan  money 
politics,  khususnya  pada  setiap  pro- 
ses pemilihan  kepala  daerah,  antara 
calon  dengan  anggota  DPRD. 

Ketiga,  terjadi  penghentian  dan  pen- 
copotan  serta  tindakan  para  anggota 
DPRD  yang  berlebihan  terhadap  ke- 
pala daerah,  seperti  kasus  di  Sura- 
baya dan  Kalimantan  Selatan,  berdam- 
pak  pada  gejolak  dan  instabilitas  po- 
litik dan  pemerintahan  lokal. 

Selain  itu,  selama  kurun  waktu 
1998-2002,  sebagaimana  dicatat  Kom- 
pas,  terjadi  kurang  lebih  enam  kasus 
pemilihan  gubernur  yang  bermasalah 
dan  sepuluh  kasus  pemilihan  bupati 
dan  wali  kota  seluruh  Indonesia  yang 
menyebabkan  terjadinya  konflik  po- 
litik. Konflik  tersebut  terjadi  disebab- 
kan  oleh  faktor:  (1)  perbedaan  penaf- 
siran  segi  hukum  atas  hasil  pemilih- 
an; (2)  adanya  kelompok  pendukung 
yang  tidak  menerima  hasil  pemilihan 
sehingga  menimbulkan  protes;  (3)  ha- 
sil pemilihan  dianggap  cacat  hukum; 
(4)  isu  politik  uang;  (5)  penolakan  ha- 
sil pemilihan  karena  calon  diduga  ko- 
rupsi;  dan  (6)  adanya  intervensi  elite 
pengurus  pusat  partai.^ 

OTONOMI  DAERAH  DAN  PIL- 
KADA LANGSUNG 

Definisi  tentang  desentralisasi  ti- 
dak ada  yang  tunggal.  Banyak  defi- 


Dikutip  dari  Moch.  Nurhasim  (ed.),  Kon- 
flik Antar  Elite  Politik  Lokal  Dalam  Pemilihan 
Kepala  Daerah,  2003,  4. 


nisi  yang  dikemukakan  oleh  para  pa- 
kar  mengenai  desentralisasi.  Dari  se- 
mua  definisi  yang  ada,  secara  garis 
besar  ada  dua  definisi  tentang  desen- 
tralisasi, yaitu  definisi  dari  perspektif 
administratif  dan  perspektif  politik. 
Berdasarkan  perspektif  administratif, 
desentralisasi  didefinisikan  sebagai  the 
transfer  of  administrative  responsibility 
from  central  to  local  governments.  Di  sini 
desentralisasi  sesungguhnya  kata  lain 
dari  dekosentrasi.  Dekonsentrasi  sen- 
diri,  menurut  Parson,  adalah  the  sharing 
of  power  between  members  of  the  same 
ruling  group  having  authority  respectively 
in  defferent  areas  of  the  state.  Atau  da- 
lam bahasa  Cheema  dan  Rondinelli, 
dekonsentrasi  adalah  pengalihan  be- 
berapa  kewenangan  atas  tanggung  ja- 
wab  administrasi  di  dalam  suatu  ke- 
menterian  atau  jawatan.  Di  sini  tidak 
ada  transfer  kewenangan  yang  nyata, 
bawahan  hanya  menjalankan  kewe- 
nangan atas  nama  atasaimya  dan  ber- 
tanggung  jawab  kepada  atasannya. 
Dalam  bahasa  UU  Otonomi  Daerah, 
dekosentrasi  adalah  pelimpahan  we- 
wenang  dari  pemerintah  pusat  ke  peme- 
rintah  daerah.^ 

Dalam  perspektif  politik.  Smith  me- 
ngatakan  desentralisasi  adalah  the 
transfer  of  power,  from  top  level  to  lower 
level,  in  a  territorial  hierarchy,  which  could 
be  one  of  governments  within  a  state,  or 
offices  within  a  large  organization.  Semen- 
tara  Mawhood  mengatakan  bahwa  de- 
sentralisasi adalah  devolution  of  power 


Dikutip  dari  Syarif  Hidayat,  Refleksi 
Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan'  ke  Depan 
Qakarta:  Pustaka  Quantum,  200Q). 
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from  central  government  to  local  govern- 
ment. Sedangkan  dalam  pengertian 
menurut  UU  Otonomi  Daerah,  desen- 
tralisasi  didefinisikan  sebagai  penye- 
rahan  wewenang  dari  pemerintah  pu- 
sat  ke  pemerintah  daerah. 

Dari  penjelasan  di  atas,  sekali  la- 
gi  bahwa  konsep  desentralisasi  se- 
cara  umum,  dapat  dikategorikan  ke 
dalam  dua  perspektif  utama,  yakni 
perspektif  desentralisasi  politik  dan 
desentralisasi  administrasi.  Satu  di 
antara  perbedaan  mendasar  dari  dua 
perspekstif  ini  terletak  pada  rumusan 
definisi  desentralisasi  itu  sendiri.  Per- 
spektif desentralisasi  politik  mende- 
finisikan  desentralisasi  sebagai  devo- 
lusi  kekuasaan,  devolution  of  power, 
dari  pemerintah  pusat  kepada  peme- 
rintah daerah.  Sementara  perspektif 
desentralisasi  administrasi  mendefi- 
nisikan  desentralisasi  sebagai  delegasi 
wewenang  administratif,  administrative 
authority,  dari  pemerintah  pusat  kepada 
pemerintah  daerah. 

Adanya  perbedaan  antara  dua  per- 
spektif dalam  mendefinisikan  desen- 
tralisasi, telah  memiliki  implikasi  pa- 
da  perbedaan  dalam  merumuskan  tu- 
juan  utama  yang  hendak  dicapai.  Per- 
spektif desentralisasi  politik  menekan- 
kan  bahwa  tujuan  utama  dari  desen- 
tralisasi adalah  untuk  mewujudkan  de- 
mokratisasi  di  tingkat  lokal  sebagai 
persamaan  politik,  akuntabilitas  lokal,  dan 
kepekaan  lokal.  Di  sisi  lain,  perspektif 
desentralisasi  administrasi  lebih  me- 
nekankan  pada  aspek  efisiensi  penye- 


*Ibid. 


lenggaraan  pemerintah  daerah  dan 
pembangunan  ekonomi  di  daerah,  se- 
bagai tujuan  utama  dari  desentralisasi. 

Dalam  konteks  dua  perspektif  ter- 
sebut,  yang  terkait  dengan  Pilkada 
langsung  ini  adalah  desentralisasi 
dalam  perspektif  politik  di  mana  te- 
lah terjadi  proses  transfer  lokus  ke- 
kuasaan dari  pusat  ke  daerah.  Ke- 
kuasaan tidak  lagi  terkonsentrasi  di 
pemerintah  pusat,  tapi  terdisfribusi 
ke  daerah-daerah.  Dengan  demikian, 
daerah-daerah  memiliki  kewenangan 
dan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan 
menentukan  urusan  rumah  tangganya 
sendiri.  Dalam  rangka  mengatur  dan 
mengurus  rumah  tangganya  sendiri 
itu,  pemilihan  kepala  daerah  merupa- 
kan  bagian  dari  kemandirian  tersebut. 

Kaitan  antara  otonomi  daerah  de- 
ngan pilkada  langsung  dapat  dilihat 
juga  dari  tujuan  desentralisasi  atau 
otonomi  daerah,  Menurut  Smith,  tu- 
juan dari  desentralisasi  atau  otonomi 
daerah  adalah  (1)  pendidikan  politik; 
(2)  latihan  kepemimpinan  politik;  (3) 
memelihara  stabilitas;  (4)  mencegah 
konsentrasi  kekuasaan  di  pusat;  (5) 
memperkuat  akuntabilitas  public;  dan 
(6)  meningkatkan  kepekaan  elite  ter- 
hadap  kebutuhan  masyarakat. 

Berdasarkan  tujuan  dari  desentral- 
isasi tersebut,  maka  Pilkada  langsung 
pada  gilirannya  akan  memberikan 
pendidikan  politik  kepada  rakyat  di 
daerah  untuk  memilih  dan  menentu- 


^Dikutip  dari  Tri  Ratnawati,  Desentral- 
isasi dalam  Konsep  dan  Implementasinya  di  Indo- 
nesia, 2003,  76-77. 
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kan  pemimpinnya  sendiri  tanpa  ada- 
nya  intervensi  dari  siapa  pun,  terma- 
suk  pemerintah  pusat  dan/atau  elit- 
elite  politik  di  tingkat  pusat.  Pilkada 
langsung  juga  akan  memberikan  la- 
tihan  kepemimpinan  bagi  elite-elite 
lokal  untuk  mengembangkan  kecakap- 
annya  dalam  merumuskan  dan  mem- 
buat  kebijakan,  mengatasi  persoalan- 
persoalan  di  masyarakat,  komunikasi 
politik  dengan  masyarakat,  serta  me- 
lakukan  artikulasi  dan  agregasi  kep_en- 
tingan  masyarakat.  Dari  pengalaman- 
pengalaman  ini  pada  gilirannya  nanti 
diharapkan  akan  mampu  melahirkan 
-  politisi-politisi  atau,  pemimpm-peniim-^ 
pin  yang  handal  yang  dapat  bersaing 
di  tingkat  nasional. 

Dalam  Pilkada  langsung  juga  men- 
ciptakan  pola  rekruitmeri  pimpinan  lo- 
kal dengan  standar  yang  jelas.  De- 
ngan pemilihan  langsung  maka  akan 
terjadi  rekruitmen  pimpinan  politik 
yang  berasal  dari  daerah  (lokal)  bu- 
kan  di-drop  dari  pusat.  Selama  ini, 
elite-elite  politik  yang  tampil  menjadi 
kepala  daerah  adalah  orang-orang 
daerah  yang  sudah  malang-melintang 
di  tingkat  pusat,  tetapi  kurang  meng- 
akar  di  tingkat  daerah.  Namun  kare- 
na  faktor  'kolusi"  dengan  anggota  DPRD, 
mereka  kemudian  terpilih  padahal  ma- 
syarakat setempat  menolak.  Melalui 
pemilihan  langsung  diharapkan  mun- 
culnya  pimpinan  di  tingkat  lokal. 

Dengan  Pilkada  langsung,  rakyat 
ikut  terlibat  secara  langsung  dalam 
memilih  pemimpinnya.  Keterlibatan  rak- 
yat secara  langsung  ini  pada  giliran- 
nya akan  meningkatkan  demokratisa- 
si  di  tingkat  lokal,  di  mana  rakyat 


benar-benar  memiliki  kedaulatan.  De- 
ngan kata  lain,  tidak  terjadi  distorsi 
dalam  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat. 
Pilkada  langsung  juga  dapat  mencip- 
takan  stabilitas  politik  dan  pemerin- 
tahan  di  tingkat  lokal.  Penghentian 
dan  pencopotan  serta  tindakan  ang- 
gota DPRD  yang  berlebihan  terhadap 
kepala  daerah  berdampak  pada  gejo- 
lak  dan  instabilitas  politik  dan  peme- 
rintahan  lokal.  Dengan  pemilihan  se- 
cara langsung,  keberlangsungan  pe- 
merintahan  akan  pasti  dan  terjamin 
tanpa  berhenti  di  tengah  jalan  kecuali 
bila  melanggar  hukum  dan  tindak  kri- 
mjnal^  

Dengan  Pilkada  langsung  akan  da- 
pat mencegah  konsentrasi  kekjjasaan 
karena  center  kekuasaan  tidak  lagi  di 
pusat  tetapi  di  daerah-daerah.  Distri- 
busi  kekuasaan,  kesetaraan  politik  dan 
partisipasi  politik  akan  mengurangi 
kemungkinan  konsentrasi  kekuasaan. 
Pilkada  langsung  juga  dalam  rangka 
meningkatkan  kualitas  akuntabilitas 
para  elite  politik  lokal,  termasuk  ke- 
pala daerah.  Mekanisme  pemilihan 
kepala  daerah  selama  ini  cenderung 
menciptakan  ketergantungan  kepala 
daerah  terhadap  DPRD.  Dampaknya, 
kepala-kepala  daerah  lebih  bertang- 
gung  jawab  kepada  DPRD  daripada 
kepada  masyarakat.  Dampak  lebih  lan- 
jutnya  adalah  terjadi  kolusi  dan  money 
politics,  khususnya  pada  setiap  pro- 
ses pemilihan  kepala  daerah,  antara 
calon  dengan  anggota  DPRD. 

Terakhir,  dengan  Pilkada  langsung 
diharapkan  kepala  daerah  akan  repon- 
sif  dan  peka  terhadap  tuntutan  dan 
aspirasi  masyarakat  di  daerah  seba- 
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gai  konsekuensi  dari  program  dan 
janji  yang  disampaikan  pada  waktu 
kampanye  pemilihan  kepala  daerah. 
Apabila  kepala  daerah  kurang  bahkan 
tidak  responsive  pada  aspirasi  dan  ke- 
pentingan  masyarakat  maka  pada  pe- 
riode  berikutnya  dapat  dipastikan  ti- 
dak akan  terpilih  lagi.  Mekanisme  ini 
merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi 
bagi  pemimpin  politik  yang  tidak  pe- 
duli  terhadap  aspirasi  dan  kepenting- 
an  masyarakat. 

PILKADA  LANGSUNG  DAN  DE- 
MOKRASI LOKAL 

Sehubungan  dengan  praktek  pemi- 
lihan kepala  daerah  yang  dilakukan 
oleh  DPRD  telah  memunculkan  dis- 
torsi  sebagaimana  telah  dikemukakgn 
di  atas,  maka  di  kalangan  masyara- 
kat ada  desakan  perlunya  pemilihan 
kepala  daerah  secara  langsung.  Awal- 
nya  terjadi  wacana  dan  perdebatan 
tentang  plus-minus  pemilihan  kepala 
daerah  secara  langsung,  tetapi  kemu- 
dian  dengan  adanya  amandemen  kon- 
stitusi  yang  mengharuskan  presiden 
dipilih  secara  langsung  maka  dengan 
sendirinya  lalu  kepala  daerah  juga 
dipilih  secara  langsung.  Dalam  kon- 
teks  itu  pemerintah  lalu  melakukan 
revisi  terhadap  UU  No.  22/1999  ten- 
tang Pemerintahan  Daerah.  Hasil  re- 
visi ini,  yang  berupa  UU  No.  32/ 
2004,  mengatur  tentang  pemilihan  ke- 
pala daerah  secara  langsung.  Sayang 
dalam  pemilihan  kepala  daerah  lang- 
sung ini,  yang  lalu  memunculkan 
kritik  dan  bahkan  judicial  review,  tidak 
ada  calon  kepala  daerah  independent, 


semuanya  harus  melalui  partai-partai 
politik  atau  gabungan  partai  politik. 
Selain  itu,  KPUD  sebagai  penyeleng- 
gara  pemilihan  tidak  independen  ka- 
rena  harus  bertanggung  jawab  kepada 
DPRD. 

Namun  terlepas  dari  kekurangan- 
kekurangan  tersebut  (KPUD  sedang 
mengajukan  judicial  review  ke  Mahkamah 
Konstitusi)  tampaknya  pelaksanaan  pe- 
milihan kepala  daerah  pada  bulan 
Juni  2005  ini  akan  tetap  berlangsung. 
Tentu  saja  nanti  apabila  pemilihan 
kepala  daerah  langsung  ini  berjalan 
-sesuai-  dengan  rencana,~pada  giliran 
nanti  akan  memperkuat  demokrasi  di 
Indonesia  yang  sedang  kita  bangun 
ini.  Selain  itu  juga  sudah  pasti  juga 
akan  menumbuhkembangkan  demo- 
kratisasi  di  tingkat  lokal.  Demokrati- 
sasi  di  tingkat  lokal  tersebut  dapat 
dilihat  dari  beberapa  hal. 

Pertama,  esensi  demokrasi  adalah 
partisipasi  politik.  Penentuan  pejabat 
politik  merupakan  bagian  dari  parti- 
sipasi politik.  Pemilihan  pejabat  poli- 
tik secara  langsung  lebih  demokratis 
dibandingkan  melalui  mekanisme  per- 
wakilan.  Dalam  konteks  itu  maka  pe- 
milihan secara  langsung  kepala  daerah 
pada  gilirannya  akan  meningkatkan 
kualitas  keterwakilan  karena  masya- 
rakat menentukan  pemimpinya  sendiri. 
Keterlibatan  masyarakat  secara  lang- 
sung dalam  proses  pemilihan  kepala 
daerah  ini  pada  gilirannya  nanti  akan 
memperkuat  legitimasi  kepala  daerah. 

Kedua,  pilkada  langsung  membuat 
rakyat  di  daerah  bisa  menentukan 
siapa  calon  pemimpin  mereka  yang 
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dianggap  mampu  menyelesaikan  per- 
soalan  daerahnya.  Rakyat  akan  me- 
milih  sendiri  gubernur,  walikota,  atau 
bupati.  Seleksi  akan  membuktikan  apa- 
kah  calon  kepala  daerah  tersebut  me- 
mang  benar-benar  merakyat  atau  tidak. 

Ketiga,  dengan  pemilihan  langsung, 
rakyat  ikut  terlibat  secara  langsung 
dalam  memilih  pemimpinnya.  Keterli- 
batan  rakyat  secara  langsung  ini  pa- 
da  gilirannya  meninglcatkan  demokrat- 
■  "isasi  di  tingkat  lokal  di  mana  rakyat 
benar-benar  memiliki  kedaulatannya. 
Dengan  kata  lain  tidak  terjadi  distorsi 
dalam  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  

Demokratisasi  di  tingkat  lokal  ter- 
sebut akan  mendapat  tantangan,  apa- 
bila  dalam  pelaksanaan  pilkada  lang- 
sung akan  menimbulkan  sejumlah  hal. 
Meski  bangsa  Indonesia  telah  memi- 
liki pengalaman  dalam  memilih  pre- 
siden  secara  langsung  pada  Pilpres 
2004  yang  lalu,  tetapi  dalam  pilkada 
langsung  ini  kemungkinan  akan  mun- 
cul  beberapa  persoalan. 

Pertama,  pola  hubungan  masyara- 
kat  masih  bersifat  paternalistik.  Pola 
hubungan  paternalistik  ini  semakin 
kental  didukung  tingkat  pendidikan 
rakyat  yang  mayoritas  relatif  masih 
rendah  dan  tinggal  di  pedesaan-pede- 
saan.  Akibat  pola  hubungan  seperti 
itu  maka  rakyat  dalam  memilih  presi- 
den  akan  tergantung  pada  figuritas 
dan  personalitas.  Padahal  yang  dibu- 
tuhkan  bukan  hanya  sekadar  figuri- 
tas dan  personalitas  tetapi  lebih  dari 
itu:  seorang  pemimpin  yang  memiliki 
visi  yang  jauh  ke  depan  yang  dapat 


menghantarkan  bangsa  Indonesia  ke 
arah  kemajuan  yang  sejajar  dengan 
bangsa-bangsa  lain. 

Kedua,  menyangkut  kemampuan 
kebanyakan  orang  Indonesia  untuk 
mengadopsi  budaya  demokrasi  berupa 
kemampuan  menjadi  pemenang  yang 
baik  {good  winner)  dan  pesaing  kalah 
yang  baik  {good  loser).  Berkaitan  de- 
ngan itu  apakah  mayarakat  pendu- 
kung  dari  masing-masing  calon  pre- 
siden  siap  menerima  kenyataan  terse- 
but: baik  menang  atau  kalah. 

Ketiga,  kemajemukan  baik  secara 
-horizontal  maupun  vertikal  serta_ke-  _ 
majemukan  secara  aliran  atau  ideo-_ 
logi.  Faktor  ini  akan  menjadi  "ganjalan" 
dan  bisa  menimbulkan  konflik  satu 
sama  lain.  Semua  unsur  itu  masuk 
dalam  ketegori  primordialisme.  Apa- 
bila  unsur  primordialisme  ini  dibawa- 
bawa  masuk  dalam  wilayah  politik, 
maka  akan  terjadi  penggabungan  an- 
tara  loyaUtas  primordialisme  dan  lo- 
yalitas  politik.  Hal  ini  akan  menim- 
bulkan konflik  yang  tajam. 


CATATAN  PENUTUP 

Perlunya  pemilihan  kepala  daerah 
langsung  merupakan  antitesa  terhadap 
demokrasi  perwakilan  {representative 
democracy).  Ini  terjadi  karena  demokrasi 
perwakilan  telah  menisbikan  rakyat 
sebagai  pemegang  kedaulatan  diganti- 
kan  oleh  wakil-wakil  rakyat,  yang  da- 
lam pelaksanaannya  bersifat  oligarkis 
dan  tidak  mencerminkan  kepentingan 
rakyat.  Elite  partai  dan  anggota  DPRD 
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memiliki  kepentingan  sendiri  yang  ber- 
beda  dengan  kepentingan  dan  aspi- 
rasi  masyarakat. 

Padahal  awalnya  demokrasi  per- 
wakilan  diadopsi  sebagai  ciri  sebuah 
negara  modern.  Karena  pertimbangan 
jumlah  penduduk  dan  perlunya  partai- 
partai  politik  serta  lembaga  perwakil- 
an  sebagai  penyalur  aspirasi  rakyat. 
Dalam  konteks  ini  laJu  sebagian  ke- 
kuasaan  diserahkan  kepada  kelompok 
tertentu  atau  politisi  yang  membuat 
keputusan  untuk  dan  atas  nama  ke- 
pentingan rakyat.  Tetapi  kemudian  se- 

telah  mereka  diberi^kekuasaan^-me- 
reka  kurang  responsif  terhadap. -aspi- 
rasi dan  kepentingan  rakyat.  Sebalik- 
nya,  mereka  cenderung  memperhatikan 
kepentingan  sendiri  dan  kelompoknya. 

Dalam  konteks  seperti  itu,  diper- 
lukan  demokrasi  langsung  atau  de- 
mokrasi partisipatoris.  Dalam  demo- 
krasi partisipatoris  ini  rakyat  lang- 
sung ikut  berpartisipasi  dan  menen- 
tukan  pemimpinnya.  Sehubungan  de- 
ngan itu  maka  pemilihan  kepala  dae- 
rah  secara  langsung  merupakan  sa- 
lah  satu  wujud  demokrasi  partisipa- 
toris atau  demokrasi  langsung. 

Demokrasi  langsung  ini  sebenarnya 
juga  memunculkan  dilema.  Di  antara 
dilema  yang  akan  muncul  adalah  bah- 


wa  kepala  daerah  yang  terpilih  belum 
tentu  memiliki  kemampuan  dan  keca- 
kapan  dalam  melaksanakan  tugas-tugas 
pemerintahan.  Karena  faktor  populari- 
tas,  pola  hubungan  patronase,  politik 
uang,  dan  sebagainya,  seseorang  yang 
kurang  memiliki  kemampuan  bisa  jadi 
terpihh  sebagai  kepala  daerah.  Tetapi 
itulah  demokrasi,  maka  kita  harus  me- 
nerimanya,  meski  kepala  daerah  yang 
terpilih  tersebut  nantinya  kurang  me- 
miliki kemampuan. 

Oleh  karena  itu,  agar  tidak  terjebak 
dalam..dilema  tersebut,  sebagaimana 
kerap  dikemukakan  oleh  Eep  Saifullah 
Fatah,  rakyat  Indonesia  harus  menja- 
di  voter  (pemilih)  bukan  supporter  (pen- 
dukung).  Sebagai  pemilih,  rakyat  ha- 
rus kritis  terhadap  calon-calon  kepala 
daerah  yang  ada,  bukan  hanya  pada 
waktu  memilih  saja  tetapi  juga  se- 
telah  calon  terpilih  menjadi  kepala 
daerah.  Sebab  bila  para  pemilih  ma- 
sih  tetap  bersikap  sebagai  pendu- 
kung,  mereka  cenderung  tidak  akan 
kritis  dan  akan  mengikuti  dan  meng- 
iyakan  apa  kata  yang  didukung.  Apa- 
bila  ini  yang  terjadi,  maka  pemilihan 
kepala  daerah  secara  langsung— yang 
diharapkan  akan  memperkuat  demo- 
krasi secara  substantive— masih  men- 
jadi tanda  tanya. 


Sistem  dan  Proses  Pilkada 

Secara  Langsung* 


Fitriyah 

Pemilihan  kevala  eksekutif  secara  langsung  merupakan  pengalaman  baru  da- 
lam seiarah  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Sebelumnya  pengalaman  masyarakat 
dalam  pemilihan  pejabat  publik  langsung  sangat  terbatas.  Perubahan  penting  da- 
ri  reformasi  konstitusi  di  Indonesia  adalah  pemilihan  umum  yang  demokrahs, 
yakni  pemilihan  umum  yang  luas,  umum,  bebas,  jujur  dan  add.  Pemtlu  2004  ti- 
dak  hanya  dilaksanakan  oleh  suatu  pemilihan  umum  yang  independen,  tetapi 
iuga  dilaksanakan  secara  langsung  untuk  menentukan  anggota  legislatif  dan  pre- 
siden  Baru  kemudian  pemtlu  berikutnya  dilaksanakan  untuk  memtlih  kepada 
daerah  (Pilkada)  secara  langsung  pula.  Meski  keinginan  ke  arah  pemilihan  kepala 
-daer'ah-langsung  'sudah  mmcul  jauh'-jauh  hari  sebelumnya-rn^^^^ 
tersebut  baru  bisa-  terlaksana  setelah  dilakukannya  revisi  UU  No.  22/1999 
menjadi  UU  No.  32/2004.  Terlaksananya  Pilkada  secara  langsung  menunjuk- 
kan  adanya  peningkatan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Kadar  demokrasi  suatu 
negara  ditentukan  antara  lain  oleh  seberapa  besar  peranan  masyarakat  dalam 
menentukan  pejabat  negaranya.  Semakin  banyak  pejabat  negara,  batk  di  ting- 
kat  nasional  maupun  di  tingkat  daerah  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  sema- 
kin tinggi  pula  kadar  demokrasi  dari  negara  tersebut. 


PERUBAHAN  KELEMBAGAAN 
MENUJU  PILKADA  LANGSUNG 

LANGKAH  terbesar  di  era  re- 
formasi adalah  dilakukar\nya 
amandemei\  UUD  1945.  Peru- 
bahan konstitusi  tersebut  merupakan 
wujud  reformasi  kelembagaan  seba- 
gai  upaya  menuju  demokrasi  yang 
terkonsoHdasi  {consolidated  democracy). 
Melalui  amandemen  UUD  1945  ter- 
jadi  perubahan  dalam  rekruitmen  pe- 


Sebagian  isi  naskah  telah  dipresentasi- 
kan  penulis  dalam  Seminar  Nasional  AIPI 
XIX,  Batam,  22-23  Maret  2005. 


jabat  negara — baik  yang  duduk  di 
lembaga  legislatif  maupun  kepala  ek- 
sekutif, pusat  maupun  daerah,  dipi- 
lih secara  langsung  oleh  rakyat  me- 
lalui pemilihan  umum. 

Dalam  sistem  politik  demokrasi  pe- 
nyelenggaraan  pemilihan  umum  yang 
terbuka,  bebas  dan  adil  merupakan 
salah  satu  unsur  penting.  Bahkan  pe- 
milihan umum  merupakan  esensi  de- 
mokrasi, karena  dengan  pemilihan 
umum  ada  mekanisme  untuk  menye- 
leksi  pemimpin  dan  ada  jaminan  per- 
ubahan secara  periodik  kepemimpir^- 
an,  sehingga  dapat  mencegah  terja- 
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dinya  kesewenang-wenangan  sang  pe- 
mimpin  setelah  duduk  dalam  kekua- 
saan.  Schumpeter  menyebutkan  ada 
dua  mekanisme  yang  secara  efektif 
dapat  mencegah  terjadinya  penyele- 
wengan  kekuasaan  dalam  sistem  yang 
demokratis,  yaitu  (1)  pemilihan  umum 
yang  bersifat  reguler,  (2)  kompetisi 
terbuka  dan  sederajat  di  antara  partai- 
partai  politik  (Rasyid  2000,  118-119). 
Ada  empat  alasan  mengapa  pemi- 
lihan umum  dipandang    sebagai  un- 
sur  penting  sistem  politik  demokra- 
si.  Pertama,  pemilihan  umum  meru- 
pakan  prosedur  dan  mekanisme  pen- 

deleg^asian  sebagian  kedaulatan  rak-^ 
yat   kepada   penyelenggara  negara, 
baik  yang  akan  duduk  dalam  lem- 
baga  legislatif  maupun  dalam  lem- 
baga  eksekutif  di.  pusat  dan  daerah. 
Untuk  bertindak  atas  nama  rakyat 
dan  mempertanggungjawabkannya  ke- 
pada rakyat.  'Kedua,    pemilihan  umum 
merupakan  prosedur  dan  mekanis- 
me pemindahan  perbedaan  aspirasi 
dan  pertentangan  kepentingan  dari 
masyarakat  ke  dalam  lembaga  penye- 
lenggara negara,  baik  di  pusat  mau- 
pun daerah,  untuk  kemudian  dibi- 
carakan  dan  diputuskan  secara  ber- 
adab.  Ketiga,  pemilihan  umum  meru- 
pakan prosedur  dan  mekanisme  per- 
ubahan  politik  secara  teratur/tertib 
dan  periodik  baik  perubahan  sirku- 
lasi  elit  politik  maupun  perubahan 
arah  dan  pola  kebijakan  publik.  Dan 
keempat,  pemilihan  umum  juga  da- 
pat  digunakan  sebagai  prosedur  dan 
mekanisme  engineering  untuk  mewu- 
judkan  tatanan  politik  dan  pola  peri- 
laku  politik  yang  disepakati  bersama 
(Surbakti  2003,  7). 


Dengan  disahkannya  UU  No.  32/ 
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(UU  Pemda),  maka  sejak  Juni  2005 
pemilihan  kepala  daerah  dilakukan 
secara  langsung  oleh  rakyat.  Ini  me- 
lengkapi  pengalaman  pemilu  legisla- 
tif dan  presiden  yang  berlangsung 
tahun  2004  dengan  UU  No.  12/2003 
dan  UU  No.  23/2003.  Sejalan  dengan 
semangat  konstitusi  yang  menegaskan 
penggunaan  sistem  presidensiil,  di 
tingkat  nasional  presiden  dipilih  lang- 
sung, maka  di  daerah  pun,  sebagai  sub- 
system, dalam  memilih  gubernur/bu- 
pati/walikota  juga  mengikuti  pola  itu, 
dipilih  langsung  oleF  rakyatr 

Harus  diakui  kebijakan  otonomi 
luas  di  bawah  UU  No.  22/1999  be- 
lum    membawa  perubahan  yang  sig- 
nifikan  terhadap  peran  rakyat  dalam 
rekrutmen  pejabat  publik  maupun  da- 
lam kebijakan  publik.  Dalam  pemi- 
lihan kepala  daerah  peran  rakyat  sa- 
ngat  minimal,  karena  UU  No.  22/ 
1999  menentukan  bahwa  kepala  dae- 
rah dipilih  sepenuhnya  oleh  DPRD, 
bukan  dipilih  secara  langsung  oleh 
rakyat.   Ini   tidak  menjadi  masalah  ^ 
apabila  fungsi  DPRD  yang  sesung-  ' 
guhnya  sebagai  wakil  rakyat  menja- 
di prioritas,  yakni  menyerap  aspirasi, 
mengartikulasi  kepentingan  dan  meng- 
agregasi  kepentingan  rakyat  daerah, 
termasuk  menyerap  aspirasi  rakyat 
untuk  menentukan  siapa  yang  bakal 
menjadi  pemimpinnya.  Namun  sayang, 
realitas  proses  politik  di  daerah  ma- 
sih  didominasi  oleh  elit  DPRD  se- 
mentara  rakyat  daerah  sama  sekali 
tidak  mempunyai  akses  untuk  mem- 
pengaruhi  keputusan  politik  di  DPRD. 
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Tabel  1 


KEKISRUHAN  DI  BALIK  PEMILIHAN  BUPATI  TAHUN  2000 


Tanggal  Peristiwa 


Keterangan 


20-1-2000 


25-1-2000 


31-1-2000 


31-l-200a 


1-4-2000 


15-4-2000 


5-8-2000 


28-8-2000 


7-9-2000 


Asmawi  Agani  memenangkan  pemilihan  Gubernur  Kalteng,  te- 
tapi  kemenangannya  diprotes  kelompok  Masyarakat  Penegak  De- 
mokrasi,  7  LSM,  dan  DPC  PDI-P  Palangkaraya,  karena  diindi- 
kasikan  ada  money  politics.  Protes  juga  dalam  bentuk  kekerasan 
melalui  lemparan  bom  molotov  ke  rumah  Ketua  DPRD,  S.A.  Fauzi. 

Partai  Golkar  memberhentikan  4  anggotanya  dari  DPRD  Jambi 
karena  tidak  memberikan  suara  pada  kader  partai.  Pilkada  itu  di- 
menangkan  kader  PDI-P  Zulkifli  Nurdin.  Sekitar  500  massa  pen- 
dukung  kader  Golkar  merusak  Gedung  DPRD. 

Unjuk  rasa  oleh  2.000  orang  yang  menamakan  diri  kelompok 
Anti  Pembodohan  Masyarakat  ke  Gedung  DPRD  II  Ogan  Kome- 
ring  Ulu  (OKU),  Sumsel.  Mereka  menentang  Pilkada  OKU  karena 
pengajuan  6  calon  bupati  dipenuhi  tindakan  kotor  dan  money 
politics..  Unjuk-rasa-inL-berakibat  S^endela  kaca  gedung  pecah.  .   

Sekelompok  orang  berteriak-teriak  dan  melempari  Gedung  DPRD 
II  saat  penghitungan  suara  hasil  pemilihan  Bupati  Yapen  Waropen, 
Irian  Jaya,  hampir  selesai.  Hasil  sementara  saat  itu  Nawawi  me- 
ngantongi  13  suara  dari  20  suara  anggota  Dewan. 

Massa  simpatisan  PDI-P  memprotes  hasil  pemilihan  Bupati  Toba 
Samosir,  Sumut  yang  dimenangkan  Sahala  Tampubolon.  Protes 
itu  berkaitan  dengan  kekalahan  calon  dari  PDI-P  yang  hanya  me- 
raih  7  suara.  Mereka  menilai  14  anggota  F-PDIP  berkhianat.  Ben- 
trokan  massa  dengan  aparat  terjadi,  2  simpatisan  PDI-P  tertembak. 

Ratusan  orang  merusak  dan  membakar  mobil  dan  fasilitas  DPRD 
Kapuas  Hulu,  mereka  kecewa  atas  terpilihnya  Tambul  Husin- 
Fransiskus  Higang  Lyah,  figur  yang  tidak  dijagokan.  Ada  dugaan 
money  politics.  Akibatya,  13  anggota  dewan  luka-luka,  3  mobil 
dinas  dan  1  mobil  dinas  kebakaran  dibakar. 

Sekitar  30  pengunjuk  rasa  b.entrok  dengan  aparat  keainanan  se- 
usai  acara  pelantikan  Bupati  Tanatoraja,  Sulsel.  Mereka  tidak 
menerima  kemenangSn  Johhanis  Amping  Sitoru-Palimbong. 

Di  Jembrana-Bali,  massa  PDI-P  menyerbii  Kantor  Sekretariat  DPC 
PDI-P  dan  merusak  isinya,  menjemur  12  anggota  DPRD  dari  F-PDIP 
selama  2  jam  dan  menuntut  mereka  mundur  dari  DPRD.  Massa 
mengamuk  karena  bupati  yang  terpilih  Gede  Winasa-Ketut  Suania 
bukan  yang  mereka  dukung.  Bentrokan  terjadi  antara  massa  de- 
ngan aparat,  akibatnya  seorang  pendukung  PDI-P  tewas  tertembak 
dan  5  aparat  luka-luka. 

Bupati  Sampang,  Jatim,  Fadhilah  Budiono,  gagal  dilantik  karena 
terjadi  konflik  antara  massa  pendukung  dan  massa  yang  anti  kp- 
padanya.  Konflik  ini  berakibat  terbakamya  Kantor  DPRD  Sampang. 
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8-11-2000  Sidang  Paripurna  Pilkada  Karawang  batal  akibat  bentrok  sesama 

pendukung  PDI-P  akibat  ditariknya  beberapa  nama  yang  didu- 
kung  dari  bawah.  Hasil  akhir  Pilkada  yang  anggota  dewannya  di- 
dominasi  oleh  PDI-P  justru  dimenangkan  oleh  calon  dari  fraksi  lain 
Sejak  itu  setiap  hari  ada  demonstrasi  di  DPRD  Karawang,  sebulan 
kemudian  gedung  itu  terbakar  ludes. 

Desember  2000  Pilkada  Batanghari-Jambi  diwarnai  bentrokan  berdarah  antara 

pendukung  Hamdi  Rachman  dengan  aparat  keamanan  karena 
calonnya  kalah.  Sebanyak  15  pelaku  perusakan  Kantor  DPRD  luka- 
luka  kena  tembakan,  enam  di  antaranya  luka  parah  sehingga  per- 
lu  rawat  inap. 

Sumber.     Kompas,  13  September  2000  (catatan:  peristiwa  serupa  terjadi  di  tahun-tahun 
berikutnya/  antara  Iain  pemilihan  gubemur  DKI  Jakarta  dan  Lampung). 


Tabel2 


KASUS  PEMECATAN  KEPALA  DAERAH  OLEH  DPRD 


Tanggal  Peristiv/a 


15-1-2002 
11-7-2002 


21-8-2002 


12-10-2002 


Pertengahan 
Oktober  2002 


Keterangan 


DPRD  Surabaya  memberhentikan  Walikota  Sunarto  Sumoprawiro 
dan  mengangkat  Bambang  D.H.  sebagai  pelaksana  Walikota. 

DPRD  Surabaya  memecat  Walikota  Surabaya  Bambang  D.H.  yang 
baru  menjalankan  tugasnya  secara  penuh  selama  1  bulan.  Kepu- 
tusan  ini  berkaitan  dengan  LPJ  Walikota  atas  pelaksanaan  APBD 
tahun  anggaran  2001  yang  menjadi  tanggung  jawab  Walikota 
pendahulunya. 

Karena  kebijakan  sebagai  Kepala  Daerah  banyak  yang  tidak  me- 
muaskan  masyarakat,  Gubernur  Kalsel,  Sjachriel  Darham  dan 
Wagub  Husin  Kasah  dipecat  oleh  DPRD.  Pusat  tidak  mengakui 
pemecatan  ini,  dan  Gubernur  menggalang  kekuatan  birokrasi  me- 
lalui  apel  kesetiaan. 

DPRD  Kampar  secara  aklamasi  memberhentikan  Jefri  Noor  dan 
A.  Zakir  dari  jabatannya  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  karena 
dianggap  gagal  menyelenggarakan  pembangunan,  DPRD  Kampar 
juga  mencurigai  bahwa  ijazah  STM  yang  dipakai  Jefri  Noor  ke- 
tika  dilantik  adalah  palsu. 

DPRD  Kabupaten  Buleleng  memberhentikan  Bupati  Wirata  Sindu 
dengan  alasan  LPJ-nya  sudah  dua  kali  ditolak. 


Sumber.    Kompas,  22  Juli  2002,  23  September  2002,  23  November  2002. 


Posisi  rakyat  tetap  marginal,  yang  di- 
tandai  dengan  tersunnbatnya  aspirasi 
dan  kehendak  rakyat  dalam  proses 
pemilihan  kepala  daerah.  Akibatnya 


proses  pemilihan  kepala  daerah  da- 
lam praktiknya  sarat  dengan  persoal- 
an,  seperti  gelombang  aksi  protes  ka- 
rena dugaan  money  politics,  konflik 
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antara  massa  dengan  aparat,  maupun 
konflik  antar  pendukung  calon  kepala 
daerah. 

Secara  riil  UU  No.  22/1999  mem- 
beri  kewenangan  sangat  besar  kepada 
DPRD,  bahkan  sesungguhnya  diban- 
ding  mengadopsi  sistem  pemerintah- 
an  presidensiil,  UU  No.  22/1999  le- 
bih  menyerupai  sistem  pemerintah- 
an  parlementer.  Kepala  daerah  tidak 
dipilih  langsung  oleh  rakyat  namun 
dipilih  oleh  DPRD.  Realitas  dinamika 
politik  pun  ditandai  dengan  hubung- 
an  yang  tidak  seimbang  antara  lem- 
baga  legislatif^  daerah  dengan„ekse:_ 
kutif Berkaitan  dengan.  _kekuasaan 
DPRD  dalam  memilih,  meminta  per- 
tanggungjawaban,  dan  mengusulkan 
pemberhentian  kepala  daerah,  beraki- 
bat  instabilitas  pemerintahan  daerah 
karena  terjadi  pelengseran  sejumlah 
kepala  daerah  pada  masa  jabatannya. 

Arogansi  DPRD  tidak  lepas  dari 
bobot  legitimasi  yang  dimiliki  DPRD 
lebih  besar  dibanding  kepala  daerah. 
Anggota  DPRD  dipilih  melalui  pemi- 
lihan  umum,  yang  berarti  rakyat  me- 
milih mereka  secara  langsung.  Se- 
dangkan  kepala  daerah  dipilih  oleh 
DPRD.  Karena  itu  DPRD  yang  dipi- 
lih oleh  rakyat  tentunya  lebih  legit- 
imate dibanding  kepala  daerah.  Ke- 
tidakseimbangan  kekuasaan  ini  mela- 
hirkan  persoalan-persoalan  baru  yang 
sebelumnya  tidak  ditemui  ketika  ma- 
sih  digunakan  UU  No.  5/1974.  Persoal- 
an  baru  itu  antara  lain  adalah  peluang 
terjadinya  instabilitas  politik  di  dae- 
rah dengan  pelengseran  kepala  daerah 
dalam  masa  jabatan. 


Pemilihan  kepala  daerah  langsung 
merupakan  konsistensi  dengan  pene- 
gasan  menggunakan  sistem  presiden- 
siil,  konsekuensinya  di  tingkat  na- 
sional  presiden  dipilih  langsung  dan 
di  daerah  gubernur/bupati/walikota 
dipilih  langsung.  Melalui  pemilihan 
kepala  daerah  langsung,  kemungkin- 
an  money  politics  akan  bisa  ditekan. 
Karena  hampir  tidak  mungkin  dilaku- 
kan  penyuapan  kepada  sekian  ratus 
ribu  pemilih  oleh  para  calon.  Selain 
itu,  sistem  ini  memberi  legitimasi  yang 
jauh  lebih  kuat  kepada  kepala  daerah 
yang  terpilih  ketimbang  pemilihan  yang 
-dilakukarL  oleh.  DPRD,^juga  mengatasi 
terjadinya  hubungan  kekuasaan  yang 
tidak  seimbang  antara  DPRD  dan  ke- 
pala daerah  di  lapangan. 

PEMBELAJARAN  POLITIK  BARU 

Pemilihan  kepala  eksekutif  secara 
langsung  merupakan  pengalaman  ba- 

Tabel  3 

JABATAN  PUBLIK  YANG  MENURUT 
HUKUM  DAN  PERUNDANG- 
UNDANGAN  DIPILIH  OLEH 
MASYARAKAT  PEMILIH 


Tingkat 

Eksekutif 

Legislatif 

Pusat 

DPR 

Propinsi 

DPRD  Propinsi 

Kabupaten/ 

DPRD  Kabu- 

Kota 

paten/Kota 

Desa/Kelu- 

Kepala  Desa 

•  BPD 

rahan 

•  Dewan  Ke- 
lurahan  (di 
DKI) 

RW 

RT 

Ketua  RT 

Sumber:  (Kevin  Evans,  2002:  3). 
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ru  dalam  sejarah  pemilihan  umum 
di  Indonesia.  Sebelumnya  pengalam- 
an  masyarakat  dalam  pemilihan  pe- 
jabat  publik  langsung  sangat  terba- 
tas,  yakni  sebatas  memilih  anggota 
DPR/DPRD,  kepala  desa  dan  anggota 
Badan  Perwakilan  Desa  (BPD). 

Perubahan  panting  dari  reforma- 
si  konstitusi  di  Indonesia  adalah  pe-- 
milihan  umum  yang  demokratis,  yak- 
ni pemilihan  umum  yang  luas,  umum, 
bebas,  jujur  dan  adil.  Pemilu  2004  ti- 
dak  hanya  dilaksanakan  -oleh  suatu 
komisi  pemilihan  umum  yang  inde- 
penden,  tetapi  juga  dilaksanakan  se- 
cara  langsung  untuk  menentukan  ang- 
gota legislatif  dan  presiden.  Pemilu 
berikutnya  akan  dilaksanakan  untuk 
memilih  kepala  daerah  secara  lang- 
sung pula.  Keinginan  ke  arah  pemi- 
lihan kepala  daerah  langsung  sudah 
muncul  jauh-jauh  hari.  Tetapi,  ke- 
inginan tersebut  baru  bisa  terwujud 
setelah  dilakukannya  revisi  UU  No. 
22/1999  menjadi  UU  No.  32/2004. 


Tabel4 

SETUJU  PEMILIHAN  GUBERNUR 

LANGSUNG? 

Keterangan 

Persentase 

Setuju 

89,01 

Tidak  setuju 

10,51 

Tidak  tahu 

0,48 

Sumber:  Suara  Merdeka,  16  Februari  2003 
(hasil  telepolling  Pemilihan  Gu- 
bernur  Jateng  dengan  total  res- 
ponden  (n)  =  837). 


Dalam  penyelenggaraan  pemerin- 
tahan  Ipkal  di  berbagai  negara  ter- 
dapat  3  (tiga)  varian  untuk  menen- 
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tukan  kepala  daerah:  (1)  dipilih  seca- 
ra langsung;  (2)  dipilih  tidak  lang- 
sung oleh  sebuah  dewan  atau  coun- 
cil; (3)  ditunjuk  oleh  pemerintah  pu- 
sat.   Di  banyak  negara   mekanisme  i 
tersebut  jarang  diperdebatkan,  sepan- 
jang  fungsi-fungsi  pemerintahan  di 
daerah    dapat   dilaksanakan  secara 
optimal  dan  dirasakan  oleh  masya- 
rakat (Riyadmadji  2003,  21-218).  Da- 
lam kenyataan,  varian  apa  pun  yang 
dipilih  tetap  berpengaruh  positif  pa- 
da   fungsi-fungsi   pemerintahan.  Di 
Indonesia  situasinya  berbeda,  di  be- 
berapa  daerah  acapkali  proses  pe- 
milihan kepala  daerah  (Pilkadra)  oleh  ~ 
DPRD  sarat  dengan  persoalan,  beru- 
pa  protes,  aksi  massa  yang  tidak  ja- 
rang diwarnai  dengan  kekerasan.  Pe- 
milihan kepala  daerah  langsung  di- 
harapkan  menjadi  solusi  alternatif 
untuk  meredam  persoalan  penyeleng- 
garaan pemilihan  kepala  daerah  yang 
bermasalah  baik  pada  persiapan,  pro- 
ses maupun  pasca  pemilihan  kepala 
daerah  yang  secara  faktual  terjadi. 

Terlaksananya  Pilkada  Langsung 
juga  menunjukkah  adanya  peningkatan 
kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Ka- 
dar  demokrasi  suatu  negara  ditentu- 
kan  antara  lain  oleh  seberapa  besar 
peranan  masyarakat  dalam  menen- 
tukan siapa  dari  antara  mereka  yang 
dijadikan  pejabat  negara.  Semakin 
banyak  pejabat  negara,  baik  di  ting- 
kat  nasional  maupun  di  tingkat  dae- 
rah yang  dipilih  langsung  oleh  rak- 
yat,  semakin  tinggi  kadar  demokrasi 
dari  negara  tersebut.  Sebuah  kenis- 
cayaan  dengan  otonomi  daerah  dan 
desentralisasi,  kadar  partisipasi  po- 
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litik  rakyat  semakin  tinggi,  baik  da- 
lam  memilih  pejabat  publik,  menga- 
wasi  perilakunya,  maupun  dalam 
menentukan  arah  kebijakan  publik. 
Paralel  dengan  itu,  simak  pendapat 
Robert  Dahl  (1989)  yang  mengatakan 
bahwa  demokratisasi  pada  tingkat 
nasional  hanya  mungkin  terbangun 
jika  demokrasi  juga  berlangsung  pada 
tingkat  lokal. 

Menurut  Beetham  (1996),  Manor 
(1998)/ Gaventa  and  Valderrama  (1999), 
Cornwall  and  Gaventa  (2001),  peme- 
rintah  lokal  memiliki  potensi  dalam 
mewujudkan  demokratisasi  karena 
proses  ~  desenfralisas1~~mensy  ar  a  tkan 
adanya  tingkat  responsivitas,  keter- 
wakilan  dan  akuntabilitas  yang  lebih 
besar  (Antlov  2002,  44).  Sementara 
Smith,  Dahl,  maupun  Mawhood  me- 
ngatakan bahwa  untuk  mewujudkan 
apa  yang  disebut:  local  accountahility , 
political  equity,  and  local  responsiveness, 
yang  merupakan  tujuan  desentrali- 
sasi,  di  antara  prasyarat  yang  harus 
dipenuhi  untuk  mencapainya  adalah: 
pemerintah  daerah  harus  memiliki 
teritorial  kekuasaan  yang  jelas  {legal 
territory  of  power);  memiliki  pendapat- 
an  daerah  sendiri  {local  own  income); 
memiliki  lembaga  perwakilan  rakyat 
{local  representative  body)  yang  berfung- 
si  untuk  mengontrol  eksekutif  dae- 
rah; dan  adanya  kepala  daerah  yang 
dipilih  secara  langsung  oleh  masya- 
rakat  melalui  mekanisme  pemilihan 
umum  (Hidayat  2002). 

Pemilihan  kepala  daerah  langsung 
juga  merupakan  pembelajaran  politik, 
di  dalamnya  tercakup  tiga  aspek  pem^ 
belajaran,  yakni:  (1)  meningkatkan  ke- 


sadaran  politik  masyarakat  lokal;  (2) 
mengorganisir  masyarakat  ke  dalam 
suatu  aktivitas  politik  yang  memberi 
peluang  lebih  besar  pada  setiap  orang 
untuk  berpartisipasi;  (3)  memperluas 
akses  masyarakat  lokal  untuk  mem- 
pengaruhi  proses  pengambilan  kepu- 
tusan  yang  menyangkut  kepenting- 
an  mereka.  Pemilihan  kepala  daerah 
langsung  sekaligus  merupakan  upaya 
memperkuat  sistem  lokal  dan  mem- 
perkuat  otonomi  daerah  sebagai  sua- 
tu proses  demokratisasi  karena:  (1) 
mengurangi  arogansi  DPRD  melalui 
klaim  sebagai  satu-satunya  lembaga 
resepresentasi  rakyat,  ka^^  pemilih- 
an kepala  daerah  langsung  akan  mem- 
posisikan  kepala  daerah  juga  seba- 
gai  representasi  masyarakaf  lokal; 
(2)  membatasi  pengaruh  konfigurasi 
politik  DPRD  kepada  kepala  daerah, 
karena  akuntabilitas  publik  kepala 
daerah  tidak  semata-mata  ditentukan 
oleh  DPRD,  tetapi  oleh  masyarakat 
lokal;  (3)  lebih  menjamin  terciptanya 
legitimasi  pemerintahan  daerah,  se- 
hingga  pemerintahan  daerah  menja- 
di  lebih  efektif;  (4)  mengurangi  prak- 
tek  money  politics  dalam  proses  pil- 
kada  dan  proses  laporan  pertanggung- 
jawaban  kepala  daerah  (Andy  Ram- 
ses, 2003:  60).  Dengan  pemilihan  kepa- 
la daerah  langsung  maka  ada  2  (dua) 
hal  penting  yang  patut  dicatat.  Per- 
tama,  lebih  menegakkan  kedaulatan 
rakyat  dalam  penyelenggaraan  peme- 
rintahan daerah;  dan  kedua,  dengan 
pemilihan  kepala  daerah  secara  lang- 
sung maka  yang  terpilih  akan  kuat 
legitimasinya,  karena  mendapat  man- 
dat  langsung  dari  rakyat.  Pemilihan 
kepala   daerah   liangsung  menjamin 
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terciptanya  stabilitas  sebuah  pemerin- 
tahan.  Ini  sangat  diperlukan,  yakni 
memberi  kesempatan  kepada  kepala 
daerah  dalam  rentang  waktu  yang  di- 
sediakan  untuk  dapat  bekerja  dengan 
baik,  sementara  melalui  legitimasi  rak- 
yat  yang  diberikan  kepadanya,  se- 
orang  kepala  daerah  akan  mempero- 
leh  dukungan  penuh  yang  memudah- 
kan  implementasi  program-programnya. 

Sejuinlah  jajak  pendapat  menunjuk- 
kan  harapan  dan  optimisme  terhadap 
pemilihan  kepala  daerah  langsung 
berkembang  dalam  masyarakat.  Pe- 
milihan kepala  daerah  langsung  di- 
nilai  akan  mampu  memutus  kesen- 
jangan  antara  aspirasi  rakyat  dan 
para  wakil  rakyat  dalam  proses  pe- 
milihan kepala  daerah  yang  semula 
dipilih  oleh  DPRD.  Hasil  jajak  penda- 
pat yang  dilakukan  Kompas  terhadap 
826  responden  di  Jawa,  Sumatera,  Ka- 
limantan, Sulawesi  dan  Papua  mem- 
perlihatkan  tingginya  harapan  masya- 
rakat akan  munculnya  kepala  daerah 
yang  lebih  berkualitas  dalam  pilkada 
langsung  di  masa  mendatang.  Tingkat 
keyakinan  ini  mencapai  90,9%  di  Ka- 
limantan, 84,1%  di  Sumatera,  82,9% 
di  Sulawesi,  71,1%  di  Jawa,  dan  64,3% 
di  papua  {Kompas,  14  Februari  2005). 
Hasil  survei  pendapat  umum  yang 
dilakukan  oleh  International  Foundation 
for  Election  (IFES)  atas  2.020  respon- 
den di  33  propinsi  Indonesia  menda- 
patkan  hasil  bahwa  mayoritas  res- 
ponden, mencapai  92%,  menilai  Pil- 
kada secara  langsung  akan  mampu 
meningkatkan  pelayanan  pemerintah 
daerah  kepada  masyarakat  {Kompas,  2 
Februari  2005). 


PERAN  PARPOL  DAN  PEMILIH 
DALAM  PENENTUAN  CALON 
TERPILIH 

UU  Pemda  No.  32/2004  menem- 
patkan  partai  politik  memegang  pe- 
ranan  penting  untuk  melakukan  fung- 
si  rekruitmen  politik  dalam  pemilihan 
kepala  daerah.  Ini  berarti  UU  Pemda 
menganut  paradigma  modemisme  par- 
tai, yakni  meyakini  bahwa  seleksi 
kepemimpinan  pejabat  publik  diken- 
dalikan  melalui  mekanisme  partai  po- 
litik, sebagaimana  yang  terbukti  ber- 
jalan  dengan  sangat  baik  di  Amerika 
Serikat,  Inggris  maupun  Australia~(Yu- 
wono  2004). 

Dalam  Pasal  59  diatur  bahwa  pa- 
sangan  calon  kepala  daerah  dan  wa- 
kil kepala  daerah  diusulkan  oleh 
partai  politik  atau  gabungan  partai 
politik,  dan  wajib  membuka  kesem- 
patan yang  seluas-luasnya  bagi  bakal 
calon  yang  memenuhi  syarat  dan  se- 
lanjutnya  memproses  bakal  calon  me- 
lalui mekanisme  yang  demokratis  dan 
transparan,  yakni  dengan  memperhati- 
kan  pendapat  dan  tanggapan  masya- 
rakat. Kalau  ingin  membangun  bang- 
sa  ini,  selayaknya  kriteria  yang  di- 
pakai  oleh  partai  politik  dalam  pro- 
ses rekruitmen  harus  mengedepankan 
asas  akseptabilitas  dan  kredibilitas. 

Akseptabilitas  itu  menyangkut  se- 
jauh  mana  seorang  pemimpin  me- 
nguasai  sumber  daya  politik  yang 
menjadi  basis  bagi  kegiatannya,  baik 
secara  legal  maupun  aktual.  Di  In- 
donesia sumber  daya  politik  yang 
penting  adalah  parlemen  (parpol),  ke- 
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lompok  Islam,  militer,  pelaku  usaha, 
LSM  dan  Dunia  Intemasional.  Sedang- 
kan  kredibilitas,  Steven  M.  Bornstein 
dan  Anthony  F,  Sands,  menyebutkan 
ada  lima  inti  (5C)  kredibilitas,  yaitu 
Conviction  (keyakinan  dan  komitmen). 
Character  (integritas,  kejujuran,  respek 
dan   kepercayaan   yang  konsisten). 
Courage  (keberanian,  kemauan  untuk 
bertanggung  jawab  atas  kemauannya)/ 
Composure  (ketenangan  batin),  dan 
"Competence  (keahlian,  ketrampilan,  dan 
profesionalitas)  (Riant  N.  Dwidjowi- 
joto  2001,  282-283). 

Bagaimana  memunculkan  calon  ke-  _ 
pala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah 
yang  memenuhi  syarat  akseptabilitas 
serta  kredibilitas  adalah  tugas  partai 
politik  melalui  fungsi  rekruitmennya. 
Fungsi  tersebut  dapat  dijalankan  oleh 
partai  politik  dengan  sangat  baik,  jika 
partai  tumbuh  menjadi  partai  politik 
modem,  sehingga  yang  dicalonkan  ada- 
lah yang  terbaik  dari  alternatif  calon 
yang  ada,  mereka  dipilih  dengan  selek- 
si  yang  ketat  berdasar  kiteria  meri- 
tokrasi.  Partai  politik  harus  sadar 
bahwa  untuk  bisa  memenangkan  ha- 
ti  pemilih,  maka  yang  dicalonkan  ha- 
rus mampu  menjual  program  serta  ke- 
tokohan  yang  berpengalaman. 

Sesungguhnya  partai  politik  di  In- 
donesia belum  tumbuh  menjadi  partai 
politik  modern.  Ini  ditandai  dengan 
masih  diandalkannya  sentimen  pri- 
mordial sebagai  basis  dukungan,  dan 
bukan  menjadikan  visi  dan  program 
partai  sebagai  day  a  tarik  (Rauf  2002). 
Untuk  memperbaiki  kualitas  demokra- 
si,  maka  partai  politik  seharusnya  su- 


dah  mempunyai  platform  yang  jelas 
dan  tidak  semata-mata  mengandalkan 
kepemimpinan  karismatiknya.  Harus 
diakui  perjalanan  partai  politik  sela- 
ma  ini  belum  mampu  memenuhi  im- 
pian  masyarakat  dalam  menuju  de- 
mokrasi  dan  kesejahteraan.  Segala  se- 
pak  terjang  partai  politik  selama  ini 
masih  jauh  dari  cita-cita  reformasi. 
Praktik-praktik  KKN  yang  seharusnya 
menjadi  agenda  utama  untuk  dimus- 
nahkan  justru  semakin  tumbuh  me- 
nguat  dan  melibatkan  orang-orang  par- 
tai, baik  yang  berada  di  legislatif  mau- 
pun  di  eksekutif,  baik  di  pusat  mau- 
-  pun  di  daerah,  . 

SejauK  ini  dalam  rekruitmen  calon 
kepala  daerah  lebih  terkesan  para  ca- 
lon yang  membutuhkan  "perahu"  par- 
tai politik,  bukannya  partai  politik 
yang  punya  kepentingan  untuk  men- 
cari  kader-kader  yang  memenuhi  kri- 
teria  akseptabilitas  dan  kredibilitas 
untuk  dicalonkan.  Realitas  bahwa  UU 
Pemda  No.  32/2004  tidak  tegas  mem- 
buka  ruang  bagi  calon  perseorangan, 
yakni  dengan  tidak  adanya  sanksi 
bagi  partai  politik  yang  mengabai- 
kan,  sehingga  putusan  akhir  untuk 
calon  perseorangan  sepenuhnya  di- 
tentukan  oleh  mekanisme  partai  da- 
lam melakukan  rekruitmen  calon  ke- 
pala daerah,  pun  dikhawatirkan  terja- 
di  praktik  beli  "perahu"  partai  politik 
oleh  kandidat.  Meski  sulit  dibuktikan, 
di  lapangan  beredar  isu  politik  uang 
menguat  terkait  dengan  pencarian 
"perahu"  oleh  para  kandidat.  Disebut- 
kan  harga  yang  dipatok  oleh  partai 
antara  Rp  1  miliar  hingga  2  miliar 
bagi  satu  calon  bupati  yang  didaf- 
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Tabel 5 


PERTIMBANGAN  DALAM  MEMILIH  KEPALA  DAERAH 


lCptpran0"an 

Ya 

Tidak 

i.  iv^ciiv.  iviCIIIdWdD 

Kesamaan  latar  belakang  paqDol 

28,1 

68,1 

3,8 

Kesamaan  latar  belakang  asal  daerah 

27,9 

70,0 

2,1 

Kesamaan  latar  belakang  agama 

41,2 

56,6 

2,2 

Kesamaan  latar  belakang  jenis  kelamin 

25,2 

72,7 

2,1 

Berasal  dari  putra  daerah 

44,7 

51,4 

3,9 

77  1 

70  n 

0  Q 

Berasal  dari  kalangan  militer 

23,0 

73,3 

3,7 

Berasal  dari  ulama/rohaniawan 

28,2 

67,3 

4,5 

Berasal  dari  kalangan  birokrat  pemerintahan 

37,3 

58,0 

4,7 

Berasal  dari  politisi 

36,4 

58,3 

5,3 

Berpengalaman  memimpin 

84,9 

13,2 

1,9 

Memiliki  tingkat  pendidikan  tinggi 

83,4 

14,6 

2,0 

Memiliki  tingkat  ekonomi  tinggi  ~ 

54,9  - 

41,7 

3,4 

N  =  1.016  {Sumber.  Kompas,  14  Februari  2005). 

tarkan  ke  KPUD  (Kompas,  19  April 
2005). 

Untuk  bisa  mendorong  partai  po- 
litik  bertanggung  jawab  memainkan  pe- 
ran  maksimal  dalam  rekruitmen  terse- 
but,  dibutuhkan  pemilih  yang  cerdas. 
Pemilih  dimaksud,  selain  dewasa  da- 
lam menyikapi  pemilihan  kepala  dae- 
rah sebagai  sebuah  cara  untuk  me- 
nyeleksi  pemimpinnya,  juga  mampu 
memperhitungkar\  risiko  yang  ditang- 
gung  manakala  salah  memilih.  Setiap 
5  tahun,  seluruh  rakyat  pemilih  mam- 
pu melakukan  evaluasi  atas  keberha- 
silan  atau  kegagalan  seorang  pemim- 
pin,  sekaiigus  menentukan  apakah  pe- 
mimpin  yang  sedang  duduk  masih 
akan  dicalonkan  lagi,  dipilih  kembali 
atau  tidak.  Barangkali  dibutuhkan  ber- 
kali-kali  pemilu  untuk  bisa  membawa 
pemilih  pada  tahap  kemampuan  ini. 
Namun,  paling  tidak  pengalaman  Pe- 


milu 2004  bisa  menjadi  titik  awal  tm- 
tuk  membangun  pemilih  cerdas  dalam 
pilkada. 

Sangat  menarik  mencermati  hasil 
jajak  pendapat  Kompas  (14  Februari 
2005)  di  mana  kemampuan  memim- 
pin dan  integritas  moral  dari  calon 
kepala  daerah  menjadi  pertimbangan 
utama.  Jajak  pendapat  tersebut  selain 
menunjukkan  adanya  rasionalitas  res- 
ponden  dalam  menentukan  sikapnya 
sebagai  pemilih,  juga  menggambarkan 
independensinya,  yakni  hanya  28% 
responden  yang  menyatakan  peduli 
dengan  kesamaan  partai  politik  pi- 
lihannya. 


POTENSI  KONFLIK  PILKADA 

Kesiapan  pemilih  merupakan  kom- 
ponen  yang  dikhawatirkan  mencede- 
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rai  kualitas  pemilihan  kepala  daerah. 
Jarak  emosi  dan  kepentingan  yang  sa- 
ngat  dekat  antara  pemilih  dan  para 
calon  dikhawatirkan  menjadi  sumber 
konflik  antar  massa  pendukung.  Dari 
sisi  kesiapan  pemilih,  dapat  ditengok 
dari  keberhasilan  penyeienggaraan  pe- 
milihan umum  legislatif  dan  pemilih- 
an presiden  yang  menunjukkan  ma- 
syarakat  memiliki  kesadaran  dan  ke- 
siapan yang  baik  untuk  menyong- 
song  pemilihan  kepala  daerah.  Sejauh 
ini  potensi  terjadinya  konflik  dalam 
pemilihan  kepala  daerah  tetap  terbu- 
ka  terutama  konflik  antarpendukung 
partai  politik  dan  konflik  antarpendu- 
kung calon"  sebagarmaha  hasir  "fajak" " 
pendapat  Xompfls  (14  Februari  2005). 
Beruntung  untuk  Jawa  Tengah  situa- 
si  kesiapan  masyarakat  lebih  baik,  ba- 
sil jajak  pendapat  Kompas  (18  Desem- 
ber  2004)  menunjukkan  bahwa  pemi- 
lihan kepala  daerah  langsung  di  Jawa 
Tengah  sudah  populer  di  masyarakat 
luas,  dan  masyarakat  juga  yakin  ti- 
dak  akan  ada  kerusuhah  dalam  pro- 
ses itu.  Kondisi  ini  menggembirakan 
mengingat  secara  kultural  demokrasi 
akan  tumbuh  subur  jika  ditopang  oleh 
tingkah  laku  demokratik  seperti  ke- 
siapan berbeda  pendapat,  kesiapan 
untuk  kalah,  kesiapan  bersaing  seca- 
ra jujur,  sikap  damai  dan  Iain-lain 
(Manan  2002,  64). 

Penyeienggaraan  Pemilu  2004  telah 
membuktikan  bahwa  masyarakat  pe- 
milih sudah  cukup  dewasa  untuk  me- 
nyikapi  proses  pemilihan  umum  dan 
hasil  pemilihan  umum.  Tahapan-tahap- 
an  yang  paling  krusial  untuk  meman- 
cing  bentrokan  massa,  yakni  tahap- 


an  kampanye  dan  tahapan  pemungut- 
an  dan  penghitungan  suara,  pun  be- 
bas  dari  kerusuhan.  Secara  dewasa, 
sesungguhnya  semua  perselisihan  yang 
timbul  dalam  pemilihan  umum  yang 
lalu  diselesaikan  melalui  mekanisme 
hukum. 

Meski  demikian,  sebagaimana  di- 
identifikasi  oleh  Mulyana  W.  Kusuma 
(2005,  46)  terdapat  sejumlah  titik  ra- 
wan  dalam  proses  penyeienggaraan 
pemilihan  kepala  daerah.  Titik  rawan 
ini  penting  diwaspadai  mengingat  aro- 
ma persaingan  dalam  pilkada  lebih 
tajam  dibanding  Pemilu  presiden  ka- 
-rena-jarak  geografis  dan  psikologis, 
antara  kandidat  dengan  konstituen- 
nya  relatif  lebih  dekat,  sebagai  berikut: 

1.  Proses  penjaringan  calon  kepala  dae- 
rah/wakil  kepala  daerah  oleh  par- 
tai politik  atau  gabimgan  partai  po- 
litik, jika  mekanisme  di  dalamnya 
tidak  berjalan; 

2.  Proses  penetapan  calon  kepala  dae- 
rah/wakil  kepala  daerah  sebagai 
peserta  oleh  KPUD,  jika  prosedur 
dan  hasil  penelitian  calon  kepala 
daerah/wakil  kepala  daerah  menda- 
pat  reaksi  dari  kelompok  pendukung 
calon  yang  dinyatakan  tidak  meme- 
nuhi  persyaratan; 


Aktivitas  KPU  Goa,  Sulawesi  Selatan, 
dialihkan  ke  rumah,  kantor  KPU  didatangi 
massa  pendukung  pasangan  calon  Hasan- 
Jusuf  yang  dibatalkan  oleh  KPU  karena  ti- 
dak memiliki  surat  pencalonan  dari  par- 
tai {Kompas,  29-4-2005);  ratusan  orang  me- 
nyegel  dan  menduduki  kantor  KPU  Pang- 
kep,  Sulawesi  Selatan,  mereka  adalah  pen- 
dukung salah  satu'  pasangan  calon  yang 
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3.  Persyaratan  calon  yang  oleh  masya- 
rakat  dinilai  tidak  menjamin  terpi- 
lihnya  kepala  daerah  yang  jujur, 
bersih  dan  track  record-nya  baik.  Pa- 
sal  58  (f)  menyebutkan  bahwa  calon 
"tidak  pernah  dijatuhi  pidana  pen- 
jara  berdasarkan  putusan  pengadil- 
an  yang  telah  memperoleh  kekuat- 
an  hukum  tetap  karena  melakukan 
tindak  pidana  yang  diancam  de- 
ngan  pidana  penjara  paling  lama  5 
(lima)  tahun  atau  lebih"; 

4.  Model  kampanye  negatif,  atau  bah- 
kan  kampanye  hitam  potensial  me- 

 warnai  Pilkada  sebagai  konsekuenr 

si  memilih  orang,  sehingga  bisa  me- 
mancing  kemarahan  massa  pendu- 
kung  pasangan  calon  itu; 

5.  Money  politics  yang  mengundang 
reaksi  publik  dan  bisa  menggugur- 
kan  pasangan  calon  jika  terbukti; 

6.  Reaksi  sosial  jika  terdapat  kecen- 
derungan  pelanggaran  terhadap  ne- 
tralitas  birokrasi; 


tidak  lolos  dalam  penetapan  pasangan  ca- 
lon {Kompas,  10  Mei  2005);  DPRD  Padang 
Pariaman  membekukan  dan  membubarkan 
KPUD  dengan  Surat  No.  171/66/Set.DPRD/ 
V/2005  karena  keputusannya  yang  tidak 
mengesahkan  salah  satu  pasangan  calon 
yang  terganjal  kelengkapan  ijasah  {Kom- 
pas, 10  Mei  2005);  KPU  Manggarai,  NTT, 
beserta  keluarganya  diungsikan  menyusul 
amuk  massa  PDI-P  yang  calonnya  gagal 
jadi  calon  bupati  (Kompas,  12  Mei  2005); 
KPU  Kota  Magelang,  Jawa  Tengah  digugat 
di  PN  karena  salah  satu  calon  walikota 
tidak  puas   terhadap   pelayanan  anggota 
KPU  yang  dinilai  tidak  memberi  kesempat- 
an  proses  penggantian  nama  calon  wakii 
walikota  pasangannya  (Kompas,  13  Mei  2005). 


7.  Saat  pemungutan  suara  dan  peng- 
hitungan  suara  apabila  terjadi  ke- 
curangan  oleh  pihak  mana  pun;^ 

8.  Saat  penetapan  hasil  penghitungan 
suara  oleh  KPUD,  karena  dalam 
Pilkada  berlaku  simple  majority  yang 
mengatur  batas  minimal  kemenang- 
an  calon  terpilih  hanya  25  persen, 
bisa  berakibat  ketidaksiapan  pemi- 
lih  untuk  menerima  kekalahan  pa- 
sangan calon  yang  didukung  ha- 
nya karena  selisih  suara  tipis. 

Menyikapi  titik  rawan  di  atas,  per- 
-J"  dipersiapkan  strategi  pengamanan 
Pilkada  berbasis  partisipasi  masyara- 
kat  lokal,  sehingga  setiap  tahapannya 
dapat  terselenggara  secara  tertib,  aman 
dan  demokratis.  Langkah  ini  penting 
mengingat  persoalan  yang  akan  mun- 
cul  dalam  pemilihan  kepala  daerah 
tidak  hanya  berkait  pada  proses  elek- 
toral,  tetapi  juga  setting  politik  daerah. 
Jika  diperhatikan  konflik  yang  marak 
dalam  pemilihan  kepala  daerah  di- 
picu  oleh  penilaian  bahwa  KPUD  se- 
bagai penyelenggara  tidak  independen 
serta  ketidakdewasaan  para  elite  daerah. 

Dibutuhkan  juga  sosiaUsasi  secara 
intensif  dan  masif  kepada  para  pe- 


Ribuan  orang  dari  16  Kecamatan  di 
Kabupaten  Gowa,  Sulsel  memblokir  jalan 
poros  Makasar-Gowa.  Aksi  ini  dilakukan 
massa  yang  menuntut  pemilihan  ulang  Pil- 
kada 27  Juni  karena  dinilai  sarat  dengan 
kecurangan,  adanya  mobilisasi  massa  dari 
kabupaten  lain  saat  pencoblosan  (Kompas, 
2  Juli  2005).  Mobil  dinas  Ketua  Kabupaten 
Kapuas  Hulu,  Kaibar  dirusak  massa,  ka- 
rena kesal  tuntutannya  untuk  menunda 
penetapan  calon  bupati  terpilih  tidak  di- 
penuhi  (Kompas,  4  Juli  2005). 
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milih  mengenai  implikasi  sistem  pe- 
milihan  kepala  daerah  sebagaimana 
diatur  oleh  UU  No.  32/2004  dan  PP 
No.  6/2005  kepada  pemilih.  Perlu  di- 
lakukan  pendidikan  pemilih  yang  me- 
mungkinkan  tumbuhnya  budaya  siap 
kalah  pada  para  pemilih,  sehingga 
mereka  tidak  mudah  dimobilisasi  dan 
siap  menerima  pasangan  calon  yang 
didukung  kalah  dalam  perolehan  sua- 
ra,  atau  tidak  memenuhi  syarat  seba- 
gai  calon,  atau  harus  gugur  karena 
terbukti  melakukan  money  politics  ber- 
dasar  putusan  pengadilan  yang  ber- 
kuatan  hukum  tetap. 

BEBERAPA  CRUSIAL  POINT 
ATURAN  MAIN  PILKADA 

Pedoman  penyelenggaraan  pemilih- 
an  kepala  daerah  adalah  Peraturan 
Pemerintah  No.  6/2005.  Semula  diha- 
rapkan  PP  tersebut  sudah  memuat  pe- 
ngaturan  hukum  proses  pemilihan  ke- 
pala daerah  secara  lengkap,  jelas  dan 
tegas  terutama  mengenai  hal-hal  yang 
belum  diatur  dalam  UU  No.  32/2004, 
sehingga  KPU  daerah  tidak  menga- 
lami  kesulitan  untuk  menyusun  re- 
gulasi  KPU  daerah  serta  melaksana- 
kannya  di  lapangan. 

Pada  tataran  electoral  regulation,  pe- 
nyelenggaraan Pilkada  masih  menga- 
iami  kekurangsempumaan.  Patut  dicer- 
mati  masih  terdapat  titik-titik  rawan 
yang  belum  diatur  dengan  jelas  dan 
tegas,  baik  dalam  UU  No.  32/2004 
maupun  PP  No.  6/2005,  sehingga  po- 
tensial  menimbulkan  persoalan  da- 
lam proses  pemilihan  kepala  daerah, 
sebagai  berikut: 
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1.  Tidak  tersedia  payung  hukum  jika 
di  daerah  hanya  muncul  1  (satu) 
pasangan  calon; 

2.  Dibukanya  ruang  untuk  menetap- 
kan  maksimal  pemilih  di  TPS  le- 
bih  dari  300  dengan  payung  hu- 
kum yang  lemah,  yakni  hanya  di- 
atur di  dalam  Penjelasan  PP  No. 
6/2005  (Payung  hukum  akhirnya 
tersedia  dengan  keluarnya  Perpu 
No.  3/2005  dan  PP  No.  17/2005); 

3.  Tidak  ada  pengaturan  tentang  pe- 
nundaan  waktu  manakala  terjadi 
ada  pasangan  calon  yang  berha- 
langan  tetap^  sejak  penetapan.  ca-_ 
Ion  sampai  pada  saat  dimulainya 
hari  kampanye,  sementara  ^artai  po- 
litik  atau  gabungan  partai  politik 
yang  mengusung  calon  tersebut  da- 
pat  mengusulkan  calon  pengganti. 
Situasi  ini  akan  menyulitkan  penga- 
daan  dan  distribusi  logistik  Pilkada; 

4.  Terdapatnya  peran  yang  besar  dan 
signifikan  dari  DPRD  dalam  pemi- 
lihan kepala  daerah  langsung.  Da- 
lam penyelenggaraan  Pilkada,  KPU 
daerah  dinyatakan  bertanggung  ja- 
wab  kepada  DPRD.  Diatur  juga  bah- 
w.a  Panwas  daerah  dibentuk  dan 
bertanggung  jawab  kepada  DPRD. 
Dalam  hal  ini,  perlu  ada  jaminan 
integritas  dan  independensi  KPU 
daerah  dan  Panwas  daerah,  se- 
dangkan  DPRD  sebagai  hasil  pemi- 
lihan umum  adalah  peserta  pemi- 
lihan umum  (Ketentuan  akhirnya 
ini  dibatalkan  oleh  putusan  Mah- 
kamah  Konstitusi  Nomor  072-073/ 
PUU-II/2005  tentang  pembatalan 
Pasal  57  (1),  Pasal  66  Ayat  (3)  Hu- 
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Tabel  6 

JUMLAH  APBD 

Kabupaten/Kota 

Kota  Pekalongan 
Kota  Semarang 
Kabupaten  Rembang 
Kota  Magelang 
Kabupaten  Sukoharjo 
Kabupaten  Blora 
Kabupaten  Boyolali 
Kabupaten  Purbalingga 
Kabupaten  Kebumen 
Kota  Surakarta 
Kabupaten  Kendal 
Kabupaten  Semarang 
Kabupaten  Purworejo  ^ 
Kabupaten  Wonosobo 
Kabupaten  Wonogiri 
Kabupaten  Klaten 
Kabupaten  Pemalang 


2005  UNTUK  PELAKSANAAN  PILKADA  DI  JAWA  TENGAH 


JadwalPilkada" 

5Juni  2005 

26Juni  2005 

27Juni2005 

27Juni 2005 

27Juni2005 

27Juni2005 
27Juni2005 
.  27Juni  2005 
5Juni2005 
27Juni2005 
26Juni2005 
24Juli2005 
"3  September  2005 
4  September  2005 
17  September  2005 
26  September  2005 
November  2005 


Anggaran 

6,0  Milyar 
6,3  Milyar 
4,0  Milyar 
5,0  Milyar 
5,0  Milyar 
11,7  Milyar 
3,0  Milyar 
3,0  Milyar 
4,3  Milyar 
5,5  Milyar 
2,5  Milyar 
5,0  Milyar 
3,0  Milyar^ 
1,5  Milyar - 
10,0  Milyar 
3,0  Milyar 
12  Milyar 


Jumlah 


Keterangan 

Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  pembahasan  DPRD 
Dalam  proses  penyusnnan  APBD 
Dalam  proses  penyusnnan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Telah  ditetapkan  Perda  APBD 
Telah  ditetapkan  Perda  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusnan  APBD 
Dalam  proses  penyilsunafi  APBD 
Telah  ditetapkan  Perda  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 
Dalam  proses  penyusunan  APBD 


90,8  Milyar 


Sumber: 


Fibr;iarT2005r  ^'"^'"'^  ^^^^  ^^"^^^  Gubemur  se-Indonesia,  17-18 

*KPU  Jawa  Tengah. 


ruf  (e),  Pasal  67  Ayat  (1)  Huruf  (e), 
dan  Pasal  82  Ayat  (2)  yang  menye- 
butkan  bahwa  KPUD  tidak  bertang- 
gung  jawab  kepada  DPRD  dalam 
pemilihan  kepala  daerah). 

Di  samping  persoalan  di  tingkat 
electoral  regulation,  kejelasan  anggaran 
yang  dialokasikan  untuk  pemilihan 
kepala  daerah  merupakan  faktor  yang 
juga  perlu  mendapat  perhatian.  Pada 
beberapa  daerah  yang  menyelenggara- 
kan  pemilihan  kepala  daerah  bulan 
Juni  2005  harus  menghadapi  kenyata- 
an  bahwa  tahap  pembahasan  anggaran 
dengan  DPRD  belum  tuntas  padahal 


tahapan  pemilihan  kepala  daerah  su- 
dah  berjalan. 

Terdapat  juga  ketentuan  dalam  PP 
yang  mempunyai  konsekuensi  ang- 
garan, tetapi    sejak  awal  tidak  dipre- 
diksi  oleh  KPU  daerah,  yakni  pen^ce- 
takan  kartu  pemilih.  Pengadaan  kartu 
pemilih  di  samping  menambah  beban 
anggaran  juga  berisiko  pada  akura- 
si  data  pemilih  yang  harus  dicetak 
dalam  kartu  tersebut  mengingat  wak- 
tu  yang  tersedia  pada  pemilihan  ke- 
pala daerah  Juni  2005  sangat  pen- 
dek.  Patut  juga  dicermati  ketentuan 
Pilkada  yang  dari  sisi  perencanaan 
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harus  disiapkan  anggarannya,  yakni 
pengaturan  Pilkada  berlangsung  dua 
putaran,  manakala  tidak  ada  pasang- 
an  calon  yang  memperoleh  suara  le- 
bih  dari  25%  dari  jumlah  suara  sah. 
Risiko  dari  pengaturan  dimungkinkan 
pemilihan  kepala  daerah  berlangsung 
dua  putaran  adalah  penyediaan  biaya 
hampir  dua  kali  lipat,  mengingat  se- 
jumlah  biaya  harus  dikeluarkan  dua 
kali.  Dari  sisi  manajemen  anggaran, 
biaya  untuk  dua  putaran  sudah  ha- 
rus dirancang  disediakan  meski  prak- 
tiknya  belum  tentu  pemilihan  kepala 
daerah  akan  berlangsung  dua  putar- 
an. Jika  dalam  satu  putaran  selesai, 
maka  sesuai  dengan  normatif  dana 
anggaran  yang  tidak  terpakai  dikem- 
balikan  ke  kas  negara  atau  kas  daerah. 

Mencermati  persoalan  di  atas,  ma- 
ka sangatlah  tidak  fair  jika  tuntutan 
terselenggaranya  pemilihan  kepala  dae- 
rah berkualitas  hanya  dibebankan  ke- 
pada  KPU  daerah,  sementara  sejak 
awal  dari  aturan  main  dan  kesiapan 
anggaran  terdapat  berbagai  persoal- 
an yang  secara  sistemik  potensial 
mencederai  kualitas  pemilihan  kepala 
daerah.  Disain  pemilihan  kepala  dae- 
rah sejak  awal  berbeda  dari  pemilih- 
an umum  legislatif  dan  pemilihan  pre- 
siden,  di  mana  KPU  punya  otoritas 
penuh  sebagai  penyelenggara.  Dalam 
Pasal  65  disebutkan,  tata  cara  pelak- 
sanaan  masa  persiapan  dan  tahap 


Pemilihan  Wali  Kota  Bandar  Lampung 
dan  Pemilihan  Gubernur  Bengkulu  dipas- 
tikan  berlangsung  dalam  dua  putaran  se- 
telah  tidak  ada  pasangan  calon  yang  me- 
lampaui  25%  suara  {Kompas,  30  Juni  2005 
dan  1  Juli  2005) 


pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah 
diatur  KPU  daerah  dengan  berpedom- 
an  pada  peraturan  pemerintah  (PP). 
Dengan  demikian  realisasi  pelaksana- 
annya  sangat  ditentukan  oleh  PP. 
DPRD  juga  mempunyai  peran  yang 
sangat  menentukan  dalam  pendana- 
an.  Konstruksi  demikian  ini  sesung- 
guhnya  memungkinkan  ada  interven- 
si  Pemerintah  maupun  DPRD  dalam 
pemilihan  kepala  daerah.  Dari  sisi  ini 
dinilai  merupakan  salah  satu  kele- 
mahan  UU  No.  32/2004  dalam  menja- 
min  kualitas  pemilihan  kepala  daerah 
yang  dimungkinkan  juga  sangat  dipe- 
ngaruhi  pada  struktur  politik  masing- 
rnasirig  daerah. 

PENYELENGGARAAN  PILKADA 
DI  JAWA  TENGAH 

Pada  bulan  Juni  2005  di  Jawa  Te- 
ngah  diselenggarakan  pemilihan  ke- 
pala daerah  di  11  Kabupaten/Kota. 
Pemilihan  kepala  daerah  dilaksana- 
kan  pada  tanggal  5  Juni  2005  untuk 
Kabupaten  Kebumen  dan  Kota  Peka- 
longan;  tanggal  26  Juni  2005  untuk 
Kota  Semarang  dan  Kabupaten  Ken- 
dal; dan  tanggal  27  Juni  2005  untuk 
Kota  Surakarta,  Kabupaten  Sukoharjo, 
Kabupaten  Boyolali,  Kabupaten  Rem- 
bang,  Kabupaten  Blora,  Kota  Magelang, 
dan  Kabupaten  Purbalingga. 

Secara  umum  penyelenggaraan  pe- 
milihan kepala  daerah  tersebut  ber- 
langsung sukses  dilihat  dari  tiadanya 
penundaan  hari  pemungutan  suara, 
sehingga  pada  11  kabupaten/kota  ter- 
sebut pemilihan  kepala  daerah  dise- 
lenggarakan   sesuai    jadwal  waktu 
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yang  sudah  ditetapkan  oleh  KPU 
daerah.  Hasil  jajak  pendapat  Kompas 
(4-7-2005)  terhadap  551  responden  di 
Kota  Semarang  dan  Kabupaten  Boyo- 
lali  menunjukkan  bahwa  mayoritas 
responden  menyatakan  kepuasannya 
atas  pelaksanaan  dan  hasil  pemilih- 
an  kepala  daerah  yang  baru  saja  di- 
lalui,  kepuasan  juga  ditujukan  pada 
kinerja  KPUD-nya. 

Akan  tetapi  tahapan  persiapan  dan 
pelaksanaan  pemilihan  kepala  dae- 
rah tidaklah  bebas  dari  beberapa  ken- 
dala  yang  membutuhkan  waktu  dan 
_  energi  Jambahan  untuk  mengatasinya.  - 
Turunnya  beberapa  ketentuan  tentang 
pemilihan  kepala  daerah  setelah  KPU 
Kabupaten/Kotai  sudah  mempersiap- 
kan  segala  sesuatunya  sangatlah  me- 
repotkan,  yakni  dengan  keluamya  Per- 
mendagri  No.   12/2005   tanggal  16 


Maret  2005  yang  mengatur  tentang 
pengelolaan  dan  pertanggungjawaban 
belanja  Pilkada,  dan  Surat  Edaran 
(SE)  Menpan  No.  SE/08//M.PAN/ 
3/2005  tanggal  31  Maret  2005  yang 
melarang  PNS  menjadi  anggota  PPK 
PPS,  KPPS. 

Setelah  terbit  SE  Menpan  tersebut, 
sejumlah  petugas  pemilihan  kepala 
daerah  yang  berstatus  PNS  menyata- 
kan akan  mengundurkan  diri,  pada- 
hal  60%  petugas  di  hampir  semua 
daerah  adalah  PNS  sehingga  pemi- 
lihan kepala  daerah  terancam  mun- 
dur.  Untuk  mengantisipasi  hal  ihi,  te- 
lah  dilakukan  revisi  terhadap  SE  Men- 
pan  tersebut  dengan  terbitnya  SE  Men- 
pan  No.  SE/08.A/M.PAN/5/2005  tang-' 
gal  2  Mei  2005,  sehingga  akhirnya 
PNS  boleh  menjadi  panitia  penyeleng- 
gara  pemilihan  kepala  daerah. 


Tabel  7 

 ANGGARAN  PILKADA  RIIL  (Dalam  Rupiah) 


Kabupaten/Kota 

Anggaran  Pembahasan 

Anggaran  Riil* 

Kota  Pekalongan 
Kota  Semarang 
Kabupaten  Rembang 
Kota  Magelang 
Kabupaten  Sukohaijo 
Kabupaten  Blora 
Kabupaten  Boyolali 
Kabupaten  Purbalingga 
Kabupaten  Kebumen 
Kota  Surakarta 
Kabupaten  Kendal 

6,0  Milyar 
6,3  Milyar 
4,0  Milyar 
5,0  Milyar 
5,0  Milyar 
11,7  Milyar 
3,0  Milyar 
■     3,0  Milyar 
4,3  Milyar 
5,5  Milyar 
2,5  Milyar 

5.731.461.500 

7.900.000.000 

4.000.000.000 

2.106.276.000 

6.531.274.000 

5.810.332.000 

9.486.488.663 

6.074.000.000 

6.595.005.335 

4.457.204.645 

5.400.000.000 

Jumlah 
Rata-rata 

56,3  Milyar 
5,12  Milyar 

64.092.042.134 
5.826.549.286 

*Sumber:    KPU  Jawa  Tengah  (diolah  dari  laporan  KPU  Kabupaten/Kota,  anggaran  dise- 
suaikan  dengan  Permendagri  No.  12/2005). 
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Di  Jawa  Tengah,  persoalan  dana 
sempat  mengganggu  tahapan  pemi- 
lihan  kepala  daerah.  Di  beberapa  dae- 
rah  dijumpai  permasalahan  dana  pe- 
milihan  kepala  daerah  yang  bisa  di- 
kelompokkan  atas  tiga  hal,  sebagai 
berikut: 

1.  Anggaran  belum  disahkan  tetapi  ta- 
hapan sudah  dimulai; 

2.  Anggaran  sudah  disahkan  tetapi 
belum  bisa  dicairkan  karena  terbit 
Permendagri  No.  12/2005,  sehingga 
hams  dilakukan  penyesuaian; 

3.  Anggaran  sudah  disahkan  tetapi  be- 
 lum  mencukupi.  ^  

Harus  diakui  terbitnya  Permendagri 
No.  12/2005  pada  saat  proses  pemilih- 
an  kepala  daerah  sed.ang  berlangsung 
cukup  mengganggu.  Pada  sebagian  dae- 
rah, proses  penyesuaian  pagu  ang- 
garan yang  ditetapkan  dalam  APBD 
dengan  ketentuan  Permendagri  No.  12/ 
2005  sempat  diwamai  dengan  ancam- 
an  mundur  oleh  sejumlah  PPK,  PPS 
dan  KPPS  yang  tidak  puas  dengan 
perubahan  besaran  honor  yang  akan 
diterima  menjadi  lebih  kecil  akibat 
penyesuaian  tersebut,  ini  antara  lain 
terjadi  di  Kota  Pekalongan,  Kabupaten 
Sukoharjo  dan  Kota  Semarang.  Akibat 
lainnya  dari  terbitnya  Permendagri  ter- 
sebut di  sejumlah  daerah  dana  pe- 
milihan  kepala  daerah  membengkak. 

Berikutnya,  KPUD  juga  kesulitan 
melaksanakan  penyusunan  Daftar  Pe- 
milih  Tetap  (DPT).  Penjelasan  Pasal 
19  Ayat  (2)  PP  No.  6/2005  mengatur 
bahwa  daftar  pemilih  (berasal  dari 
DPT  Pilpres  Putaran  II)  dimutakhirkan 


dan  divalidasi  oleh  perangkat  daerah 
yang  mengurusi  tugas  kependudukan 
dan  catatan  sipil  (Dispenduk  Capil). 
Praktiknya  data  yang  diterima  Dispen- 
duk Capil  dari  Depdagri  bukan  data 
DPT  Pilpres  Putaran  II,  melainkan  data 
P4B  produk  BPS. 

Kesiapan  Dispenduk  Capil  antar 
daerah  juga  bervariasi  mengingat  PP 
No.  6/2005  terbit  tanggal  11  Februari 
2005,  sehingga  penugasaimya  tidak  di- 
antisipasi  oleh  institusi  tersebut,  baik 
dari  sisi  SDM,  sarana  prasarana  dan 
anggaran.  Identifikasi  persoalan  oleh 
KPU  Propinsi  Jawa  Tengah  berkaitan 
-  dengan-  kegia tan  -pendaf taran  pemilih 
di  11  kabupaten/kota  adalah  sebagai 
berikut: 

1.  Penyerahan  Daftar  Penduduk  Po- 
tensial  Pemilih  Pilkada  (DP4)  oleh 
Dispenduk  Capil  kepada  KPU  dae- 
rah terlambat  dari  jadwal  yang  di- 
tentukan  oleh  Depdagri; 

2.  Dispenduk  Capil  mengalami  kesu- 
litan teknis  dalam  melakukan  pemu- 
takhiran  maupun  validasi  daftar  pe- 
milih, dan  dalam  pelaksanaan  tidak 
tersedia  dana; 

3.  Dispenduk  Capil  banyak  yang  ti- 
dak efektif  melibatkan  perangkat  RT/ 


Meski  Berita  Acara  penyerahan  DP4 
kepada  KPUD  tertanggal  14  Maret  2005 
tetapi  hasil  pantauan  bersama  KPU  Pro- 
pinsi Jawa  Tengah  dan  Biro  Pemerintahan 
Propinsi  Jawa  Tengah  tanggal  1-2  April 
2005  menunjukkan  bahwa  data  tersebut 
belum  sempurna,  sehingga  harus  diturun- 
kan  kembali  sebelum  diserahkan  kepada 
PPS  untuk  disusun  menjadi  DPS.  Karena- 
nya  KPUD  harus  merevisi  jadwal  pengu- 
muman  DPS. 
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Tabel  8 


PEMILIH  DAN  ANGKA  PARTISIPASI  PILKADA 


Kabupaten/Kota 

Pemilih 

Partisipasi  (%) 

Suara  Sah  (%) 

Kota  Pekalongan 
Kota  Semarang 
Kabupaten  Rembang 
Kota  Magelang 
Kabupaten  Sukoharjo 
^aDupaten  Diora 
Kabupaten  Boyolali 
Kabupaten  Purbalingga 
Kabupaten  Kebumen 
Kota  Surakarta 
Kabupaten  Kendal  - 

190.130 
997.200 
425.562 
86.553 
597.386 
623.628 
701.705 
618.208 

67,95 
66,68 
82,45 
77,45 
72,68 
74,39 
76,68 
72,68 

92  51 
94,93 
96,42 
94  72 
93,66 
95,47 
95,05 
96,84 

856.625 
376.611 
652.877 

71,85' 

74,91 

73,32 

97,05 
96,66 
91,32 

Rata-rata 

73,73 

94,96 

Sumber.  KPU  Jawa  Tengah  (diolah  dari  laporan  KPU  Kabupaten/Kota). 


RW  untuk  melakukan  pencocokan 
dan  penelitian  di  lapangan. 

Akibat  dari  kondisi  ini,  selain  me- 
nyebabkan  Daftar  Pemilih  Sementara 
(DPS)  akhirnya  terlambat  diumumkan 
oleh  PPS,  di  lapangan  sampai  mende- 
kati  hari  pemungutan  suara  masih  ter- 
dapat  penduduk  yang  menuntut  untuk 
bisa  didaftar  sebagai  pemilih.  Kenya- 
taarmya,  data  pemilih  merupakan  ma- 
salah  paling  menonjol  dalam  pemilih- 
an  kepala  daerah  Juni  2005. 

Pemilihan  kepala  daerah  juga  men- 
dulang  angka  partisipasi  pemilih  yang 
lebih  rendah  dibanding  partisipasi  pe- 
milih di  Pemilu  Legislatif  maupun 
Pilpres  1  dan  Pilpres  II  tahim  2004.  Jum- 
lah  pemilih  yang  tidak  hadir  di  TPS 
rata-rata  mencapai  26,27%,  dan  ang- 
ka tertinggi  di  Kota  Semarang  yang 
mencapai  33,32%,  disusul  Kota  Peka- 
longan sebesar  32,05%.  Kondisi  ini 
tentu  tidak  hanya  karena  minimnya 


sosialisasi,  khususnya  yang  menyang- 
kut  pendidikan  pemilih.  Faktor  kuali- 
tas  pasangan  calon  yang  berkompe- 
tisi  diduga  juga  turut  andil  dalam 
mempengaruhi  minat  pemilih  untuk 
hadir  ke  TPS. 

Walaupun    menurut  Huntington 
(2001,  140)  bahwa  di  kebanyakan  ne- 
geri  demokrasi  yang  bam,  tingkat  pem- 
berian  suara  selama   masa  transisi 
tinggi,  tetapi  menurun,  kadang-kadang 
secara  agak  drastis,  pada  pemilihan- 
pemilihan  berikutnya.  Tetapi  di  ba- 
nyak  negara  Pemilu  lokal  lebih  men- 
dapat  perhatian   dibanding  Pemilu 
nasional,  yang  kemudian  mendorong 
pemilih  untuk  hadir  di  TPS,  karena 
isu  yang  dijual  pada  Pemilu  lokal 
sangat  dekat  dengan  kepentingan  pe- 
milih lokal.  Ironisnya,  terjadi  juga  di 
daerah  lainnya  di  Indonesia,  ketika 
pemilihan  kepala  daerah  mendekat- 
kan  pasangan  calon  dengan  rakyat 
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pemilih,  partisipasi  pemilih  justru  me- 
nurun  drastis. 

Dalam  pemilihan  kepala  daerah  vi- 
si,  misi  dan  program  yang  ditawarkan 
para  calon  sejatinya  belum  mampu 
mengangkat  isu  lokal  tersebut.  Ma- 
syarakat  juga  kurang  mempunyai  ak- 
ses  untuk  mengetahui  dengan  baik 
program-program  yang  ditawarkan  pa,- 
ra  calon.  Berbeda  dari  Pemilu  2004, 
masa  kampanye  pemilihan  kepala  dae- 
rah hanya  14  hari  dan  tidak  banyak 
menarik  perhatian  masyarakat.  Kon- 
disi  ini  mendorong  pemilih  tetap  me- 
menangkan  pasangan  calon  yang  se- 
dang  menjah at  {incumbeTny  y an^  iiota 
bene  sudah  lebih  dikenal.  Kecuali  Ko- 
ta  Pekalongan,  di  10  Kabupaten/Kota 
semua  kepala  daerahnya  mencalon- 
kan  diri  kembali,  dan  7  (tujuh)  di  an- 
taranya  tampil  sebagai  pemenang, 
yakni  di  Kabupaten  Kebumen,  Kabu- 
paten  Purbalingga,  Kota  Semarang, 
Kota  Magelang,  Kabupaten  Kendal, 
Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabupaten 
Blora. 


PENUTUP 

Secara  teori,  pemilihan  kepala  dae- 
rah langsung  membuka  akses  publik 
untuk  terlibat  dalam  penentuan  kepa- 
la daerahnya.  Hasil  penelitian  Kom- 
pas  (14-2-2005)  menunjukkan  bahwa 
para  pemilih  yakin  yang  terpilih  akan 
lebih  baik  dibanding  produk  lembaga 
legislatif  seperti  yang  lalu.  Ini  tentu 
perlu  diuji,  perlu  disadari  oleh  semua 
pihak  bahwa  masih  ada  persoalan 
yang  bisa  menjadikan  kualitas  pemi- 


lihan kepala  daerah  tidak  lebih  baik 
dibanding  produk  lembaga  legislatif. 

Walaupun  pemilihan  kepala  dae- 
rah langsung  merupakan  langkah  ma- 
ju  bagi  pembangunan  demokrasi  di 
Indonesia,  tetapi  dari  sisi  pengaturan 
hukum,  Pilkada  masih  menyisakan 
pekerjaan  rumah  dan  beberapa  hal 
yang  perlu  diperdebatkan.  Selain  itu, 
masih  tetap  ada  ancaman  terhadap 
independensi  KPU  daerah.  Meskipun 
KPU  daerah  dalam  penyelenggaraan 
pemilihan  kepala  daerah  tidak  ber- 
tanggung  jawab  kepada  DPRD,  tetapi 
tidak  menutup  kemungkinan  struktur 

-  politik-  masing-masing  daerah-  bisa  

mempengaruhi  independensinya.  Un- 
dang-undang  mengatur  bahwa  Pan- 
was  dibentuk  dan  bertanggung  jawab 
kepada  DPRD.  Padahal  seharusnya, 
seperti  yang  berlaku  di  negara-negara 
demokratis  lainnya,  Panwas  harus  in- 
dependen  dan  menjadi  bagian  dari  in- 
stitusi  penyelenggara  pemilihan  yang 
menangani  pengawasan. 

Perlu  juga  disadari  bahwa  kualitas 
yang  terpilih  dipengaruhi  juga  oleh 
pola  rekruitmen  calon  oleh  partai  po- 
litik  dan  kecerdasan  pemilih  dalam 
menentukan  piliharmya.  Masih  banyak 
catatan  tentang  kinerja  partai  politik 
dalam  melakukan  fungsi  rekrutmen, 
serta  masih  banyak  pekerjaan  rumah 
untuk  menjadikan  pemilih  kita  menja- 
di pemilih  yang  cerdas  dan  rasional. 
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Politik  Peraturan  Perundang- 
undangan  di  Indonesia: 
Suatu  Kajian  Kritis* 

Binoto  Nadapdap 

Tereiptanya  hukum  baru  sebagai  pengganti  hukum  lama  peninggalan  pe- 
merintah  jajahan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  proklamasi  kemerdekaan  ma- 
sih  belum  dapat  diwujudkan  sepenuhnya.  Hingga  saat  ini  masih  ada  ratusan 
peraturan  perundang-undangan  peninggalan  pemerintah  kolonial  yang  menja- 
di  acuan  dalam  tatanan  kehidupan  kita  bersama.  Langkah  dan  kebijakan  yang 
ditempuh  oleh  Yemerinta}runtuk~menggantikan  peraturan  lama  sudah~  silih 
berganti.  Namun  upaya  mengganti  peraturan  lama  tersebut  masih  bersifat  tam- 
bal  sulam  dan  dilakukan  secara  tergesa-gesa.  Salah  satu  hal  yang  menjadikan 
pembentukan  undang-undang  dilakukan  secara  tergesa-gesa  adalah.^oleh  kare- 
na  tidak  adanya  Undang-Undang  yang  khusus  mengatur  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-Undangan.  Dengan  kehadiran  Undang-Undang  No.  10/ 
2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  diharapkan  era 
tertib  hukum  dapat  dimulai.  Ketidaktertiban  dalam  pembentukan  peraturan  per- 
undang-undangan yang  terjadi  masa  lalu  tidak  perlu  lagi  terulang  atau  paling 
tidak  dapat  ditekan  sampai  seminimal  mungkin  pada  masa-masa  mendatang. 


IPENDAHULUAN 

DALAM  kehidupan  masyara- 
kat  dewasa  ini,  pengaruh  atau 
intervensi  negara  terhadap 
Jberbagai  bidang  kehidupan,  tidak  lagi 
tterbatas  pada  urusan  mengatur  {social 
icontrol)  semata.  Selain  daripada  meng- 
iatur,  peran  serta  negara  yang  tidak 
rkalah  pentingnya  adalah  mengarah- 


Artikel  semuJa  berasal  dari  paper  penulis 
-untuk  mata  kuliah  Politik  Hukum  pada  Pro- 
igram  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Univer- 
sitas  Indonesia.  Artikel  ini  telah  mengalami 
penambahan,  pengurangan  dan  pengeditan 
■seperlunya. 


kan  atau  mengendalikan  gerak  lang- 
kah kehidupan  warganya  melalui  pro- 
ses pengendalian  sosial  {social  engin- 
eering). Ini  sejalan  dengan  berkembang- 


Uraian  mengenai  hal  ini  antara  lain  11- 
hat  Erman  Rajagukguk,  "Perubahan  Hukum  In- 
donesia: Persatuan  Bangsa,  Pertiunbuhan  Eko- 
nomi  dan  Kesejahteraan  Sosial  (1998-2004)" 
dalam  Erman  Rajagukguk,  Hikmahanto  Juwa- 
na  dan  Timothy  Lindsey  (editor),  Perubahan 
Hukum  di  Indonesia  (1998-2004),  Harapan  2005 
Oakarta:  Fakultas  Hukum  Uiuversitas  Indonesia 
dan  Indonesia-Australia  Legal  Development 
Facility),  1-30;  Solly  Lubls,  "Hukum  Nasional 
Dalam  Rangka  Pembangunan  Jangka  Pan- 
jang  Kedua,"  dalam  I  Made  Widnyana  et.  al, 
Bunga  Rampai  Pembangunan  Hukum  Indonesia 
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nya  pemikiran  mengenai  negara  kese- 
jahteraan  (welfare  state).  Saat  sekarang 
ini  boleh  dikatakan  hampir  setiap  jeng- 
kal  atau  tidak  ada  lagi  bidang-bidang 
kehidupan  dari  warga  masyarakat  yang 
bebas  dari  intervensi  negara.  Karena 
itu,  peraturan  perundang-undangan  (le- 
gislation) merupakan  bagian  hukum 
yang  dibuat  secara  sengaja  oleh  in- 
stitusi  negara.  Dalam  konteks  demi- 
kian,  peraturan  perundang-undangan 
tidak  mungkin  muncul  secara  tiba- 
tiba.  Peraturan  perundang-undangan 
dibuat  dengan  tujuan  dan  alasan  ter- 
tentu. 

Hal  ini  antara  lain  dikarenakan  ke- 
adaan  dan  kebutuhan  suatu  masyara- 
kat (negara)  dari  waktu  ke  waktu  ti- 


(Bandung:  Eresco,  1995),  1-34.  Lawrence  Ro- 
sen, "Hukum  dan  Perubahan  Sosial  di  Ne- 
gara-negara  Baru,"  dalam  Peters,  A.A.G.  dan 
Koesriani  Siswosoebroto  (ed),  Hukum  dan 
Perkembangan  Sosial:  Buku  Teks  Sosiologi  Hu- 
kum, Buku  III  (Jakarta:  Sinar  Harapan  1990), 
225-230.  Seidman  Robert,  "Law  and  Devel- 
opment: A  General  Model,"  dalam  Rajaguk- 
guk,  Erman  (ed),  Peranan  Hukum  dalam  Pemba- 
ngunan  Ekonomi,  Jilid  I  (Jakarta:  Program  Pasca- 
sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indo- 
nesia, 2004),  51-84. 
2 

Lihat  J.  Donald  Moon  (ed).  Responsibility 
Rights  and  Welfare:  The  Theory  of  the  Welfare 
State  (Boulder  and  London:  Westview  Press, 
1988),  19-54.  Lihat  juga  Lilt  Rasijdi,  Filsafat 
Hukum:  Apakah  Itu?  (Bandung:  PT.  Remaja 
Rosdakarya,  1991),  50. 
3 

Juwana,  Hikmahanto,  "Tantangan  Refor- 
masi  Hukum  di  Indonesia  dalam  Perubahan 
Hukum  di  Indonesia  dalam  2005,"  dalam 
Erman  Rajagukguk,  Hikmahanto  Juwana  dan 
Timothy  Lindsey  (ed.),  Perubahan  Hukum  di 
Indonesia  (1998-2004),  Harapan  2005  (Jakarta: 
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan 
Indonesia-Australia  Legal  Development  Fa- 
cility), 36. 


daklah  bersifat  statis,  melainkan  se- 
nantiasa  mengalami  perkembangan  dan 
perubahan  (dinamis).  Bidang-bidang 
kehidupan  tertentu  yang  pada  masa 
lalu  dianggap  belum  saatnya  untuk  di- 
atur  secara  tersendiri  dalam  undang- 
undang,  seiring  dengan  perkembang- 
an yang  terjadi  kemudian,  bidang-bi- 
dang kehidupan  tersebut  perlu  diatur 
dalam  peraturan  tersendiri.  Negara 
perlu  turut  campur  tangan  dalam  tata 
kehidupan  bersama  untuk  mengada- 
kan  perubahan-perubahan  dalam  men- 
capai  tujuan-tujuan  yang  hendak  di- 
capai,  antara  lain  dengan  mengeluar- 
kan  ban^^ak  peraturan  perundang-un- 
dangan. Undang-undang  dewasa  ini 
berfungsi  memberikan  bentuk  yuridis 
kepada  upaya  campur  tangan  sosial 
yang  dilakukan  negara.  Setiap  hukum 
yang  dipakai  negara  untuk  meme- 
rintah  bukannya  tidak  berubah,  teta- 
pi  ia  harus  disesuaikan  dengan  tiap 
situasi. 

Tujuan  dan  alasan  dibentuknya  per- 
aturan perundang-imdangan  dapat  ber- 
aneka  ragam.  Pelaksanaan  undang-un- 
dang tidak  lain  adalah  pencapaian  apa 
yang  diikhtiarkan  dalam  politik  hu- 
kum yang  telah  ditetapkan  (furthering 
policy  goals)  J 


S.  Attaminu,  A.  Hamid,  "Dmu  Pengetahuan 
Perundang-undangan"  dalam  Majalah  Hukum 
dan  Pembangunan  XX,  No.  1  (Februari,  1990):  2. 

^Ibid. 

^de  Gruchy,  John  W.,  Christianity  and  Demo- 
cracy alih  bahasa  Martin  Lukito  Sinaga,  Agama 
Kristen  dan  Demokrasi  (Jakarta:  PT.  BPK,  Gu- 
nung  Mulia,  2003),  84. 

7 

Juwana,  opxit.,  36. 


ar.T  TTTK  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  PI  INDONESIA  (Nadapdap) 


313 


PENGINGKARAN  TERHADAP 
amanat  PROKLAMASI 

proklamasi  kemerdekaan  Indonesia 
sendiri  tidaklah  didasarkan  pada  per- 
siapan  atau  perencanaan  yang  matang. 
Pada  saat  itu  persiapan  ke  arah  pem- 
bentukan  perundang-undangan  yang  di- 
harapkan  akan  mengiringi  proses  prok- 
lamasi tidak  mungkin  dilaksanakan. 

Karena  itu,  untuk  mengisi  kekosong- 
an  hukum  pada  alam  kemerdekaan,  pa- 
ira  pendiri  Republik  ird,  di_  dalam  _ Atur- 
:an  Peralihan  Pasal  1  Undang-Undang 
Dasar  1945  dengan  jeli  merumuskan 
bahwa  segala  peraturan  perundang- 
lundangan.yang  ada  masih.Jetap  berla-___ 
:ku  selama  belum  disusun  yang  baru 
menurut  Undang-Undang  Dasar  ini. 

Yang  menarik  adalah  bahwa  sekali- 
pun  UUD  1945  maupun  teks  prokla- 
masi sudah  mengamanatkan  pemben- 
( tukan  undang-undang  yang  baru  da- 
;  lam  tempo  yang  sesingkat-singkatnya, 
.  kenyataan  menunjukkan  bahwa  nega- 


Soedjati  Djiwandono,  J.  "Democratic  Ex- 
>  periment  in  Indonesia:  Between  Achievements 
I  and  Expectations,"  dalam  Satya  Arinanto 
1  (pengumpul)  Politik  Hukum  2,  (Jakarta:  Pro- 
?  gram  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Uni- 
versitas  Indonesia,  2005,  159.  Soedjati  antara 
-  lain  mengatakan  ...  When  Indonesia  proclaimed 

i  jfs  national  independence  in  1945,  it  set  out 
'  to  established  a  modern  republican  state  on  the 

ii  basis  of  democratic  principles.  It  began  with 

'  the  establishment  of  democratic  institutions,  if 
in  rudimentary  and  provisional  forms,  such  as 
'  the  presidency,  the  cabinet,  the  parliament,  po- 
I  litical  parties,  and  the  judicial  system.  But  as  in 
•  many  others  fields,  the  Indonesia  republican  prac- 
'  tically  started  from  scratch.  The  new  nation  had 
'  no  experience  nor  tradition  in  democratic  practice 
'  upon  which  to  draw  lessons  and  foundations  for 
'  its  future  growth  and  development. 


ra  kita  sendiri  telah  melakukan  'p^^g" 
ingkaran'  terhadap  amanat  proklama- 
si dan  UUD  1945.  Amanat  agung  un- 
tuk menciptakan  peraturan  perundang- 
undangan  yang  baru  dalam  tempo  se- 
singkat-sesingkatnya,  langsung  tidak 
dapat  kita  penuhi  tahun  1946.  Tahun 
pertama  setelah  kemerdekaan,  kita  te- 
lah langsung  melakukan  "wanpres- 
tasi"  terhadap  amanat  luhur  prokla- 
masi kemerdekaan  1945. 

Dikatakan  demikian  oleh  karena  UU 
No.  1/1946  bukan  merupakan  undang- 
undang  baru  dalam  artian  sebagai 
undang-undang  untuk  menggantikan, 
merubah,  mencabut  atau  meniadakan 
uh^ang-ulidaiig"  periihg^^^ 
tah  Hindia  Belanda.  UU  tersebut  ha- 
nyalah  merupakan  pernyataan  bahwa 
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana 
peninggalan  Hindia  Belanda  (Wetboek 
van  Strafrecht /YJvS)  berlaku  sebagai  un- 
dang-imdang  di  berbagai  (tidak  di  selu- 
ruh)  wilayah  Indonesia.  Kitab  Undang- 
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  baru 
berlaku  secara  nasional  di  Indonesia 
pada  tahun  1958  melalui  Undang-Un- 
dang No.  73/1958.  Yang  dapat  dila- 
kukan  pada  tahun  1946  baru  sampai 
pada  tahap  menyatakan  Wetboek  van 
Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie  (Kitab 
Undang-Undang  Hukimi  Pidana/KUHP) 
Hindia  Belanda  berlaku  menjadi  un- 
dang-undang. 

Untuk  mengganti  KUHP  pening- 
galan Belanda,  sudah  beberapa  kali 
dibuat  RUU  yang  baru  dan  pada  saat 
yang  sama  tim  dan  para  pakarnya 
juga  sudah  berkali-kali  diganti.  Te- 
tapi  hingga  sekarang  RUU  tentang 
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KUHP  tersebut,  belum  jelas  bagai- 
mana  ujungnya.  Nasibnya  tidak  je- 
las entah  ke  mana.'  Belakangan,  soal 
RUU  tentang  KUHP  kembali  marak  di- 
perbincangkan,  karena  salah  satu  pa- 
salnya  sudah  menyentuh  atau  meng- 
atur  wilayah  metafisik  (supra  natural). 
Di  sini  berlaku  apa  yang  dinyatakan 
oleh  mantan  Hakim  Agung  Amerika 
Serikat,  Oliver  Wendel  Holmes,  bahwa 
"yang   hidup   sekarang  sebenarnya 
dikuasai  oleh  yang  mati".  "We  the 
living,  are  governed  by  the  dead"}° 


— POLITIK  PERUNDANG-UNDANG- 
AN 

Peraturan  Perundang-undangan  me- 
rupakan  salah  satu  bagian  dari  sub- 

9 

Mardjono  Reksodiputro,  Meninjau  Ran- 
cangan  Undattg-Undang  Tentang  Kitab  Undang- 
Undang  Hukum  Pidana  Dalam  Konteks  Perlin- 
dungan  HAM.  Penyusiman  konsep  Kitab  Un- 
dang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  baru 
dimulai  bulan  Maret  1981.  Penyusunan  di- 
lakukan  oleh  dua  tim,  yaitu  (a)  Tim  Pengka- 
Jian;  dan  (b)  Tim  Rancangan.  Kemudian  ke- 
dua  tim  ini  bergabung  menjadi  satu  de- 
ngan  pimpman  berturut-turut:  Prof.  Sudar- 
to,  SH  (meninggal  tahun  1986),  Prof.  Mr. 
Roeslan  Saleh  (meninggal  tahun  1988)  dan 

^9^7  ^f'^^^f ^P"^^°  (Ketua  sejak  tahun 

1987-1993)  dan  dengan  Sekretaris  N.Y.  Yus- 
nda  Erwin,  SH  (1982-1983)  Sedangkan  Prof. 
Oemar  Seno  Adjie  menjadi  konsultan  (me- 
nmggal  tahun  1991).  Tim  yang  telah  beker- 
ja  selama  lebih  dari  10  tahun  (1981-1993) 
telah  menyerahkan  lebih  dari  sepuluh  kon- 
sep. Rancangan  yang  diserahkan  pada  ta- 
hun 1993  dan  kemudian  diubah  lagi  dengan 
rancangan  tahun  2002  sebagian  besar  (mung- 
kin  karya  ini  sudah  hilang  pula).  Lihat  Ma- 
jalah  Jurnal  Keadilan  2,  No.  2  ( 2002):  13-15. 

Tasrif,  S.,  Menegakkan  Rule  of  Law  di  Ba- 
wah  Orde  Baru  Jilid  I  (Jakarta:  Persatuan  Ad- 
vokat  Indonesia,  1971),  122. 


sistem  hukum,    karena  itu  politik  per 
undang-undangan  tidak  dapat  dip^ 
sahkan  dari  politik  hukum.  Mempela 
jari  politik  hukum  pada  dasarnya  ju 
ga  mempelajari  politik  perundang 
undangan,  demikian  pula  sebaliknya.^^ 
Setiap  negara  memiliki  politik  hu- 
kum. Perbedaannya  hanya  pada  pe- 
ngelolaannya.  Ada  negara  yang  me- 
nyusun  politik  hukumnya  secara  be- 
rencana  dan  sistematis,  dan  ada  pu- 
la yang  tidak  demikian.  Dengan  demi- 
kian politik  hukum  ada  yang  bersifat 
tetap^dan  ada  pula  yang  bersifat  tem- 
-porer^ 

Secara  umum,  dalam  pembentuk- 
an  Undang-Undang  (UU)  proses  yang 
dilakukan  dapat  digolongkan  dalam 
dua  cara.  Pertama,  adalah  pembentuk- 
an  Undang-Undang  dengan  proses 

11 

Menurut  Lawerence  M.  Friedman  ada 
tiga  unsur  sistem  hukum  {Three  Elements  of 
legal  System).  Ketiga  unsur  sistem  hukum 
tersebut  adalah  struktur  {structure),  substan- 
si  {substance)  dan  kultur  hukum  {legal  culture) 
Substance  is  composed  of  substantive  rules  and 
rules  about  how  institutions  should  be  have. 
Yang  dimaksud  dengan  substansi  adalah 
aturan  norma,  perilaku  nyata  manusia  yang 
berada  dalam  sistem  itu.  Substansi  juga 
berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang 
yang  berada  di  dalam  sistem  hukum  itu, 
mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,' 
aturan  baru  yang  mereka  susun.  Substansi 
juga  mencakup  living  laios  (hukum  yang  hi- 
dup), dan  bukan  lagi  hanya  aturan  yang 
ada  di  dalam  kitab  undang-undang  atau 
law  books. 
12  . 

Annanto,  Satya,  Politik  Hukum:  Kumpul- 
an  Materi  Transparansi  Semester  Genap  2003- 
2004  (Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum 
Universilas  Indonesia,  2005)  tanpa  halaman. 
13. 


Ibid. 


14 


Juwana,  op.  cit.,  32-33. 
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top  down.  Dalam  proses  ini,  individu 
yang  menduduki  kekuasaan  atau  ja- 
batan  di  pemerintah  memvisikan  arah 
hukum.  Visi  inilah  yang  kemudian 
diterjemahkan  menjadi  hukum,  terma- 
suk  Undang-Undang.  Kerap  terjadi  an- 
tara  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  me- 
reka  yang  menduduki  jabatan  di  pe- 
merintahan  dengan  nilai-nilai  yang  di- 
atur  oleh  masyarakat  saling  berbeda, 
bahkan  bertentangan.  Oleh  Icarenanya, 
dalam  proses  ini  keberhasilan  imple- 
mentasi  Undang-Undang  akan  sangat 
bergantung  pada  penegakan  hukum. 
Tanpa  penegakan  hukum  yang  kuat, 
undang-undang  hanya  akan  menjadi 
simbol  belaka. 

Cara  kedua  adalah  pembentukan 
Undang-Undang  dengan  proses  bottom 
up.  Dalam  proses  ini  individu  yang 
menduduki  kekuasaan  atau  jabatan 
di  pemerintahan  berperan  sebagai  fa- 
silitator.  Masyarakat  yang  menentu- 
kan  nilai-nilai  yang  perlu  diatur.  Da- 
lam proses  ini  maka  penegakan  hu- 
kum tidak  perlu  ketat  mengingat  ma- 
yoritas  masyarakat  telah  menganut 
nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  un- 
dang-undang. Penegakan  hukum  dila- 
kukan  terhadap  minoritas  masyarakat 
sehingga  mereka  mau  bertindak  se- 
suai  dengan  apa  yang  dibuat  oleh 
mayoritas  masyarakat. 

Dalam  sejarah  pembentukan  per- 
aturan  perundang-undangan  di  In- 
donesia, dari  dua  cara  ini  yang  pa-, 
ling  dominan  adalah  cara  top  down. 
Mereka  yang  menduduki  posisi  di 
pemerintahan  memvisikan  dan  mem- 
buat  aturan-aturan  yang  mengakomo- 


dasi  nilai-nilai  yang  berbeda  dengan 
yang  dibuat  oleh  masyarakat.  Mere- 
ka ini  kerap  menggunakan  'rakyat" 
sebagai  legitimasi  tetapi  tidak  benar- 
benar  melihat  kebutuhan  rakyat. 

Proses  top  down  sangat  mewarnai 
pembentukan  peraturan  perundang- 
undangan  karena  beberapa  alasan.  Per- 
tama,  demokrasi  Indonesia  belum  ber- 
jalan  dengan  sempurna.  Keinginan 
masyarakat  masih  sangat  mudah  un- 
tuk  dimanipulasi  oleh  para  pemegang 
kekuasaan.  Sebagai  akibat  nilai-nilai 
yang  hidup  di  masyarakat  sulit  di- 
harapkan  untuk  dapat  diterjemahkan 
dalam_  Undang-Undang.  Kedua,  jpro- 
ses  top  rfowM  dianggap  proses  yang 
paling  mudah  untuk  dilakukan  meng- 
ingat budaya  yang  ada  di  masyara- 
kat adalah  budaya  untuk  turut  pa- 
da  pimpinan.  Ketiga,  masyarakat  ma- 
dani  di  Indonesia  belum  terbentuk 
secara  sempurna  yang  memberi  pe- 
luang  pada  pengambil  kebijakan  un- 
tuk melakukan  berbagai  manuver. 

KETENTUAN  UNDANG-UNDANG 
DASAR 

Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 
sendiri  tidak  menentukan  secara  li- 
mitatif.  Apa  yang  perlu  diatur  dengan 
undang-undang.  UUD  1945,  memberi 


Ibid.  Lihat  juga  Russel  Lawrence  Barsh, 
Democratization  and  Development  dalam  Erman 
Rajagukguk  {pengumpul)  Peranan  Hukum  dalam 
Pembangunan  Ekonomi  (Program  Pascasarjana 
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2005) 
hal.  165.  Barsh  antara  lain  mengatakan  ... 
Furthermore,  they  are  influence  by  variations  in 
political  cultur especially  the  extent  to  which 
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keleluasaan  dan  ruang  gerak  bagi  le- 
gislatif  dalam  membuat  berbagai  un- 
dang-undang. 

Semua  aspek  kehidupan  manusia 
baik  dalam  rangka  kehidupan  berne- 
gara  maupun  kehidupan  kemasyara- 
katan,  baik  dalam  hubungan  sesama 
warga  negara,  maupun  dalam  rangka 
penyelenggaraan  pemerintahan  nega- 
ra (hubungan  pemerintah  dengan  war- 
ga negara  dan  alat  kelengkapan  ne- 
gara) dapat  diatur  dengan  undang- 
undang.  Undang-undang  adalah  kun- 
ci  pokok  dalam  pelaksanaan  pemerin- 
tahan berdasarkan  atas  hukum.  De- 
ngan demikian,  semua  aspek  kehidup- 
an da|)at  diatur  dengan  Undang-Un- 
dang. 

Karenanya,  luas   lingkup  materi 
yang  dapat  diatur  dengan  undang- 
undang  sangat  sulit  secara  tegas  di- 
terapkan  batas-batasnya.  Apabila  pem- 
bentuk  undang-undang  menghendaki 
agar  suatu  hal  diatur  dengan  UU, 
maka  tidak  ada  halangannya.  Walau- 
pun  demikian,  materi  muatan  undang- 
undang  ada  dua,  yaitu  yang  disebut 
dalam  UUD  bahwa  materi  tersebut 
harus  diatur  dengan  UU,  dan  hal-hal 
lain  yang  oleh  pembentuk  UU  perlu 
diatur  dengan  UU.^'^ 


people  feel  they  should  be  involved  in  decisions- 
and  societal  beliefs  about  the  proper  role  and 
behaviour  leaders. 

Rosjidi  Ranggawijaya,  Pengantar  llmu 
Perundang-undangan  Indonesia  (Bandung:  Man- 
dar  Maju,  1998),  59. 
17 

Joeniarto,  Selayang  Pandang  Tentang  Sum- 
ber  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Yogyakarta- 
Uberty,  1980),  106-107. 


Menurut  Soehino,  ada  4  (empat) 
hal  yang  menjadi  materi  muatan  un- 
dang-undang, yaitu:  (1)  Materi  yang 
menurut  UUD  1945  harus  diatur  de- 
ngan Undang-Undang;  (2)  Materi  me- 
nurut Ketetapan  MPR  yang  memuat 
garis-garis  besar  dalam  bidang  legis- 
latif  harus  dilaksanakan  dengan  Un- 
dang-Undang; (3)  Materi  yang  menu- 
rut ketentuan  Undang-Undang  Pokok- 
pokok,  harus  dilaksanakan  dengan 
Undang-Undang;  dan,  (4)  Materi  lain 
yang  mengikat  umum,  seperti  kewa- 
jiban  kepada  penduduk,  yang  mengu- 
rangi  kebebasan  warga  negara,  yang 
memuat  keharusan  dan  larangan.^* 

Sedangkan  menurut  Abdul  Hamid 
S.  Attamimi  materi  muatan  undang- 
undang  adalah  yang  ditentukan  oleh 
UUD  1945  meliputi: 

a.  Petunjuk  Batang  Tubuh  UUD  1945. 
Menurut  petunjuk  Batang  Tubuh 
UUD  1945  ada  tiga  kelompok  yang 
menjadi  materi  muatan  Undang- 
Undang,  yaitu  hal-hal  yang  menge- 
nai  hak  (asasi)  manusia,  mengenai 
pembagian  kekuasaan  negara,  dan 
mengenai  penetapan  organisasi  ser- 
ta  alat  kelengkapan  negara. 

b.  Petunjuk  Penjeiasan  UUD  1945.  De- 
ngan mengacu  kepada  wawasan 
negara  berdasarkan  atas  hukum  dan 


18„  , 

Soehino,  Hukum  Tata  Negara:  Teknik  Per- 
undang-undangan (Yogyakarta:  Liberty,  1981), 
37-38. 
19 

A.  Hamid  S.  Attamimi,  Peranan  Keputus- 
an  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyeleng- 
garaan Pemerintahan  Negara,  disertasi  (Depok: 
Pascasarjana  Universitas  Indonesia,  1990),  219. 
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wawasan  konstitusi,  maka  undang- 
nndang  adalah  "pemahaman"  pokok 
sehingga  Undang-Undang  merupa- 
kan  dasar  dan  batas  bagi  tindakan 
pemerintah. 

Sedangkan  menurut  Pasal  8  UU 
No.  10/2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  yang 
menjadi  materi  muatan  undang-undang 
adalah: 

a.  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan 
Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- 
publik  Indonesia  Tahun  1945  yang 
meliputi: 

1.  hak-hak  asasi  manusia; 

2.  hak  dan  kewajiban  warga  negara; 

3.  pelaksanaan  dan  penegakan  ke- 
daulatan  negara  serta  pembagian 
kekuasaan  negara; 

4.  wilayah  negara  dan  pembagian 
daerah; 

5.  kewarganegaraan  dan  kependu- 
dukan; 

6.  keuangan  negara. 

b.  diperintahkan  oleh  suatu  Undang- 
Undang  untuk  diatur  dengan  Un- 
dang-Undang. 

PEMBAHARUAN  HUKUM 

Dalam  Pidato  Dies  Na  talis  di  Uni- 
versitas  Gajah  Mada,  Prof.  Soepomo 
telah  mengemukakan  tentang  kebu- 
tuhan  suatu  tata  hukum  yang  kuali- 


Lihat  Undang-Undang  No.  10/2004  ten- 
tang Pembentukan  Peraturan  Perundang-un- 
dangan, Lembaran  Negara  Republik  Indone- 
sia tahun  2004  Nomor  53. 


tasnya  sejajar  dengan  tata  hukum  da- 
ri  negara-negara  maju,  suatu  kesatuan 
hukum  sipil  untuk  semua  golongan 
warga  negara,  dan  suatu  sistem  hu- 
kum yang  mencakup  segala  aliran  pi- 
kiran  modem  dunia.  ^ 

Mr.  Suwandi  dalam  ceramahnya 
pada  tahun  1955,  yang  menyatakan 
bahwa  kita  tidak  dapat  mengelak  dari 
kewajiban  untuk  menciptakan  sendiri 
hukum  nasional.  Sebagai  bangsa  yang 
memegang  kehormatan  diri,  kita  tidak 
dapat  hanya  meneruskan  tata  hukum 
warisan  dari  masa  lampau  saja  yang 
dasar-dasamya  sudah  sama  sekali  ber- 
libah  dari  zamah  hidup  kita  sekarahg.^" 

Usaha  ke  arah  merealisasikan  ama- 
nat  proklamasi  kemerdekaah  itu  telah 
dirintis  oleh  Pemerintah  melalui-  Ke- 
putusan  Presiden  Republik  Indonesia 
No.  107/1958  tentang  pembentukan 
Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasio- 
nal (LPHN).  Di  dalam  Keppres  No. 
107  tahun  1958,  alasan  perlunya  di- 
bentuk  LPHN,  didasarkan  pada  per- 
timbangan: 

1.  Tata  hukum  Indonesia  selama  ma- 
sa penjajahan  mengalami  pembe- 
lokan-pembelokan  yang  berliku-hku 
untuk  memenuhi  keperluan  pengua- 
sa  jajahan  dan  kaum  penjajahan. 

2.  Peraturan-peraturan  hukum  dan  pe- 
nguasa  jajahan  itu,  meskipun  de- 


Satya  Arinanto,  Politik  Hukum:  Kumpul- 
an  Materi  Transparansi  Semester  Genap  2003- 
2004  (Pascasarjana  Fakutas  Hukum  Univer- 
sitas  Indonesia  Semester  Genap  2003/2004), 
tanpa  halaman. 
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ngan  syarat,  terpaksa  dinyatakan 
masih  berlaku  hingga  diganti  de- 
ngan  peraturan  yang  lain. 

3.  Peninjauan  kembali  perundang-un- 
dangan  masa  penjajahan  secara  sis- 
tematis  dan  terpimpin  oleh  suatu 
cita  hukum  nasional  belumlah  di- 
mulai. 

4.  Perundang-undangan  sejak  jaman 
kemerdekaan  dilakukan  oleh  Ke- 
menterian masing-masing  yang  ber- 
sangkutan,  dan  baik  mengenai  ma- 
teri  yang  belum  diatur  maupun 

■  yang  sudah  diatur  dahulu,  karena 
hafus  mengejar  keperluan  waktu; 
tfdak  selalu  dilakukan  dalam  rang^ 
ka  keseluruhan. 

5.  Peninjauan  kembali  hukum  yang 
sudah  ada  dan  pembentukan  hu- 
kum baru  secara  sistematis  dan  be- 
rencana  untuk  membangun  suatu 
cita  hukum  yang  terkandung  da- 
lam Undang-Undang  Dasar  perlu 
segera  dilaksanakan. 

6.  Pekerjaan-pekerjaan  tersebut  meru- 
pakan  pembinaan  hukum  nasional 
yang  tidak  dapat  semata-mata  di- 
serahkan  kepada  Kementerian  ma- 
sing-masing, karena  Kementerian- 
kementerian  dalam  hal  perundang- 
undangan  masih  tetap  sibuk  de- 
ngan  melayani  keperluan-keperluan 
sewaktu-waktu. 

Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasio- 
nal (LPHN)  yang  dibentuk  pada  tahun 
1958  ini,  kemudian  berdasarkan  Ke- 
putusan  Presiden  Republik  Indonesia 
No.  45/1974  diubah  namanya  menja- 
di  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasio- 
nal (BPHN). 


Jika  berdasarkan  Keputusan  Presi- 
den RI  No.  107/1958  LPHN  berada 
dan  bertanggung  jawab  langsung  ke- 
pada Perdana  Menteri,  namun  ber- 
dasarkan Keputusan  Presiden  RI  No. 
45/1974,  BPHN  berada  dan  bertang- 
gung jawab   kepada   Menteri  yang 
membawahinya,  yaitu  Menteri  Keha- 
kiman  (sekarang  Menteri  Kehakiman 
dan  HAM).  Salah  satu  alasan  menge- 
nai perlunya  pembentukan  LPHN  pa- 
da  tahun  1958,  yaitu  perundang-un- 
dangan sejak  jaman  kemerdekaan  di- 
lakukan oleh  Kementerian  masing-ma- 
sing yang  bersangkutan,  dan  baik 
mengenai  materi  yang  belum  diatur 
maupun  yang  sudah  diatur  dahulu, 
karena    harus    mengejar  keperluan 
waktu,  tidak  selalu  dilakukan  dalam 
rangka  keseluruhan  persyaratan  pem- 
bentukan, oleh  Kepres  No.  45/1974 
menjadi  dihapuskan  atau  tidak  lagi 
menjadi  bahan  pertimbangan.  Dengan 
Kepres  No.  45/1974,  kewenangan  un- 
tuk membuat  suatu  undang-undang 
dikembalikan  kepada  masing-masing 
Departemen  atau  Lembaga  Non-De- 
partemen  (LPND)  lainnya. 

Pada  tahun  1958,  yaitu  di  dalam 
Seminar  Hukum  Nasional  I  yang  di- 
adakan  di  Jakarta  pada  tahun  1963, 
telah  diambil  keputusan  sebagai  b^ri- 
kut:  (a)  Pembinaan  hukum  nasio- 
nal diarahkan  kepada  unifikasi  hu- 
kum dalam  segala  bidang,  dengan 
memperhatikan  ciri-ciri  khas  dan  ting- 
kat  perkembangan  masyarakat  daerah; 


23„ 


Soerjono  Soekanto,  Kedudukan  dan  Peramn 
Hukum  Adat  di  Indonesia  Qakarta:  Karunia  Esa, 
1982),  67-70. 
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(b)  Ditentukan  prioritas  masalah-ma- 
salah  yang  harus  diatur;  (c)  Hukum 
tertulis  mengenai  bidang-bidang  hu- 
kum tertentu  sedapat  mungkin  dihim- 
pun  dalam  bentuk  kodifikasi.  Saat- 
nya  disusun  undang-undang  hukum 
waris  Nasional  dengan  mengindah- 
kan  prinsip  keseimbangan  pembagian 
antara  laki-laki  dan  perempuan. 

Selanjutnya  dalam  Seminar  Hukum 
Nasional  III  yang  diadakan  di  Sura- 
baya tahun  1979  telah  diputuskan 
hal-hal  sebagai  berikut: 

a.  Pembinaan  hukum  nasional  harus 
memperhatikan  hukum  adat. 

b.  Unifikasi  hukum  dan  pembentukan- 
hukiun  melalui  perundang-undangan 
memerlukan  skala  prioritas: 

1.  supaya  didahulukan  bidang-bi- 
dang hukum  yang  sifatnya  uni- 
versal dan  netral,  yaitu  bidang- 
bidang  hukum  yang  berhubung- 
an  kepentingan  publik  dan  so- 
sial  dan  bidang-bidang  hukum 
yang  langsimg  menunjang  kema- 
juan  ekonomi  dan  pembangunan. 

2.  bidang-bidang  hukum  yang  erat 
hubungannya  dengan  kehidup- 
an  budaya  memerlukan  penga- 
rahan  yang  seksama  dan  tidak 
tergesa-gesa,  Kodifikasi  dilaksa- 
nakan  secara  bertahap,  baik  de- 
ngan undang-undang  maupun 
dengan  Perpu. 

Setelah  terjadi  reorganisasi  BPHN 
pada  tahun  1974,  pembaharuan  hu- 
kum sebagai  usaha  untuk  menyusun 
dan  membentuk  kaidah-kaidah  hu- 
kum nasional  yang  baru  meliputi:  (a) 
pembentukan  hukum  menggantikan 


kaidah-kaidah  hukum  lama  yang  ti- 
dak sesuai  lagi  dengan  kebutuhan 
masyarakat;  (b)  membentuk  hukum 
baru  tentang  hal  yang  belum  ada 
pengaturarmya. 

Dalam  TAP  MPR  No.  IV/MPR/ 
1973   tentang  pembaharuan  hukum 
ditetapkan  bahwa:  (a)  Pembangunan 
di  bidang  hukum  dalam  negara  hu- 
kum Indonesia  adalah  berdasar  atas 
landasan  sumber  tertib  hukum  nega- 
ra, yaitu  cita-cita  yang  terkandung 
pada  pandangan  hidup,  kesadaran 
dan  cita-cita  hukum  serta  cita-cita 
moral  yang  luhur  yang  meliputi  sua- 
sana_kejiwaari  serta  watak  bangsa  In- 
donesia yang  dipadatkan  dalam  Pan- 
casila    dan    Undang-Undang  Dasar 
1945;  (b)  Pembinaan  bidang  hukum 
harus  mampu  mengarahkan  dan  me- 
nampung  kebutuhan  hukum  sesuai 
dengan  kesadaran  hukum  rakyat  yang 
berkembang  ke  arah  modernisasi  me- 
nurut  tingkat  kemajuan  pembangunan 
di  segala  bidang  sehingga  tercapai 
ketertiban  dan  kepastian  hukum  se- 
bagai prasarana  yang  harus  dituju- 
kan  ke  arah  peningkatan  pembinaan 
kesatuan  bangsa.  Sebagai  sarana  me- 
nunjang perkembangan  modernisasi 
dan  pembangunan  yang  menyeluruh, 
pembinaan  hukum  nasional  perlu  di- 
lakukan  melalui  pembaharuan,  kodi- 
fikasi, serta  unifikasi  hukum  di  bi- 
dang-bidang tertentu,  dengan  jalan 
memperhatikan  kesadaran  hukum  da- 
lam masyarakat. 

Di  dalam  Repelita  II,  Bab  27,  dinya- 
takan  bahwa  pembangunan  bidang 
hukum  dilakukan  dengan  jalan:  (a) 
perungkatan  dan  penyempumaan  pern- 
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binaan  hukum  nasional  dengan  an- 
tara lain  mengadakan  pembaharuan, 
kodifikasi,  serta  unifikasi  hukum  di 
bidang  hukum  tertentu  dengan  jalan 
memperhatikan  kesadaran  hukum  da- 
lam  masyarakat;  (b)  menertibkan  fung- 
si  lembaga-lembaga  hukum  menurut 
proporsinya  masing-masing;  (c)  pe- 
ningkatan  kemampuan  dan  kewibawa- 
an  penegak  hukum. 

-  Dari  uraian  di  atas  terlihat  bah- 
wa  kebijakan  politik  untuk  memba- 
ngun  hukum  dan  perundang-undang- 
an nasional  sudah  berkali-kali  diru- 
muskan  dan  sudah  berulang  kali  pu-^ 
la  dilakukan  pergantian  rencana  dan 
program  untuk  membangun  hukum 
dan  perundang-undangan  nasional. 
Berbagai  rumusan,  konsep,  dan  ga- 
gasan  abstrak  telah  dikemukakan,  te- 
tapi  belum  berhasil  dijabarkan  sam- 
pai pada  tingkat  operasional.^^  Sekali- 
pun  pemerintahan  dan  konsep  pem- 
bentukan  undang-undang  datang  si- 
lih  berganti,  kenyataannya,  produk 
perundang-undangan  baru  untuk  meng- 
gantikan  peninggalan  pemerintah  ja- 
jahan  masih  belum  dapat  direalisa- 
sikan.  Kegiatan  perundang-undangan 
cenderung  dilakukan  secara  tergesa- 
gesa  {sweeping  legislation)  dan  bersi- 
fat  acak-acakan.    Sampai  dengan  ta- 
hun  1995,  terdapat  sekitar  400  (empat 
ratus)  peraturan  dari  masa  kolonial 
yang  masih  berlaku  hingga  saat  itu.^^ 


Satjipto,  Rahardjo,  Sisi-sisi  Lain  Dari  Hu- 
kum di  Indonesia  Gakarta:  Kompas,  2003),  138. 

^S.  Tasrif,  Ibid.,  154. 


JUDICIAL  REVIEW  (UJI  MA- 
TERIIL) 

Hak  uji  materil  adalah  suatu  we- 
wenang  untuk  menyelidiki  dan  kemu- 
dian  menilai,  apakah  suatu  peratur- 
an perundang-undangan  isinya  se- 
suai  atau  bertentangan  dengan  pera- 
turan yang  lebih  tinggi  derajatnya,  ser- 
ta apakah  suatu  kekuasaan  tertentu 
{verordende  macht)  berhak  mengeluar- 
kan  suatu  peraturan  tertentu.  Jadi  hak 
menguji  materiil  dari  suatu  peratur- 
an perundang-undangan  dalam  hu- 
bungannya  dengan  peraturan  yang 
lebih  tinggi.  

Keberadaan  hak  menguji  mafeT-iil 
di  Indonesia  sudah  diperdebatkan  se- 
jak  Undang-Undang  Dasar  1945  di- 
rancang.  Polemik  antara  Soepomo  dan 
Mohammad  Yamin  misalnya,  menun- 
jukkan  bahwa  para  pembentuk  nega- 
ra  sejak  awal  memperhatikan  masa- 
lah  hak  menguji  materiil  tersebut.  Se- 
bagaimana  dimaklumi,  dalam  sidang 
BPUPKI  tanggal  15  JuH  1945  Muham- 
mad Yamin  mengemukakan  peman- 
dangan  dalam  kaitan  dengan  kewe- 
nangan  Mahkamah  Agung.  Menurut 
Muhammad  Yamin,  Balai  Agung  atau 
Mahkamah  Agung  seyogyanya  diberi 
wewenang  untuk  membanding  undang- 
undang  (maksudnya  menguji  materiil) 
dengan  Undang-Undang  Dasar,  yaitu 


Satya  Arinanto,  Politik  Hukum:  Kumpulan 
Materi  Transparansi  Semester  Genap  2003-2004 
(Pascasarjana  Fakutas  Hukum  Univesitas  In- 
donesia, 2003),  tanpa  halaman. 
27 

Sri,  Soemantri,  Hak  Menguji  Materil  di  In- 
donesia (Bandung:  Alumni,  1982),  5-6. 
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apakah  undang-undang  yang  dibuat 
oleh  Dewan  Perwakilan  tidak  me- 
langgar  Undang-Undang  Dasar  atau 
bertentangan  dengan  hukum  adat 
atau  dengan  syariah  Islam. 

Terhadap  pendapat  tersebut  Soe- 
pomo  dengan  tegas  menolaknya,  de- 
ngan alasan  bahwa  hak  menguji  ma- 
teriil  berlandaskan  kepada  trias  po- 
litica,  sementara  Undang-Undang  Da- 
sar yang  hendak  dibentuk  tidak  ber- 
landaskan pada  ajaran  tersebut.  Di 
samping  itu,  ahli  hukum  saat  itu  be- 
lum  memadai  baik  ditinjau  dari  segi 
jumlah  maupun  profesionalisme.  Po- 
leiriik  tersebut  berakhir  dengan"  me- 
nunda  j?embicaraah  miengenai  hal  ter- 
sebut.    Pembicaraan  mengenai  hak 
menguji  materiil  tidak  muncul  lagi 
hingga  rancangan  undang-undang  da- 
sar disahkan  menjadi  UUD  1945  oleh 
Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indo- 
nesia pada  tanggal  18  Agustus  1945.^° 
Karena  itu  mengenai  uji  materiil  ada 
dua  pendapat,  yaitu:  (a)  bahwa  hak 


Rosjidi  Ranggawijaya,  Pengantar  Ilmu 
Perundang-undangan  Indonesia  (Bandung:  Man- 
dar  Maju,  1998),  102. 


Todung  Mulya  Lubis,  "In  Search  of  Hu- 
man Rights:  Legal  Political  Dilenunas  of  Indo- 
nesia's New  Order,  1966-1990"  dalam  Satya 
Arinanto  (Compiler)  Politik  Hukum  2  (Jakarta: 
Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Univer- 
sitas  Indonesia,  2004),  201.  Mulya  Lubis  anta- 
ra  lain  mengatakan  ...  Soepomo  made  no  further 
about  judicial  review,  and  Yamin  dropped  his 
proposal.  However,  the  (question  og  judicail  review 
has  not  been  completely  forgetten,  and  for  a  very 
brief  time  in  1950  judicial  review  was  practiced 
by  the  Supreme  Court  under  the  1949  Constitu- 
tion. Neither  the  Provisional  Constitution  nor  the 
1945  Constitution  provides  for  judicial  review. 


menguji  materiil  tidak  diakui;  (b)  hak 
menguji  materiil  diakui  ada."'^ 

AMANDEMEN  KONSTITUSI 

Perdebatan  mengenai  kewenangan 
untuk  melakukan  uji  materil  terha- 
dap undang-undang  (judicial  review) 
baru  berakhir  setelah  UUD  1945  di- 

32 

amandemen  beberapa  kali.  Pasal  24 
(c)  UUD  1945  berbunyi:  "Mahkamah 
Konstitusi  berwenang  mengadili  pa- 
da tingkat  pertama  dan  terakhir  yang 
putusarmya  bersifat  final  vmtuk  meng- 
uji undang-undang  terhadap  Undang- 
Undang  Dasar,  memutus  sengketa  ke-. 
wenangan  lembaga  negara  yang  ke- 
wenangannya  diberikan  oleih  Undang- 
Undang  Dasar,  memutus  pembubar- 
an  partai  politik  dan  memutus  seng- 
keta perselisihan  tentang  hasil  pemi- 
lihan  umum". 

Setelah  Undang-Undang  Mahkamah 
Konstitusi  diundangkan,  kalangan  ter- 
tentu  sudah  ada  yang  mengajukan  ju- 
dicial review  terhadap  beberapa  un- 
dang-undang. Selasa,  4  November  2003, 
adalah  hari  yang  penting  dan  berse- 
jarah  bagi  bangsa  Indonesia,  karena 
pada  hari  itu  untuk  pertama  kalinya 
Mahkamah  Konstitusi  bersidang.  Judicial 
review  yang  diajukan  kepada  Mahka- 
mah Konstitusi  dilaksanakan  antara 


Soemantri,  Ibid.,  103. 

32 

UUD  1945  telah  mengalami  amande- 
men (perubahan)  sebanyak  empat  kali.  Peru- 
bahan  pertama  disahkan  pada  19  Oktober 
1999;  perubahan  kedua  disahkan  pada  18 
Agustus  2000;  perubahan  ketiga  disahkan 
pada  10  November  2001  dan  perubahan  ke- 
empat  pada  10  Agustus  2002. 
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lain  untuk  UU  No.  22/2001  tentang 
Minyak  dan  Gas  Bumi;  UU  No.  20/ 
2002  tentang  Ketenagalistrikan,  UU 
No.  24/2002  tentang  Surat  Utang 
Negara;  UU  No.  30/2002  tentang  Ko- 
misi  Pemberantasan  Tindak  Pidana 
Korupsi;  UU  No.  12/2003  tentang  Pe- 
milihan  Umum;  UU  No.  18/2003  ten- 
tang Advokat;  UU  No.  22/2003  ten- 
tang Susunan  dan  Kedudukan  MPR, 
DPR,  DPD  dan  DPRD. 

Pada  masa  lalu,  RUU  yang  sebe- 
lumnya  tidak  termasuk  dalam  agenda 
pembicaraan — dengan  berbagai  alasan 
dan  pertimbangan — secara  tiba-tiba 
muncul  menjadi  rancangan  undang- 
undang  yang  diprioritaskan  untuk 
pembahasan.  Karena  itu,  bila  kebiasa- 
an  'menyelipkan'  rancangan  undang- 
undang  pada  masa  lalu  belum  disi- 
sihkan^  hal  tersebut  kemungkinan  bisa 
jadi  akan  menjadi  pemicu  semakin  se- 
ringnya  muncul  permohonan  judicial 
review  terhadap  undang-undang.  De- 
ngan dasar  dan  pertimbangan  bahwa 
RUU  yang  secara  tiba-tiba  muncul  ke 
permukaan,  sangat  potensial  untuk 
mengabaikan,  atau  meniadakan  ke- 
tentuan  aturan  yang  lebih  tinggi  (kon- 
stitusi).  Sebab,  rancangan  undang- 
undang  (RUU)  yan>  terlebih  dahu- 
lu  sudah  disosialisasikan  pun  ma- 
sih  tetap  tidak  dapat  menjamin  me- 
menuhi  ketentuan  UUD.  Terlebih- 
lebih  lagi  RUU  yang  tidak  melalui 
proses  sosialisasi.  Karenanya,  dengan 
adanya  RUU  yang  tidak  diabaikan 
hak  dan  kewajiban  hukumnya,  kebe- 
ratan  terhadap  undang-undang  da- 
pat  dinyatakan  melalui  judicial  review 
melalui  Mahkamah  Konstitusi. 


KEPUSTAKAAN 
Buku 

Arinanto,  Satya.  2003.  Politik  Hukum:  Kum- 
pulan  Materi  Transparansi  Semester  Genap 
2003-2004.  Pasca  Sarjana  Fakutas  Hukum, 
Universitas  Indonesia. 

Manan,  Bagir.  1992.  Dasar-Dasar  Perundang- 
undangan  Indonesia.  Jakarta:  Ind-Hill.  Co. 

de  Gruchy,  John  W.  2003.  Christianity  and 
Democracy,  alih  bahasa  Martin  Lukito 
Sinaga,  Agama  Kristen  dan  Demokrasi. 
Jakarta:  FT  BPK,  Gunung  Mulia. 

Francis,  Philip.  1979.  How  to  Serve  On  A 
Jury,  Second  edition.  Dobbs  Ferry  New 
York:  Ocean  Publications,  Inc. 

J.  Donald  Moon,  ed.  1988.  Responsibility 
Rights  and  Welfare:  The  Theory  of  the  Wel- 
fare State.  Boulder  and  London:  West- 
view  Press. 

Joeniarto.  1980.  Selayang  Pandang  Tentang 
Sumber  Hukum  Tata  Negara  Indonesia.  Yog- 
yakarta:  Liberty. 

Juwana,  Hikmahanto.  2005.  "Tantangan 
Reformasi  Hukum  di  Indonesia  dalam 
Perubahan  Hukum  di  Indonesia  dalam 
2005."  Dalam  Erman  Rajagukguk,  Hik- 
mahanto Juwana  dan  Timothy  Lindsey, 
ed.  Perubahan  Hukum  di  Indonesia  (1998- 
2004),  Harapan  2005.  Jakarta:  Fakultas 
Hukum  Universitas  Indonesia  dan  In- 
donesia-Australia Legal  Development 
Facility. 

Kelsen,  Hans.  1973.  General  Theory  of  Law 
and  State,  translated  by  Anders  Wedberg. 
New  York:  Russel  &  Russel. 

Lawrence  Rosen.  1990.  Hukum  dan  Perubah- 
an Sosial  di  Negara-negara  Baru  dalam 
Peters,  A.A.G.  dan  Koesriani  Siswo- 
soebroto,  ed.  Hukum  dan  Perkembangan 
Sosioal:  Buku  Teks  Sosiologi  Hukum,  Buku 
III.  Jakarta:  Sinar  Harapan. 

Lubis,  Todung  Mulya.  2004.  "In  Search  of 
Human  Rights:  Legal  Political  Dilem- 
mas of  Indonesia's  New  Order,  1966- 
1990."  Dalam  Satya  Arinanto,  ed.  Politik 
Hukum  2.  Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana 
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia. 


POLITIK  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  PI  INDONESIA  (Nadapdap) 


323 


Lubis,  Solly.  1995.  "Hukum  Nasional  Da- 
lam  Rangka  Pembangunan  Jangka  Pan- 
jang  Kedua."  Dalam  I  Made  Widnyana 
et.  al.  Bunga  Rampai  Pembangunan  Hukum 
Indonesia.  Bandung:  Eresco. 

M.  Friedman,  Lawrence.  1984.  American  Law: 
An  Introduction.  New  York:  W.W.  Norton 
Company. 

Montesquieu.  1993.  The  Sprit  of  the  Laws. 
Alih  bahasa  J.R.  Soenaryo,  Membatasi 
Kekuasaan:  Telaah  Mengenai  }iwa  Undang- 
Undang.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka 
Utama. 

Purbacaraka,  Purnadi  dan  M.  Chidir  All.. 
1980.  Disiplin  Hukum.  Bandimg:  Alumni. 

Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soerjono  Soe- 
kanto.  1979.  Perundang-Undangan  dan 
Yimsprudensir  Bandungr  Aluirtfu. 

Rahardjo,  Satjipto.'  2003.  Sisi-Sisi  Lain  Dari 
Hukum  di  Indonesia.  Jakarta:  Kompas. 

Ranggawijaya,  Rosjidi.  1998.  Pengantar  Ilmu 
Perundang-Undangan  Indonesia.  Bandung: 
Mandar  Maju. 

Rasijdi,  Lili.  1991.  Filsafat  Hukum:  Apakah 
Itul  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya. 

Robert,  Seidman.  2004.  "Law  and  Develop- 
ment: A  General  Model".  Dalam  Erman 
Rajagukguk,  ed.  Peranan  Hukum  dalam 
Pembangunan  Ekonomi,  Jilid  I.  Jakarta:  Pro- 
gram Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum 
Universitas  Indonesia. 

Russel,  Lawrence  Barsh.  2005.  "Democrat- 
ization and  Development".  Dalam  Erman 
Rajagukguk,  ed.  Peranan  Hukum  dalam 
Pembangunan  Ekonomi  (Program  Pasca- 
sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  In- 
donesia. 

S.  Attamimi,  A.  Hamid.  1990.  Peranan  Ke- 
putusan  Presiden  Republik  Indonesia  da- 
lam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara, 
disertasi  (Depok:  Pasca  Sarjana  Univer- 
sitas Indonesia). 

 .1990.  "Ilmu  Pengetahuan  Perun- 

dang-undangan"  dalam  Majalah  Hukum 
dan  Pembangunan  XX,  No.  1  (Februari). 


Soedjati  Djiwandono,  J.  2005.  "Demo- 
cratic Experiment  in  Indonesia:  Between 
Achievements  and  Expectations"  dalam 
Satya  Arinanto,  ed.  Politik  Hukum  2. 
Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Fakul- 
tas Hukum  Universitas  Indonesia. 

Soehino.  1981.  Hukum  Tata  Negara:  Teknik 
Perundang-undangan.  Yogyakarta:  Liberty. 

Soekanto,  Soerjono.  1990.  Pokok-Pokok  So- 
siologi  Hukum.  Jakarta:  Rajawali. 

 .  1982.  Kedudukan  dan  Peranan  Hukum 

Adat  di  Indonesia.  Jakarta:  Karunia  Esa, 

Soemantri,  Sri.  1982.  Hak  Menguji  Materiil  di 
Indonesia.  Bandung:  Alumni. 

Tasrif,  S.  1971.  Menegakkan  Rule  of  Law  di 
Bawah  Orde  Baru  Jilid  I.  Jakarta:  Persa- 
-  tuan  Advokat  Indonesia.  ^  


Majalah 

1 .  Jumal  Keadilan  2,  No.  2  ( 2003/2004). 

2.  Jurnal  Keadilan  3,  No.  1  dan  No.  4 
(2003/2004). 

3.  Analisis  CSIS  XXII,  No.  1  (Januari- 
Februari  1993). 

4.  Info  Ikadin  U,  No.  16  Quli-Agustus  2002). 

Peraturan  Perundang-undangan 

Undang-Undang  Dasar  1945  beserta  Aman- 

deman  I,  II,  III  dan  IV. 
Undang-Undang  No.  1/1946. 
Undang-Undang  No.  19/1964. 
Undang-Undang  No.  14/1970. 
Undang-Undang  No.  35/1999. 
Undang-Undang  No.  14/1985. 
Unoang-Undang  No.  22/2001. 
Undang-Undang  No.  20/2002. 
Unfiang-Undang  No.  24/2002. 
Undang-Undang  No.  30/2002. 
Undang-Undang  No.  12/2003. 
Undang-Undang  No.  18/2003. 
Undang-Undang  No.  22/2003. 
Undang-Undang  No.  23/2003. 
Undang-Undang  No.  24/2003. 
Undang-Undang  No.  4/2004. 
Undang-Undang  No.  5/2004. 
Undang-Undang  No.  10/2004. 


Aliansi  Strategis 
Ditinjau  dari  Perspektif 
Hukum  Persaingan  Usaha 


M.  Udin  Silalahi 


Tulisan  ini  menguraikan  tentang  peran  aliansi  strategis  di  antara  pelaku  usa- 
ha, yang  akhir-akhtr  ini  semakin  meningkat.  Peningkatan  ini  disebabkan  karena 
almnst  strategis  dapat  memenuhi  kebutuhan  para  pelaku  usaha  dalam  mensem- 
bangkan  usahanya  baik  dalam  bentuk  kerja  sama  di  bidang  produksi,  pemasaran 
atau  riset  dan  pengembangan  (R&D).  Aliansi  strategis  menjadi  salah  satu  bentuk 
kerja  sama  modern  yang  dapat  dibentuk  oleh  para  pelaku  usaha  yang  beraliansi 
untuk  mengakomodasi  kebutuhan-kebutuhan  pasar.  Adapun  bentuk  atau  karakter 
alianst  strategis  sama  dengan  karakter  larangan  hukum  persaingan  usaha  yang 
melarang  adanya  hambatan-hambatan  persaingan,  baik  secara  vertikal,  horizontal 
maupun  diagonal. 


PENDAHUEUAN 

PADA  awalnya  aliansi  strate- 
gis lahir  karena  tuntutan  ke- 
butuhan pada  pasar  yang  ter- 
kait.  Di  dalam  perkembangannya  ali- 
ansi strategis  dapat  memenuhi  kebu- 
tuhan para  pelaku  usaha  untuk  me- 
ngembangkan  usahanya  baik  itu  da- 
lam bentuk  kerja  sama  di  bidang  pro- 
duksi, pemasaran  atau  riset  dan  pe- 
ngembangan {Research  and  Development/ 
R&D)  tanpa  menghilangkan  persaing- 
an di  antara  mereka.  Pada  umumnya 
aliansi  strategis  dilakukan  untuk  men- 
ciptakan  sinergi  guna  menjangkau  pa- 
sar domestik  maupun  pasar  interna- 
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sional.  Aliansi  strategis  memang  ti- 
dak  dilarang  oleh  hukum  persaingan 
usaha,  tetapi  adakalanya  pelaku  usa- 
ha melakukan  aliansi  strategis  yang 
mengakibatkan  persaingan  usaha  ti- 
dak  sehat.  Bahkan  dengan  dasar  ali- 
ansi strategis  para  pelaku  usaha  da- 
pat menghambat  persaingan  usaha 
pada  pasar  yang  bersangkutan.  Da- 
lam tulisan  ini  akan  dipaparkan  pe- 
ngertian  dari  aliansi  strategis  terse- 
but,  dan  kapan  aliansi  strategis  ter- 
sebut  menjadi  subjek  dari  hukum  per- 
saingan usaha. 

LATAR  BELAKANG  ALIANSI 
STRATEGIS 

Persaingan  di  antara  pelaku  usa- 
ha baik  di  pasar  domestik  maupun 


ALIANSI  STRATEGIS  (Silalahi) 


325 


pasar  regional  atau  di  pasar  inter- 
nasional  semakin  ketat.  Pelaku  usa- 
ha  dihadapkan  pada  suatu  situasi 
untuk  dapat  beradaptasi  dengan  per- 
ubahan  persyaratan  pasar  global  agar 
itetap  mampu  bersaing  baik  di  pasar 
idomestik  maupun  di  pasar  interna- 
sional.  Untuk  itu  para  pelaku  usaha 
melakukan  upaya-upaya  untuk  tetap 
imampu  bersaing  dan  untuk  dapat 
menjangkau  pasar  yang  lebih  luas. 
Salah  satu  cara  untuk  dapat  mening- 
katkan  kemampuan  suatu  pelaku  usa- 
ha adalah  melakukan  kerja  sama  de- 
ngan pelaku  usaha  yang  lain  atau 
yang  disebut  dengan  Aliansi  Strate- 
!gis.-Dalam-  ha^l  iniy  pelaku  ~usaha"  ter^ 
tentu  dapat  menerobos  hambatan  pa- 
;sar  domestik,  yaitu  melakukan  kerja 
>sama  dengan  salah  satu  perusaha- 
3an  lokal  tertentu.  Pada  pertengahan 
ttahun  1980-an  sampai  pada  tahun 
11990-an  hampir  setiap  hari  surat  ka- 
:bar  Eropa  dan  Amerika  Serikat  mem- 
:bahas  aliansi  strategis.  Misalnya  me- 
rngenai  Produksi  Chip  di  Eropa,  Joint 
Wenture  antara  VW  dan  Ford  di  Por- 
tugal, market  offensive  dari  American 
[Express  bersama-sama  dengan  Bank- 
tbank  besar  di  seluruh  dunia  (Base- 
cdow  dan  Jung  1993,  2).  Hingga  saat 
lini  isu  aliansi  strategis  masih  relevan. 

Namun  demikian  aliansi  strategis 
iini  bukanlah  suatu  fenomena  baru, 
Ikarena  aliansi  tersebut  sudah  dikenal 
ssejak  pada  tahun  1897  yaitu  oleh  Tho- 
jimas  Edison  pendiri  General  Electric, 
i;yang  membentuk  satu  kerja  sama  de- 
ingan  Coming  Glass  Works  untuk  mem- 
1  produksi  percobaan  bola  lampu  pi- 
ijarnya.  Dan  pada  awal  tahun  1906 


Toshiba  juga  terkait  dengan  hal  yang 
sama  (James  and  Weidenbaum  1993, 
63).  Apa  yang  baru  dari  aliansi  stra- 
tegis tersebut  adalah  frekuensi  pe- 
ningkatan  kreasi  kerja  sama  antara 
perusahaan,  baik  nasional  maupun  in- 
ternasional  dan  macam-macam  indus- 
trinya  yang  terkait  dengan  tipe-tipe 
dan  jenis-jenis  aliansi.  Oleh  karena 
perkembangannya  dapat  memenuhi  ke- 
butuhan  pasar  dan  dapat  meningkat- 
kan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  pa- 
ra manager  perusahaan  besar  menye- 
but  aliansi  strategis  sebagai  bentuk 
kerja  sama  modem. 

TUJUAN  DAN  MANFAAT  ALI- 
ANSI STRATEGIS 

Walaupun  aliansi  strategis  bukan 
suatu  fenomena  baru  dalam  dunia 
usaha,  tetapi  fenomena  aliansi  istra- 
tegis  bergulir  sebagai  jawaban  atas 
perubahan  mendasar  syarat-syarat  per- 
saingan  pada  pertengahan  1980-an, 
khususnya  karena  semakin  terbuka- 
nya  pasar  dunia.  Para  pelaku  usaha 
melihat  secara  sendirian  tidak  ber- 
kembang  dan  mencoba  melalui  kerja 
sama  strategis  beradaptasi  dengan 
kondisi  persaingan  yang  baru.  Jadi, 
aliansi  strategis  menggambarkan  suatu 
alat  untuk  menyelesaikan  masalah-ma- 
salah  persaingan  yang  modern  dan 
yang  mendunia.  Persaingan  ini  dise- 
but melalui  suatu  fenomena  yang 
disebut  dengan  globalisasi.  Artinya, 
penghapusan  hambatan-hambatan  per- 
dagangan  yang  mendunia,  pembu- 
kaan  pasar  dan  suatu  standarisasi 
perilaku  konsumen  yang  terus-mene- 
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rus  (meningkat).  Pertanyaannya  ada- 
lah,  apa  tujuan  dan  manfaat  aliansi 
strategis? 

Tujuan  dan  manfaat  suatu  aliansi 
strategis  adalah  untuk  meningkatkan 
posisi  persaingan  para  pelaku  usaha 
yang  beraliansi  dan  untuk  meningkat- 
kan nilai  perusahaan  yang  beraliansi. 
Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  penca- 
paian  peningkatan  tujuan-tujuan  seba- 
gai  berikut,  economies  of  scale,  akses 
menuju  pasar  yang  baru,  keunggulan 
waktu,  keunggulan  teknologi  dan  me- 
minimalkan  risiko.  Tujuan-tujuan  ini 
^_4apat  direalisasikan  di  dalam  aliansi 
strategis  melalui: 

-  pengembangan  sumber  daya  yang 
langka  melalui  penggunaan  sumber 
daya  mitra  aliansi; 

-  pengurangan  risiko  yang  mengikat 
dengan  perjanjian  tertentu;  dan 

-  penggunaan  potensi  sinergi  dari  pa- 
ra pelaku  usaha  yang  beraliansi. 

Economies  of  Scale 

Bagi  sebagian  besar  perusahaan, 
ternyata  faktor  volume  tetap  menjadi 
salah  satu  kunci  keberhasilan  yang 
menentukan  di  dalam  persaingan.  Per- 
tama,  kerja  sama  pelaku  usaha  selalu 
membawa  "jumlah"  yang  cukup  akan 
sarana  keuangan  atau  tenaga-tenaga 
ahl  i,  untuk  dapat  melaksanakan  pro- 
yek  tertentu  dan  bagaimana  pengem- 
bangan proses  yang  baru  dan  produk 
yang  baru.  Selanjutnya,  akibat  iekan- 
an  persaingan  yang  meningkat  ba- 
nyak  pelaku  usaha  menawarkan  pro- 
duknya  dengan  harga  murah  di  pa- 
sar yang  bersangkutan.  Khususnya 


pelaku  usaha  kecil  hanya  mempunyai 
kesempatan  terbatas  atas  kemampu- 
an  dirinya  sendiri  untuk  mencapai 
economies  of  scale  yang  murah.  Oleh  ka- 
rena  itu,  melalui  pembentukan  aliansi 
strategis  memungkinkan  pelaku  usa- 
ha kecil  ini  untuk  merealisasikan  eco- 
nomies of  scale,  dengan  satu  atau  bebe- 
rapa  mitra  melalui  penggabungan  ke- 
giatan-kegiatan  jaringan  yang  memi- 
liki  nilai  tambah,  serta  kerja  sama. 
Hal  ini  pada  prinsipnya  dapat  terja- 
di  pada  semua  tingkatan  mata  rantai 
value  added. 

 Misalnya-pada_sektor_  produksi, 

jumlah  barang  yang  meningkat  akan 
mengarah  kepada  pengurangan  har- 
ga per  biji  barang,  karena  efek  posi- 
tif  dari  experience  curve.  Dengan  se- 
tiap  pelipatgandaan  jumlah  produksi 
secara   kumulatif  dalam  perjalanan 
waktu,  memungkinkan  terjadinya  sua- 
tu penurunan  biaya  per  biji  yang  di- 
perkirakan  antara  20-30%.  Hal  iru  da- 
pat dicapai  melalui  proses  belajar  oleh 
para  pekerja  yang  mengarah  kepada 
suatu  pengurangan  waktu  pengerja- 
an  dan  penggunaan  modal  secara  baik. 

Keunggulan  Waktu 

Perkembangan  teknologi  modem  ber- 
jalan  sangat  cepat  dan  melalui  siklus 
produk  yang  begitu  singkat  menjadi 
faktor  keberhasilan  yang  sangat  me- 
nentukan di  dalam  persaingan.  Alian- 
si strategis  memberikan  keuntungan 
waktu  yang  sangat  besar.  Tukar-me- 
nukar  know  how  secara  teknis  dapat 
mempersingkat  waktu  yang  dibutuh-  ] 
kan  dalam  pengembangan  produk  ba- 
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ru  dan  prosesnya.  Di  samping  itu, 
informasi  pasar  yang  tepat  dan  pada 
waktu  yang  tepat  juga  mempersingkat 
waktu  pemasaran.  Keunggulan  wak- 
tu pada  pengiriman  produk  baru  (new 
products)  akan  membawa  keunggulan 
hasil  yang  menentukan  dan  keung- 
gulan strategi  pada  pasar  yang  ber- 
sangkutan.  Pada  dasarnya,  suatu  ke- 
menangan  waktu  dari  pesaing  yang 
relevan  memberi  dasar  (bukti)  suatu 
posisi  keunggulan  biaya,  karena  sua- 
tu penetrasi  pasar  yang  lebih  dulu 
dan  lebih  cepat  merrrbebaskan  seca- 
ra  dini  potensial  biaya  dari  efek  ex- 
perience curve  yang  disebut- di- atas.  Ti- 
dak  hanya  akselerasi  di  dalam  mata 
rantai  nilai  tambah  masing-masing 
membawa  keunggulan  dalam  persaing- 
an,  tetapi  juga  kecepatan  reaksi  pela- 
ku  usaha  terhadap  perilaku  persaing- 
an  menjadi  meningkat  tajam  melalui 
strategi  aliansi  yang  terfokus. 

Akses  Pasar 

Kehadiran  globalisasi  yang  seka- 
rang  atau  posisi  penjual  pada  pasar 
internasional  adalah  suatu  tantangan 
bagi  pelaku  usaha  di  dalam  persaing- 
an  pada  tahun  1990-an.  Oleh  karena 
itu,  dalam  hal  ini  sering  ada  ham- 
batan  masuk  pasar  yang  harus  di- 
atasi,  seperti  tidak  adanya  know  how, 
tidak  adanya  sarana  untuk  membuka 
pasar  baru,  dan  ketentuan-ketentuan 
peraturan  perundang-undangan  sam- 
pai  kepada  suatu  proteksi. 

Aliansi  strategis  selalu  menggam- 
barkan  suatu  kemungkinan  untuk  ma- 
suk ke  pasar  tertentu  (aliansi  pasar 


baru).  Menjalin  kemitraan  dengan  se- 
suatu  kekuatan  tertentu  di  pasar  re- 
gional atau  mempunyai  know-how  ke- 
trampilan  lokal  (insider  skills)  yang 
khusus  di  negara  tertentu  dapat  me- 
mungkinkan  suatu  pelaku  usaha  mem- 
punyai akses  kepada  segmen  pasar 
tertentu  yang  sulit  ditembus.  Oleh  ka- 
rena itu,  aliansi  strategis  digunakan 
oleh  banyak  pelaku  usaha  sebagai  ca- 
va yang  murah  dan  cepat  untuk  pe- 
ngembangan  (perluasan)  kegiatan  usa- 
hanya  secara  geografis. 

J^^^/^ggPjaiT^  Teknologi 

Karena  pasar  berubah  akibat  tekno- 
logi  dengari  kecepatan  yang  tinggi, 
perusahaan  perlu  membuat  suatu  kon- 
sentrasi  perusahaan  terhadap  kompe- 
tensi  usahanya,  untuk  mempertahan- 
kan  tenaga  inovasi  dan  penguasaan 
teknologi.  Aliansi  strategi  mengijinkan 
menggunakan  keunggulan  spesialisa- 
si  teknologi  terhadap  pihak  partner 
masing-masing,  tanpa  tidak  harus 
mengembangkan  sendiri  teknologi  ter- 
sebut. 

Suatu  dasar  berikutnya  terhadap 
pendidikan  aliansi  strategis  dari  per- 
usahaan teknologi  adalah  pengembang- 
an  sistem  dan  modul  perusahaan.  Tek- 
nologi sistem  adalah  penawaran  pres- 
tasi  di  mana  bagian  komponen-kom- 
ponennya  terintegrasi  di  dalam  suatu 
sistem  yang  kompleks.  Konsumen  meng- 
inginkan  pemberian  jalan  keluar  se- 
cara individu  dan  pelayanan  jasa  se- 
bagai wakil  ide  produk  yang  terisola- 
si.  Selanjutnya  kepemimpinan  sebagai 
pernyataan  kompetensi  integral  suatu 
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perusahaan  pada  suatu  bidang  ter- 
tentu  adalah  hal  yang  penting,  khu- 
susnya  bagi  pekerja  aliansi  strategis 
sebagai  jaminan  kompetensi  aliansi 
yang  komplementer  (lengkap). 

Pada  penyebaran  teknoiogi  sistem 
standarisasi  mempunyai  peranan  yang 
sangat  penting.   Orang  mempunyai 
pengertian  standarisasi,  bahwa  pem- 
beli  menerima  ciri-ciri  produk  terten- 
tu  dari  produsen  sebagai  sesuatu  yang 
mengikat  secara  umum.  Di  dalam  sis- 
temnya  terdapat  standarisasi,  khusus- 
nya  mengenai  definisi  dari  posisi  ba- 
gian-bagiannya.  Melalui  aliansi  stra- 
tegis ada  suatu  kemungkinan  untuk 
mendirikan    standarisasi    secara  de 
facto.  Tujuarmya  adalah  untuk  menca- 
pai  kerangka  aliansi  strategis  dengan 
sistem  jalan  keluar  yang  cepat,  dan 
dengan  suatu  tingkat  penetrasi  yang 
tinggi  pada  pasar  yang  bersangkut- 
an,  dan  untuk  mengajukan  penawar- 
an  prestasi  suatu  standarisasi  secara 
de  facto.  Pengaruh  standarisasi  me- 
lalui suatu  aliansi  strategis  adalah 
suatu  faktor  persaingan  yang  pen- 
ting secara  tidak  langsung.  Mereka 
yang  memiliki  standar  akan  mem- 
peroleh  pasar.  Misalnya  standar  in- 
dustri  untuk  pasar  komputer.  Setiap 
jenis  komputer  harus  kompatibel  de- 
ngan printer  apa  saja  dan  sebalik- 
nya. 

Minimalisasi  Risiko 

Pembagian  biaya  dan  risiko  pada 
pengembangan  suatu  proyek  yang  be- 
sar  berkaitan  dengan  strategi  pasar 
global  untuk  kebanyakan  perusahaan 


tanpa  kerja  sama  tidak  mungkin  lagi. 
Oleh  karena  itu,  konsep  setiap  aliansi 
strategis  menentukan  tujuan  yang  akan 
dicapai.  Tujuan-tujuan  aliansi  strategis 
tidak  berdiri  terisolasi  satu  sama  lain, 
melainkan  dicapai  beberapa  sekaligus. 
Ini  berarti,  bahwa  merencanakan  pem- 
bentukan  aliansi  strategis  tergantung 
kepada  setiap  tujuan-tujuan  strategis 
dan  pendirian  perusahaan.  Dan  kom- 
binasi  pasar-produk  yang  dicita-cita- 
kan  (direncanakan)  menjadi  bobot  tu- 
juan salah  satu  faktor  keberhasilan 
aliansi  strategis  dan  juga  pemilihan 
altematif.  kerja  sama  yang  cocok. 

BENTUK  KERJA  SAMA  YANG 
MODERN 

Dalam  perkembangannya  aliansi  di- 
sebut  sebagai  bentuk  kerja  sama  yang 
modern.  Pertanyaannya  adalah:  Apa 
sebenarnya  yang  dimaksud  dengan 
aliansi  strategis  tersebut?  Tidak  ada 
satu  definisi  absolut  mengenai  alian- 
si strategis.  Walaupun  karakteristik 
aliansi  tersebut  dijelaskan,  akan  men- 
jadi jelas,  bahwa  kata  kunci  "Alian- 
si Strategis"  sama  sekali  tidak  menun- 
jukkan  bentuk  khusus  satu  kesatuan 
yang  dapat  dibatasi  secara  jelas  dari 
kerja  sama  perusahaan,  tetapi  suatu 
pengertian  umum  dari  bermacam-ma- 
cam  bentuk  kerja  sama  minat  (alliance 
interest)  antara  pelaku  usaha,  yang  pa- 
da akhirnya  selalu  mengenai  pengem- 
balian  motivasi  dan  maksud  dan  tu- 
juan bersama  (Basedow  dan  Jung  1993, 
3).  Oleh  karena  itu,  secara  sederhana 
aliansi  strategis  dapat  didefinisikan 
sebagai  bentuk  kerja  sama  antara  dua 
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atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mana 
masing-masing  berdiri  sendiri  yang 
bertujuan  untuk  menyatukan  kekuat- 
an  masing-masing  di  dalam  bidang 
usaha  masing-masing,  Salah  satu  ciri 
khas  dari  aliansi  strategis  adalah,  bah- 
wa  kemitraan  dalam  kerja  sama  ter- 
sebut  dimaksudkan  untuk  menjamin 
akses  kepada  potensi  persaingan  yang 
relevan. 

Dalam  perkembangannya  terdapat 
bentuk-bentuk  dasar  aliansi  strategis 
yang  diurutkan  sesuai  dengan  ting- 
kat  kekuatan  keterkaitan  yang  sema- 
kin  meningkat  dan  keterkaitan  keuang- 
anny a  y ai tur  ( 1 )"  per janjiari-per jarijlari 
kerja  sama;  (2)  waralaba  (franchise) 
dan  liseiisi;  (3)  perjanjian-perjanjian 
original  equipment  manufacturer  (OEM); 
(4)  akuisisi;  (5)  joint-venture;  dan,  (6) 
cross  sharing  (lihat  Tabel  1).  Dan  kerja 
sama  yang  dimaksud  dapat  dibagi 
berdasarkan  berbagai  macam  kriteria 
sebagai  berikut:  (a)  fungsi;  (b)  arah; 
(c)  intensitas  keterkaitan  serta  per- 
luasan  wilayah  (geographical  extension). 


Fungsi 

Kerja  sama  berdasarkan  fungsi  ada- 
lah kerja  sama  fungsi  sektoral  yang 
strategis  relevan  (aktivitas  nilai  tam- 
bah),  yang  mana  para  partner  secara 
bersama-sama  menghasilkan  jaringan 
nilai  tambah  perusahaan  dalam  hal; 
riset  dan  pengembangan,  produksi, 
logistik,  pemasaran  dan  distribusi  dan 
pelayanan  konsumen.  Masalah  yang 
penting  dalam  pembentukan  suatu  ali- 
ansi strategis  adalah  kegiatan-kegiat- 
an  yang  mana  dari  jaringan  nilai  tam- 
bah itu  yang  akan  disatukan.  Pada 
dasarnya  yang  menjadi  pertimbangan 
utama  adalah  semua  aktivitas  dan 
kompetensi  masing-masing  perusaha- 
an. Setiap  fungsi-fungsi  yang  ada  ikut 
dianalisa  untuk  pelaksanaan  aliansi 
strategis  tersebut,  baik  ke  dalam  mau- 
pun  keluar  perusahaan.  Dan  tujuan 
aliansi  strategis  seharusnya  menjadi 
point  utama  dalam  membuat  keputus- 
an  suatu  aliansi  strategis.  Biasanya 
terdapat  poin-poin  yang  disatukan  pa- 
da  kegiiatan  nilai  tambah  di  mana 
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para  partner  aliansi  menjanjikan  ke- 
untungan/kelebihan  transaksi.  Dan 
pada  saat  yang  sama  aliansi  fungsi 
memungkinkan  penilaian  kemampuan 
tingkat  nilai  tambah  masing-masing 
melalui  perbandingan  dengan  kemam- 
puan partner. 

Arab 

Aliansi  strategis  berdasarkan  arah-. 
nya  (direction),  dapat  dilakukan  mela- 
lui tiga  arah  yaitu:  (1)  secara  horizon- 
tal; (2)  vertikal;  dan,  (3)  secara  diago- 
nal. Secara  -horizontal  -adalah  kerja- 
sama  dilakukan  oleh  pelaku  usaha 
yang  bergerak  di  bidang  usaha  yang 
sama.  Misalnya  pelaku  usaha  yang 
saling  bersaing  mengembangkan  sua- 
tu  kegiatan  jaringan  yang  memberi  ni- 
lai tambah  (value-added).  Penilaian  dari 
aspek  hukum  persaingan  usaha  sa- 
ngat  penting  terhadap  aliansi  strate- 
gis secara  horizontal.  Karena  biasa- 
nya  pelaku  usaha  menggunakan  isti- 
lah  aliansi  strategis,  tetapi  di  dalam 
pelaksanaanya  dapat  melanggar  ke- 
tentuan  hukum  persaingan  usaha.  Ali- 
ansi strategis  secara  vertikal  adalah 
kerja  sama  antara  pelaku  usaha  yang 
bergerak  di  bidang  usaha  dari  hulu  ke 
hilir.  Misalnya  aliansi  strategis  se- 
cara vertikal  adalah: 

-  kerja  sama  nilai  tambah  dari  pro- 
dusen  mobil  dengan  supplier  yang 
melaksanakan  pemotongan  dari  pro- 
duksinya  sendiri. 

-  Pembelian  bahan  dasar  atau  ba- 
han  setengah  jadi  untuk  produksi 
selanjutnya  (produsen  baja,  misal- 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  3^n.S-  324.; 


nya  Thyssen  Industrie  AG,  PT  Kra- 
katau  Steel). 

-   Langkah-langkah  perusahaan  in- 
dustri  dalam  perdagangan. 

Intensitas  Keterkaitan  dan  Per- 
luasan  Wilayah 

Melalui  aliansi  secara  vertikal  per- 
usahaan dapat  merealisasikan  kelebih- 
an/keuntungan  kerja  sama  sepanjang 
mata  rantai  nilai  tambah  tersebut  tan- 
pa  mempunyai  kelemahan  integrasi 
vertikal.  Sedangkan  aliansi  strategis 
^  secara  diagonal  ada,j'ika  keterkaitan 
aktifitas  nilai  tambah  berhasil  dengan 
suatu  partner  dari  sektor  yang  lain. 
Tipe  aliansi  ini  adalah  khususnya  ca- 
bang-cabang  ekonomi  dengan  tenden- 
si  terhadap  sistem  perusahaan  yang 
bergerak  maju  (bidang  elektronik  dan 
komputer),  karena  konsumen  mengha- 
rapkan  kompetensi  yang  menyeluruh 
dari  penjual. 

Contoh,  tujuh  operator  seluler  di 
Asia  Pasifik  mendirikan  perusahaan 
patimgan  (joint  venture)  bemama  Bridge 
Mobile  Alliance  yaitu  terdiri  dari  Bhar- 
ti  (India),  Globe  Telecom  (Filippina), 
Maxis  (Malaysia),  Optus  Mobile  (Aus- 
tralia), SingTel  (Singapura),  Taiv^^an  Cel- 
luler  Corporation  (Taiwan)  dan  Telkofn- 
sel  (Indonesia).  Pembentukan  usaha  pa- 
tungan  operator  seluler.  Bridge  Mobile 
Alliance  untuk  meraih  potensi  pelang- 
gan  di  Asia  Pasifik  300  juta  pelang- 
gan,  dengan  modal  56  juta  pelang- 
gan  yang  berasal  dari  Telkomsel  14,5 
juta.  Globe  Telcom  13  juta,  Bharti  9 
juta,  Taiwan  Celluler  Corporation  8 
juta,  Maxis  5  juta,  Optus  Mobile  3,5 
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juta  dan  SingTel  3  juta.  Ketujuh  ope- 
rator seluler  tersebut  melakukan  ali- 
ansi  dengan  mendirikan  joint-venture 
atau  usaha  patungan  yang  bernama 
Bridge  Mobile  Alliance.  Melalui  usa- 
ha patungan  tersebut  konsumen  akan 
diuntungkan  yaitu  konsumen  dapat 
mengisi  pulsa  di  negara-negara  yang 
terikat  dalam  usaha  patungan  terse- 
but. Pengguna  seluler  Telkomsel  dapat 
mengisi  pulsa  prabayar  misalnya  di 
Singapura  dan  akan  dikenakan  roam- 
ing internasional  yang  relatif  murah. 
Jadi,  usaha  patungan  tersebut  akan 
meningkatkan  kerja  sama  dalam  pela- 
yanan  pengisian  pulsa  bagi  pelanggan 
masing-masing  dan  minimnya  biaya 
roaming  internasional. 

Tetapi  aliansi  strategis  tersebut  akan 
menjadi  jurisdiksi  hukum  persaingan 
usaha,  jika  melalui  usaha  patungan 
tersebut  dan  melalui  masing-masing 
perusahaan  seluler  mengakibatkan  an- 
ti  persaingan  baik  di  masing-masing 
pasar  domestik  maupun  di  pasar  re- 
gional. Artinya,  terakumulasinya  sua- 
tu  perilaku  oleh  masing-masing  ope- 
rator seluler  yang  mengakibatkan  anti 
persaingan  di  pasar  yang  bersangkut- 
an.  Misalnya  terjadi  kesepakatan  har- 
ga  pulsa  yang  harus  dibayar  pelang- 
gan di  masing-masing  negara.  Atau 
melalui  dominasi  pemilikan  saham  sa- 
lah  satu  operator  pada  operator-ope- 
rator yang  lain  yang  dapat  mendik- 
te  perilaku  operator-operator  tersebut 
yang  akhirnya  dapat  mengakibatkan 
anti  persaingan.  Memang,  di  dalam 
usaha  patungan  Bridge  Mobile  Alliance, 
saham  para  pendiri  sama  besarnya, 
masing-masing  14,285%  dengan  sta- 


tus saham  pendiri.  Tetapi  akumulasi 
salah  satu  saham  operator  di  bebe- 
rapa  operator  yang  lain  dapat  meng- 
akibatkan persaingan  usaha  tidak 
sehat,  jika  akumulasi  saham  tersebut 
mempunyai  kekuatan  kekuasaan  da- 
lam pengambilan  keputusan  di  ma- 
sing-masing operator,  di  mana  satu 
pelaku  usaha  mempunyai  saham  di 
beberapa  operator  yang  tergabung  da- 
lam usaha  patimgan  tersebut. 

Misalnya  SingTel  akan  mempunyai 
posisi  yang  kuat  dalam  bisnis  tele- 
komunikasi  di  Asia  Pasifik  dengan 
dibentuknya  Bridge  Mobile  Alliance, 
karena  selain  di  Bridge  Mobile  Alliance 
SingTel  juga  mempunyai  saham  di 
empat  operator  yang  lain,  yaitu  di 
Telkomsel,  Globe  Telecom,  Bharti  dan 
Optus  Mobile.  Contoh  lain,  TCL  Com- 
munication (China)  dan  Alcatel  (Fran- 
cis) bergabung  membuat  suatu  usaha 
patungan  dengan  nama  TCL  &  Alca- 
tel Mobile  Phones  Mobile.  Alasan  TCL 
dan  Alcatel  membentuk  usaha  pa- 
tungan TCL  &  Alcatel  Mobile  Phones 
Mobile  adalah  untuk  saling  mendu- 
kung  dalam  merebut  pasar.  Melalui 
usaha  patungan  tersebut  pada  tahun 
2005  akan  diproduksi  hingga  20  juta 
ponsel  yang  akan  dipasarkan  di  ma- 
sing-masing pasar  di  mana  kedua  per- 
usahaan tersebut  mempunyai  posisi 
yang  kuat. 

Contoh  di  sektor  otomotif,  VW  AG, 
Wolfsburg,  Jerman  melakukan  joint  ven- 
ture dengan  Ford,  USA  pada  tahun 
1990  untuk  mengembangkan  dan  mem- 
produksi  apa  yang  disebut  dengan 
"multiple  purpose  vehicle"  (MFV).  VW 


332 


ANAUSIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  3,  2005:  324-341 


dan  Ford  menjual  produk  bersama  se- 
cara  terpisah  satu  sama  lain  melalui 
organisasi  dan  berdasarkan  merek  ma- 
sing-masing  perusahaan.  Kedua  pro- 
dusen  mobil  ini  menganggap  penting 
pembentukan  perencanaannya  mela- 
lui MPV  untuk  mempertahankan  ke- 
mampuan  persaingan  mereka. 

Dan  aliansi  strategis  yang  tertua 
adalah  di  sektor  penerbangan  yaitu 
aliansi  antara  Northwest  dengan  KLM 
yang  diikuti  oleh  Alitalia.  Aliansi  pe- 
nerbangan yang  lain  adalah  yang  di- 
prakarsai  oleh  United  dan  Lufthansa 
dan  kemudiart  partner-nyaJbertambah, 
yaitu  SAS,  Air  Canada,  Thai^  Varig, 
Air  New  Zealand  dan  Ansett  Austra- 
lia. Satu  aliansi  yang  mendunia  yang 
diprakarsai  oleh  American  dan  British 
Airways  yang  juga  mencakup  Cana- 
dian, Quantas,  Cathay  Pacific,  Finnair, 
Iberia  dan  Lan  Chile.  Delta  dan  Air 
France  membentuk  aliansi  baru  yang 
kemudian  Aeromexico  ikut  bergabung. 
Melalui  aliansi  penerbangan  interna- 
sional  ini,  para  operator  dapat  mem- 
perluas  jaringan  kerjanya  di  luar  ne- 
geri  dengan  penerbangan  lokal  tanpa 
melakukan  penerbangan  tambahan.  Dan 
operator  penerbangan  dapat  menga- 
tasi  hambatan  layanan  jasa  interna- 
sional  melalui  perjanjian  bilateral. 

Dari  contoh-contoh  tersebut,  alian- 
si strategis  atau  joint  venture  biasanya 
dilakukan  untuk  memproduksi  suatu 
produk  dan  atau  jasa  tertentu,  karena 
kalau  satu  pelaku  usaha  secara  sendi- 
rian  memproduksinya  tidak  mampu. 
Atau  joint  venture  dilakukan  untuk  me- 
ningkatkan  daya  saing  atau  mengga- 
bungkan  sinergi  kedua  perusahaan  su- 


paya  lebih  kompetitif  di  pasar  yan 
bersangkutan. 


PRINSIP  DASAR  HUKUM  PER- 
SAINGAN USAHA 

Berbicara  mengenal  prinsip  dasar 
hukum  persaingan  usaha  berarti  ber- 
bicara mengenai  hakikat  persaingan 
usaha  berdasarkan  ekonomi  pasar.  Eko- 
nomi  pasar  menyerahkan  persaingan 
kepada  pasar,  tetapi  bukan  persaing- 
an bebas  yang  sebebas-bebasnya,  me- 
lainkan  persaingan  bebas  yang  diba- 
tasi  oleh  peraturan  perundang-undang- 
an  yang  berlaku  atau  tergantung  ke- 
pada peraturan  perundang-undangan 
yang  berlaku.  Ada  batasan  kebebasan 
bersaing,  yaitu  sesuai  dengan  peratur- 
an perundang-undangan  yang  berla- 
ku. Oleh  karena  itu,  di  dalam  ekonomi 
pasar  persaingan  usaha  terjadi  jika 
beberapa  pelaku  usaha  menuju  kepa- 
da suatu  tujuan  yang  sama,  tetapi  ti- 
dak dapat  dicapai  dalam  waktu  yang 
sama.  Hal  semacam  ini  banyak  dite- 
mukan  dalam  segala  aspek  kehidupan 
masyarakat.  Misalnya  di  bidang  olah- 
raga  ada  persaingan  untuk  menjadi 
juara,  di  bidang  politik  terjadi  per- 
saingan untuk  mendapatkan  kekuasa- 
an,  persaingan  di  dalam  institusi  un- 
tuk mendapatkan  suatu  posisi  yang 
tinggi  (jabatan).  Pengertian  persaingan 
usaha  atau  mendefinisikan  persaing- 
an usaha  secara  ilmiah  adalah  hal 
yang  sukar.  Banyak  para  ahli  hukum 
kartel  tidak  memberikan  definisi  per- 
saingan usaha  absolut,  karena  satu 
definisi  yang  diterima  secara  umum 
tidak  ada. 
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Jika  para  ahli  hukum  kartel  mem- 
bicarakan  pengertian  hukum  persaing- 
an  usaha,  mereka  mempunyai  penger- 
tian masing-masing,  karena  persaingan 
usaha  mempunyai  fenomena  yang  be- 
ragam.  Dan  untuk  menjelaskan  pe- 
ngertian persaingan  usaha,  masing- 
masing  para  ahli  hukum  kartel  biasa- 
nya  menambahkan  kata-kata  tertentu, 
misalnya  kata  sempuma,  tidak  sempuf- 
na,  bebas,  kemampuan  kerja,  dan  Iain- 
lain.  Seandairiya  ada  kesepakatan  de- 
finisi  hukum  persaingan  usaha  akan 
mengalami  kesulitan  dalam  pelaksana- 
annya,  karena  persaingan  usaha  ada- 
~lah  sesuatu  yang  berkembang  sesuai  - 
dengan  perkembangan  ekonomi. 

Misalnya  Klaus  Herdzina  untuk  men- 
jelaskan formulasi  tujuan  dan  definisi 
hukum  persaingan  menambahkan  sua- 
tu  sistimatika  yang  masing-masing  mem- 
punyai sequensi  sendiri-sendiri,  yaitu 
bahwa: 

-  Persaingan  usaha  menunjukkan  aki- 
bat-akibat  atau  boleh  dikatakan  per- 
saingan mengarah  kepada  suatu  ba- 
sil pasar  tertentu; 

-  Persaingan  usaha  mendokumenta- 
sikan  prosedur  pasar  tertentu  atau 
dengan  kata  lain  persaingan  usaha 
menunjukkan  tingkah  laku  pasar  pe- 
laku  usaha  tertentu; 

-  Persaingan  usaha  terjadi,  kalau  sya- 
rat-syarat  persaingan  yang  menda- 
sar  cukup  tersedia,  misalnya  ada 
dua  atau  lebih  penjual  atau  pembeli 
pada  pasar  yang  bersangkutan. 

Sedangkan  Ingo  Schmidt  mengata- 
kan,  bahwa  persaingan  adalah  lebih 
kurang  merupakan  penetapan  hal-hal 


yang  dilarang  dalam  persaingan  usa- 
ha tersebut.  Hal  itu  berarti,  bahwa 
persaingan  usaha  sebaiknya  dapat  di- 
ukur  paling  tidak  secara  kualitatif 
atau  idealnya  secara  kuantitatif.  Jika 
pengertian  ini  diterapkan  dalam  kehi- 
dupan  perekonomian,  maka  dengan  de- 
mikian  pengertian  persaingan  usaha 
mempunyai  karakter  sebagai  berikut: 

-  adanya  eksistensi  pasar,  yaitu  ada 
perjumpaan  antara  penawaran  dan 
permintaan; 

-  ada  objek  pasar  yang  sama ; 

-  terdapat  minimal  dua  penjual  atau 
 pembeli; 

-  yang  berperilaku  laku  antagonis/ 
bersaing.  (sebaliknya:  bekerja  sama) 
dari  penjual  atau  pembeli  untuk 
suatu  tujuan  tertentu; 

-  yang  dalam  pelaksanaannya  mela- 
lui  suatu  subjek  pasar  yang  mene- 
kankan  pencapaian  tujuan  subjek 
pasar  yang  lain  terhadap  pasar 
yang  sama. 

Jadi,  pengertian  persaingan  usaha 
dapat  digambarkan  melalui  elemen- 
elemen,  perilaku,  proses  dan  struktur 
pasar.  Hal  ini  sesuai  dengan  pende- 
katan  structure  conduct  performence  (SCP) 
yang  dikembangkan  oleh  Prof.  Manson 
dan  Bain  pada  tahun  1940  dan  pada 
tahun  1950,  yaitu  adanya  hubungan 
langsung  antara  struktur  pasar  de- 
ngan perilaku  dan  kinerja  pasar.  Oleh 
karena  itu,  dalam  menganalisa  suatu 
pasar  pada  saat  ini  umumnya  tidak 
menggunakan  teori  obyek  lagi,  yang 
melarang  suatu  perjanjian  berdasar- 
kan  obyek  perjanjian  tersebut,  tetapi 
umumnya  digunakan  teori  tujuan  dan 
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teori  sebab  akibat.  Teori  tujuan  me- 
nempatkan  suatu  perjanjian,  apakah 
dengan  adanya  perjanjian  atau  kese- 
pakatan  bersama  antara  pelaku  usa- 
ha  terjadi  pembatasan  persaingan  usa- 
ha.  Sedangkan  teori  sebab  akibat  ada- 
lah  mempertimbangkan  akibat  perjan- 
jian tersebut  terhadap  pihak  ketiga, 
paling  tidak  mereka  pada  saat  mela- 
kukan  perjanjian  secara  objektif  da- 
pat  mengetahui  akibatnya  sebelum- 
nya.  Kedua  teori  ini  banyak  diterap- 
kan  dalam  menganalisa  struktur  pa- 
sar  dan  perilaku  pasar  pada  akhir- 
akhir  ini,  yaitu  apabila  pasar  terdis- 
torsi  akibat  suafu  perilaku  pasar  ter- 
tentu,  maka  pasar  tersebut  harus  di- 
pulihkan  melalui  penerapan  ketentuan 
hukum  persaingan  usaha  tersebut. 

Jadi,  karena  tidak  adanya  suatu  ke- 
satuan  pendapat  mengenai  definisi  hu- 
kum persaingan  usaha,  maka  tidak  ada 
jalan  lain  untuk  mengatur  perilaku  pe- 
laku usaha  dan  hubungan  antara  pe- 
laku usaha  secara  normatif  melalui 
suatu  undang-undang.  Demikianlah 
di  dalam  UU  Antimonopoli  tidak  dite- 
tapkan  definisi  hukum  persaingan 
usaha,  tetapi  definisi  hukum  persaing- 
an usaha  tidak  sehat,  yang  ditetapkan 
di  dalam  Pasal  1  Angka  6.  Persaingan 
usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan 
antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan 
kegiatan  produksi  dan  atau  pemasar- 
an  barang  dan  atau  jasa  yang  dilaku- 
kan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  me- 
lawan  hukum  atau  menghambat  per- 
saingan usaha. 

Persaingan  usaha  tidak  sehat  ter- 
sebut ditetapkan  dalam  bentuk  larang- 
an-larangan  yang  tidak  dapat  atau  ti- 


dak boleh  dilanggar  oleh  pelaku  usa- 
ha yang  dirumuskan  di  dalam  keten- 
tuan-ketentuan  UU  Antimonopoli.  Dari 
penjelasan  diatas  dan  dari  ketentuan 
Pasal  1  Angka  6  tersebut  dapat  disim- 
pulkan,  bahwa  persaingan  usaha  ada- 
lah hubungan  antara  pelaku  usaha 
yang  satu  dengan  yang  lain.  Hanya 
saja  definisi  ketentuan  Pasal  1  Ang- 
ka 6  mencampuradukkan  persaingan 
yang  tidak  sehat  yang  dilakukan  seca- 
ra tidak  jujur  dengan  melawan  hukum 
atau  menghambat  persaingan  usaha. 
Semen tara  ketentuan  persaingan  usa- 
ha yang  dilakukan  dengan  cara  tidak 
jujur  tidak  diatur  di  dalam  UU  Anti- 
monopoli. 

HAMBATAN-HAMBATAN  PER- 
SAINGAN USAHA 

Persaingan  ekonomi  dinilai  berbeda 
dari  aspek  ekonomi  makro  dan  dari 
aspek  ekonomi  mikro.  Dari  aspek  eko- 
nomi makro  persaingan  bebas  yang 
dapat  dilaksanakan,  ada  alat  pengen- 
dali  yang  optimal,  ada  koordinasi  dan 
ada  alat  kontrol  dan  ada  suatu  per- 
syaratan  ekonomi  pasar  yang  konsti- 
tusional,  yaitu  yang  berdasarkan  un- 
dang-undang. Dari  aspek  ekonomi  mi- 
kro penjual  atau  pembeli  yang  berada 
pada  persaingan,  menjalankan  per- 
saingan pertama-tama  hanya  karena 
adanya  tekanan  untuk  menghasilkan 
hasil  (prestasi),  mempersulit  penjualan 
atau  pengadaan,  meningkatkan  risi- 
ko,  memperkecil  pendapatan  dan  ke- 


Baca  Silalahi,  Udin  M.,  "Persaingan  Usa- 
ha Tidak  Sehat  dan  Perbuatan  Tidak  Jujur", 
jurnal  Hukum  Bisnis  14  Quli  2001),  110-114. 
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untungan  bagi  penjual,  meningkatkan 
biaya  bagi  pembeli.  Dengan  demikian 
dapat  dimengerti  dari  aspek  ekonomi 
mikro,  bahwa  penjual  atau  pembeli 
sudah  mencoba  untuk  menghadapi 
persaingan,  sejak  pasar  ada,  di  mana 
terdapat  hambatan-hambatan  persaing- 
an dalam  bentuk  apa  saja,  untuk  da- 
pat  n:\endapatkan  keuntungan  atau  un- 
tuk mengatasi  hambatan  dari  per- 
saingan. 

Dari  aspek  ekonomi  makro  mudah 
dimengerti  bahwa  struktur  persaingan 
ekonomi  pasar  dalam  jangka  waktu 
yang  lama  dengan  sendirinya  terdistor- 
si,  jika  "proses  peYsaingan  rnembiarkan 
tujuan-tujuan^  strategis  dan  aksi-aksi 
para  kompetitor  tanpa  dikontrol.  Per- 
saingan adalah  suatu  proses  yang  di- 
namis,  di  mana  hambatan-hambatan 
persaingan  dapat  mengkristal  secara 
dinamis  juga,  jika  tidak  ada  peraturan 
kebijakan  persaingan  untuk  menghin- 
dari  (melarang)  hambatan-hambatan 
persaingan  tersebut.  Jadi,  tanpa  suatu 
perlindungan  kebijakan  ekonomi,  per- 
saingan akan  terdistorsi  melalui  per- 
saingan itu  sendiri.  Ada  beberapa  ben- 
tuk strategi  dan  tindakan-tindakan 
yang  menghambat  persaingan  yang 
dilakukan  secara  sistimatis.  Berdasar- 
kan  arah  tindakan  ada  tiga  hambatan 
persaingan  yaitu: 

-  Hambatan  persaingan  secara  hori- 
sontal  {horizontal  restraint  of  trade); 

-  Hambatan  persaingan  secara  ver- 
tikal  {vertical  restraint  of  trade); 

-  Hambatan  persaingan  secara  dia- 
gonal/konglomerat  {diagonal  restraint 
of  trade). 


Jika  kita  memperhatikan,  bahwa 
hambatan  persaingan  juga  betitik-to- 
lak  dari  price  leadership  dan  penye- 
suaian  harga  dan  negara  juga  melak- 
sanakan  hambatan  persaingan  di  be- 
berapa sektor  ekonomi,  strategi  ham- 
batan-hambatan persaingan  usaha  da- 
pat dibedakan  sebagai  berikut: 

-  strategi  perundingan; 

-  strategi  adaptasi/penyesuaian; 

-  strategi  hambatan; 

-  strategi  dikriminasi; 

-  strategi  eksploitasi; 

-  strategi  pertumbuhan; 

-  strategi  regulasi. 

Berdasarkan  penga  turan"  hukuiri  dan 
ekonomi  bentuk  hambatan  persaingan 
dapat  dibedakan  sebagai  berikut: 

-  Kolusi; 

-  Kartel; 

-  Konsentrasi:  penggabungan  perusa- 
haan  secara  hukum  dan  secara  eko- 
nomi dan  pertumbuhan  perusahaan 
secara  internal; 

-  Penyalahgunaan  posisi  dominan  me- 
lalui kekuatan  pasar  dan  kemampu- 
an  keuangan  perusahaan. 

-  Regulasi  dan  birokratisasi;  interven- 
si  terus-  menerus  dari  instansi  peme- 
rintah  dalam  proses  ekonomi  pasar 
terhadap  sektor-sektor  tertentu. 

HUKUM  PERSAINGAN  USAHA 
MELINDUNGI  PELAKU  USAHA 

Untuk  melindungi  pelaku  usaha 
dari  hambatan-hambatan  persaingan 
tersebut  dan  untuk  menyelenggarakan 
persaingan  usaha  yang  sehat  dati 
efektif,  maka  hukum  persaingan  usa- 


—   ANALISIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  3,  2005:  324-341 

Tabel 2 


JENIS  HAMBATAN  PERSAINGAN  DAN  CIRI-CIRI  KHASNYA 


Hambatan  Persaingan 
oleh  Swasta 

Hambatan  Persaingan 
oleh  Negara 

Jenis 

Kolusi 

Kartel 

Konsentrasi 

Penyalahguna- 
an  Kekuasaan 
Pasar 

Regulasi 

Dasar 

Perilaku  para- 
lel  secara  nya- 
ta,  kesepakat- 
an  tanpa  per- 

Kesepakatan 
berdasarkan 
perjanjian 

Pertumbuhan 
eksternal  dan 
internal 

Penyalahguna- 
an  economic  of 
scale  terhadap 
pembeli,  pe- 
saing  atau  le- 
veransir/pen- 
jual  barang 

Peraturan  biro- 
krasi  negara, 
regulasi-regu- 
lasi  dan  inter- 
vensi 

janjian 

Strategi 

Strategi  peri- 
laku dan  pe- 
rundingan 

Strategi 
perundingan 

Strategi  per- 
tumbuhan 

Strategi  ham- 
batan dan 
eksploitasi 

Strategi 

regulasi 

Arah 

Horizontal, 
vertikal 

Horizontal 

Horizontal,  ver- 
tikal, diagonal 

Horizontal,  ver- 
tikal, diagonal 

Horizontal 

Bentuk 
hukum 

d 

Tanpa 

perjanjian 

tertulis 

Dengan 

perjanjian 

tertulis 

Gabungan 

perusahaan, 

trust 

Tanpa  perjanji- 
an tertulis,  de- 
ngan perjanjian 
tertulis 

Melalui  Un- 
dang-undang, 
peraturan 
pemerintah 

ha  menetapkan  larangan  perjanjian 
secara  horizontal  dan  vertikal  serta 
diagonal  yang  mengakibatkan  praktek 
monopoli  dan/atau  persaingan  usa- 
ha  tidak  sehat  pada  pasar  yang  ber- 
sangkautan.  Perjanjian  horizontal  ada- 
lah  perjanjian  yang  dilakukan  antara 
pelaku  usaha  yang  bergerak  di  bi- 
dang  usaha  (sektor)  yang  sama.  Per- 
janjian vertikal  adalah  perjanjian  an- 
tara pelaku  usaha  yang  bergerak  di 
bidang  usaha  dari  hulu  sampai  ke 
hilir.  Perjanjian  diagonal  adalah  per- 
janjian antara  pelaku  usaha  yang  sa- 
tu  dengan  pelaku  usaha  yang  lain  di 
mana  kegiatan  usaha  kedua  pelaku 
usaha  tersebut  tidak  mempunyai  kait- 
an  satu  sama  lain. 


Demikianlah  UU  Antimonopoli  me- 
netapkan larangan  perjanjian  secara 
horizontal  di  dalam  Pasal  5,  Pasal  7, 
Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11, 
Pasal  16,  Pasal  22,  Pasal  23  dan  Pa- 
sal 24  dan  larangan  perjanjian  ver- 
tikal ditetapkan  di  dalam  Pasal  14 
UU  Antimonopoli.  Sementara  menge- 
nai  struktur  pasarnya  diatur  di  da- 
lam Pasal  4,  Pasal  17,  dan  Pasal  18. 
Sedangkan  mengenai  posisi  dominan 
dan  penyalahgunaannya  ditetapkan 
di  dalam  Pasal  25  dan  Pasal  19.  Dan 
mengenai  penggabungan,  peleburan, 
dan  pengambilalihan  saham  perusa- 
haan diatur  di  dalam  Pasal  28  -  Pa- 
sal 29.  Oleh  karena  itu  substansi  hu- 
kum persaingan  usaha  pada  umum- 
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nya  dapat  dikategorikan  ke  dalam 
tiga  bagian,  yaitu  perjanjian  horizon- 
tal, perjanjian  vertikal  dan  posisi  do- 
minan  dan  penyalahgunaannya. 

Dari  10  pasal  ketentuan  larangan 
perjanjian  horizontal  yang  ditetapkan 
dapat  dirumuskan  beberapa  unsur  se- 
cara  umum,  yaitu:  (1)  adanya  perjan- 
jian di  antara  pelaku  usaha  yang  sa- 
ling  bersaing  ;  dan  (2)  adanya  akibat 
suatu  perjanjian  baik  yang  per  se 
maupun  yang  bersifat  rule  of  reason, 
yaitu  yang  dapat  mengakibatkan  prak- 
tek  monopoli  dan  atau  persaingan 
usaha  yang  tidak  sehat.  Perjanjian 
yang  "dimaksud  di'sini  adalah  perjan- 
jian baik  yang  dibuat  secara  tertu- 
lis  maupun  yang  tidak  tertulis  {gentle- 
men's agreement)  sesuai  dengan  keten- 
tuan Pasal  1  (7)  UU  Antimonopoli  UU 
Antimonopoli.  Sedangkan  perjanjian 
horizontal  dapat  menimbulkan  prak- 
tek  monopoli  dan/atau  persaingan  usa- 
ha tidak  sehat  pada  pasar  yang  ber- 
sangkutan. 

Perjanjian  horizontal  yang  klasik 
yang  biasa  dilakukan  oleh  para  pelaku 
usaha  yang  saling  bersaing  adalah 
perjanjian  (penetapan)  harga,  perjan- 
jian jumlah  produksi  dan  perjanjian 
pembagian  wilayah  pemasaran.  Hal 
ini  yang  biasa  yang  disebut  dengan 
kartel  klasik  (hardcore  cartels).  Sedang- 
kan perjanjian  vertikal  melarang  an- 
tara pelaku  usaha  pada  tingkat  yang 
berbeda-beda  membuat  perjanjian  yang 
dapat  mengakibatkan  persaingan  usa- 
ha tidak  sehat  pada  pasar  yang  ber- 
sangkutan,  yaitu  pada  suatu  garis 
vertikal  baik  dalam  rangkaian  produk- 


si suatu  barang  maupun  dalam  ta- 
hapan  pemasarannya  sampai  barang 
tersebut  dibeli  oleh  konsumen  akhir. 

Pada  prinsipnya  verjanjian  vertikal 
tidak  dilarang  per  se.  Artinya,  para 
pelaku  usaha  dari  hulu  ke  hilir  da- 
pat membuat  suatu  perjanjian  vertikal 
asalkan  tidak  mengakibatkan  praktek 
monopoli  dan/atau  persaingan  usaha 
tidak  sehat  pada  pasar  yang  bersang- 
kutan.  Apa  kriterianya,  apakah  dua 
atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mela- 
kukan  perjanjian  horizontal  atau  per- 
janjian vertikal  dapat  mengakibatkan 
praktek  monopoli  dan/atau  persaing- 
~an  -usaha  tidak  sehat  -  pada  pasar 
yang  bersangkutan?  Parameternya  di- 
tetapkan di  dalam  Pasal  25  dan  Pa- 
sal 19  mengenai  posisi  dominan  dan 
penyalahgunaannya.  Dan  parameter 
yang  mendasar  adalah  pelaku  usaha 
(diduga)  mempunyai  posisi  dominan, 
apabila: 

•  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelom- 
pok  pelaku  usaha  menguasai  50% 
(lima  puluh  persen)  atau  lebih  pang- 
sa  pasar  satu  jenis  barang  atau  ja- 
sa  tertentu;  atau 

•  dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau 
kelompok  pelaku  usaha  menguasai 
75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  atau 
lebih  pangsa  pasar  satu  jenis  ba- 
rang atau  jasa  tertentu  (Pasal  25 
Ayat  2  UU  Antimonopoli). 

UU  Antimonopoli  melarang  pela- 
ku usaha  menyalahgunakan  posisi  do- 
minannya,  baik  secara  langsung  mau' 
pun  tidak  langsung  untuk: 
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•  menetapkan  syarat-syarat  perda- 
gangan  dengan  tujuan  untuk  men- 
cegah  dan  atau  menghalangi  kon- 
sumen  memperoleh  barang  dan 
atau  jasa  yang  bersaing,  baik  dari 
segi  harga  maupun  kualitas;  atau 

•  membatasi  pasar  dan  pengembang- 
an  teknologi;  atau 

•  menghambat  pelaku  usaha  lain 
yang  berpotensi  menjadi  pesaing 
untuk  memasuki  pasar  bersangkut- 
an  (Pasal  25  Ayat  1). 

Dan  hal  yang  hampir  sama  di- 
atur  di  dalam  Pasal  19  yaitu  melarang 
pelaku  usaha  melakukan  satu  atau 
beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  mau- 
pun bersama  pelaku  usaha  lain,  yang 
dapat  mengakibatkan  terjadinya  prak- 
tek  monopoli  dan  atau  persaingan 
usaha  tidak  &ehat  berupa: 

•  menolak  dan  atau  menghalangi  pe- 
laku usaha  tertentu  untuk  melaku- 
kan kegiatan  usaha  yang  sama  pa- 
da  pasar  bersangkutan;  atau 

•  menghalangi  konsumen  atau  pelang- 
gan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk 
tidak  melakukan  hubungan  usa- 
ha dengan  pelaku  usaha  pesaing- 
nya itu;  atau 

•  membatasi  peredaran  dan  atau  pen- 
jualan  barang  dan  atau  jasa  pada 
pasar  yang  bersangkutan;  atau 

melakukan  praktek  diskriminasi  ter- 
hadap  pelaku  usaha  tertentu. 

Komisi  Pengawas  Persaingan  Usa- 
a  (KPPU)  sebagai  pengawas  persaing- 
n  usaha  melakukan  pengawasan  ter- 


hadap  pelaku  usaha  yang  mempunyai 
posisi  dominan  sebagaimana  disebut 
di  atas.  Pelaku  usaha  tidak  dilarang 
mencapai  posisi  dominan  tersebut  asal- 
kan  posisi  dominan  tersebut  dicapai 
karena  kemampuan  perusahaan  terse- 
but secara  sehat  dan  fair.  Tetapi  jika 
pelaku  usaha  tersebut  menyalahguna- 
kan  posisi  dominannya,  maka  KPPU 
harus  menegakkan  (menerapkan)  hu- 
kum  persaingan  tersebut  kepada  pe- 
laku usaha  yang  menyalahgunakan 
posisi  dominannya  supaya  pasar  yang 
terdistorsi  menjadi  sehat  dan  kondu- 
sif  kembali. 


ALIANSI  STRATEGIS  MENURUT 
HUKUM  PERSAINGAN  USAHA 

Dari  penjelasan  di  atas,  pertanya- 
annya  adalah  kapankah  suatu  per- 
janjian  aliansi  strategis  menjadi  ju- 
risdiksi   hukum   persaingan  usaha? 
Aliansi  strategis  tidak  dikelompokkan 
secara  jelas  di  dalam  sistimatika  hu- 
kum kartel.  Seperti  disebut  di  atas, 
pada  prinsipnya  aliansi  strategis  ti- 
dak dilarang  secara  absolut  oleh  hu- 
kum persaingan  usaha.  Aliansi  stra- 
tegis menjadi  jurisdiksi  hukum  per- 
saingan usaha,  jika  akibat  aliansi  ter- 
sebut terjadi  praktek  monopoli  dan 
atau  persaingan  usaha   tidak  sehat 
pada  pasar  yang  bersangkutan. 

UU  Antimonopoli  Indonesia  menge- 
nal  dua  cara  pengawasan  terhadap 
pengikatan  antara  perusahaan,  yaitu: 
(1)  pengawasan  melalui  perjanjian 
atau  penyesuaian  perilaku  antara  pe- 
laku usaha  secara  horizontal,  vertikal 
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:dan  secara  diagonal;  dan  (2)  penga- 
wasan  penggabungan,  peleburan  per- 
usahaan  dan  pengambilalihan  saham 
perusahaan.  Pengawasan  pertama  di- 
lakukan  melalui  ketentuan  Pasal  4 
sampai  Pasal  25.  Dalam  rangka  pe- 
ingawasan  aliansi  strategis  baik  seca- 
ira  horizontal  maupun  vertikal  kata 
Ikuncinya  adalah  apabila  terjadi  prak- 
itek  monopoli  dan  atau  persaingan 
lusaha  pada  pasar  yang  bersangkut- 
,  an,  maka  ketentuan  UU  Antimono- 
poli  harus  diterapkan.  Tentu  hal  ini 
perlu  dibuktikan  oleh  KPPU. 

Oleh  karena  itu,  jika  ada  pelaku 
usaba  yarig  melakukan  kegiatan  ali-- 
ansi  strategis,  KPPU  harus  melakukan 
monitoring  terhadap  aliansi  strategis 
tersebut,  dengan  maksud  agar  aktifi- 
tas  aliansi  strategis  tersebut  tidak 
disalahgunakan.  Misalnya  pihak-pi- 
hak  yang  melakukan  aliansi  akhir- 
nya  menetapkan  harga  yang  sama, 
menetapkan  jumlah  produksi  atau 
mengatur  pembagian  wilayah  pema- 
sarannya,  yang  mengakibatkan  prak- 
tek  monopoli  atau  persaingan  usaha 
tidak  sehat  pada  pasar  yang  bersang- 
kutan.  Hal  ini  jelas  bertentangan  de- 
ngan ketentuan-ketentuan  UU  Anti- 
monopoli. 

Selanjutnya,    pengawasan  kedu 
yaitu  pengawasan  pelaksanaan  pen 
gabungan,  peleburan  perusahaan  dai 
pengambilalihan  saham  perusahaan 
yang  diatur  di  dalam  Pasal  28  -  Pa- 
sal 29  UU  Antimonopoli.  Pelaksana- 
an penggabungan,  peleburan  perusa- 
haan  atau    pengambilalihan  saham 
perusahaan  dilihat  dari  aspek  per- 


saingan usaha  pada  dasarnya  tidak 
dilarang,  asalkan  tidak  melanggar  ke- 
tentuan Pasal  27  sampai  Pasal  29. 
Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang  akan 
melakukan  penggabungan,  peleburan 
atau  pengambilalihan  saham  peru- 
sahaan, akan  dinilai  pangsa  pasar 
perusahaan  hasil  penggabungan,  pe- 
leburan atau  pengambilalihan  saham 
perusahaan.  Jika,  perusahaan  hasil 
penggabungan,  peleburan  atau  peng- 
ambilalihan saham  perusahaan  da- 
pat  mengakibatkan  praktek  monopoli 
dan  atau  persaingan  usaha  tidak  se- 
hat, maka  perusahaan  hasil  pengga- 
bungan, peleburan  atau  pengambil- 
alihan saham  perusaKaan  dilarang 
atau  dibatalkan. 

Selain  itu  UU  Antimonopoli  meng- 
atur adanya  pengecualian-pengecua- 
lian  yang  ditetapkan  di  dalam  Pasal 
50.  Misalnya  saja  Pasal  50  (b)  yang 
mengecualikan  perjanjian  yang  ber- 
kaitan  dengan  hak  atas  kekayaan  in- 
telektual  seperti  lisensi,  paten,  merek 
dagang,  hak  cipta,  desain  produk  in- 
dustri,  rangkaian  elektronik  terpadu, 
dan  rahasia  dagang,  serta  perjanjian 
yang  berkaitan  dengan  waralaba.  Pa- 
sal 50  (c)  mengecualikan  perjanjian 
penetapan  standar  teknis  produk  l^a- 
rang  dan  atau  jasa  yang  tidak  me- 
ngekang  dan  atau  menghalangi  per- 
saingan, dan  Pasal  50  (h)  mengecua- 
likan pelaku  usaha  yang  tergolong 
dalam  usaha  kecil  dari  penerapan 
UU  Antimonopoli  ini.  Pengecualian- 
pengecualian  ini  memungkinkan  satu 
pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha 
yang  lain  melakukan  kerja  sama. 
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Dari  penjelasan  jenis-jenis  alian- 
si  strategis  dan  dari  maksud  dan  tu- 
juan  aliansi  strategis  yang  telah  di- 
sebutkan  di  atas  dihadapkan  dengan 
ketentuan-ketentuan  UU  Antimonopo- 
h,  maka  UU  Antimonopoli  tidak  me- 
larang  aliansi  strategis  baik  secara 
horizontal,   vertikal  maupun  secara 
diagonal  secara  mutlak.  Tidak  ada 
satu  pasal  pun  yang  melarangnya 
secara  eksplisit.  Sebagai  batasannya 
adalah  jika  kegiatan  aliansi  strategis 
mengakibatkan  praktek  monopoli  dan 
atau  persaingan  usaha  tidak  sehat, 
maka  ketentuan  UU  Antimonopoli  ha- 
rus  diterapkan  untuk  memulihkan 
persaingan  usaha  yang  tidak  sehat 
menjadi  sehat  dan  efektif  kembali 
pada  pasar  yang  bersangkutan. 

Kalau  UU  Antimonopoli  Indonesia 
dibandingkan  dengan  UU  Anti  Pem- 
batasan    Persaingan    Usaha  Jerman 
(UU  APPU)  dan  Hukum  Kartel  Uni 
Eropa  (UE),  dari  UU  APPU  Jerman 
dan  Hukum  Kartel  UE  dapat  dite- 
tapkan,  bahwa  hukum  kartel  Jerman 
dan  hukum  kartel  UE  memberikan 
ruang  gerak  yang  luas  terhadap  ali- 
ansi strategis,  yaitu  suatu  larangan 
kerja  sama  secara  umum  tidak  ada. 
Berdasarkan  hukum  kartel  UE  legal- 
isasi  rencana  kerja  sama  dapat  dila- 
kukan  melalui  tiga  cara,  yaitu:  (1) 
aliansi  strategis  tidak  jatuh  kepada 
hukum  kartel  UE.  Apabila  ada  ke- 
ragu-raguan  terhadap  bebas  tidaknya 
dari  jangkauan  hukum  kartel  UE,  pa- 
ra pelaku  usaha  dapat  mengambil 
tes  negatif  dari  Komisi  Persaingan 
Uni  Eropa.  Atas  dasar-dasar  penye- 
derhanaan  seringkali  dikeluarkan  satu 


comfort  letter",  bahwa  tidak  ada  kebe- 
ratan  terhadap  aliansi  tertentu-  (2) 
apakah  suatu  aliansi  strategis 'me- 
ngarah  kepada  pembatasan  persaing- 
an, tetapi  dapat  memenuhi  kriteria- 
kriteria  pengecualian  Pasal  81  Ayat  3 
hukum  kartel  UE,  yaitu  bahwa  alian- 
si tersebut  misalnya  mengarah  kepa- 
da suatu  perbaikan  produksi  barang 
dan  pembagian  barang-barang;  dan, 
(3)  adanya  ketentuan-ketentuan  penge- 
cualian kelompok  yang  bermacam-ma- 
cam,  seperti  kerja  sama  di  bidang  ri- 
set  dan  pengembangan,  adanya  per- 
janjian  lisensi  paten,  perjanjian  lisen- 
si  know-how.    — 


Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  dari 
aspek  persaingan  usaha,  aliansi  stra- 
tegis tidak  akan  menghambat  per- 
saingan usaha  yang  bebas,  jika  hal 
itu  tidak  terbukti  mendistorsi  pasar 
yang  bersangkutan.  Bahkan  banyak 
kemitraan  aliansi  strategis  mampu  me- 
ningkatkan  daya  saing  melalui  kerja 
sama  tersebut.  Dari  aspek  internasio- 
nal  persaingan  bebas  khususnya  di- 
intensifkan  melalui  aliansi  strategis 
tersebut. 


PENUTUP 


Aliansi  strategis  menjadi  salah 
satu  bentuk  kerja  sama  modern  yang 
dapat  dibentuk  oleh  para  pelaku  usa- 
ha yang  beraliansi  untuk  mengako- 
modir  kebutuhan  pasar.  Bentuk  atau 
karakter  aliansi  strategis  sama  de- 
ngan karakter  larangan  hukum  per- 
saingan usaha  yaitu  melarang  ada- 
nya hambatan-hambatan  persaingan. 
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baik  secara  horizontal,  vertikal  dan 
diagonal.  Artinya,  kontrol  yang  di- 
tetapkan  hukum  persaingan  usaha 
dapat  diterapkan  untuk  mengontrol 
aliansi  strategis,  apakah  suatu  ali- 
ansi  strategis  dilarang  atau  tidak. 
Jadi,  dapat  disimpulkan,  bahwa  ali- 
ansi strategis  tidak  dilarang  secara 
mutlak  oleh  hukum  persaingan  usa- 
ha. Aliansi  strategis  nienjadi  juris- 
diksi  hukum  persaingan  usaha,  jika 
aliansi  strategis  mengakibatkan  prak- 
tek  monopoli  dan  persaingan  usaha 
tidak  sehat  pada  pasar  yang  ber- 
sangkutan. 
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Desain  Bam  Politik  Luar  Negeri 
Indonesia* 


Hassan  Wirajuda 


Pohtik  luar  negeri  yang  dijalankan  dalam  konteks  Ungkungan  nasional  van<, 
sedang  mengalami  perubahan  besar  saat  ini  menghadirkan  realL  barTdalln  hl 
bungan  pemenntah  dengan  lembaga  non-pemerintah  maupun  aktor-akto    llitik  \ 
lainnya   Peranan  DPR,  media  massa,  civil  society  dan  partai  poUtik  menrdi  le-^ 
brh  kuat  dalam  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri,  sehingga  berkur  ngnua  rlo- 
nopoU  pemerrn  ah  dalam  kebijakan  luar  negeri  dapat  mempengaruhi  S^^^^  1 
diplomasr  apabUa  Udak  tercapai  sinergi  yang  bait  Dengan  demikian,  keZ  m  Lt 
sukv  arena  pohHk  luar  negeri,  semua  komponen  di  dalam  negeri  adalah  satu  ke- 
satuan  dalam  menghadapi  pihak  luar... 


POLITIK  luar  negeri  merupakan 
alat  untuk  memperjuangkan  sa- 
saran-sasaran  dan  kepenting- 
an  nasional,  sehingga  pembahasan- 
nya  tidak  terlepas  dari  pemahaman 
tentang  prioritas  kerja  pemerintah, 
nilai-nilai  di  masyarakat,  dinamika 
perkembangan  bangsa  serta  berbagai 
perubahan  di  tataran  intemasional. 
Di  bawah  pemerintahan  Presiden  Su- 
silo  Bambang  Yudhoyono,  arah  ha- 
luan  politik  luar  negeri  Republik  In- 
donesia mencerminkan  dimensi  peru- 
bahan maupun  kesinambungan.  Ber- 
beda  dari  masa-masa  sebelumnya — 
ketika  Garis-garis  Besar  Haluan  Ne- 
gara  disahkan  oleh  Majelis  Permu- 
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syawaratan  Rakyat  (MPR)  untuk  di- 
sahkan oleh  Presiden— maka  kini  plat- 
form poHtik  yang  diusung  sejak  ma- 
sa  kampanye  oleh  Presiden  Yudho- 
yono  merupakan  acuan  pokok  bagi. 
program  kerja  pemerintahannya,  ter- 
masuk  bagi  pelaksanaan  politik  luar 
negeri.  Dengan  kata  lain,  politik  luar 
negeri  sebagai  bagian  integral  dari 
kebijakan  pemerintah,  berkewajiban 
mendukung  pencapaian  agenda  Pre- 
siden Yudhoyono,  yang  pokok-pokok- 
nya  adalah  mewujudkan  Indonesia 
yang  aman  dan  damai,  Indonesia  yang 
demokratis  dan  adil,  dan  Indonesia 
yang  sejahtera  dengan  senantiasa  me- 
lakukan  upaya  peningkatan  hubungan 
kerja  sama  intemasional. 

Agenda  pemerintahan  Presiden  Yu- 
dhoyono sebenarnya  juga  merupakan 
kesinambungan  agenda  nasional  se- 


DESAIN  BARU  POLITIK  LUAR  NEGERI  INDONESIA  (Wirajuda) 


343 


belumnya  selama  bertahun-tahun,  meng- 
ingat  tujuan  bagi  tercapainya  masya- 
rakat  Indonesia  yang  "merdeka,  ber- 
satu,  berdaulat,  adil  dan  makmur" 
merupakan  amanat  Pembukaan  UUD 
1945.  Ini  memberikan  indikasi  bahwa 
dimensi  politik  luar  negeri  pemerin- 
tahan  Kabinet  Indonesia  Bersatu  ju- 
ga  membawa  berbagai  elemen  kesi- 
nambungan  kebijakan  dan  prinsip- 
prinsip  dasar  yang  dianut  selama  ini. 
Kontinuitas  politik  luar  negeri  pada 
pemerintahan  antara  lain  tercermin  da- 
lam  prinsip  bebas  dan  aktif  dengan 
menekankan  pada  langkah-langkah 
proaktif.  Prinsip.  ini  tetap  relevan  mes- 
ki  pemerintahan  silih  berganti  dan^ 
lingkungan  nasional  maupun  global 
banyak  berubah,  di  saat  mana  Indo- 
nesia kini  sebenarnya  tidak  lagi  "men- 
dayung  di  antara  dua  karang",  me- 
lainkan  "berlayar  di  tengah  lautan 
yang  bergelombang". 

Dalam  situasi  dunia  saat  ini,  di- 
mensi "pendekatan  konstruktif"  da- 
lam prinsip  bebas  aktif  menurut  Pre- 
siden  Yudhoyono  menjadi  penting,  ar- 
tinya  Indonesia  dalam  menjalankan 
politik  luar  negerinya  juga  harus  me- 
nerapkan  sikap  dan  pola  pikir  yang 
tidak  didasarkan  pada  kecurigaan 
berlebihan,  ketakutan  atau  defensif, 
melainkan  sikap  percaya  diri  dan 
bersemangat  kemitraan  dengan  nega- 
ra-negara  lain  dalam  rangka  memper- 
juangkan  kepentingan  nasional.  Prin- 
sip politik  luar  negeri  bebas  aktif 
bukanlah  sekadar  slogan  tetapi  meru- 
pakan saripati  dari  pengalaman  seja- 
rah  dari  bangsa  kita  sendiri.  Ketika 
diplomasi  Indonesia  harus  mengayuh 


di  antara  dua  karang,  di  mana  tidak 
bisa  biduk  kita  bersandar,  hanya  se- 
mangat  diplomasi  perjuangan  yang 
memungkinkan  kemerdekaan  Indone- 
sia pada  akhirnya  meraih  dukungan 
luar  masyarakat  internasional  untuk 
duduk  sama  rendah,  berdiri  sama  ting- 
gi,  ketika  Indonesia  diterima  sebagai 
anggota  PBB  pada  tanggal  28  Sep- 
tember 1950. 

Masa  lima  tahun  pertama  perjuang- 
an penegakan  kemerdekaan  1945-1950 
merupakan  bagian  sejarah  diplomasi 
yang  menentukan  karakter  atau  wa- 
tak  politik  luar  negeri  Indonesia.  Ide 
yang  sahgaf  mempengaruhi  masa  per- 
juangan tersebut  tertera  pada"  anak 
kalimat  pertama  Pembukaan  UUD  1945: 
"Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan 
itu  adalah  hak  segala  bangsa".  Di  ta- 
hun 2005  sekarang  ini,  ide  kemerde- 
kaan sebagai  hak  mungkin  terdengar 
biasa  saja.  Tetapi  tidak  demikian  60 
tahun  yang  lalu.  Karena  tatanan  dan 
hukum  internasional  pada  waktu  itu 
tidak  rhengakui  kemerdekaan  sebagai 
hak.  Bahkan  di  dalam  Piagam  PBB, 
prinsip  right  to  self-determination  tidak 
berarti  hak  untuk  merdeka.  Self  deter- 
mination diartikan  sebagai  self  govern- 
ment dan  self  rule.  Sementara  kemerde- 
kaan hanya  dimungkinkan  apabila  di- 
capai  kesepakatan  (agreement)  antara 
negara  yang  dijajah  dengan  negara 
penjajah;  dan  itu  berarti  kemerdeka- 
an bukanlah  suatu  hak.  Konsekuen- 
sinya,  tidak  dapat  dihindari  perben- 
turan  antara  tatanan  nasional  kita 
yang  diatur  dalam  UUD  1945  (mulai 
berlaku  18  Agustus  1945)  dengan  ta- 
tanan internasional  pasca  Perang  Du- 
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nia  II  yang  diatur  dalam  Piagam  PBB 
(mulai  berlaku  24  Oktober  1945).  Da- 
lam konteks  ini,  perjuangan  menegak- 
kan  kemerdekaan  yang  sudah  diprok- 
lamirkan  menjadi  lebih  sulit,  karena 
yang  dihadapi  oieh  bangsa  Indonesia 
bukan  hanya  penjajah  Belanda  tetapi 
juga  tatanan  dunia  yang  tidak  men- 
dukung  bagi  perjuangan  kemerdekaan 
itu,  khususnya  bagi  perjuangan  di- 
plomasi. 

Penyelenggaraan  Konferensi  Asia 
Afrika  pada  tahun  1955  di  Bandung 
sesungguhhya  merupakan  proyeksi  da- 
ri  keyakinan  atas  ide  kemerdekaan  se- 
bagai  hak.  Presiden  Soekarno,  dalam 
bagian  akhir  pidato  pembukaan  Kon- 
ferensi, dengan  jernih  mengekspresi- 
kan  keyakinan  itu:  "Let  us  remember  that 
the  stature  of  all  mankind  is  diminished 
so  long  fla  .nations  or  parts  of  nations  are 
still  unfree.  Let  us  remember  that  the  high- 
est purpose  of  man  is  the  liberation  of  man 
from  his  bonds  of  fear,  his  bond  of  human 
degradation,  his  bonds  of  poverty  -  the  lib- 
eration of  man  from  the  physical,  spiritual 
and  intellectual  bonds  which  have  for  too 
long  stunted  the  development  of  human- 
ity's majority".  Latar  belakang  sejarah 
perjuangan  kemerdekaan  ini  menjadi 
faktor  pengaruh  bagi  kesinambungan 
visi  politik  luar  negeri  RI  ke  depan 
yang  menekankan  kemandirian,  kedau- 
latan  dan  keutuhan  wilayah  Negara 
Kesatuan  RI,  kehendak  untuk  memper- 
kuat  stabilitas  dan  perdamaian  di  ka- 
wasan  terdekat,  sekaligus  untuk  se- 
lalu  aktif  terlibat  dalam  upaya  me- 
wujudkan  tata  dunia  yang  aman  dan 
adil. 


Sebagai  kebijakan  nasional  yang 
diproyeksikan  ke  luar  negeri,  politik 
luar  negeri  tetap  berfungsi  mendu- 
kung  sepenuhnya  upaya-upaya  meng- 
atasi  berbagai  persoalan  besar  yang 
dihadapi  bangsa.  Sejalan  dengan  me- 
redanya  dampak  negatif  multidimen- 
sional akibat  dari  "economic  meltdown" 
yang  dialami  Indonesia  pada  1997- 
1998,  tantangan  domestik  yang  di- 
hadapi beralih  pada  upaya  penyempur- 
naan  proses  demokratisasi,  memagari 
potensi  disintegrasi  bangsa,  melindungi 
kepentingan  warga  negara  di  luar  ne- 
geri, serta  tetap  aktif  mendukung  pe- 
mulihan  ekonomi  agar  mencapai  ting- 
kat  pertumbuhan  tinggi  seperti  sebe- 
lum  krisis. 

Sejak  bencana  gempa  bumi  dan  tsu- 
nami mengguncang  Aceh  dan  bebe- 
rapa  wilayah  Sumatera  yang  meng- 
gugah  simpati  besar  dari  masyarakat 
dunia,  pemerintah  juga  berkepenting- 
an  untuk  memajukan  diplomasi  kema- 
nusiaan.  Terdapat  keperluan  untuk 
mengkanalisasi  besamya  perhatian  dan 
simpati  masyarakat  internasional,  yang 
antara  lain  melahirkan  penyelengga- 
raan KTT  Khusus  ASEAN  tanggal  10- 
14  Januari  2005  yang  menghasilkan 
berbagai  komitmen  pada  tingkat  ting- 
gi untuk  memberikan  bantuan  pada 
periode  tanggap  darurat,  rehabilitasi 
dan  rekonstruksi  di  wilayah  bencana. 

Persoalan  domestik  yang  memerlu- 
kan  dukungan  diplomasi  dan  perkem- 
bangan  selanjutnya,  justru  menjadi  sa- 
lah  satu  aset  penting  bagi  diplomasi 
adalah  reformasi  di  bidang  politik 
dalam  rangka  demokratisasi.  Proses 
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ini  yang  pada  dasawarsa  lalu  sama 
sekali  tidak  terbayangkan  oleh  seba- 
gian  masyarakat  internasional,  yang 
bermuara  pada  rangkaian  pemilu  dan 
pergantian  pemerintahan  secara  da- 
mai  dan  demokratis,  yang  mencermin- 
kan  adanya  proses  pendewasaan  po- 
litik  di  Indonesia.  Berbagai  ramalan 
suram  dan  doomsday  scenario  sejak  Pe- 
milu 1999,  nyatanya  tidak  terjadi.  De- 
ngan   suksesnya    rangkaian  pemilu 
dan  reformasi  politik  tersebut,  praktis 
Ind  onesia  telah  menepiskan  keragu- 
raguan  tentang  masa  depan  Indone- 
sia. Indonesia  kini  telah  membuktikan 
bahwa  democracy-  works  dan  ini  meru- 
pakan  aset  bagi  politik  luar  negeri  In- 
donesia. 

Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  po- 
litik luar  negeri  di  arahkan  untuk  men- 
jadi  ujung  tombak  yang  tajam  bagi 
pencapaian  agenda-agenda  nasional 
yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Un- 
tuk melaksanakan  agenda  Kabinet  In- 
donesia Bersatu,  yaitu  pencapaian  In- 
donesia yang  aman  dan  damai,  diplo- 
masi berkewajiban  mengambil  langkah- 
langkah  konkret  guna  memagari  po- 
tensi  disintegrasi  bangsa  melalui  upa- 
ya  penggalangan  dukungan  interna- 
sional  terhadap  kesatuan  dan  keutuh- 
an  negara  dan  bangsa  di  berbagai  fo- 
rum bilateral  maupun  internasional; 
penggalangan  dukungan  dari  negara- 
negara  tetangga  untuk  mencegah  pe- 
nyelundupan  senjata,  uang  atau  orang 
bagi  kepentingan  separatisme;  upaya 
counter  terhadap  kegiatan-kegiatan  ber- 
bagai kelompok  separatis  dan  LSM 
pendukungnya  di  luar  negeri;  serta 
penciptaan  lingkungan  luar  wilayah 


terdekat  serta  lingkungan  internasio- 
nal yang  aman,  damai  dan  kondusif 
bagi  upaya  menciptakan  perdamaian 
dan  kemakmuran  di  dalam  negeri. 

Dalam  pada  itu,  diplomasi  diarah- 
kan  pula  untuk  membantu  pencapai- 
an tujuan-tujuan  Kabinet  Indonesia  Ber- 
satu lainnya,  seperti  Indonesia  yang 
adil,  demokratis  dan  sejahtera.  Dalam 
perspektif  ini,  diplomasi  membantu 
upaya  mendorong  pertumbuhan  sek- 
tor  riil  dan  dunia  usaha  serta  mendo- 
rong pembangunan  infrastruktur  di 
tanah  air;  mendukung  upaya  pening- 
katan  kinerja  ekspor;  peningkatan  arus^ 
investasi  dan  wisatawan;  penyelesai- 
an  masalah  hutang  luar  negeri;  pe- 
ningkatan kerja  sama  teknik  antar  ne- 
gara dan  pengentasan  kemiskinan  me- 
lalui pencapaian  Millenium  Development 
Goals. 

Sementara  itu,  diplomasi  juga  di- 
arahkan  untuk  meningkatkan  peran 
dan  kepemimpinan  Indonesia  dalam 
proses  integrasi  ASEAN;  peran  dan 
kepemimpinan  Indonesia  dalam  pro- 
ses integrasi  ASEAN;  peran  aktif  di 
Asia  Pasifik;  membangun  kemitraan 
strategis  baru  Asia  Afrika  serta  hu- 
bungan  antar  sesama  negara  berkem- 
bang;  memperkuat  hubungan  kerja 
sama  bilateral,  regional  dan  multila- 
teral di  segala  bidang;  meningkatkan 
prakarsa  dan  kontribusi  Indonesia  da- 
lam pencapaian  keamanan  dan  per- 
damaian internasional  serta  memper- 
kuat multilateralisme;  meningkatkan 
citra  Indonesia  di  masyarakat  interna- 
sional sebagai  negara  demokratis,  plu- 
ralistik,  menghormati  hak  asasi  ma- 
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nusia  dan  memajukan  perdamaian 
dunia. 

Indonesia  optimis  bahwa  politik 
luar  negerinya  ke  depan  rnemiliki  mo- 
dal kuat  untuk  tampil  lebih  percaya 
diri  dan  lebih  berperan  aktif  di  du- 
nia internasional.  Sikap  otimis  ini  wa- 
jar,  mengingat  berbagai  keberhasilan 
diplomasi  yang  telah  dicapai  hing- 
ga  saat  ini,  dan  diperkuat  pula  kon- 
disi  dalam  negeri  oleh  proses  demo- 
kratisasi yang  terus  bergulir  dan  ki- 
nerja  perekonomian  yang  membaik. 
Namun-  dengan  modal  kuat  tersebut 
tidak  berarti  kita  lengah  dalam  me- 
nyongsong  masa  depan.  Politik  luar 
negeri  Indonesia  perlu  terus  didu- 
kung  oleh  langkah-langkah  benah  diri 
dan  penyempurnaan  mesin  diploma- 
si,  di  samping  harus  meningkatkan 
sinergi  pemerintah  dengan  berbagai 
komponen  bangsa  yang  makin  menge- 
muka  perannya,  sejalan  dengan  pro- 
ses demokratisasi. 

Politik  luar  negeri  yang  dijalankan 
dalam  konteks  iingkungan  nasional 
yang  sedang  mengalami  perubahan 
besar  saat  ini  menghadirkan  realita 
baru  dalam  hubungan  pemerintah  de- 
ngan lembaga  non-pemerintah  mau- 
pun  aktor-aktor  politik  lainnya.  Pe- 
ranan  DPR,  media  massa,  civil  society 
dan  partai  politik  menjadi  lebih  kuat 
dalam  mempengaruhi  kebijakan  luar 
negeri,  sehingga  berkurangnya  mono- 
poli  pemerintah  dalam  kebijakan  luar 
negeri  dapat  mempengaruhi  efektifi- 
tas  diplomasi  apabila  tidak  tercapai 
sinergi  yang  baik. 


Pentingnya  keterpaduan  antara  ke- 
handalan  diplomasi  pemerintah  de- 
ngan dukungan  masyarakat— yang 
sejak  tahun  2001  diupayakan  pengem- 
bangannya  oleh  Departemen  Luar  Ne- 
geri melalui  konsep  "total  diplomacy"— 
sebenarnya  telah  menjadi  visi  pendiri 
bangsa.  Mohammad  Hatta,  dalam  pi- 
dato  radio  tanggal  15  Desember  1945, 
mengatakan  bahwa:  "Politik  luar  ne- 
geri yang  dilakukan  oleh  pemerintah 
mestilah  sejalan  dengan  politik  da- 
lam negeri.  Seluruh  rakyat  harus  ber- 
diri  tegapnya  dan  rapatnya  di  bela- 
kang  Pemerintah  Republik  Indonesia. 
Persatuan  yang  sekuat-kuatnya  harus 
ada,  barulah  pemerintah  "dapat  men- 
capai  hasil  yang  sebaik-baiknya  dari 
diplomasi  yang  dijalankan  ". 

Visi  Bung  Hatta  saat  itu  tetap  sa- 
ngat  relevan  dengan  perkembangan  de- 
wasa  ini,  baik  proses  globalisasi  di 
Iingkungan  sistemik  maupun  proses- 
reformasi  di  Iingkungan  nasional  Indo- 
nesia, yang  menuntut  dukungan  kuat 
masayarakat  terhadap  politik  luar  ne- 
geri. Oleh  karena  itu,  politik  luar  ne- 
geri dan  pelaksanaannya  melalui  di- 
plomasi harus  menyertakan  semua 
komponen  bangsa,  meskipun  dalam 
peta  politik  domestik  yang  sangat  pju- 
ralistik.  Setidaknya  harus  dibangun 
suatu  strategi  bersama,  suatu  rencana 
yang  disepakati  oleh  semua  pihak,  un- 
tuk memperjuangkan  kepentingan  na- 
sional. Dalam  kaitan  ini,  perlu  pula 
diupayakan  langkah-langkah  guna  men- 
dekatkan  jarak  antara  perkembangan 
Iingkungan  internasional  dengan  kon- 
disi  domestik  (intermestik). 
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Dengan  demikian,  ketika  memasuki 
arena  politik  luar  negeri,  semua  kom- 
ponen  di  dalam  negeri  adalah  satu 
kesatuan  dalam  menghadapi  pihak 
luar.  Di  negara  yang  paling  liberal  se- 
kalipun,  politik  luar  negeri  itu  ber- 
sifat  "non-partisan",  yaitu  terdapat  ke- 
bulatan  pendapat  dan  sikap  dalam 


menghadapi  dunia  luar.  Diplomasi  to- 
tal yang  dikembangkan  Departemen 
Luar  Negeri  adalah  diplomasi  yang 
melibatkan  semua  komponen  bangsa 
dalam  suatu  sinergi  dan  memandang 
substansi  permasalahan  secara  inte- 
gratlf  untuk  memperjuangkan  kepen- 
tingan  nasional  secara  optimal. 
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